

































EKONOMI DAN BISNIS ISLAM II 






Buku Perkuliahan Program S-1  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) 













Supported by:  





































REKTOR UIN SUNAN AMPEL 
 
Merujuk pada PP 55 tahun 2007 dan Kepmendiknas No 16 tahun 
2007, Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Penyusunan Kurikulum 
Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; Kepmendiknas 
No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi; dan KMA No. 
353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan 
Tinggi, UIN Sunan Ampel akan menerbitkan buku perkuliahan sebagai 
upaya pengembangan kurikulum dan peningkatan profesionalitas dosen. 
Untuk mewujudkan penerbitan buku perkuliahan yang berkualitas, 
UIN Sunan Ampel bekerjasama dengan Government of Indonesia (GoI) dan 
Islamic Development Bank (IDB) telah menyelenggarakan Training on 
Textbooks Development dan Workshop on Textbooks bagi Dosen UIN 
Sunan Ampel. Training dan workshop tersebut telah menghasilkan 25 buku 
perkuliahan yang menggambarkan komponen matakuliah utama pada 
masing-masing jurusan/prodi di 5 fakultas.  
Buku perkuliahan yang berjudul Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II 
(Struktur Akad Tabarru’ dalam Hukum Islam) merupakan salah satu di 
antara beberapa buku yang disusun oleh dosen pengampu mata kuliah 
Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam program S-1 Program Studi Hukum 
Ekonomi Syariah (Muamalah) Jurusan Hukum Ekonomi Islam Fakultas 
Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel sebagai panduan pelaksanaan 
perkuliahan selama satu semester. Dengan terbitnya buku ini diharapkan 
perkuliahan dapat berjalan secara aktif, efektif, kontekstual dan 
menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan kualitas lulusan UIN Sunan 
Ampel. 
 Kepada Government of Indonesia (GoI) dan Islamic Development 
Bank (IDB) yang telah memberi support atas terbitnya buku ini, tim 
fasilitator dan tim penulis yang telah berupaya keras dalam mewujudkan 
penerbitan buku ini, kami sampaikan terima kasih. Semoga buku 
perkuliahan ini bermanfaat bagi perkembangan pembudayaan akademik di 
UIN Sunan Ampel Surabaya.  
Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya 









































































Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Berkat karunia-
Nya, buku perkuliahan Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II (Akad 
Tabarru’ dalam Hukum Islam) ini bisa hadir sebagai salah satu 
supporting system penyelenggaraan program S-1 Program Studi 
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari’ah dan Hukum 
UIN Sunan Ampel Surabaya. 
Buku perkuliahan Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II 
(Struktur Akad Tabarru’ dalam Hukum Islam) disusun oleh Dosen 
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas 
Syari’ah dan Hukum, memiliki fungsi sebagai salah satu sarana 
pembelajaran pada mata kuliah Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam. 
Secara rinci buku ini memuat beberapa paket penting yang meliputi; 
1) Konsep Dasar dan Ruang Lingkup Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam; 2) 
Prinsip  dan Etika dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam; 3) Akad Jual 
Beli dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam; 4) Bai’ al-Wafa>’, Bai’ bi 
Thama>n ‘A>jil, dan Bai’ al-‘Inah  dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam; 
5) Akad Mura>bah}ah dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam; 6) Akad 
Salam dan Istis}na>’ dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam; 7) Akad Al-
S}arf  dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam; 8) Akad Sewa-menyewa 
(Ija>rah), dan Ija>rah Muntahiya bi al-Tamli>k dalam Hukum Ekonomi dan 
Bisnis Islam; 9) Ju’a>lah  dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam; 10) Akad 
Musha>rakah dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam; 11) Akad 
Mud}a>rabah  dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam; 12) Akad Muza>ra’ah, 
Mukha>barah dan Musa>qa>h dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam. 
 Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya 
kepada Government of Indonesia (GoI) dan Islamic Development Bank 
(IDB) yang telah memberi support penyusunan buku ini, kepada Dr. 

































H. Sahid HM., M.Ag dan Dr. Hj. Suqiyah Musafa’ah, M.Ag, dan 
kepada semua pihak yang telah turut membantu dan berpartisipasi 
demi tersusunnya buku perkuliahan Hukum Ekonomi dan Bisnis 
Islam II (Struktur Akad Tabarru’ dalam Hukum Islam) ini. Kritik 
dan saran dari para pengguna dan pembaca kami tunggu guna 
penyempurnaan buku ini.  
Terima Kasih.    
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Transliterasi Tulisan Arab-Indonesia Penulisan Buku 
Perkuliahan “Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II (Akad Tabarru’ 
dalam Hukum Islam)” adalah sebagai berikut. 
 











































































Untuk menunjukkan bunyi panjang (madd) dengan cara menuliskan 
tanda coretan di atas a>, i>, dan u> (ا ي,   dan و   ). Bunyi hidup dobel (diftong) 
Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “au” seperti 
layyinah, lawwamah. Untuk kata yang berakhiran ta’ marbutah dan berfungsi 
sebagai sifat (modifier) atau mud}a>f ilayh ditranliterasikan dengan “ah”, sedang 
yang berfungsi sebagai mud}a>f ditransliterasikan dengan “at”. 
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SATUAN ACARA PERKULIAHAN 
 
A. PENGANTAR IDENTITAS 
Nama Mata kuliah : Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II 
Jurusan/Program Studi : Hukum Ekonomi Islam /Hukum Ekonomi Syariah(Muamalah) 
Bobot : 2 sks 
Waktu : 2 x 50 menit/ Pertemuan 
Kelompok Matakuliah : Mata Kuliah Kompetensi Utama (MKKU) 
 
B. DISKRIPSI DAN URGENSI MATA KULIAH 
Mata Kuliah Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam adalah salah satu  dari kelompok Mata 
Kuliah Kompetensi Utama (MKKU) di Jurusan Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syari’ah dan 
Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Visi mata kuliah ini adalah sumber nilai dan pedoman 
bagi mahasiswa dan mahasiswi agar dalam kegiatan perekonomian dan bisnis sesuai dengan 
hukum ekonomi dan bisnis Islam. Sedangkan misinya adalah agar mahasiswa dan mahasiswi 
memahami hukum ekonomi dan bisnis Islam yang berkaitan langsung atau tidak dengan akad-
akad (transaksi-transaksi), terutama yang bersifat tabarru’; yaitu bertransaksi semata-mata 
mencari kebaikan (ridha Allah). 
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teoritis dan empiris. Dalam pendekatan 
teoritis akan ditekankan pada pemahaman terhadap teori-teori akad hukum ekonomi dan bisnis 
Islam. Sedangkan pendekatan empiris lebih menekankan pada pengamatan dan analisis  terhadap 
praktik-praktik kegiatan perekonomian dan bisnis serta akad yang diterapkan di sekitar 
mahasiswa dan mahasiswi 
 
C. Urgensi 
Menghadapi era globalisasi saat ini, perbagai bentuk kegiatan ekonomi dan bisnis terus 
berkembang memenuhi kebutuhan masyarakatnya, yang juga terus berkembang. Demikian juga 
berbagai bentuk transaksi yang ditawarkan dalam berbagai kegiatan ekonomi dan bisnis tersebut. 
Oleh karena itu mahasiswa dan mahasiswi jurusam Hukum Ekonomi Syariah harus dibekali 
kemampuan untuk menyusun dan menganalis berbagai transaksi tersebut secara profesional dan 
proporsioanal sesuai hukum Islam. 
 
D. Standar Kompetensi 
1. Mahasiswa mampu menguasai akad-akad tabarru’ (kebaikan). 
2. Mahasiswa mampu menerapkan akad-akad tabarru’ dalam Ekonomi dan Bisnis Islam. 
3. Mahasiswa mampu membuat kontrak-kontrak tabarru’. 
 
E. Kompetensi Dasar Dan Indikator 








1. Mampu menguraikan Wadi’ah; 
pengertian, dasar hukum, syarat-
rukunnya, macam-macamnya, 
hokum menerima barang titipan, 
dan aplikasinyanya dalam 
perbankan syariah.   
2. Mampu Menyebutkan Wadi’ah, 
dasar hukum, tujuan, syarat-
rukunnya, macam-macamnya. 
3. Mampu memberi contoh Wadi’ah 
dalam perbankan syariah. 











1. Mampu menguraikan Hawalah; 
pengertian, dasar hukum, tujuan, 
syarat-rukunnya, macam-
macamnya, dan aplikasinyanya 
dalam perbankan syariah.  
2. Mampu menyebutkan Hawalah, 







































perbankan syariah. dasar hukum, tujuan, syarat-
rukunnya, macam-macamnya. 
3. Mampu memberikan contoh 








1. Mampu menguraikan Wakalah; 
pengertian, dasar hukum, tujuan, 
syarat-rukunnya, macam-
macamnya, dan aplikasinyanya 
dalam perbankan syariah.  
2. Mampu Menyebutkan Wakalah, 
dasar hukum, tujuan, syarat-
rukunnya, macam-macamnya. 
3. Mampu memberikan contoh 
Wakalah  dalam perbankan 
syariah. 
4. Mampu membuat kontrak 
wakalah. 













1. Mampu menguraikan Kafalah; 
pengertian, dasar hukum, tujuan, 
syarat-rukunnya, macam-
macamnya, dan aplikasinyanya 
dalam perbankan syariah.  
2. Mampu menyebutkan Kafalah dan 
Daman, dasar hukum, tujuan, 
syarat-rukunnya, macam-
macamnya. 
3. Mampu memberikan contoh 
Kafalah dalam perbankan syariah. 
4. Mampu membuat kontrak kafalah. 













1. Mampu menguraikan Rahn; 
pengertian, dasar hukum, tujuan, 
syarat-rukunnya, macam-
macamnya, dan aplikasinyanya 
dalam perbankan syariah.  
2. Mampu menyebutkan Rahn, dasar 
hukum, tujuan, syarat-rukunnya, 
macam-macamnya. 
3. Mampu memberikan contoh Rahn 
dalam perbankan syariah. 
4. Mampu membuat kontrak rahn. 













1. Mampu menguraikan Qard; 
pengertian, dasar hukum, tujuan, 
syarat-rukunnya, macam-
macamnya, dan aplikasinyanya 
dalam perbankan syariah.  
2. Mampu menyebutkan qard}, dasar 
hukum, tujuan, syarat-rukunnya, 
macam-macamnya. 
3. Mampu memberikan contoh Qard} 
dalam perbankan syariah. 













1. Mampu menguraikan Ariyah, 
pengertian, dasar hukum, tujuan, 
syarat-rukunnya, macam-
macamnya, dan aplikasinya dalam 
perbankan syariah. 
2. Mampu menyebutkan Ariyah, 
dasar hukum, tujuan, syarat-
rukunnya, macam-macamnya. 
3. Mampu memberikan contoh 
Ariyah dalam perbankan syariah. 
Ariyah, pengertian, dasar 
hukum, tujuan, syarat-
rukunnya, macam-
macamnya, dan aplikasinya 
dalam perbankan syariah. 
Memahami Luqatah 
(Barang Temuan), 
1. Mampu menguraikan Luqatah 
(Barang Temuan), pengertian, 
Luqatah (Barang Temuan), 







































dasar hukum, tujuan, syarat-
rukunnya, macam-macamnya, dan 
permasalahannya. 
2. Mampu menyebutkan Luqatah 
(Barang Temuan); dasar hukum, 
tujuan, syarat-rukunnya, macam-
macamnya. 
3. Mampu memberikan contoh 
Luqatah (Barang Temuan) dalam 










1. Mampu menguraikan Ihya’ al-
mawat, pengertian, dasar hukum, 
tujuan, syarat-rukunnya, macam-
macamnya, dan permasalahannya. 
2. Mampu menyebutkan Ihya’ al-
mawat, dasar hukum, tujuan, 
syarat-rukunnya, macam-
macamnya. 
3. Mampu menerapkan Ihya’ al-
mawat dalam ekonomi dan bisnis 
syariah. 
Ihya’ al-mawat, pengertian, 










1. Mampu menguraikan Zakat dan 
Wakaf, pengertian, dasar hukum, 
tujuan, syarat-rukunnya, macam-
macamnya, dan permasalahannya. 
2. Mampu menyebutkan Zakat dan 
Wakaf; dasar hukum, tujuan, 
syarat-rukunnya, macam-
macamnya. 
3. Mampu memberikan contoh Zakat 
dan Wakaf dalam ekonomi dan 
bisnis syariah. 





Memahami Hibah dan 
Hadiah pengertian, 




1. Mampu Hibah dan Hadiah 
pengertian, dasar hukum, tujuan, 
syarat-rukunnya, macam-
macamnya, dan permasalahannya.  
2. Mampu menyebutkan Hibah dan 
Hadiah; dasar hukum, tujuan, 
syarat-rukunnya, macam-
macamnya. 
3. Mampu memberikan contoh Hibah 
dan Hadiah dalam ekonomi dan 
bisnis syari’ah. 
Hibah dan Hadiah 










1. Mampu menguraikan Muflis 
(Pailit), pengertian, dasar hukum, 
tujuan, syarat-rukunnya, macam-
macamnya, dan permasalahannya. 
2. Mampu menyebutkan Muflis 
(Pailit); dasar hukum, tujuan, 
syarat-rukunnya, macam-
macamnya. 
3. Mampu memberikan contoh Muflis 










F. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Perkuliahan dilakukan dalam bentuk diskusi kelas yang akan disampikan oleh pemakalah 
(kelompok mahasiswa, masing-masing kelompok terdiri dari 3-4 mahasiswa) dengan 
materi yang akan ditentukan berdasarkan kesepakatan. Pada saat kelompok I sebagai 
pemakalah, maka kelompok yang lain bertugas sebagai peyanggah dan penanya. 


































sebagai penyanggah dan penanya, dan seterusnya. Dosen juga memiliki kesempatan untuk 
mencermati kesalahan konsep dan menambahkan konsep penting yang disampaikan oleh 
pemakalah. Makalah yang direvisi akan dikumpulkan sebagai komponen tugas pada 
evaluasi perkuliahan. Sedangkan, kuliah praktek berdasarkan kesadaran mahasiswa untuk 
berpartisipasi. Jika tidak ada yang berpartisipasi, maka dosen akan menunjuk salah 
seorang untuk mempraktekkannya. 
 
G. Penilaian 
No. Komponen Penilaian Bobot 
1 Partisipasi Kuliah 10% 
2 Tugas Tugas Terstruktur (Kriteria Efektifitas 
Sekolah, Tugas Kuis, Artikel, tugas  mind map, 
praktik pengembangan sekolah efektif) Bobot 40% 
30% 
3 Ujian Tengah Semester 20% 
4 Ujian Akhir Semester 40% 
 













1 Kelengkapan dokumen portofolio     
2 Kerapian dokumen portofolio     
3 Ketepatan dokumen portofolio     
4 Kualitas isi dokumen portofolio     
Total     
Rerata     
 
Lembar Penilaian Performansi 
No Indikator Nilai 
1 Kemampuan Mempresentasikan Makalah  
2 Kemampuan Mempertahankan ide dan gagasan  
3 Kemampuan penggunaan Bahasa Indonesia Baku  
4 Kemampuan merespon perbedaan pendapat  
5 Isi Makalah  
6 Keseuaian isi dengan judul makalah  
7 Teknis penulisan Karya Ilmiah  
8 Referensi   



































Wadi>’ah dalam Hukum  
Ekonomi Dan Bisnis Islam 
Paket 1 
WADI>’AH DALAM HUKUM EKONOMI  




Paket ini akan membahas tentang konsep Islam tentang titipan, yang 
dalm praktek perbankan bisa berbentuk tabungan. Kajian dalam paket ini 
meliputi pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-
macamnya, dan aplikasinyanya dalam perbankan syariah. Paket ini sebagai 
kelanjutan dari paket-paket sebelumnya. Dalam Paket ini, mahasiswa akan 
mengkaji pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-
macamnya, dan aplikasinyanya dalam perbankan syariah.  
Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menjelaskan lebih dahulu 
tujuan perkuliahan paket 1 yang akan dilaksanakan. Harapannya, dengan 
mengetahui tujuan tersebut mahasiswa mendapat gambaran tentang capaian 
yang harus diperoleh mahasiswa. Dosen juga memberikan penjelasan 
tentang alur perkuliahan yang akan dilaksanakan. 
Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan 
laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mengefektifkan 
perkuliahan, serta whiteboard, dan spidol sebagai alat menuangkan 
kreatifitas hasil perkuliahan dengan membuat peta konsep. 
   
Rencana Pelaksanaan Perkuliahan 
Kompetensi Dasar  
Mahasiswa dan mahasiswi mampu menjelaskan Wadi>’ah; pengertian, 
dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan 
aplikasinyanya dalam perbankan syariah. 
 
Indikator 
Pada akhir perkuliahan mahasiswa dapat :   
1. Menyebutkan Wadi>’ah, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-
macamnya. 
2. menerapkan Wadi>’ah dalam perbankan syariah. 

































Wadi>’ah dalam Hukum  





1. Pengertian Wadi>’ah. 
2. Dasar hukum Wadi>’ah. 
3. Tujuan Wadi>’ah. 
4. Syarat dan Rukun Wadi>’ah. 
5. Macam-macam Wadi>’ah. 
6. Aplikasi wadi>’ah dalam perbankan syariah. 
 
Kegiatan Perkuliahan 
Kegiatan Awal (15 menit) 
1. Menjelaskan kompetensi dasar. 
2. Menjelaskan indikator. 
3. Menjelaskan langkah kegiatan perkuliahan paket ini. 
4. Melakukan apersepsi tentang wadi>’ah yang terjadi di dalam 
masyarakat. 
Kegiatan Inti (70 menit) 
1. Kelompok mahasiswa yang kebagian tugas mempresentasikan 
makalahnya. 
2. Kelompok mahasiswa yang lain menyimak makalah yang 
dipresentasikan. 
3. Diskusi dan Tanya jawab terhadap makalah yang dipresentasikan 
4. Penguatan hasil diskusi dari dosen. 
5. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 
menanyanyakan sesuatu yang belum paham atau menyampaikan 
konfirmasi. 
Kegiatan Penutup (10 menit) 
1. Menyimpulkan hasil perkuliahan 
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat 
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 
 

































Wadi>’ah dalam Hukum  
Ekonomi Dan Bisnis Islam 
Kegiatan Tindak lanjut (5 menit) 
1. Memberi tugas latihan 
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.. 
 
Lembar Kegiatan 
Membuat Peta Konsep (Mind Map) tentang Wadi>’ah, meliputi 
pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan 
aplikasinyanya dalam perbankan syariah. 
                                         
Tujuan 
Mahasiswa dapat membuat peta konsep untuk membangun 
pemahaman tentang Wadi>’ah, meliputi pengertian, dasar hukum, tujuan, 
syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan aplikasinyanya dalam 
perbankan syariah melalui kreatifitas ungkapan ide dari anggota kelompok 
yang dituangkan  dalam bentuk mind maping.  
 
Bahan dan Alat 
LCD dan laptop, kertas plano, spidol berwarna, dan solasi. 
 
Langkah Kegiatan 
1. Kelompok yang mendapatkan tugas presentasi untuk mengambil tempat 
2. Pilihlah seorang moderator dan seorang notulen untuk menulis setiap 
tanggapan dan pertanyaan yang muncul pada saat diskusi! 
3. Kelompok mempresentasikan makalahnya 
4. Diskusikan makalah yang telah dipresentasikan dengan peserta diskusi! 
5. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok makalah! 
6. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep sebagaimana dalam 
contoh gambar di atas! 








































Wadi>’ah dalam Hukum  




(PENGERTIAN, DASAR HUKUM, TUJUAN, SYARAT-
RUKUNNYA, MACAM-MACAMNYA, DAN APLIKASINYANYA 
DALAM PERBANKAN SYARIAH) 
 
Pengertian Wadi<’ah 
Dalam tradisi fiqh Islam prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan 
prinsip wadi<’ah. Secara etimologi kata wadi<’ah berasal dari wada’a` yang 
berarti meninggalkan/ meletakkan atau titipan. Maksunya, menempatkan 
sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara.1 
Adapun pengertian wadi<’ah menurut syara’ adalah sebagai amanat yang ada 
pada orang yang dititipkan, dan ia berkewajiban mengembalikannya pada 
saat pemiliknya meminta.2 
Secara terminologi ada 2 definisi wadi<’ah yang dikemukakan ulama 
fiqih, yaitu :3 
Pertama, definisi yang di kemukakan oleh ulama’ Hanafiyah, wadi<’ah 
adalah: 
 ُﻂْﻴِﻠْﺴَﺗ  ِْﲑَﻐْﻟا ﻰَﻠَﻋ  ِﻆْﻔِﺣ  ِِﻪﻟﺎَﻣ ﺎَِْﳛﺮِﺻ  ْوَأ  ًﺔََﻟﻻَد 
“Mengikutsertakan orang lain dalam memelihara, baik dengan 
ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui syarat”4 
Kedua, definisi yang dikemukakan ulama’ Ma>likiyah, Sha>fi’iyah dan 
Hana>bilah (Jumhur Ulama’) wadi<’ah adalah : 
 ُﻞْﻴِْﻛﻮَـﺗ  ِﰱ  ِﻆْﻔِﺣ  ِكْﻮُْﻠَﳑ ﻰَﻠَﻋ  ٍﻪْﺟَو  ٍصْﻮُﺼَْﳐ 
“Mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara 
tertentu”.5 
1 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Bagi Bankir Dan Praktisi Keuangan, (Jakarta: 
Gema Insani, 2001), 135. Lihat juga Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam, 
(Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 69. 
2 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 13, (Bandung: PT. al-Ma’arif, tt.), 72. 
3 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam ( Fiqh Muamalah ), ( Jakarta : PT 
Raja Grafindo Persada, 2004), 245. 
4 Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), 244. 
5 Ibid., 245. 
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Perbedaan ulama tersebut terletak pada perbedaan mereka dalam 
pemberian upah bagi pihak penerima titipan, transaksi ini 
dikatagorikan taukil atau sekedar menitip, barang titipan tersebut harus 
berupa harta atau tidak.6 
Dengan demikian, dapat diambil pengertian wadi<’ah adalah titipan 
murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum 
yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.7 
Dengan kata lain, wadi<’ah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain 
untuk menjaga hartanya / barangnya dengan terang-terangan atau isyarat 
yang semakna dengan itu. Dan menurut Bank Indonesia, wadi>’ah adalah 
akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang 
dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga 
keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang.8 
Dasar hukum Wadi<’ah 
1. Al-Qur’an 
a. Surat al-Ma>idah ayat 2 
                       
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran.9  
b. Surat al-Baqarah ayat 283 
 ْنَِﺈﻓ  َِﻣأ َﻦ  ْﻢُﻜُﻀْﻌَـﺑ ﺎًﻀْﻌَـﺑ  ِّدَﺆُـﻴْﻠَـﻓ يِﺬﱠﻟا  َﻦُِﲤْؤا  ُﻪَﺘَـﻧﺎََﻣأ  ِﻖﱠﺘَـﻴْﻟَو  َﱠﻟﻠﻪا  ُﻪﱠَﺑر ﻻَو اﻮُﻤُﺘْﻜَﺗ 
 َةَدﺎَﻬﱠﺸﻟا  ْﻦَﻣَو ﺎَﻬْﻤُﺘْﻜَﻳ  ُﻪﱠﻧَِﺈﻓ  ٌِﰒآ  ُﻪُﺒْﻠَـﻗ  ُﱠﻟﻠﻪاَو َﺎِﲟ  َنﻮُﻠَﻤْﻌَـﺗ  ٌﻢﻴِﻠَﻋ  
Jika sebagian kamu mempercayakan sebagian yang lain, maka 
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan 
6 Hasan Abdullah Amin, al-Wadi>’ah al-Mashri<fiyah al-Naqdiyah wa istithma>riyah fi al-
Isla>m, (Jeddah: Da>r al-Shuru>q, 1983), 23-31. 
7 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Bagi Bankir Dan Praktisi Keuangan, 135. Lihat 
juga Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Praktek ke Teori, (Jakarta: Gema 
Insani, 2001), 148. 
8 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah, Suatu Pengenalan Umum, (Jakarta: Bank 
Indonesia dan Tazkia Institute, 1999), 65. 
9 Al-Qur’a>n, 5 (al-Ma>idah): 2. 
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hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya.10 
c. Surat An-Nisa<’ ayat 58 
 ﱠنِإ  َﱠﻟﻠﻪا  ْﻢُُﻛﺮُﻣْ�َ  ْنَأ  ـُﺗاوﱡدَﺆ  ِت�َﺎَﻣﻷا  َﱃِإ ﺎَﻬِﻠْﻫَأ اَذِإَو  ْﻢُﺘْﻤَﻜَﺣ  َْﲔَﺑ  ِسﺎﱠﻨﻟا  ْنَأ 
اﻮُﻤُﻜَْﲢ  ِلْﺪَﻌْﻟِﺑﺎ  ﱠنِإ  َﱠﻟﻠﻪا ﺎﱠﻤِِﻌﻧ  ْﻢُﻜُﻈَِﻌﻳ  ِﻪِﺑ  ﱠنِإ  َﱠﻟﻠﻪا   َنﺎَﻛ ﺎًﻌﻴ َِﲰ ًاﲑِﺼَﺑ 
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 
Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 
Allah adalah Maha mendengar lagi Maha”.11 
2. Al-Hadi<th 
 َِّدأ  ََﺔﻧﺎَﻣَﻷْا  َﱃِإ  ِﻦَﻣ  َﻚَﻨَﻤَﺘْـﺋا  َﻻَو  ْﻦَُﲣ  ْﻦَﻣ  َﻚَﻧﺎَﺧ )ﻩاور دوادﻮﺑأ ىﺬﻣﱰﻟاو ﻢﻛﺎﳊاو( 
Serahkanlah amanah orang yang mempercayai engkau , dan jangan 
kamu menghiyanati orang yang mengamanati engkau. (HR. Abu> Dau>d, 
al-Tirmiz}i> dan al-H{a>kim).12 
 
 ْﻦَﻋ  ِﻦْﺑوُﺮَﻤُﻋ  ِﺐْﻴَﻌُﺷ  ْﻦَﻋ  ِﻪِْﻴَﺑا , ْﻦَﻋ  ِﻩِّﺪَﺟ , ﱠَنا  َلْﻮُﺳَر  ِﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ﷲ  ِﻪْﻴَﻠَﻋ  َﻢﱠﻠَﺳَو  َلَﺎﻗ 
 : َﻻ  َنﺎَﻤَﺿ ﻰَﻠَﻋ  ٍﻦَِﲤْﺆُﻣ )ﻩاور ﺪﻟاﲎﻄﻗر( 
Amar ibn Suaib, dari bapak dan kakeknya: sesungguhnya Rasulullah 
SAW bersabda: orang yang dipercaya memegang amanat tidak boleh 
dituntut ganti rugi”. (HR. al-Daruqut}ni<).13 
3. Berdasarkan Ijma’ 
Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan ijma’ 
(konsensus) terhadap legitimasi al-wadi<’ah karena kebutuhan manusia 
terhadap hal ini jelas. Pada dasarnya penerima simpanan adalah “yad al 
amanah” (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas 
kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini 
bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam 
memelihara barang titipan (karena factor-faktor diluar batas 
kemampuan).  
10 Al-Qur’an, 2 (al-Baqa>rah) : 283. 
11 Al-Qur’an, 4 (al-Nisa>’): 58. 
12 Abu Isa Muhammad Ibn Isa al-Sarah al-Turmuz}i<, Sunan al-Tirmidhi<, Juz II, 380. 
13 Imam Kabir Ali Ibnu Umar al-Daruqutni, Sunan Ad Da<ruqutni Juz II, 32. 
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Tetapi dalam perekonomian modern, si penerima simpanan tidak 
mungkin akan meng-idle-kan asset tersebut, tetapi mempergunakannya 
dalam aktifitas perekonomian tertentu. Karenanya ia harus meminta 
izin dari si pemberi titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya 
tersebut dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan asset 
tersebut secara utuh. Dengan demikian, ia bukan lagi yad al ama>nah 
tetapi yad adh d}ama>nah (tangan penanggung) yang bertanggung jawab 
atas segala kehilangan/ kerusakan yang terjadi pada barang tersebut.14 
.Rukun dan Syarat Wadi>’ah 
1. Rukun Wadi>’ah 
Rukun wadi<’ah adalah sesuatu yang harus terpenuhi dalam akad 
wadi>’ah. Dalam akad ini ada empat rukun, yaitu :  
a. Muwaddi’ (Orang yang menitipkan). 
b. Wa>di’ (Orang dititipi barang). 
c. Wadi<’ah (barang yang dititipkan). 
d. Shighat (ijab dan kabul). 
2. Syarat Wadi>’ah 
a. Muwaddi’ (orang yang menitipkan) dan Wa>di’ (Orang dititipi 
barang) 
Bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi  wadi>’ah 
disyaratkan telah baligh, berakal dan cerdas karena akad wadi’>ah 
merupakan akad yang banyak menanggung resiko penipuan oleh 
karena itu anak kecil sekalipun telah berakal tidak dibenarkan 
melakukan transaksi wadi’>ah, baik sebagai orang yang menitipkan 
barang maupun sebagai orang yang menerima titipan barang. 
Disamping itu disyaratkan pula bahwa orang yang berakal itu 
harus cerdas malaupun ia sudah baligh dan berakal, sebab orang 
baligh dan berakal belum tentu dapat bertindak secara hukum 
terutama sekali apabila terjadi persengketaan.15 
 
 
14 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Bagi Bankir Dan Praktisi Keuangan, 136. 
15 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transksi dalam Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 1999), 248. 
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b. Wadi>’ah (barang titipan) 
Barang titipan itu harus jelas dan dapat dikuasai oleh penerima 
titipan artinya bahwa barang titipanitu harus diketahui jenis atau 
identitasnya dan boleh dikuasai untuk dipelihara, maka tidak sah 
apabila seseorang menitipkan ikan yang ada di laut atau sungai, 
sekalipun telah ditentukan jenis,jumlah dan identitasnya.16 
Di samping itu barang titipan haruslah merupakan barang yang 
dimiliki secara sah oleh penitip dengan demikian barang yang 
dimiliki secara tidak sah (seperti barang hasil curian) atau 
kepemilikannya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku 
tidak dapat dijadikan sebagai obyek perjanjian penitipan barang, 
sebeb akan menimbulkan kemudaratan bagi orang yang menerima 
titiapan itu.17 Disyaratkan pula bahwa barang titipan itu harus 
mempunyai nilai (berharga) meskipun berupa barang yang najis 
seperti anjing yang dapat dimanfaatkan untuk penjagaan. Adapun 
untuk sesuatu yang tidak bernilai seperti anjing yangtidak bisa 
dimanfaatkan untuk penjagaan, maka tidak sah apabila dijadikan 
sebagai barang titipan.18 
c. Sighat (ija>b dan qabu>l) 
Untuk sighat disyaratkan harus dilafadhkan baik itu secara 
jelas atau kiasan ucapan yang jelas,  seperti, “Aku titipkan harta ini 
kepadamu” atau “Aku mohon kepadamu untuk menjaga harta ini”. 
Sedangkan untuk pelafadhan berupa kiasan, seperti, “Ambillah 
harta ini dan aku berniat untuk menitipkan kepadamu” , disyaratkan 
untuk kinayah harus disertai dengan niat. Apabila ada orang 
berucap “Titipkan harta ini kepadaku” dan pemilik barang 
menyerahkannya atau diam saja, maka yang demikian ini adalah 
sah.19 
Macam-macam Wadi>’ah 
Dilihat dari segi sifat akad wadi<’ah, para ulama’ fiqih sepakat 
16 Nasrun Haroen, Fiqh Mu’amalah, 242. 
17 Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam, 72. 
18 Wah}bah al-Zuhayli<, al-Fiqh al-Isla>m wa Adillatuh, Juz V, (Damaskus: Da>r al-Fikr, 2002), 
250. 
19 Ibid., 250. 
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menyatakan bahwa akad wadi<’ah bersifat mengikat kedua belah pihak yang 
melakukan akad. Apabila seseorang dititipi oleh orang lain dan akadnya 
bertanggung jawab untuk memelihara barang titipan itu.20 
 Para ulama fiqh telah sepakat tentang status wadi<’ah di tangan orang 
yang dititipi bersifat ama>nah, bukan ad-d}ama<nah, sehingga seluruh 
kerusakan yang terjadi selama penitipan barang tidak menjadi tanggung 
jawab orang yang dititipi, kecuali kerusakan itu dilakukan secara sengaja 
atau atas kelalaian orang yang dititipi.21 
Pada pelaksanaan akad wadi<’ah terdiri dari dua jenis yaitu :  
1. Wadi<’ah yad al-ama>nah yaitu akad penitipan barang atau uang dimana 
pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau 
uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau 
kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau 
kelalaian penerima titipan. 
2. Wadi<’ah yad al-d{ama<nah yaitu akad penitipan dengan atau tanpa ijin 
pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan 
dan bertanggung jawab terhadap kehilangan atau uang titipan dan 
bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau 
uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam 
penggunaan barang atau uang tersebut menjadi hak penerima titipan. 22 
Para ulama fiqih memikirkan juga kemungkinan lain yaitu dari 
wadi<’ah yang bersifat amanat berubah menjadi wadi<’ah d{ama<nah (ganti 
rugi). Kemungkinan-kemungkinan tersebut adalah :  
1. Barang itu tidak dapat dipelihara oleh orang yang dititipi. Demikian 
juga halnya apabila ada orang lain yang akan merusaknya, tetapi ia 
tidak mempertahankannya, sedangkan dia mampu mengatasinya 
(mencegahnya). 
2. Barang titipan itu dititipkan lagi kepada orang yang bukan keluarga 
dekat atau orang yang bukan dibawah tanggung jawabnya. 
3. Barang titipan itu dimanfaatkan oleh orang yang dititipi, kemudian 
barang itu rusak atau hilang. Sedangkan barang titipan itu seharusnya 
20 Nasrun Harun, Fiqih Muamalah, 427. 
21 Ibid., 427 
22 H.A. Djazuli, dan Yadi Janwari, Lembaga Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah 
Pengenalan), (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 65. 
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dipelihara bukan dimanfaatkan. 
4. Orang yang dititipi mengingkari ada barang titipan kepadanya. Oleh 
sebab itu, sebaiknya dalam akad wadi<’ah disebutkan jenis barangnya 
dan jumlahnya ataupun sifat-sifat lain, sehingga apabila terjadi 
keingkaran dapat ditunjukan buktinya. 
5. Orang yang menerima barang titipan itu, mencampur adukan dengan 
barang pribadinya, sehingga sekiranya ada yang rusak atau hilang, maka 
sukar untuk menemukannya apakah barangnya sendiri yang rusak 
(hilang) atau barang titipan itu. 
6. Orang yang menerima titipan itu tidak menepati syarat-syarat yang 
dikemukakan oleh penitip barang itu, seperti tempat penyimpananya 
dan syarat-syarat lain.23 
Hukum Menerima Benda Titipan (wadi<’ah) 
Hukum menerima benda-benda titipan ada empat macam, yaitu 
sunah, haram, wajib, dan makruh, secara lengkap dijelaskan sebagai berikut: 
1. Sunah, disunahkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada 
dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan 
kepadanya. Wadi<’ah adalah salah satu bentuk tolong-menolong yang 
diperintahkan oleh Allah dalam al-Qur’an, tolong- menolong secara 
umum hukumnya sunnah. Hal ini dianggap sunnah menerima benda 
titipan ketika ada orang lain yang pantas pula untuk menerima titipan. 
2. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang 
percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda 
tersebut, sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat 
dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut. 
3. Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memlihara 
benda-benda titipan. Bagi orang seperti ini diharamkan menerima 
benda-benda titipan sebab dengan menerima benda titipan, berarti 
memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau hilangnya 
benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan. 
4. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia 
mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) 
pada kemampuannya, maka bagi orang seperti ini dimakruhkan 
23 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, 249. 
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menerima benda-benda titipan sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat 
terhadap apa yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan 
atau menghilangkannya.24 
Aplikasi Wadi>’ah dalam Perbankan Syariah 
Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa wadi>’ah terbagi menjadi dua 
macam, yaitu wadi<’ah yad al-ama>nah dan wadi<’ah yad al-d{ama<nah. Dalam 
kaitan dengan ini, Syafi’i Antonio memberikan penjelasan tentang 
karateristik masing-masing, sebagai berikut :25 
1. Wadi<’ah yad al-ama>nah (trustee depository) 
Dalam Wadi<’ah yad al-ama>nah ini terdapat empat karateristik, 
yaitu : 
a. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan 
digunakan oleh penerima titipan. 
b. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang 
bertugas dan berkewajiban menjaga barang yang dititipkan tanpa 
boleh menafaatkannya. 
c. Sebagai kompensasi, penerima titipan boleh membebaskan biaya 
kepada yang menitipkan. 
d. Mengingat barang atau harta yang ditipkan tidak boleh 
dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang 
memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan (safe deposit 
box). 
Dalam keterangannya, Syafi’i Antonio memberikan keterangan, 
bahwa pihak penerima titipan (perbankan) dapat membebankan biaya 
kepada penitip sebagai biaya penitipan. 
 





24 Hendi Suhendi,  Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 184. 









1. Titip Barang 
3. Beban Biaya Penitipan 
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2. Wadi<’ah yad al-d{ama<nah (guarantee depository) 
Adapun wadi<’ah yad al-d{ama>nah mempunyai karakteristi, sebagai 
berikut : 
a. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan 
oleh yang  menerima titipan. 
b. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut 
tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian tidak ada 
keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil 
pemanfaatan kepada si penitip. 
c. Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini adalah yaitu giro 
dan  tabungan. 
d. Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang 
dihitung berdasarkan presentase yang telah ditetapkan. Adapun 
pada bank syari’ah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak 
boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, 
tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih 
dari pihak bank. 
e. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan 
manajemen bank syari’ah karena pada prinsipnya dalam akad ini 
penekanannya adalah titipan. 
f. Produk tabungan juga dapat menggunakan akad wadi>’ah (titipan) 
karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan 
yang bisa diambil setiap saat. Perbedaanya, tabungan tidak dapat 
ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan. 
Berkaitan dengan akad ini, Syafi’i Antonio memberikan penjelasan, 
bahwa karena pihak bank boleh memanfaatkan barang atau harta 
titipan, dan mendapatkan hasil atas barang titipan tersebut, maka bank 
dapat memberikan insentif kepada penitip berupa bonus 
 
Skema wadi<’ah yad al-d{ama<nah 
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1. Wadi<’ah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik 
individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan 
kapan saja si penitip menghendaki. 
2. Rukun wadi>’ah meliputi, (a) muwaddi’ (orang yang menitipkan) dan 
wa>di’ (orang dititipi barang), disyaratkan harus baligh, berakal dan 
cerdas, (b) wadi<’ah (barang yang dititipkan), disyaratkan harus jelas dan 
dapat dikuasai oleh penerima titipan artinya bahwa barang titipan itu 
harus diketahui jenis atau identitasnya dan boleh dikuasai untuk 
dipelihara, (c) shighat (ijab dan kabul), disyaratkan harus dilafadhkan 
baik itu secara jelas atau kiasan ucapan yang jelas. 
3. Wadi>’ah dapat diklasifikasi menjadi dua macam, yaitu (a) wadi<’ah yad 
al-ama>nah, yaitu akad penitipan barang atau uang dimana pihak 
penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang 
yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau 
kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau 
kelalaian penerima titipan, (b)wadi<’ah yad al-d{ama<nah yaitu akad 
penitipan dengan atau tanpa ijin pemilik barang atau uang dapat 
memanfaatkan barang atau uang titipan dan bertanggung jawab 
terhadap kehilangan atau uang titipan dan bertanggung jawab terhadap 










1. Titip Dana 
3. Pemanfaatan 
Dana 
5. Bagi Hasil 
7. Beri Bonus 
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dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang 
tersebut menjadi hak penerima titipan. 
 
Latihan 
1. Apa pengertian wadi>’ah ? 
2. Sebutkan dasar hukum wadi>’ah dan jelaskan ! 
3. Sebutkan rukun dan syarat wadi>’ah dan jelaskan masing-masing ! 
4. Sebutkan macam-macam wadi>’ah  dan jelaskan ! 
5. Bagaimana aplikasi wadi>’ah dalam perbankan syariah ? 
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Paket 2 
H}AWA>LAH DALAM HUKUM EKONOMI  




Paket ini akan membahas tentang konsep Islam tentang h}awa>lah, yaitu 
pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang la in  
yang waj ib  menanggungnya .  Kajian dalam paket ini meliputi 
pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya,macam-macamnya, dan 
aplikasinyanya dalam perbankan syariah. Paket ini sebagai kelanjutan dari 
paket-paket sebelumnya. Dalam Paket ini, mahasiswa akan mengkaji 
pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya,macam-macamnya, dan 
aplikasinyanya dalam perbankan syariah.  
Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menjelaskan lebih dahulu 
tujuan perkuliahan paket 2 yang akan dilaksanakan. Harapannya, dengan 
mengetahui tujuan tersebut mahasiswa mendapat gambaran tentang capaian 
yang harus diperoleh mahasiswa. Dosen juga memberikan penjelasan 
tentang alur perkuliahan yang akan dilaksanakan. 
Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan 
laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mengefektifkan 
perkuliahan, serta whiteboard, dan spidol sebagai alat menuangkan 
kreatifitas hasil perkuliahan dengan membuat peta konsep. 
   
Rencana Pelaksanaan Perkuliahan 
Kompetensi Dasar  
Mahasiswa dan mahasiswi mampu menjelaskan H}awa>lah; pengertian, 
dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya,macam-macamnya, dan 
aplikasinyanya dalam perbankan syariah. 
 
Indikator 
Pada akhir perkuliahan mahasiswa dapat :   
1. Menguraikan H}awa>lah; pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-
rukunnya,macam-macamnya, dan aplikasinyanya dalam perbankan 
syari. 
2. Menyebutkan H}awa>lah, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-
macamnya. 
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1. Pengertian H}awa>lah 
2. Dasar hukum H}awa>lah 
3. Tujuan H}awa>lah 
4. Syarat dan Rukun H}awa>lah 
5. Macam-macam H}awa>lah 
6. Aplikasi H}awa>lah dalam perbankan syariah 
 
Kegiatan Perkuliahan 
Kegiatan Awal (15 menit) 
1. Menjelaskan kompetensi dasar. 
2. Menjelaskan indikator. 
3. Menjelaskan langkah kegiatan perkuliahan paket ini. 
4. Melakukan apersepsi tentang h}awa>lah yang terjadi didalam 
masyarakat. 
Kegiatan Inti (70 menit) 
1. Kelompok mahasiswa yang kebagian tugas mempresentasikan 
makalahnya 
2. Kelompok mahasiswa yang lain menyimak makalah yang 
dipresentasikan 
3. Diskusi dan Tanya jawab terhadap makalah yang dipresentasikan 
4. Penguatan hasil diskusi dari dosen 
5. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 
menanyanyakan sesuatu yang belum paham atau menyampaikan 
konfirmasi 
Kegiatan Penutup (10 menit) 
1. Menyimpulkan hasil perkuliahan 
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat 
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 
Kegiatan Tindak lanjut (5 menit) 
1. Memberi tugas latihan 
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.. 
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Lembar Kegiatan 
Membuat Peta Konsep (Mind Map) tentang H}awa>lah, meliputi 
pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan 
aplikasinyanya dalam perbankan syariah. 
                                         
Tujuan 
Mahasiswa dapat membuat peta konsep untuk membangun 
pemahaman tentang h}awa>lah, meliputi pengertian, dasar hukum, tujuan, 
syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan aplikasinyanya dalam perbankan 
syariah melalui kreatifitas ungkapan ide dari anggota kelompok yang 
dituangkan  dalam bentuk mind maping.  
 
Bahan dan Alat 
LCD dan laptop, kertas plano, spidol berwarna, dan solasi. 
 
Langkah Kegiatan 
1. Kelompok yang mendapatkan tugas presentasi untuk mengambil tempat 
2. Pilihlah seorang moderator dan seorang notulen untuk menulis setiap 
tanggapan dan pertanyaan yang muncul pada saat diskusi! 
3. Kelompok mempresentasikan makalahnya 
4. Diskusikan makalah yang telah dipresentasikan dengan peserta diskusi! 
5. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok makalah! 
6. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep sebagaimana dalam 
contoh gambar di atas! 
7. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas! 
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(PENGERTIAN, DASAR HUKUM, TUJUAN, SYARAT-
RUKUNNYA, MACAM-MACAMNYA, DAN APLIKASINYANYA 
DALAM PERBANKAN SYARIAH) 
 
Pengertian H}awa>lah 
Kata h}awa>lah atau h}iwa>lah, huruf h}a>’  dibaca fathah atau kadang-
kadang dibaca kasrah, secara bahasa bermakna al-tah}awwul atau al-intiqa>l, 
yakni mengalihkan,1 memindahkan atau mengoperkan.2 Maka Abdurrahman 
al-Jaziri, sebagaimana dikutip Hendi Suhendi,  berpendapat bahwa yang 
dimaksud dengan  h}awa>lah menurut bahasa ialah pemindahan dari satu 
tempat ke tempat yang lain,3 perubahan kulit, dan memikul sesuatu di 
pundak.4 
Sedangkan menurut istilah, yaitu memindahkan hak dari 
tanggungannya orang yang mengalihkan kepada orang yang dilimpahi 
tanggungan.5 M. Syafi’I Antonio, mendefinisakan h}awa>lah sebagai 
pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib 
menanggungnya.6 Misalnya, A (muh}a>l) memberi pinjaman kepada B 
(muh}i>l), sedangkan B masih mempunyai piutang kepada C (muh}a>l ‘alaih). 
Begitu B tidak mampu membayar utangnya pada A, ia lalu mengalihkan 
beban utang tersebut pada C. Dengan demikian, C yang harus bayar utang B 
kepada A, sedangkan utang C sebelumnya pada B dianggap selesai.7 
Sedangkan menurut Hana>fiyah, yang dimaksud dengan hawala>h adalah 
pemindahan kewajiban membayar  hutang dari orang yang berhutang (al-
1 Muhammad bin Qasim al-Ghazy, Terjemah Fathul Qorib, Terj. Achmad Sunarto, Jilid I, 
(Surabaya: al-Hidayah, t.th.), 375. 
2 Wah}bah al-Zuhayli<, al-Fiqh al-Isla>m wa Adillatuh, Juz 6, (Damaskus: Da>r al-Fikr, 2002), 
4187. 
3 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 99. 
4 M. Hasan Ali, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Cet. Ke-2, (Jakarta: PT. 
RajaGrafindo Persda, 2004), 219. 
5 Muhammad bin Qasim al-Ghazy, Terjemah Fathul Qorib, 375. 
6 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah, dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani, 
2001), 126. 
7 Ibid., 126. 
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muhi<l) kepada orang yang berhutang lainnya (al-muha>l’alaih).8 Menurut 
Ma>likiyah, Sha>fi’iyah, H}ana>bilah, hawala>h adalah pemindahan atau 
pengalihan hak untuk menuntut pembayaran hutang dari satu pihak kepada 
pihak lain.9 Dan menurut Sayyi<d Sa>biq, yang dimaksud dengan h}awala>h 
ialah pemindahan dari tanggungan muh}i>l menjadi tanggungan muh}a>l 
‘alaih.10 
Dari beberapa definisi tersebut, maka dapat dirumuskan h}awa>lah 
adalah perpindahan hak membayar hutang dari muh}i>l kepada muh}a>l ‘alaih 
dalam transaksi hutang piutang. 
Dasar hukum Wadi<’ah 
1. Al-Qur’an 
Surat al-Ma>idah ayat 2 : 
                        
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran.11 
Akad  h}awa>lah  merupakan  suatu  bentuk  saling  tolong menolong  
yang  merupakan  manifestasi  dari  semangat  ayat tersebut.12 
                          
            
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 
menuliskannya dengan benar.13  
Berdasarkan ayat ini, dalam bermuamalah agar ditulis untuk 
menghindari prilaku menyimpang, termasuk dalam h}awa>lah. 
8 Wah}bah al-Zuhayli<, al-Fiqh al-Isla>m wa Adillatuh, 4187. 
9 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), Hal 93 
10 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 101. 
11 Al-Qur’a>n, 5 (al-Ma>idah): 2. 
12 Ahmad Sarwat, Fiqh al-Hayah, Seri Kehidupan (7), Muamalat, (Jakarta: DU Publishing, 
t.th.), 244. 
13 Ibid., 2 (al-Baqarah): 282. 
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2. Al-H}adi<th 
Hawa>lah sebagai salah bentuk ikatan atau transaksi antar sesama 
manusia dibenarkan oleh Rasulullah SAW., melalui sabda beliau yang 
menyatakan : 
 ُﻞْﻄَﻣ  ِِّﲏَﻐﻟا  ٌﻢُْﻠﻇ اَذَِﺎﻓ  َﻊِﺒُْﺗأ  ْﻢُُﻛﺪَﺣَأ  َﻰﻠَﻋ  ِّﻲِﻠَﻣ  ْﻊِﺒﱠﺘَـﻴْﻠَـﻓ 
Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu 
kezaliman. Dan, jika salah seorangg dari kamu diikutkan (di- 
hawālah-kan) kepada orang yang mampu/kaya, terimalah hawālah 
itu.”14 
Terdapat dua keterangan berdasarkan hadith tersebut, pertama, 
bahwa penangguhan pembayaran hutang dapat dilakukan oleh orang 
yang kaya merupakan suatu perbuatan zalim. Menurut para ulama, 
orang yang menangguhkan pembayaran hutang bila ia sanggup 
membayarnya/melunasinya maka orang tersebut dianggap fa>sid.15 
Kedua, Rasulullah SAW., memberitahukan kepada muha>l, jika muhi>l 
meng-hawa>lah-kan kepada orang yang kaya/mampu, hendaklah ia 
menerima dan menagih kepada muha>l ‘alaih, dengan demikian haknya 
dapat terpenuhi. 
3. Ijma’ 
Ulama sepakat membolehkan h}awa>lah. H}awa>lah dibolehkan pada 
hutang yang tidak berbentuk barang/benda, karena hiwa>lah adalah 
perpindahan hutang. Oleh sebab itu, harus pada hutang atau kewajiban 
financial.16 Jadi h}awa>lah  yang  mereka  sepakati  adalah hawalah dalam 
hutang piutang bukan pada barang konkrit.17 
.Rukun dan Syarat Wadi>’ah 
1. Rukun H}awa>lah 
Rukun h}awa>lah adalah sesuatu yang harus terpenuhi dalam akad 
h}awa>lah. Menurut madzhab Hanafi rukun h}awa>lah ada dua yaitu ija>b 
14 Abu> Fad}li ibn Ali> ibn H}ijr al-Asqala>ni>, Bulu>gh al-Mara>m, (Beiru>t: Da>r al-Fikr, 1409/1989 
M), 184. 
15 Muhammad Hasbi ash-Shidiqi, Koleksi Hadis dan Hukum, edisi 2, cet. 3, (Semarang: PT. 
Pustaka Riski Putra, 2001), 138-139. 
16 Wahbah az-Zuhaily, Al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu, Vo. VI, h. 4189. 
17 Ahmad Sarwat, Fiqh al-Hayah, Seri Kehidupan (7), Muamalat, 245. 
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yang diucapkan oleh muhi>l dan qabu>l yang diucapkan oleh muha>l dan 
muha>l ‘alaih.18 Dalam akad ini ada enam rukun, yaitu :  
a. Muh}i>l (orang yang memindahkan tanggungan hutangnya) 
b. Muh}a>l ‘alaih (pihak yang dibebani pemindahan tanggungan utang 
atau dibebani membayar hutang oleh muh}i>l). 
c. Muh}ta>l (orang yang piutangnya dipindahkan). 
d. Muh}a>l bih (hak yang dipindahkan yaitu hutang). 
e. Piutang muh}i>l pada muh}a>l ‘alaih. 
f. Si>ghat (ija>b dan qabu>l).19 
2. Syarat H}awa>lah20 
a. Muh}i>l (orang yang memindahkan tanggungan hutangnya) 
Muh}i>l disyaratkan harus, pertama, berkemampuan untuk 
melakukan akad (kontrak),yaitu memiliki kecapakan hokum dalam 
bertindak.21 Hal ini hanya dapat dimiliki jika ia berakal dan baligh. 
H}awa>lah tidak sah dilakukan oleh orang gila dan anak kecil karena 
tidak bisa atau belum dapat dipandang sebagai orang yang 
bertanggung secara hukum. Kedua, kerelaan Muh}i>l. Ini disebabkan 
karena h}awa>lah mengandung pengertian kepemilikan sehingga tidak 
sah jika ia dipaksakan. Di samping itu persyaratan ini diwajibkan 
para fuqaha>‘ terutama terutama untuk meredam rasa kekecewaan 
atau ketersinggungan yang mungkin dirasakan oleh Muh}i>l ketika 
diadakan akad h}awa>lah. 
b. Muh}a>l (orang yang piutangnya dipindahkan) 
Persyaratan yang berkaitan dengan Muh}a>l. Pertama, Ia harus 
memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak. Ini sama 
dengan syarat yang harus dipenuhi oleh Muh}i>l. Kedua, kerelaan dari 
Muh}a>l karena tidak sah jika hal itu dipaksakan. Ketiga, ia bersedia 
menerima akad h}awa>lah. 
c. Muh}a>l ‘alaih (pihak yang dibebani pemindahan tanggungan utang 
atau dibebani membayar hutang oleh muh}i>l) 
18 Ibid., 245. 
19 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 126.-127. Lihat juga Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 
12/DSN-MUI/IV/2000. 
20 Ahmad Sarwat, Fiqh al-Hayah, Seri Kehidupan (7), Muamalat, 246-247. 
21 Mardani, Fiqih Ekonomi Shariah, (Jakarta: Kencana, 2012), 268. 
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Persyaratan yang berkaitan dengan muh}a>l ‘alaih. Pertama, 
sama dengan syarat pertama bagi muh}i>l dan muh}a>l yaitu berakal 
dan balig. Kedua, kerelaan dari hatinya karena tidak boleh 
dipaksakan. Kerelaan (rid}a>) dari muh}a>l ‘alaih menurut madhhab 
Hanafi) merupakan keharusan. Sedangkan menurut madzhab 
lainnya (Maliki, Syafi’i dan Hanbali) tidak mensyaratkan hal ini 
sebab dalam akad h}awa>lah, Muh}a>l ‘alaih dipandang sebagai objek 
akad. Dengan demikian persetujuan tidak merupakan syarat 
sah h}awa>lah.22 Ketiga, ia menerima akad h}awa>lah dalam majlis atau 
di luar majlis. 
d. Muh}a>l bih (hak yang dipindahkan yaitu hutang). 
Persyaratan yang berkaitan dengan muh}a>l bih. Pertama, ia 
harus berupa hutang dan hutang itu merupakan tanggungan dari 
muh}i>l kepada muh}a>l. Kedua, hutang tersebut harus berbentuk 
hutang lazim artinya bahwa hutang tersebut hanya bisa dihapuskan 
dengan pelunasan atau penghapusan. Ketiga, adanya kesamaan 
hutang muh}i>l dan muha>l ‘alaih dalam jenisnya, macamnya, waktu 
penangguhannya dan waktu pembayarannya.23 Artinya, antara 
orang yang dihutangi dengan orang yang dilimpahi pertanggung 
jawaban telah sepakat dan sefaham tentang jenis-jenis hutang, 
ukuranya, batas waktu pembayaran, cara pembayaran dan lain-lain. 
Dengan demikian diketahui secara pasti sehingga tidak 
menimbulkan kesalah fahaman.24 Juga, hutang yang 
dipindahkannya itu merupakan hutang yang dinilai tetap pada masa 
yang sedang berjalan dan masa yang akan datang.25Jika tidak sama, 
maka tidak sah.26 
e. Piutang muh}i>l pada muh}a>l ‘alaih 
22 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 91. 
23 Mustafa Dib al-Bugha, Fiqih Islam Lengkap, Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab 
Syafi’i, (Solo: Media Zikir, 2009), 279.  
24 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 102. 
25 Abdulrahman al-Jaziri, Terjemah Fiqh Empat Madzhab, Jilid IV, (Semarang : Asy-Syifa, 
1994), 357. 
26 M. Ali Hasan,  Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada, 2004), 223. 
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 Persyaratan yang berkaitan dengan piutang. Pertama, piutang 
muh}i>l harus sama dengan hutang muh}i>l. kedua, piutang tersebut 
dinilai tetap pada masa yang sedang berjalan dan masa yang akan 
datang. 
f. Si>ghat (ija>b dan qabu>l) 
H}awa>lah terbentuk dengan terpenuhinya ija>b dan qabu>l atau 
sesuatu yang semakna dengan ija>b qabu>l, seperti dengan 
pembubuhan tanda tangan diatas nota h}awa>lah, dengan tulisan dan 
isyarat. Ija>b adalah pihak muh}i>l berkata, “aku alihkan kamu kepada 
si Fulan”. Qabu>l adalah seperti pihak muha>l berkata, “saya terima 
atau saya setuju”. Ija>b dan qabu>l disyaratkan harus dilakukan di 
majlis akad dan akad yang ada disyaratkan harus final, sehingga di 
dalamnya tidak berlaku khiya>r majlis ataupun khiyar syarat.27 
Macam-macam H}awa>lah 
Ditinjau dari segi obyek akad, maka h}awa>lah dapat dibagi dua, yaitu, 
h}awa>lah al-h}aq dan h}awa>lah al-dain. Pertama, h}awa>lah  al-h}aq adalah  
pemindahan hak (piutang) dari seseorang pemilik kepada pemilik piutang 
lainnya. Biasanya itu dilakukan bila pihak pertama mempunyai hutang 
kepada pihak kedua. Ia membayar hutang itu bukan dalam bentuk 
barang/benda, maka perbuatan tersebut dinamakan sebagai h}awa>lah haq. 
Pemilik piutang dalam hal ini adalah Muh}i>l, karena dia yang memindahkan 
kepada orang lain untuk mengembalikan haknya. Sedangkan h}awa>lah ad-
dai>n adalah pengalihan hutang dari seorang penghutang kepada penghutang 
lainnya. Ini dapat dilakukan karena penghutang pertama masih mempunyai 
piutang pada penghutang kedua. Muh}i>l dalam h}awa>lah ini adalah orang 
yang berutang, karena ia memindahkan kepada orang lain untuk membayar 
hutangnya.28 
27 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 88-92. 
28 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan 
Indonesia, cet. I, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), 95. Lihat juga M. Ali Hasan, 
Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 221. 
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Menurut madhhab H}ana>fiyah, h}awa>lah dikelompokkan menjadi dua, 
yaitu :29 
1. H}awa>lah mut}laqah 
H}awa>lah mut}laqah ini terjadi jika seseorang memindahkan 
hutangnya agar ditanggung muh}a>l ‘alaih, sedangkan ia tidak 
mengaitkannya dengan hutang piutang mereka, sementara Muh}a>l ‘alaih 
menerima h}awa>lah. 
Ulama selain madhhab H}ana>fi> tidak membolehkan h}awa>lah 
semacam ini. Sebagian ulama berpendapat, pengalihan hutang secara 
mutlak ini termasuk kafa>lah mahd}ah (jaminan).  Untuk itu harus 
didasarkan pada kerelaan tiga pihak, yaitu orang yang punya piutang, 
orang yang berhutang, dan orang yang menanggung hutang.  
2. H}awa>lah muqayyadah  
H}awa>lah muqayyadah ini adalah jika orang yang berutang 
memindahkan beban hutangnya tersebut pada muh}a>l  ‘alaih dengan 
mengaitkannya pada hutang muh}a>l ‘alaih padanya. Inilah h}awa>lah yang 
dibolehkan berdasarkan kesepakatan ulama. 
Ketiga madhhab selain madhhab H}ana>fi> hanya membolehkan h}awa>lah 
muqayyadah dan mensyaratkan pada h}awa>lah muqayyadah agar hutang 
Muh}a>l kepada Muh}i>l dan hutang muh}a>l ‘alaih harus sama, baik sifat 
maupun jumlahnya, kalaupun beda salah satunya, maka h}awa>lah tidak sah.30 
Menurut Syafi’i Antonio, ada  beberapa perbedaan  hukum  antara  
h}awa>lah  mut}laqah dengan h}awa>lah muqayyadah. Perbedaan itu adalah 
sebagai berikut :31 
1. Apabila h}awa>lah itu bersifat mut}laqah, sedangkan muh}a>l ‘alaih tidak 
berutang kepada  muh}i>l, maka muh}a>l menagih  hutang  h}awa>lah kepada  
muh}a>l ‘alaih. Atau  Muh}a>l ‘alaih berhutang kepada Muh}i>l tanpa 
mengaitkan dengan hutang tersebut. Muh}a>l ‘alaih pun tidak keberatan 
dengan beban tambahan tersebut. Maka, Muh}a>l ‘alaih akan ditagih 
untuk membayar dua macam hutang sekaligus, yaitu hutang h}awa>lah 
29 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan, (Jakarta: 
Tazkia Institute, 1999), 205. Lihat juga Musthafa Dib Al – Bugha, Buku Pintar Transaksi 
Syariah, (Bandung: Hikmah, 2003). 
30 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, Cet.  4, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 
2006), 29. 
31 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan, 206-207. 
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dan hutang pada Muh}i>l. Muh}a>l menuntut bayar hutang h}awa>lah dan 
Muh}i>l meminta bayar hutang terhadapnya. Apabila Muh}i>l membatasi  
h}awa>lah pada hutangnya kepada Muh}a>l, maka Muh}i>l tidak boleh  
menuntut Muh}a>l ‘alaih untuk melunasi hutang kepadanya. Maka 
terjadilah muqa>s}ah antara Muh}a>l ‘alaih dan Muh}i>l. 
2. Apabila h}awa>lah itu bersifat muqayyadah, sedangkan Muh}a>l ‘alaih 
sudah bebas dari hutang pada Muh}i>l maka batallah h}awa>lah. Tapi 
apabila h}awa>lah itu bersifat mut}laqah dan Muh}a>l ‘alaih sudah lepas dari 
hutang, maka h}awa>lah tidak batal.  
3. Muh}i>l mungkin meninggal sebelum Muh}a>l ‘alaih melunasi hutang 
kepada Muh}a>l. Muh}i>l juga mempunyai hutang pada orang-orang selain 
Muh}a>l. Sedangkan Muh}i>l tidak mempunyai harta apapun selain piutang 
yang ada pada Muh}a>l ‘alaih. Jika h}awa>lah mereka bersifat muqayyadah, 
Muh}a>l boleh mengambil piutang tersebut meskipun harus dibagi  
dengan para pemilik piutang lainnya. Jika h}awa>lah itu bersifat 
mut}laqah, maka semua piutang Muh}i>l yang ada pada Muh}a>l ‘alaih dapat 
diambil untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang yang punya piutang 
kepada Muh}i>l, kecuali pada Muh}a>l yang memang tidak berhak atas 
pembagian tersebut. Hak Muh}a>l tetaplah piutangnya yang telah di-
h}awa>lahkan kepada  Muh}a>l ‘alaih. Dengan kata lain, Muh}a>l ‘alaih tetap 
harus menunaikan kewajibannya kepada Muh}a>l. 
Tujuan H}awa>lah 
Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa h}awa>lah merupakan akad 
yang dilakukan dalam rangka tolong-menolong karena salah satu pihak 
kesulitan untuk melunasi hutangnya. Akad h}awa>lah demikian termasuk 
akad tabarru’, yaitu akad yang dilakukan semata-mata mencari kebaikan 
atau pahala dari Allah SWT. dan rasa kemanusiaan. Dengan demikian, 
h}awa>lah merupakan akad non profit atau transaksi yang dilakukan bukan 
untuk mencari laba, tetapi berorientasi pada kegiatan tolong-menolong 
(ta’awun).32 Hal ini berdasarkan surat al-Ma>idah ayat 2 : 
                        
32 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Mal wat Tamwil, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 
88. 
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Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran.33 
Syafi’i Antonio menguraikan bahwa, akad h}awa>lah dapat 
memberikan banyak sekali manfaat dan keuntungan, diantaranya: 
1. Memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat dan 
simultan. 
2. Tersedianya talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan.  
3. Dapat menjadi salah satu fee-based income/sumber pendapatan non 
pembiayaan bagi bank syariah.34 
Berakhirnya Akad H}awa>lah 
Akad h}awa>lah berakhir jika terjadi hal-hal berikut: 
1. Salah satu pihak yang melakukan akad tersebut membatalkan akad 
h}awa>lah, sebelum akad itu berlaku secara tetap. 
2. Pihak ketiga melunasi hutang yang dialihkan kepada pihak kedua. 
3. Jika pihak kedua meninggal dunia, sedangkan pihak ketiga merupakan 
ahli waris yang mewarisi harta pihak kedua. 
4. Pihak kedua menghibahkan atau menyedekahkan harta yang merupakan 
hutang dalam akad h}awa>lah tersebut kepada pihak ketiga. 
5. Pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajibannya untuk 
membayar hutang yang dialihkan tersebut. 
6. Menurut mafzab Hanafi, hak pihak kedua tidak dapat dipenuhi, karena 
pihak ketiga mengalami pailit (bangkrut), atau meninggal dunia dalam 
keadaan pailit.35 
Aplikasi H}awa>lah dalam Perbankan 
Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada hal-hal 
berikut: 
1. Factoring atau anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki 
piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, 
33 Al-Qur’a>n, 5 (al-Ma>idah): 2. 
34 M. Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 
148-149 
35 M. Hasan Ali, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, 225. 
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bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak 
ketiga itu. 
2. Post-date check, di mana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa 
membayarkan dulu piutang tersebut. 
3. Bill discounting, secara prinsip, bill discounting serupa dengan hawalah. 
Hanya saja, dalam bill discounting, nasabah harus membayar fee. 














1. H}awa>lah adalah perpindahan hak membayar hutang dari muh}i>l kepada 
muh}a>l ‘alaih dalam transaksi hutang piutang. 
2. Rukun h}awa>lah meliputi, (a) muh}i>l dan muh}a>l, disyaratkan harus 
memiliki kecapakan hukum dalam bertindak, yaitu berakal dan baligh  
dan kerelaan muh}i>l, (b) muh}a>l ‘alaih, disyaratkan sebagaimana muh}i>l 
dan muh}a>l, yaitu berakal, baligh, dan adanya kerelaan, serta , saat ia 
menerima akad h}awa>lah dalam majlis atau di luar majlis, (c) muh}a>l bih, 
disyaratkan, ia harus berupa hutang dan hutang itu merupakan 
tanggungan dari muh}i>l kepada muh}a>l, hutang tersebut harus berbentuk 
hutang lazim artinya bahwa hutang tersebut hanya bisa dihapuskan 
dengan pelunasan atau penghapusan, dan adanya kesamaan hutang 
muh}i>l dan muha>l ‘alaih dalam jenisnya, macamnya, waktu 
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penangguhannya dan waktu pembayarannya, (d) Piutang muh}i>l pada 
muh}a>l ‘alaih, disyaratkan, piutang muh}i>l harus sama dengan hutang 
muh}i>l dan piutang tersebut dinilai tetap pada masa yang sedang berjalan 
dan masa yang akan datang, (e) Ija>b dan qabu>l disyaratkan harus 
dilakukan di majlis akad dan akad yang ada disyaratkan harus final, 
sehingga di dalamnya tidak berlaku khiya>r majlis ataupun khiyar syarat. 
3. Ditinjau dari segi obyek akad, maka h}awa>lah dapat dibagi dua, yaitu, 
h}awa>lah al-h}aq dan h}awa>lah al-dain. Pertama, h}awa>lah  al-h}aq adalah  
pemindahan hak (piutang) dari seseorang pemilik kepada pemilik 
piutang lainnya. Biasanya itu dilakukan bila pihak pertama mempunyai 
hutang kepada pihak kedua. Sedangkan h}awa>lah ad-dai>n adalah 
pengalihan hutang dari seorang penghutang kepada penghutang lainnya. 
Ini dapat dilakukan karena penghutang pertama masih mempunyai 
piutang pada penghutang kedua. Adapun menurut H}ana>fi<, h}awalah ada 
dua macam, h}awa>lah mut}laqah adalah jika seseorang memindahkan 
hutangnya agar ditanggung muh}a>l ‘alaih, sedangkan ia tidak 
mengaitkannya dengan hutang piutang mereka, sementara Muh}a>l ‘alaih 
menerima h}awa>lah dan h}awa>lah muqayyadah ini adalah jika orang yang 
berutang memindahkan beban hutangnya tersebut pada muh}a>l  ‘alaih 
dengan mengaitkannya pada hutang muh}a>l ‘alaih padanya. Inilah 
h}awa>lah yang dibolehkan berdasarkan kesepakatan ulama. 
 
Latihan 
1. Apa pengertian h}awa>lah? 
2. Sebutkan dasar hukum h}awa>lah dan jelaskan ! 
3. Sebutkan rukun dan syarat h}awa>lah dan jelaskan masing-masing ! 
4. Sebutkan macam-macam h}awa>lah dan jelaskan ! 
5. Bagaimana aplikasi h}awa>lah dalam perbankan syariah ? 
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Paket 3 
WAKA>LAH  DALAM HUKUM EKONOMI  




Paket ini akan membahas tentang konsep Islam tentang waka>lah, yaitu 
suatu penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk dikerjakan. Kajian 
dalam paket ini meliputi pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, 
macam-macamnya, dan aplikasinyanya dalam perbankan syariah. Paket ini 
sebagai kelanjutan dari paket-paket sebelumnya. Dalam Paket ini, 
mahasiswa akan mengkaji pengertian waka>lah, dasar hukum, tujuan, syarat-
rukunnya, macam-macamnya, dan aplikasinyanya dalam perbankan syariah.  
Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menjelaskan lebih dahulu 
tujuan perkuliahan paket 3 yang akan dilaksanakan. Harapannya, dengan 
mengetahui tujuan tersebut mahasiswa mendapat gambaran tentang capaian 
yang harus diperoleh mahasiswa. Dosen juga memberikan penjelasan 
tentang alur perkuliahan yang akan dilaksanakan. 
Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan 
laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mengefektifkan 
perkuliahan, serta whiteboard, dan spidol sebagai alat menuangkan 
kreatifitas hasil perkuliahan dengan membuat peta konsep. 
   
Rencana Pelaksanaan Perkuliahan 
Kompetensi Dasar  
Mahasiswa dan mahasiswi mampu menjelaskan waka>lah; pengertian, 
dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan 
aplikasinyanya dalam perbankan syariah. 
 
Indikator 
Pada akhir perkuliahan mahasiswa dapat :   
1. Menguraikan waka>lah; pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-
rukunnya, macam-macamnya, dan aplikasinyanya dalam perbankan 
syariah. 
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2. Menyebutkan waka>lah, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-
macamnya. 






1. Pengertian waka>lah 
2. Dasar hukum waka>lah 
3. Tujuan waka>lah 
4. Syarat dan Rukun waka>lah 
5. Macam-macam waka>lah 
6. Aplikasi waka>lah dalam perbankan syariah 
 
Kegiatan Perkuliahan 
Kegiatan Awal (15 menit) 
1. Menjelaskan kompetensi dasar. 
2. Menjelaskan indikator. 
3. Menjelaskan langkah kegiatan perkuliahan paket ini. 
4. Melakukan apersepsi tentang waka>lah yang terjadi didalam 
masyarakat. 
Kegiatan Inti (70 menit) 
1. Kelompok mahasiswa yang kebagian tugas mempresentasikan 
makalahnya 
2. Kelompok mahasiswa yang lain menyimak makalah yang 
dipresentasikan 
3. Diskusi dan Tanya jawab terhadap makalah yang dipresentasikan 
4. Penguatan hasil diskusi dari dosen 
5. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 
menanyanyakan sesuatu yang belum paham atau menyampaikan 
konfirmasi 
Kegiatan Penutup (10 menit) 
1. Menyimpulkan hasil perkuliahan 
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat 
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3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 
Kegiatan Tindak lanjut (5 menit) 
1. Memberi tugas latihan 
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.. 
 
Lembar Kegiatan 
Membuat Peta Konsep (Mind Map) tentang waka>lah, meliputi 
pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan 
aplikasinyanya dalam perbankan syariah. 
                                         
Tujuan 
Mahasiswa dapat membuat peta konsep untuk membangun 
pemahaman tentang waka>lah, meliputi pengertian, dasar hukum, tujuan, 
syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan aplikasinyanya dalam perbankan 
syariah melalui kreatifitas ungkapan ide dari anggota kelompok yang 
dituangkan  dalam bentuk mind maping.  
 
 
Bahan dan Alat 
LCD dan laptop, kertas plano, spidol berwarna, dan solasi. 
 
Langkah Kegiatan 
1. Kelompok yang mendapatkan tugas presentasi untuk mengambil tempat 
2. Pilihlah seorang moderator dan seorang notulen untuk menulis setiap 
tanggapan dan pertanyaan yang muncul pada saat diskusi! 
3. Kelompok mempresentasikan makalahnya 
4. Diskusikan makalah yang telah dipresentasikan dengan peserta diskusi! 
5. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok makalah! 
6. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep sebagaimana dalam 
contoh gambar di atas! 
7. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas! 
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(PENGERTIAN, DASAR HUKUM, TUJUAN, SYARAT-RUKUNNYA, 




Kata waka>lah merupakan kalimat arab, berasal dari  wakala-yakilu-
waklan yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan 
wakalah adalah pekerjaan wakil.1 Waka>lah huruf wawu diharakati fath}ah 
dan kadang-kadang dikasrah, menurut bahasa ada beberapa makna, antara 
lain, h}ifz} (menjaga), tafwi<d} (menyerahkan, mendelegasikan dan 
memberikan mandat) dan  i’tima>d (bersandar).2 Misalnya, wakkaltu 
fula>nan (saya mengangkat si fulan sebagai penjaga), dan wakkaltu amra 
ilaihi (saya menyerahkan urusan kepadanya).3 
Sedangkan menurut istilah, waka>lah adalah menyerahkan  tugas  atau 
urusan kepada orang lain dan diserahkan tanggungjawabnya untuk 
bertindak bagi pihaknya.4 Atau akad pemberian kuasa kepada penerima 
kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.5 Sayyid 
Sabiq, sebagaimana yang dikutip Helmi Karim, mendefinisikan waka>lah 
sebagai pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-
hal yang boleh diwakilkan.6 Menurut Sulaiman Rasjid, waka>lah adalah 
menyerahkan pekerjaan yang dikerjakan kepada orang lain agar 
dikerjakannya (wakil) sewaktu hidupnya (yang berwakil).7 Sedangkan 
1 Tim Kashiko, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Kashiko, 2000), 693. 
2 Abdul Karim Zaidan, Pengantar Study Syariah, (Jakarta: Robbani Press, 2009), 426 – 427. 
3 'Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi,  Al-Wajiz Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Qur'an 
dan As-Sunnah Ash-Shahihah, terj. Ma'ruf Abdul Jalil (Pustaka As-Sunnah), 731 - 733. 
4 Daeng Naja, Akad Bank Syari’ah, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), 79. 
5 Peraturan Bank lndonesia Nomor 9/19/PBI/2007. 
6 Helmi Karim, Fiqh Mu’amalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 20-21. 
7 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001), 320. 
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menurut al-Khalafi waka>lah ialah seseorang mengangkat orang lain sebagai 
pengganti dirinya, secara mutlak ataupun secara terikat.8 
Dari beberapa definisi tersebut di atas, maka dapat diambil pengertian 
waka>lah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seorang sebagai pihak pertama 
kepada orang lain kepada sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang bisa 
diwakilkan. 
Dasar hukum Waka>lah 
Islam mensyari’atkan wakalah karena manusia membutuhkannya. 
Tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk 
menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan seseorang 
perlu mendelegasikan urusan tertentu kepada orang lain untuk mewakili 
dirinya. Lafadz wakil muncul dalam al-Qur’an sekitar dua puluh empat kali 
dalam konteks dan makna yang berbeda yang inti pokoknya adalah 
seseorang yang bertanggungjawab untuk mengatur urusan orang lain.9 
1. Al-Qur’an 
a. Surat al-Kahfi ayat 19 
                         
                        
                           
              
Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling 
bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di 
antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". 
mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah 
hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui 
berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah 
seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa 
uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan 
8 'Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi,  Al-Wajiz Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Qur'an 
dan As-Sunnah Ash-Shahihah, terj. Ma'ruf Abdul Jalil (Pustaka As-Sunnah), 731 - 733. 
9 Abdurrahman I. Doi, Syari’ah the Islamic Law, Terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, 
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 467. 
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yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu 
untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah 
sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.10  
b. Surat Yu>suf ayat 55 
                        
Berkata Yusuf: “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); 
Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi 
berpengetahuan”.11 
c. Surat al-Baqarah ayat 283 
                           
Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka 
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 
(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.12 
 
d. Surat al-Ma>idah ayat 2 
 
                         
             
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah 
Amat berat siksa-Nya.13 
2. Al-Hadi<th 
 ْﻦَﻋَو  ِﺮِﺑﺎَﺟ  ِﻦْﺑ  ِﺪْﺒَﻋ  ِﷲ  َﻲِﺿَر  ُﷲ ﺎَﻤُﻬ ْـﻨَﻋ  َلَﺎﻗ : ُتْدََرا  َجْوُُﺮْﳋا  َﱃِا  ََﱪْﻴَﺧ 
 ُﺖْﻴَـَﺗَﺄﻓ  ﱠِﱯﱠﻨﻟا ﻰﱠﻠَﺻ  ُﷲ  ِﻪْﻴَﻠَﻋ  َو  َﺳ َﻢﱠﻠ  َلﺎَﻘَـﻓ :اَذِإ  َﺖْﻴَـَﺗأ  ْﻲِﻠْﻴَِﻛو  ََﱪَْﻴِﲞ  ْﺬُﺨَﻓ  ُﻪْﻨِﻣ 
 َﺔَﺴَْﲬ  َﺮَﺸَﻋ ﺎًﻘَﺳَو )ﻩاور ﻮﺑا دواد( 
Dari Ja>bir ibn Abdilla>h ra., dia berkata: Aku hendak berangkat ke 
10 Al-Qur’a>n, 18 (al-Kahfi): 19. 
11 Ibid., 12 (Yu>suf): 58. 
12 Ibid., 2 (al-Baqarah): 283. 
13 Ibid., 5 (al-Ma>idah): 2. 
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Khaibar, lantas aku menemui Nabi SAW. Seraya beliau bersabda: 
“Jika engkau menemui wakilku di Khaibar maka ambillah olehmu 
darinya lima belas wasaq” (HR. Abu Dawud).14 
نا لﻮﺳر ﷲ ﻰﻠﺻ ﷲ ﻪﻴﻠﻋ ﻢﻠﺳو ﺚﻌﺑ ﺑﺎا ﻊﻓار ﻼﺟرو ﻦﻣ ﻻا رﺎﺼﻧ وﺰﻓ 
ﻩﺎﺟ ﻮﻤﻴﻣ ﺔﻧ ﺖﻨﺑ ثرﺎﳊا )ﻩاور ﻚﻟﺎﻣ ﰲ ﺄﻄﻟﻮﳌا(  
 
“Bahwasanya Rasulullah SAW. mewakilkan kepada Abu Rafi’ 
dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah 
binti H}arith.” (HR. Malik dalam al-Muwaththa’).15 
Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa dalam kehidupan 
sehari-hari, Rasulullah SAW. telah mewakilkan kepada orang lain untuk 
berbagai urusan. Di antaranya adalah membayar hutang, mewakilkan 
penetapan h}ad dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, 
membagi kandang hewan, dan lain-lain. 16 
3. Ijma’ 
Ulama telah ijma’ atas kebolehkan waka>lah, bahkan 
memandangnya sebagai sunnah, karena hal itu termasuk jenis ta’a>wun 
(tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan taqwa, yang telah dijelaskan 
oleh al-Qur’an dan hadis.17 
 
4. Kaidah Fiqih 
 ُﻞْﺻَﻷا  ِﰲ  َﻣﺎَﻌ
ُ
ﳌا ِﺔَﻠ  ُﺔَﺣَﺑﺎِﻹا إ ﱠﻻ  ْنَأ  ُﺪَﻳ  ﱠل   ٌﻞِْﻴﻟَد  َﻰﻠَﻋ  ِﺮَْﲢﺎَﻬِْﳝ  
Hukum asal  semua bentuk muamlah adalah boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya. 
 Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan 
transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, 
kerja sama (mud}a>rabah dan musha>rakah), perwakilan, dan lain-lain. 
14 Ima>m Abu> Dau>d, ‘Ain al-Ma’bud, Juz X, (Beiru>t: al-Maktabah al-Sala>fiyah, t.th.), 6. Lihat 
juga Ibn H}ajar al-Asqala>ni<, Bulu>gh al-Mara>m min Adillah al-Ah}ka>m, (Beiru>t: Da>r al-Fikr, 
t.th.), 176. 
15 Anas Ibn Ma>lik, al-Muwa>t}a’,  Juz  VI, (Beiru>t: Da>r al- Fikr, t.th.), 341. 
16 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik, Cet. 1, (Jakarta: Gema 
Insani, 2001), 122. 
17 Sayyi<d Sa>biq, Fiqih Sunnah, (Beiru>t: Da>r al-Fikr, t.th.), 226. Lihat juga Fatwa Dewan 
Syari’ah Nasional No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Waka>lah. 
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Kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan 
kemudaratan, tipuan, judi, dan riba.18 
Rukun dan Syarat Waka>lah 
1. Rukun Waka>lah 
Rukun waka>lah adalah sesuatu yang harus terpenuhi dalam akad 
waka>lah. Dalam akad ini ada empat rukun, yaitu :19 
a. Muwakkil (yang mewakilkan). 
b. Wa>kil (yang mewakili). 
c. Muwakkal fi<h (sesuatu yang diwakilkan). 
d. Shi<ghat (ijab dan kabul). 
2. Syarat Waka>lah 
a. Muwakkil (yang mewakilkan) 
Syarat bagi yang mewakilkan adalah pemilik barang atau 
dibawah kekuasaanya dan dapat bertindak hukum pada harta 
tersebut, jika yang mewakilkan bukan pemilik atau pengampun, 
maka waka>lah tersebut batal. Adapun anak kecil yang dapat 
membedakan baik dan buruk dapat (boleh) mewakilkan dalam 
tindakan-tindakan yang bermanfaat, seperti perwakilan untuk 
menerima hibah, sedekah dan wasiat. Dan jika tindakan itu 
termasuk tindakan berbahaya seperti talak, memberikan sedekah, 
menghibahkan dan mewasiatkan, maka tindakan itu adalah batal.20 
b. Wa>kil (yang mewakili) 
Syarat- syarat bagi yang mewakili ialah bahwa yang mewakili 
adalah orang yang berakal, bila seorang wakil itu idiot, gila atau 
belum dewasa, maka perwakilan batal, menurut Hanafiyah anak 
kecil yang sudah dapat membedahkan yang baik dan buruk adalah 
sah untuk menjadi wakil, alasanya ialah bahwa Amar Bin Sayyid 
Ummuh S}alah mengawinkan ibunya kepada Rasulullah SAW, 
18 M. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 
Masalah-Masalah yang Praktis, Cet.1, (Jakarta: Kencana, 2006), 128. 
19 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 234-235. 
20 Ibid., 
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ketika itu Amar masih menjadi anak kecil yang masih belum 
baligh.21 
c. Muwakkal fi<h (sesuatu yang diwakilkan) 
Syarat-syarat sesuatu yang diwakilkan adalah, (1) persoalan 
tersebut dapat diwakilkan, misalnya dalam jual beli, pemindahan 
hutang, serikat dagang, pemberian kuasa, talak nikah atau bentuk-
bentuk akad yang lain. Tetapi tidak dibolehkan pada ibadah-ibadah 
yang bersifat badaniyah,22 (2) perkara tersebut diketahui oleh orang 
yang mewakilkan, artinya bahwa perkara tersebut jelas dan tidak 
samar.23 
Menurut DSN-MUI sebagaimana tercantum dalam Fatwa 
Dewan Syari’ah Nasional No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
Wakalah, bahwa syarat muwakkal fi<h, adalah; (1) diketahui dengan 
jelas oleh orang yang mewakili, (2) tidak bertentangan dengan 
syari’ah Islam, dan (3) dapat diwakilkan menurut syari’ah Islam.24 
d. Si<ghat (ija>b dan qabu>l) 
Shi<gat di ucapkan dari yang berwakil sebagai simbol 
keridlaannya untuk mewakilkan, dan wakil menerimanya.25 
Pernyataan ija>b dan qabu>l harus dinyatakan oleh para pihak untuk 
menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak 
(akad).26 Ungkapan harus menunjukkan masa lalu seperti perkataan 
muwakil “aku rela mewakilkan” dan perkataan muwakil/wakil “aku 
telah terima” atau masa sekarang, jika yang diinginkan pada masa 
yang akan datang dan semisal maka hal itu merupakan janji untuk 
beraqad tidaklah sebagai akaq yang sah secara hukum.27 
Macam-macam Waka>lah 
Ada beberapa macam-macam waka>lah, antara lain: 
1. Dari segi pembatasan 
21 Ibid., 
22 Ibn Rushd, Bida>yah  al-Mujtahid, (Beiru>t: Da>r al-Fikr, t.th.), 436. 
23 Sayyi<d Sa>biq, Fiqh Sunnah, 227. 
24 Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Waka>lah. 
25 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 235. 
26 Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Waka>lah. 
27 Sayyi<d Sa>biq, Fiqh Sunnah, 231. 
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a. Waka>lah al-mut}laqah, yaitu mewakilkan secara mutlak, tanpa 
batasan waktu dan untuk segala urusan. 
b. Waka>lah al-muqayyadah, yaitu penunjukan wakil untuk bertindak 
atas namanya dalam urusan-urusan tertentu. 
c. Waka>lah al-a>mmah, perwakilan yang lebih luas dari al 
muqayyadah tetapi lebih sederhana daripada al mut}laqah.28 
2. Dari segi hukum 
a. Waka>lah niya>bah, yang mana orang yang mewakilkan tidak boleh 
melakukan improvisasi/perubahan materi yang dilakukan. Contoh A 
pesan B ayam bakar. Dan B harus membeli ayam bakar. Jika 
ternyata ayam bakar tidak ada, maka B tidak boleh melakukan 
improvisasi sebelum mendapat izin dari A. 
b. Wakalah Wila>yah, yang mana orang yang mewakilkan boleh 
melakukan improvisasi materi yang dilakukan. Contoh A pesan 
kepada B ayam bakar. Jika ternyata tidak ada ayam bakar, B bisa 
melakukan improvisasi dengan menghubungi A.29 
Berakhirnya Waka>lah 
Wakalah  merupakan  suatu  kesepakatan/perjanjian  tertentu  
mengenai hal tertentu. Maka, pada saat tertentu dan dalam kondisi  tertentu  
bisa saja berakhir. Berakhirnya wakalah dapat disebebabkan beberapa hal 
antara lain : 
1. Matinya  salah  seseorang  dari  orang  yang  berakad  karera  salah  satu  
syarat syahnya akad adalah orang yang berakad masih hidup. 
2. Bila salah seorang yang berakad gila, karena syarat sah akad salah 
satunya orang yang berakad mempunyai akal. 
3. Dihentikannya pekerjaan yang dimaksud (selesainya apa yang 
diperjanjikan), karena jika telah berhenti dalam keadaan seperti ini 
wakalah tidak berfungsi lagi. 
4. Pemutusan  oleh  orang yang mewakilkan terhadap wakil sekalipun  
wakil belum mengetahui. 
28 Ismail, Perbankan Syari’ah, (Jakarta: Kencana, 2011), 105. 
29 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik, 122-123. 
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5. Wakil  memutuskan sendiri menurut mazhab Hanafi tidak perlu orang 
yang mewakilkan mengetahui pemutusan dirinya atau tidak agar 
kehadiranya tidakterjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 
6. Keluarnya orang yang mewakilkan dari status pemilikan.30 
Aplikasi Waka>lah dalam Perbankan Syariah 
Perbankan syariah dapat memberikan jasa waka>lah, yaitu sebagai 
wakil dari nasabah yang memberi kuasa (muwakil) untuk melakukan 
sesuatu (tauki<l). Contoh, bank dapat menjadi wakil untuk melakukan 
pembayaran tagihan listrik atau telepon kepada perusahaan listrik atau 
telpon. Dalam hal ini, bank dapat menarik biaya adminstrasi atas jasa 
tersebut.31 




1. Waka>lah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seorang sebagai pihak 
pertama kepada orang lain kepada sebagai pihak kedua dalam hal-hal 
yang bisa diwakilkan. 
2. Rukun dan syarat wadi>’ah meliputi, (a) muwakkil (yang mewakilkan), 
disyaratkan sebagai pemilik barang dan dapat bertindak hukum pada 
harta tersebut, (b)wa>kil (yang mewakili), disyaratkan berakal dan 
baligh, (c) muwakkal fi<h (sesuatu yang diwakilkan), disyaratkan 
persoalan tersebut dapat diwakilkan dan perkara tersebut diketahui oleh 
30 Sayyi<d Sa>biq, Fiqih Sunnah, (Beiru>t: Da>r al-Fikr, t.th.), 229. 
31 Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), 306. 
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orang yang mewakilkan. Menurut DSN-MUI sebagaimana tercantum 
dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 10/DSN-MUI/IV/2000 
tentang Wakalah, bahwa syarat muwakkal fi<h, adalah; (a) diketahui 
dengan jelas oleh orang yang mewakili, (b) tidak bertentangan dengan 
syari’ah Islam, dan (c) dapat diwakilkan menurut syari’ah Islam, 
danSi<ghat (ija>b dan qabu>l), yang di ucapkan dari yang berwakil sebagai 
simbol keridlaannya untuk mewakilkan, dan wakil menerimanya. 
2. Wadi>’ah dapat diklasifikasi menjadi dua macam, yaitu Dari segi 
pembatasan, (a)waka>lah al-mut}laqah, yaitu mewakilkan secara mutlak, 
tanpa batasan waktu dan untuk segala urusan, (b) waka>lah al-
muqayyadah, yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya 
dalam urusan-urusan tertentu, dan (c) waka>lah al-a>mmah, perwakilan 
yang lebih luas dari al muqayyadah tetapi lebih sederhana daripada al 
mut}laqah. Sedangkan dari segi hukum, (a) waka>lah niya>bah, yang mana 
orang yang mewakilkan tidak boleh melakukan improvisasi/perubahan 
materi yang dilakukan, (b) waka>lah wila>yah, yang mana orang yang 
mewakilkan boleh melakukan improvisasi materi yang dilakukan. 
 
Latihan 
1. Apa pengertian waka>lah ? 
2. Sebutkan dasar hukum waka>lah dan jelaskan ! 
3. Sebutkan rukun dan syarat waka>lah dan jelaskan masing-masing ! 
4. Sebutkan macam-macam waka>lah  dan jelaskan ! 
5. Bagaimana aplikasi waka>lah dalam perbankan syariah ? 
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Paket 4 
KAFA>LAH  DALAM HUKUM EKONOMI  




Paket ini akan membahas tentang konsep Islam tentang kafa>lah, yaitu 
suatu jaminan yang diberikan penanggung (ka>fil) kepada pihak ketiga untuk 
memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Kajian dalam 
paket ini meliputi pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, 
macam-macamnya, dan aplikasinyanya dalam perbankan syariah. Paket ini 
sebagai kelanjutan dari paket-paket sebelumnya. Dalam Paket ini, 
mahasiswa akan mengkaji pengertian kafa>lah, dasar hukum, tujuan, syarat-
rukunnya, macam-macamnya, dan aplikasinyanya dalam perbankan syariah.  
Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menjelaskan lebih dahulu 
tujuan perkuliahan paket 4 yang akan dilaksanakan. Harapannya, dengan 
mengetahui tujuan tersebut mahasiswa mendapat gambaran tentang capaian 
yang harus diperoleh mahasiswa. Dosen juga memberikan penjelasan 
tentang alur perkuliahan yang akan dilaksanakan. 
Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan 
laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mengefektifkan 
perkuliahan, serta whiteboard, dan spidol sebagai alat menuangkan 
kreatifitas hasil perkuliahan dengan membuat peta konsep. 
   
Rencana Pelaksanaan Perkuliahan 
Kompetensi Dasar  
Mahasiswa dan mahasiswi mampu memahami kafa>lah; pengertian, 
dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan 
aplikasinyanya dalam perbankan syariah. 
 
Indikator 
Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat :   
1. Mampu menguraikan kafa>lah; pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-
rukunnya, macam-macamnya, dan aplikasinyanya dalam perbankan 
syariah.  
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2. Mampu menyebutkan kafa>lah, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, 
macam-macamnya. 






1. Pengertian kafa>lah 
2. Dasar hukum kafa>lah 
3. Tujuan kafa>lah 
4. Syarat dan Rukun kafa>lah 
5. Macam-macam kafa>lah 
6. Aplikasi kafa>lah dalam perbankan syariah 
 
Kegiatan Perkuliahan 
Kegiatan Awal (15 menit) 
1. Menjelaskan kompetensi dasar. 
2. Menjelaskan indikator. 
3. Menjelaskan langkah kegiatan perkuliahan paket ini. 
4. Melakukan apersepsi tentang kafa>lah yang terjadi di dalam 
masyarakat. 
Kegiatan Inti (70 menit) 
1. Kelompok mahasiswa yang kebagian tugas mempresentasikan 
makalahnya 
2. Kelompok mahasiswa yang lain menyimak makalah yang 
dipresentasikan 
3. Diskusi dan Tanya jawab terhadap makalah yang dipresentasikan 
4. Penguatan hasil diskusi dari dosen 
5. Dosen memberi kesempatan pada mahasiswa untuk menanyanyakan 
sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi 
Kegiatan Penutup (10 menit) 
1. Menyimpulkan hasil perkuliahan 
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat 
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 
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Kegiatan Tindak lanjut (5 menit) 
1. Memberi tugas latihan 
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.. 
 
Lembar Kegiatan 
Membuat Peta Konsep (Mind Map) tentang kafa>lah, meliputi 
pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan 
aplikasinyanya dalam perbankan syariah. 
                                         
Tujuan 
Mahasiswa dapat membuat peta konsep untuk membangun 
pemahaman tentang kafa>lah, meliputi pengertian, dasar hukum, tujuan, 
syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan aplikasinyanya dalam perbankan 
syariah melalui kreatifitas ungkapan ide dari anggota kelompok yang 
dituangkan  dalam bentuk mind maping.  
 
Bahan dan Alat 
LCD dan laptop, kertas plano, spidol berwarna, dan solasi. 
 
Langkah Kegiatan 
1. Kelompok yang mendapatkan tugas presentasi untuk mengambil tempat 
2. Pilihlah seorang moderator dan seorang notulen untuk menulis setiap 
tanggapan dan pertanyaan yang muncul pada saat diskusi! 
3. Kelompok mempresentasikan makalahnya 
4. Diskusikan makalah yang telah dipresentasikan dengan peserta diskusi! 
5. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok makalah! 
6. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep sebagaimana dalam 
contoh gambar di atas! 
7. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas! 
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(PENGERTIAN, DASAR HUKUM, TUJUAN, SYARAT-RUKUNNYA, 




Kafa>lah menurut bahasa adalah semakna dengan kata al-d}ama>n 
yang berarti menggabungkan atau mengumpulkan, dalam hal ini dikatakan 
kafala fula>nun fula>nan, artinya si Fula>n mengumpulkan kepada Fula>n.1 
Dalam bahasa arab kafa>lah merupakan definisi dari kata kafala ( َﻞَﻔَﻛ) 
menanggung, yakfulu ( ﻞُﻔْﻜَﻳ ُ◌ ) kuflan ( ﻼْﻔُﻛ ً◌ ) menjamin, taka>ful ( ﻞُﻓﺎَﻜَﺗ ْ◌ ) saling 
menanggung,  yataka>fulu ( ًﻼُﻓﺎَﻜَﺘَـﻳ) taka>fulan ( ً◌ﻼُﻓﺎَﻜَﺗ) penanggung, penjamin.1F
2 
Al-Kafa>lah itu sendiri biasa disebut dengan beberapa nama, antara 
lain, dama>nah (jaminan), hama>lah (beban), dan za’a>mah (tanggungan). Dan 
pada mulanya kafa>lah merupakan pedoman kata dengan d}aman yang berarti 
penjaminan, namun pada perkembangan selanjutnya makna kafa>lah 
mengalami pergeseran. Kafa>lah identik dengan kafa>lah al-wahdi (personal 
guaranti/jaminan diri), sementara d}ama>nah identik dengan jaminan yang 
berbentuk harta secara mutlak.3 Jika dikaitkan dengan pihak yang 
berketetapan/ berkewajiban atas kafa>lah (sebagai isim fa>’il), yaitu ka>fil, 
maka memiliki nama lain yang lebih banyak lagi, yaitu d}a>min (penjamin), 
h}a>mil (yang menanggung beban), za>’im (penanggung), qa>bil (penerima), 
dan S}a>bir (orang yang tahan).4 Secara lebih khusus masing-masing nama 
tersebut ternyata punya kaitan dengan obyek kafa>lah-nya. D}a>min untuk 
1 Abdurrah}ma>n al-Jazi>ri>, al-Fiqh ‘ala> al-Madha>hib al-Arba’ah, Jilid III, (Beiru>t: Da>r al-Fikr, 
t.th.), 221. 
2 Ahmad Warson Munawir, al-Munawir Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka 
Progresif, 2000), 1220. 
3 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Isla>m Suatu Kajian Kontemporer, (Jakarta, Gema Insani, 
2001), 106. 
4 Ali< Ah}mad al-Salu>s, al-Kafa>lah wa Tatbi<qatuha al-Mu’a>sirah, (Kairo: Da>r al-Ih}tisa>m, 
1987), 20. 
15 
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obyek kafa>lah yang berskala besar, ka>fil untuk obyek yang berupa jiwa, 
sedangkan s}a>bir untuk semua obyek kafa>lah.5 
Sedangkan secara terminologi, konsep kafa>lah memunculkan 
banyak interpretasi di kalangan para ulama fiqh. Ulama Madhhab H}ana>fi> 
menerangkan dalam definisi d}ama>n atau kafa>lah terdapat dua pendapat, 
yaitu: 
1. Kafa>lah ialah mengumpulkan suatu tanggungan kepada tanggungan 
yang lain dalam hal menagih atau menuntut diri, hutang atau benda. 
2. Kafa>lah ialah mengumpulkan suatu tanggungan kepada tanggungan 
yang lain dalam pokok hutang. 
Akan tetapi definisi yang pertama adalah lebih benar dari pada 
definisi yang kedua, sebab definisi yang pertama lebih umum, dan dapat 
meliputi macam-macam kafa>lah yang ada tiga macam. Sendangkan definisi 
kedua hanya terbatas pada kafa>lah hutang saja.6 Sedangkan menurut ulama 
Ma>likiyah, Sha>fi’iyah dan H}ana>bilah al-kafa>lah adalah mengumpulkan 
penjamin ke dalam tanggungan orang yang di jamin (yang berhutang) dalam 
ketetapan atau kewajiban yang hak dalam masalah hutang, artinya hutang 
itu menjadi tetap atas tanggungan mereka berdua.7 
Perbedaan definisi di atas terlihat dalam persoalan obyek tanggung 
jawabnya. Ulama-ulama H{ana>fiyah  mengemukakan bahwa obyek kafa>lah 
tidak hanya berupa harta, melainkan juga jiwa, materi dan pekerjaan. 
Sementara ulama Madhhab yang lain menyatakan bahwa obyek kafa>lah 
tersebut berkaitan dengan harta, seperti hutang piutang. Dengan demikian 
definisi ulama-ulama H{ana>fiyah obyek kafa>lah lebih umum.8 
Adapun menurut Sayyi<d Sa>biq yang dimaksud dengan kafa>lah ialah 
proses benda (materi) yang jama’, baik utang, barang maupun pekerjaan.9 
Penggabungan tanggungan ka>fil menjadi beban as{i>l dalam tuntutan. 
Sementara ulama-ulama Syi’ah menyatakan bahwa d}ama>n atau kafa>lah itu 
bersifat pertanggungan. Artinya jika seseorang itu telah menjamin suatu 
5 Wahbah, al-Zuhayli, Al-Fiqh al-Isla>m wa Adillatuh, Juz. V, (Damasku>s: Da>r al-Fikr, 1997), 
78. 
6 Abdurrahman al-Jaziry, Al-Fiqh ‘ala al-Mazhahibul Arba’ah, 221. 
7 Abdul Aziz Dahlan...[et.al], Ensiklopedi Hukum Isla>m, Jilid II, (Jakarta: Ichtiar Baru Van 
Hoeve, 1996), 847. 
8 Ibid., 847. 
9 Sayyi<d Sa>biq, Fiqih Sunnah, Jilid 13, (Bandung: al-Ma'arif, 1987), 174. 
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hutang dengan memperoleh izin krediturnya, maka berarti setelah itu 
kreditur tersebut tidak berhak menagih kepada debiturnya, karena sekarang 
yang dianggap sebagai debitur adalah yang memberi jaminan.10 
Secara ringkas, kafa>lah dapat didefinisikan sebagai suatu jaminan 
yang diberikan penanggung (ka>fil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi 
kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain 
kafa>lah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang di jamin 
dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. 
 
Dasar hukum Wadi<’ah 
1. Al-Qur’an 
a. Surat Yu>suf ayat 72 
                             
Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala Raja, dan 
siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan 
makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.11 
Kata za’i>m dalam ayat diatas bermakna ka>fil atau da>min 
(pihak yang bertindak sebagai penjamin). Dalam surat Yusuf ini 
yang dimaksud adalah gha>rim, yaitu orang yang bertanggungjawab 
atas pembayaran.12 
b. Surat Yu>suf ayat 66 
                           
                           
Ya’qub berkata: “Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) 
bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji 
yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya 
kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh". tatkala 
mereka memberikan janji mereka, Maka Ya'qub berkata: “Allah 
10 Murtad}a> Mut}ahhari<, Pandangan Isla>m Tentang Asuransi dan Riba, (Jakarta, Pustaka 
Hidayah, 1995), 291. 
11 Al-Qur’a>n, 12 (Yu>suf): 72. 
12 M. Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 
124. 
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adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)”.13 
c. Surat al-Nah}l ayat 91 
                            
                       
Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan 
janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah 
meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai 
saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah 
mengetahui apa yang kamu perbuat.14 
 
d. Surat Ali Imra>n ayat 37 
                                
                            
                           
Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan 
yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah 
menjadikan Zakariya pemeliharanya. Setiap Zakariya masuk untuk 
menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariya 
berkata: "Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) 
ini?" Maryam menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah". 
Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang 
dikehendaki-Nya tanpa hisab.15 
2. Al-Hadi<th 
Transaksi kafa>lah (penjaminan) telah terjadi semenjak masa 
Rasulullah SAW. Beberapa Hadi>s\ Nabi yang berkaitan dengan kafa>lah 
antara lain adalah: 
 ٌِمرﺎَﻏ ُﻢْﻴِﻋﱠﺰَﻟا ُﻦْﻳ ﱠﺪﻟاَو (ﺔﺟﺎﻣ ﻦﺑا ﻩاور) ﱞﻲِﻀْﻘَﻣ 
13 Al-Qur’a>n, 12 (Yu>suf): 58. 
14 Ibid., 16 (al-Nah}l): 91. 
15 Ibid., 3 (Ali Imra>n): 37. 
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“Penjamin adalah orang yang berkewajiban harus membayar dan 
hutang juga harus di bayar”. (HR. Ibnu Ma>jah).16 
 ُﺖْﻠﱠَﲪ◌َ  ًﺔَﻟَﺎَﲪ  ُﺖْﻴَـَﺗَﺎﻓ  ِﻟﻠﻪَﻻﻮُﺳَر  ُﻪََﻟﺎـْﺳَا ﺎـَﻬ ْـﻴِﻓ  َلﺎـَﻘَـﻓ  ْﻢِـَﻗا  ﱠﱴـَﺣ ﺎَـﻨ ْـِﻴْﺗ�َ  َﺔَﻗَﺪـﱠﺼﻟا 
 َﻚـَـُﻟﺮُﻣﺎَﻨَـﻓ ﺎـَـِﺑﻬ  َلﺎـَـﻗ : َﺔــَﺸْﻴَـﺒُـﻗ�َ  ﱠنِا  َﺔََﻟﺄــْﺴَﻤْﻟا  ﱡﻞــ َِﲢَﻻ  ﱠﻻِا  ِﺪــَﺣَِﻷ  ٍﺔـَـَﺛﻼَﺛ  : ٌﻞــُﺟَر 
 َﻞﱠﻤََﲢ  ًﺔَﻟَﺎَﲪ  ْﺖَﻠَﻤَﺤَﻓ  ُﻪَﻟ  َﺔََﻟﺄْﺴَﻤْﻟا  ﱠﱴَﺣ ﺎَﻬَـﺒ ْـﻴِﺼُﻳ  ﱠُﰒ  ُﻚِﺴُْﳝ )ﻩاور ﻢﻠﺴﻣ( 
“Saya telah memikul suatu tanggungan, lalu saya datang dan 
meminta bantuan kepada Nabi, maka beliau bersabda: “kami akan 
melunasi tanggungan itu darimu dengan shadaqah, dan beliau 
berkata lagi, kami akan mengeluarkan jika ada shadaqah, lalu beliau 
berkara: “Ya Qubaysyah, sesungguhnya tidak benar meminta dan 
diharamkan kecuali dalam tiga hal: seseorang yang memikul suatu 
tanggungan, maka diperbolehkan ia meminta bantuan sehingga ia 
dapat melunasinya”.17 
3. Ijma’ 
Menyangkut hal ini ijma ulama membolehkan kafa>lah 
(penjaminan) terhadap sejumlah kebutuhan manusia sebagai upaya 
menghindari kerugian dari orang yang berhutang. Orang-orang pada 
masa Nabi telah mempraktekkannya, dan sampai sekarang terbukti 
tidak ada komplain atau pengingkaran dari umat Isla>m.18 
 
Rukun dan Syarat Kafa>lah 
Terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih dalam menetapkan rukun 
kafa>lah. Menurut Ima>m Abu> H}ani<fah dan sahabatnya Muhammad bin Hasan 
asy-Syaybani, rukun kafa>lah adalah ija>b (pernyataan penerimaan tanggung 
jawab dari ka>fil (penjamin) dan qabu>l (persetujuan kreditor).19 
Akan tetapi kebanyakan ulama menyatakan bahwa rukun kafa>lah 
itu secara lengkap adalah :20 
16 Abu> Abdilla>h Muhammad bin Yazi>d al-Qazunaini<, Sunan Ibnu Ma>jah, Juz II, (Beiru>t: Da>r 
al-Fikr, t.th.), 804. 
17Abu> H}usai<n ibn al-H}ajja>j ibn Muslim al-Qushai<ri< al-Nai<saburi<, Juz II, S{ah{i<h{ Muslim, 
(Beiru>t: Da>r al-Fikr, t.th.), 722 
18 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Isla>m, (Jakarta: PT. RajaGrafindo 
Persada, 2003), 262. Lihat juga Sayyi>d Sa>biq, Fikih Sunnah 5, (Jakarta: Cakrawala 
Publishing, 2009), 388. 
19 Abdul Aziz Dahlan...[et.al], Suplemen Ensiklopedi Isla>m, (Jakarta: Ichtiar Baru Van 
Hoeve, 1996), 847. 
20 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Isla>m, 262. 
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1. Adanya ka>fil, yaitu orang yang menjamin (ikut bertanggung jawab atas 
kewajiban orang lain). 
2. Adanya makfu>l lah, yaitu orang yang berpiutang/kreditor (orang yang 
punya tagihan atau hak pada orang lain). 
3. Adanya makfu>l ‘anh, yaitu orang yang punya kewajiban pembayaran 
atau penyerahan pada orang lain (orang yang berhutang). Disebut juga 
dengan as{i>l, gha>rim, atau ma>din. 
4. Adanya makfu>l bih, yaitu obyek kafa>lah, bisa berupa hutang, jiwa atau 
orang maupun materi atau barang. 
5. Adanya s{ighat, yaitu pernyataan serah terima, atau ungkapan menjamin 
dan menerima jaminan. 
Sedangkan syarat-syarat kafa>lah, yaitu syarat-syarat yang berkaitan 
dengan rukun-rukun kafa>lah sebagaimana di atas adalah:21 
1. Syarat untuk ka>fil 
a. Orang yang menjamin harus orang yang berakal dan ba>ligh. 
b. Merdeka dalam mengelola harta bendanya dan atas kehendak 
sendiri. dengan demikian anak-anak, orang gila dan orang yang di 
bawah pengampuan tidak dapat menjadi penjamin. 
c. Bukan seorang perempuan yang bersuami, akan tetapi bila yang 
ditanggung itu tidak lebih dari sepertiga hartanya, maka kafa>lahnya 
tetap sah meskipun tanpa izin suami  
d. Orang sakit yang membahayakan, apabila menanggung lebih dari 
sepertiga hartanya, maka kafa>lahnya tetap sah meskipun tanpa izin 
suami. 
e. Tidak menanggung hutang bagi penanggung sampai menghabiskan 
hartanya.22 
2. Syarat untuk makfu>l ‘anh 
a. Harus memiliki kemampuan untuk menyerahkan obyek kafa>lah, 
baik secara langsung maupun diwakilkan. Ima>m Hanafi 
menambahkan, bahwa tidak sah suatu kafa>lah jika makfu>l ‘anh 
(debitur) telah mati dan tidak punya peninggalan sama sekali untuk 
membayar hutangnya. 
21 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 191. 
22 Abdurrahman al-Jaziri, Fiqh Empat Mazhab, Jilid IV, (Semarang: Asy-Syifa, 1994), 382. 
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b. Harus diketahui atau di kenal secara baik oleh Ka>fil. Jadi tidak sah 
menjamin kepada seseorang yang belum jelas identitasnya.23 
3. Syarat untuk makfu>l lah 
a. Harus jelas atau sudah dikenal atau diketahui oleh ka>fil 
b. Berakal, tidak sah kafa>lah atas orang gila, anak kecil yang belum 
mengerti (tamyi>z). 
c. Ima>m Hanafi menambahkan bahwa makfu>l lah harus hadir dalam 
majlis akad, yaitu harus ada keridhaan dari makfu>l lah atas kafa>lah 
yang bersangkutan. 
4. Syarat untuk makfu>l bih 
a. Hutang tersebut benar-benar menjadi tanggung jawab makfu>l ‘anh, 
artinya hutang tersebut masih lazim bagi makfu>l ‘anh dan belum 
digugurkan oleh makfu>l lah. 
b. Hutang atau tanggungan tersebut mampu dipenuhi oleh ka>fil. 
c. Hutang atau tanggungan tersebut bersifat benar dan mengikat, 
artinya hutang tersebut tidak bisa digugurkan kecuali dengan cara 
membayarnya atau melalui pelepasan atau pengguguran dari 
pemilik harta. 
5. Syarat s{i<ghat 
a. Ulama fiqh menyatakan bahwa kafa>lah itu dibolehkan jika 
diakadkan dengan lafaz{-lafaz{ tertentu yang menurut Madhhab 
H}ana>fi< dan Sha>fi’i< dapat berbentuk kata yang s{ari>h (jelas) maupun 
al-kina>yah (sindiran). 
b. Keadaan s{i<ghat mengandung makna jaminan, tidak digantungkan 
atas sesuatu dan tidak bersifat sementara. 
Berkaitan dengan s{i<ghat ini, kafa>lah dapat dilaksanakan dengan 
tiga bentuk, yaitu: 
a. Dengan cara Tanji>z (kafa>lah al-munjazah). 
Yaitu kafa>lah yang cara penanggungannya dilakukan 
seketika dan tanpa dikaitkan agar sesuatu yang lain. Seperti 
seseorang yang mengatakan, “saya tanggung dan saya jamin si 
Fula>n sekarang”. 
23 Abdul Aziz Dahlan [et.al], Ensiklopedi Hukum Isla>m, 848. 
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Kafa>lah dengan cara tanji<z ini sudah mempunyai kekuatan 
hukum mengikat, dan semenjak itu ka>fil mengikatkan diri kepada 
utang di berutang baik dalam penyelesaiannya, penundaan 
pembayarannya, maupun pembayaran cicilannya. 
b. Dengan cara ta’li>q (kafa>lah al-Mu’allaqah) 
Perjanjian pertanggungan dengan cara ta’li>q ini yaitu 
penanggungan oleh seseorang kepada seseorang tertentu yang 
disyaratkan atau digantungkan kepada sesuatu hal tertentu pula, 
seperti: “Jika engkau memberi kepercayaan kepada si A untuk 
memimpin usaha itu maka aku menjadi penjamin untukmu.  
c. Dengan cara tauqi>t (kafa>lah al-muaqqat) 
Yaitu tanggungan yang dibayar dengan dikaitkan pada 
waktu tertentu. Seperti pernyataan seseorang, “jika ditagih pada 
bulan Ramad{an, maka aku yang akan menanggung 
pembayarannya”. Menurut madhhab H{ana>fi< penanggungan seperti 
ini adalah sah, tetapi menurut  madhhab Sha>fi’i< adalah batal. 
Apabila akad telah berlangsung maka makfu>l lah boleh menagih 
kepada ka>fil atau kepada makfu>l ’anh, sehingga perjanjian disini 
disandarkan kepada suatu waktu tertentu.24 
 
Macam-macam Waka>lah 
Kafa>lah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu : 
1. Kafa>lah dengan Jiwa (al-kafa>lah bi al-nafs) 
Yaitu kewajiban ka>fil untuk menghadirkan seseorang 
kehadapan orang yang mempunyai hak (makfu>l ‘anh). Kafa>lah ini 
dibolehkan jika pertanggungan itu menyangkut persoalan hak manusia 
sebab kafa>lah ini hanya menyangkut badan bukan berbentuk harta. 
Kafa>lah jiwa ini sudah berlaku sejak masa permulaan Isla>m dan 
selanjutnya menjadi ijma’ para ulama.25 
2. Kafa>lah dengan Harta 
24 Hermansyah, Hukum Perjanjian Dalam Isla>m, (Jakarta: Kencana, 2008), 150. 
25 M. Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek, 124. 
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Yaitu kafa>lah yang berupa kewajiban yang harus dipenuhi oleh 
ka>fil dengan pemenuhan yang berupa harta. Kafa>lah jenis ini ada tiga 
macam, yaitu:26 
a. Kafa>lah atas hutang (al-kafa>lah bi al-dai<n) 
Yaitu kewajiban untuk membayar hutang yang menjadi 
tanggungan orang lain. Hutang di sini disyaratkan: 
1) Telah ada pada waktu jaminan tersebut diberikan apabila 
hutang itu beluum ada ketika jaminan itu terjadi, maka 
kafa>lahnya dianggap tidak sah. 
2) Hutang tersebut diketahui oleh penjamin. 
b. Kafa>lah atas suatu barang maupun penyerahannya (al-kafa>lah bi 
‘ain aw bi at-tasli>m). 
Yaitu kewajiban ka>fil untuk menyerahkan benda tertentu 
yang berada ditangan orang lain, seperti menyerahkan barang yang 
telah dijual kepada orang yang membelinya yang pada saat jual beli 
ternyata barang tersebut ada ditangan ga>sib. Syarat yang harus 
dipenuhi dalam kafa>lah ini adalah barang tersebut dijamin berada di 
tangan as{i>l (makfu>l lah). 
c. Kafa>lah bi al-dark 
Dark sendiri bermakna cacat, dengan demikian maksudnya 
adalah kafa>lah atas barang yang telah terjual (dibeli seseorang) atas 
bahaya atau resiko cacat yang mungkin terjadi atas barang tersebut. 
Dengan istilah yang berbeda, M. Syafi’i Antonio menjelaskan 
bahwa kafa>lah bi al-ma>l adalah : 
a. Kafa>lah bi al-tasli<m, yaitu merupakan jaminan yang diberikan 
dalam rangka menjamin penyerahan atas barang yang disewa pada 
saat berakhirnya masa sewa. Sebagai contoh; bank mengeluarkan 
surat jaminan untuk nasabahnya tentang pengembalian 
(penyerahan) barang sewa yang disewa nasabah kepada perusahaan 
leasing. 
b. Kafa>lah munjazah, yaitu merupakan jaminan yang diberikan secara 
mutlak tanpa adanya pembatasan waktu tertentu. Sebagai contoh, 
26 Fathurrahman Djamil, Fiqh Mua>malah dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Isla>m, Jilid III, 
(Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 149. 
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“Aku menjamin hutang anda sekarang” atau “Aku menjamin 
menanggulangi pendanaan proyek anda”. Atau juga Bank menjamin 
nasabahnya kepada pihak ketiga bahwa nasabahnya pasti 
melaksanakan kewajibannya dalam mengerjakan suatu proyek. 
c. Kafa>lah muqayyadah/muallaqah, yaitu merupakan jaminan atau 
kafalah yang dibatasi waktunya, sebulan, setahun dan sebagainya. 
Sebagai contoh, bank menjamin nasabahnya kepada pihak ketiga 
selama 3 bulan. Kafalah ini disebut juga kafa>lah dengan tawqi<t.27 
 
Mengambil Upah atas Kafa>lah 
Akad kafa>lah yang berkembang sekarang ini, banyak yang didasari 
dengan adanya upah atas jasa ka>fil, karena adanya kesulitan untuk mencari 
orang yang mau secara sukarela menjadi penjamin orang lain. Beberapa 
ulama, seperti Wah}bah al-Zuhaili<, menyatakan, dalam akad kafa>lah boleh 
diberlakukan upah atau jasa, dengan syarat bahwa kafa>lah tersebut tidak 
dijadikan sebagai lahan untuk memupuk keuntungan. Dibolehkannya upah 
atas kafa>lah tersebut adalah hanya didasarkan pada keadaan yang bersifat 
darurat dan mendesak bagi makfu>l ’anh, sehingga kalau pemungutan upah 
itu tidak diperbolehkan akan semakin menyulitkannya. Hukum ini 
dianalogikan oleh Wah}bah al-Zuhaili, seperti hukum bolehnya mengambil 
upah dalam mengajarkan al-Qur’an atau ilmu-ilmu Isla>m yang lain.28 
Menurut Mustafa> Abdulla>h al-Hamsyari, mengutip pendapat Ima>m 
Syafi’i yang menilai pemberian uang kepada orang yang di ugaskan untuk 
mengadukan suatu masalah atau mempersembahkan sesuatu kepada raja 
tidak dapat dianggap uang sogok (risywa>h), tetapi dianggap sebagai upah 
(ju’alah), dan hukumnya harus sebagai ganjaran lelah atau biaya 
perjalanannya. Ulama kontemporer lain, Abdul Sa’i al-Mirri, mengatakan 
bahwa seorang penjamin haruslah mendapat upah sesuai dengan 
pekerjaannya sebagai penjamin. Pendapat ini membuka peluang di 
masukkannya pertimbangan besarnya resiko yang haru ditanggu si penjamin 
dalam  memperhitungkan upahnya.29 
 
27 M. Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek, 125. 
28 Abdul Aziz Dahlan [et.al], Suplemen Ensiklopedi Isla>m, 849. 
29 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Isla>m Suatu Kajian Kontemporer,  107. 
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Manfaat Kafa>lah 
Kafa>lah yang diberikan oleh bank sangat mendukung transaksi bisnis 
yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, karena dapat memberikan rasa 
aman dan kondusif bagi kelangsungan bisnis maupun proyek-proyek yang 
sedang mereka kerjakan sehingga proyek-proyek tersebut dapat diselesaikan 
sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Secara umum dapat 
disimpulkan bahwa kafa>lah memberikan manfaat bagi: 
1. Pihak yang dijamin (nasabah), bahwa dengan kafalah yang diberikan 
oleh bank, nasabah bisa mendapatkan/mengerjakan proyek dari pihak 
ketiga, karena bisaanya pemilik proyek menentukan syarat-syarat 
tertentu dalam mengerjakan proyek yang mereka miliki. 
2. Pihak yang terjamin (pemilik proyek), bahwa dengan kafalah yang 
diberikan oleh bank, pemilik proyek mendapat jaminan bahwa proyek 
yang akan dikerjakan oleh nasabah tadi akan diselesaikan dengan jadwal 
yang telah ditentukan, karena kafalah merupakan pengambilalihan 
risiko oleh bank apabila nasabah cidera janji melaksanakan 
kewajibannya. 
3. Pihak yang menjamin (bank), bahwa dengan kafalah yang diterbitkan 
oleh bank, maka pihak bank akan memperoleh fee yang diperhitungkan 
dari nilai dan risiko yang ditanggung oleh bank atas kafalah yang 
diberikan.30 
 
Aplikasi Kafa>lah dalam Perbankan Syariah 
Kafa>lah dalam perbankan adalah jaminan yang diberikan bank atas 
permintaan nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak lain 
apabila nasabah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya. Dalam 
hal ini, ada beberapa aplikasi kafa>lah yang dilakukan oleh bank, yaitu : 
1. Kafa>lah bi al-nafs  
Contoh aplikasi kafalah bi al-nafs, misalkan seorang nasabah 
yang mendapatkan pembiayaan dengan jaminan nama baik dan 
ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat. Walaupun bank secara 
fisik tidak memegang barang apapun , tetapi bank berharap tokoh 
30 M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional, 
(Jakarta: Djambatan, 2001), 241. 
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tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang di 
biayai mengalami kesulitan. 
2. Kafalah bi al-ma>l  
Merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. 
Bentuk kafalah ini merupakan sarana yang paling luas bagi bank untuk 
memberikan jaminan kepada para nasabahnya dengan imbalan/fee 
tertentu. 
3. Kafa>lah bi al-tasli<m 
Jenis pemberian jaminan ini dapat di laksanakan oleh bank 
untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan 
perusahaan penyewaan (leasing company). Jaminan pembayaran bagi 
bank dapat berupa deposito/tabungan dan bank dapat membebankan 
uang jasa (fee) kepada nasabah itu. 
4. Kafa>lah al-munjazah 
Pemberian jaminan dalam bentuk performance bonds “jaminan 
prestasi”, suatu hal yang lazim di kalangan perbankan dan hal ini sesuai 
dengan bentuk akad. 
5. Kafa>lah al-mu’allaqah  
Bentuk kafalah ini merupakan penyederhanaan dari kafalah al-
munjazah, di mana jaminan dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan 
tujuan tertentu pula. 31 
 
Skema Kafa>lah dalam Perbankan Syariah 
 
Rangkuman 
31 M. Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek, 125. 
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1. Kafa>lah adalah suatu jaminan yang diberikan penanggung (ka>fil) kepada 
pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang 
ditanggung. 
2. Rukun dan syarat kafa>lah, meliputi, (a) ka>fil, disyaratkan berakal, 
ba>ligh, merdeka, bukan seorang perempuan yang bersuami, dan tidak 
menanggung hutang bagi penanggung sampai menghabiskan hartanya; 
(b) makfu>l ‘anh, disyaratkan harus memiliki kemampuan untuk 
menyerahkan obyek kafa>lah, baik secara langsung maupun diwakilkan, 
dan harus diketahui atau di kenal secara baik oleh ka>fil; (c) makfu>l lah, 
disyaratkan harus sudah dikenal atau diketahui oleh ka>fil, berakal, dan 
makfu>l lah harus hadir dalam majlis akad; (d) makfu>l bih, disyaratkan 
hutang tersebut benar-benar menjadi tanggung jawab makfu>l ‘anh, 
hutang atau tanggungan tersebut mampu dipenuhi oleh ka>fil, dan 
hutang atau tanggungan tersebut bersifat benar dan mengikat, (e) 
s{i<ghat, disyaratkan dengan lafaz{-lafaz{ tertentu baik berbentuk kata yang 
s{ari>h (jelas) maupun al-kina>yah (sindiran), dan s{i<ghat mengandung 
makna jaminan, tidak digantungkan atas sesuatu dan tidak bersifat 
sementara. 
2. Wadi>’ah dapat diklasifikasi menjadi dua macam, yaitu; (a) kafa>lah 
dengan Jiwa (al-kafa>lah bi al-nafs), yaitu kewajiban ka>fil untuk 
menghadirkan seseorang kehadapan orang yang mempunyai hak 
(makfu>l ‘anh), (b) kafa>lah dengan Harta (al-kafa>lah bi al-ma>l), yaitu 
kafa>lah yang berupa kewajiban yang harus dipenuhi oleh ka>fil dengan 
pemenuhan yang berupa harta, ayitu berupa kafa>lah atas hutang (al-
kafa>lah bi al-dai<n), kafa>lah atas suatu barang maupun penyerahannya 
(al-kafa>lah bi ‘ain aw bi at-tasli>m), dam kafa>lah bi al-dark.. 
 
Latihan 
1. Apa pengertian kafa>lah ? 
2. Sebutkan dasar hukum kafa>lah dan jelaskan ! 
3. Sebutkan rukun dan syarat kafa>lah dan jelaskan masing-masing ! 
4. Sebutkan macam-macam kafa>lah dan jelaskan ! 
5. Bagaimana aplikasi kafa>lah dalam perbankan syariah ? 
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Paket 5 
RAHN  DALAM HUKUM EKONOMI  




Paket ini akan membahas tentang konsep Islam tentang rahn, yaitu 
perjanjian (akad) pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai 
tanggungan utang. Kajian dalam paket ini meliputi pengertian, dasar 
hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan aplikasinyanya 
dalam perbankan syariah. Paket ini sebagai kelanjutan dari paket-paket 
sebelumnya. Dalam Paket ini, mahasiswa akan mengkaji pengertian rahn, 
dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan 
aplikasinyanya dalam perbankan syariah.  
Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menjelaskan lebih dahulu 
tujuan perkuliahan paket 5 yang akan dilaksanakan. Harapannya, dengan 
mengetahui tujuan tersebut mahasiswa mendapat gambaran tentang capaian 
yang harus diperoleh mahasiswa. Dosen juga memberikan penjelasan 
tentang alur perkuliahan yang akan dilaksanakan. 
Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan 
laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mengefektifkan 
perkuliahan, serta whiteboard, dan spidol sebagai alat menuangkan 
kreatifitas hasil perkuliahan dengan membuat peta konsep. 
   
Rencana Pelaksanaan Perkuliahan 
Kompetensi Dasar  
Mahasiswa dan mahasiswi mampu memahami rahn pengertian, dasar 
hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan aplikasinyanya 
dalam perbankan syariah. 
 
Indikator 
Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat :   
1. Menguraikan rahn; pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, 
macam-macamnya, dan aplikasinyanya dalam perbankan syariah.  
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2. Menyebutkan rahn, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-
macamnya. 





1. Pengertian rahn 
2. Dasar hukum rahn 
3. Tujuan rahn 
4. Syarat dan Rukun rahn 
5. Macam-macam rahn 
6. Aplikasi rahn dalam perbankan syariah 
 
Kegiatan Perkuliahan 
Kegiatan Awal (15 menit) 
1. Menjelaskan kompetensi dasar. 
2. Menjelaskan indikator. 
3. Menjelaskan langkah kegiatan perkuliahan paket ini. 
4. Melakukan apersepsi tentang rahn yang terjadi di masyarakat. 
Kegiatan Inti (70 menit) 
1. Kelompok mahasiswa yang kebagian tugas mempresentasikan 
makalahnya 
2. Kelompok mahasiswa yang lain menyimak makalah yang 
dipresentasikan 
3. Diskusi dan Tanya jawab terhadap makalah yang dipresentasikan 
4. Penguatan hasil diskusi dari dosen 
5. Dosen memberi kesempatan pada mahasiswa untuk menanyanyakan 
sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi 
Kegiatan Penutup (10 menit) 
1. Menyimpulkan hasil perkuliahan 
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat 
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 
Kegiatan Tindak lanjut (5 menit) 
1. Memberi tugas latihan 
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Membuat Peta Konsep (Mind Map) tentang kafa>lah, meliputi 
pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan 
aplikasinyanya dalam perbankan syariah. 
                                         
Tujuan 
Mahasiswa dapat membuat peta konsep untuk membangun 
pemahaman tentang rahn, meliputi pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-
rukunnya, macam-macamnya, dan aplikasinyanya dalam perbankan syariah 
melalui kreatifitas ungkapan ide dari anggota kelompok yang dituangkan  
dalam bentuk mind maping.  
 
Bahan dan Alat 
LCD dan laptop, kertas plano, spidol berwarna, dan solasi. 
 
Langkah Kegiatan 
1. Kelompok yang mendapatkan tugas presentasi untuk mengambil tempat 
2. Pilihlah seorang moderator dan seorang notulen untuk menulis setiap 
tanggapan dan pertanyaan yang muncul pada saat diskusi! 
3. Kelompok mempresentasikan makalahnya 
4. Diskusikan makalah yang telah dipresentasikan dengan peserta diskusi! 
5. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok makalah! 
6. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep sebagaimana dalam 
contoh gambar di atas! 
7. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas! 
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(PENGERTIAN, DASAR HUKUM, TUJUAN, SYARAT-
RUKUNNYA, MACAM-MACAMNYA, DAN APLIKASINYANYA 
DALAM PERBANKAN SYARIAH) 
 
Pengertian Rahn 
Menurut bahasa, al-rahn (gadai) berarti al-th|ubu>t (tetap), al-h{abs 
(penahanan),1 al-dawa>m (lama), dan al-luzu>m (harus).2 Adapula yang 
menjelaskan bahwa rahn adalah terkurung atau terjerat.3  
Sedangkan menurut istilah syara’ ialah menaruh barang (dijadikan) 
sebagai uang, untuk penguat perjanjian hutang, dan barang tersebut akan 
menutup (hutang) ketika terhalang (tidak dapat) melunasinya.4 Dalam 
definisi lain, rahn yaitu penitipan barang kepada orang lain dengan tujuan 
untuk beroleh satu pinjaman dan barang tersebut digadaikan seperti titipan 
untuk memperkuat jaminan pinjamannya.5 Rachmat Syafe’i menjelaskan, 
bahwa secara terminologi, rahn berarti :         
ﺲﺒﺣ ﻲﺷ ﻖﲝ ﻦﻜﳝ ةؤﺎﻔﺘﺳا ﻪﻨﻣ  
Penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan 
sebagai pembayaran dari barang tersebut.6 
Muhammad Rawwas Qal’ahji, mendefinisikan rahn sebagai berikut: 
ﻦﻫﺮﻟا ﻮﻫ ﻖﻴﺛﻮﺗ ﻦﻳد ﲔﻌﺑ  
Rahn adalah menguatkan hutang dengan jaminan barang.7 
Dari kalangan ulama madhhab Ma>liki< mendefinisikan rahn sebagai 
harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat 
1 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 105. 
2 Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), 159. 
3 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 105. 
4 Syamsuddin Abu Abdillah, Terjemah Fathul Qarib, (Surabata: Mutiara Ilmu, 1995), 161. 
5 Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 470. 
6 Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, 159. 
7 Muhammad Rawwas Qal’ahji, Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khattab ra., (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 1999), 463. 
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mengikat. Dari ulama madhhab H}ana>fi< mendefinisikannya dengan 
“menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang 
mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik seluruhnya maupun 
sebagiannya“. Ulama Shafi’i< dan H}amba>li< mengartikan rahn dalam arti akad 
yakni menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat 
dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa 
membayar hutangnya.8 
Adapun menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150, 
gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang 
atau suatu barang bergerak.9 Barang bergerak tersebut diserahkan kepada 
orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang 
lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berhutang 
tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang memberi utang untuk 
menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang 
apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat 
jatuh tempo.10 Dalam Ketentuan Hukum Adat Adat pengertian gadai itu 
adalah menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang 
secara tunai, dengan ketentuan : si penjual (penggadai) tetap berhak atas 
pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.11 
Dari pengertian-pengertian yang telah disebutkan diatas, maka dapat 
dikemukakan, bahwa rahn adalah perjanjian (akad) pinjam-meminjam 
dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang. Atau juga dapat 
dipahami bahwa Rahn adalah menahan sesuatu dengan hak yang 
memungkinkan pengambilan manfaat darinya, atau menjadikan sesuatu 
yang bernilai ekonomis pada pandangan syariah sebagai kepercayaan atas 
harta yang memungkinkan pengambilan hutang secara keseluruhan atau 
sebagian dari barang itu. 
 
8 Abdul Aziz Dahlan … (et.al), Ensiklopedi Hukum Islam, jil. 5, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru 
van Hoeve, 2003), 1480. 
9 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. Ke III, (Jakarta :PT 
Pradnya Paramita, 2003), 297. 
10 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta : Ekonisia, 2003), 
156. 
11 Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta : Sinar 
Grafika, 1994), 140. 
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Dasar Hukum Rahn 
1. Al-Qur’an 
a. Surat al-Baqarah ayat 283 
                        
                         
                          
          
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara 
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka 
hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 
berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai 
sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu 
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para 
saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang 
menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang 
yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang 
kamu kerjakan.12 
Ayat tersebut diatas bermakna bahwa Allah SWT. 
memerintahkan orang yang melakukan suatu transaksi dengan 
orang lain, sedang bersamanya tidak ada juru tulis, maka hendaklah 
dia memberikan suatu barang sebagai jaminan (gadai) kepada orang 
yang memberikan hutang kepadanya upaya merasa tenang dalam 
melepaskan utangnya tersebut. Selanjutnya hendaklah peminjam 
menjaga uang atau barang-barang hutangan itu agar tidak hilang 
atau dihamburkan tanpa ada manfaat.13 
Fungsi barang gadai pada ayat di atas adalah untuk 
kepercayaan masing-masing pihak, sehingga gadai meyakini bahwa 
pemberi gadai tidak memiliki itikad yang tidak baik. Dan penerima 
12 Al-Qur’a>n, 2 (al-Baqarah): 283 
13 Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Fiqih Wanita, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,  1998), 620. 
Lihat juga Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 5. 
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gadai meyakini bahwa pemberi gadai akan melakukan pembayaran 
untuk melunasi utang yang diberikan oleh penerima gadai serta 
tidak melaikan jangka waktu pengembalian utangnya itu. 14 
 
2. Al-Hadi<th 
ﻋ ﷲ ﻰﺿر ﺔﺸﺋﺎﻋ ﻦﻋ ﺎﻬﻨ ﱠنَأ  ﱠِﱯﱠﻨﻟا ﻰﱠﻠَﺻ  ُﱠﻟﻠﻪا  ِﻪْﻴَﻠَﻋ  َﻢﱠﻠَﺳَو َىَﱰْﺷا ﺎًﻣﺎََﻌﻃ  ْﻦِﻣ 
 ٍّيِدﻮُﻬَـﻳ  َﱃِإ  ٍﻞَﺟَأ  ُﻪَﻨَﻫَرَو ﺎًﻋْرِد  ْﻦِﻣ  ٍﺪﻳِﺪَﺣ 
Dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW. pernah membeli makanan 
dari orang Yahudi dengan tidak kontan kemudian Nabi 
menggadaikan baju besi kepadanya (orang Yahudi)”.15 
 ْﻦَﻋ  ِﻦْﺑا  ٍسﺎﱠﺒَﻋ  َلَﺎﻗ  َ ِّﰲُﻮُـﺗ  ﱡِﱯﱠﻨﻟا ﻰﱠﻠَﺻ  ُﱠﻟﻠﻪا  ِﻪْﻴَﻠَﻋ  َﻢﱠﻠَﺳَو  ُﻪُﻋْرِدَو  ٌَﺔﻧﻮُﻫْﺮَﻣ  َﻦِﻳﺮْﺸِﻌِﺑ 
ﺎًﻋﺎَﺻ  ْﻦِﻣ  ٍمﺎَﻌَﻃ  ُﻩَﺬَﺧَأ  ِﻪِﻠْﻫَِﻷ  َلَﺎﻗ ُﻮَﺑأ ﻰَﺴﻴِﻋ اَﺬَﻫ  ٌﺚﻳِﺪَﺣ  ٌﻦَﺴَﺣ  ٌﺢﻴِﺤَﺻ 
Dari Ibn Abbas ra. berkata: ketika Rasulullah SAW. wafat, baju 
besi beliau sedang digunakan jaminan untuk membeli makanan 
seharga 20 sho’ yang diberikan untuk keluarga beliau.16 
3. Ijma’ 
Para ulama telah sepakat bahwa rahn itu diperbolehkan, karena 
banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka 
hubungan antar manusia. Menurut jumhur ulama bahwa gadai (rahn) 
adalah dibolehkan, tetapi tidak diwajibkan karena gadai hanya jaminan 
saja jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai.17  Salah satu 
alasan jumhur ulama membolehkannya gadai adalah berdasarkan pada 
kisah Nabi Muhammad SAW., yang menggadaikan baju besinya untuk 
mendapatkan makanan bagi keluarganya.18 
4. Kaidah Fiqih  
ﻻا ﻞﺻ ﰲ ﻻا ءﺎﻴﺷ ﺑﺎﻻا ﺔﺣ ﱵﺣ لﺪﻳ ﺪﻟا ﻞﻴﻟ ﻲﻠﻋ ﱘﺮﺤﺘﻟا 
14 Ibid., 6. 
15 al-Bukha>ri<, “S}ah}i>h} al-Bukha>ri<” di dalam: Barna>mij al-H{adi>th\ asy-Syari>f: al-Tis’ah (CD 
Program), no. 1926. 
16 al-Turmud}iy, "Sunan al-Turmud}iy" di dalam: Barna>mij al-H{adi>th\ asy-Syari>f: al-Kutub  at-
Tis’ah (CD Program), no. 1125 
17 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, 161. 
18 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syari’ah, 8. 
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“Hukum asal segala sesuatu adalah kebolehan sampai ada dalil 
yang menunjukkan keharamannya.”19 
 
Rukun dan Syarat Kafa>lah 
1. Rukun Gadai (rahn) 
Rahn (gadai) memiliki empat unsur, yaitu ra>hin (orang yang 
memberikan jaminan), al-murtahin (orang yang menerima), al-marhu>n 
(jaminan), dan al-marhu>n bih (utang).20 Ulama Hana>fiyyah berpendapat, 
bahwa rukun rahn (gadai) hanya satu, yaitu s}i<ghat karena ia sebagai 
hakikat transaksi. Adapun selain s}i<ghat, maka bukan termasuk substansi 
rahn (gadai). Demikian ini berangkat dari pendapat mereka tentang 
transaksi secara keseluruhan.21 Adapun menurut ulama selain 
Hana>fiyyah, rukun rahn adalah : 
a. ‘a>qid (orang yang berakad) 
b. Marhu>n (jaminan/borg) 
c. Marhu>n bih (utang) 
d. S{i<ghat 
2. Syarat Gadai (Rahn) 
Namun ada ulama yang lebih rinci dalam membahas tentang 
syarat-syarat rahn, sebagai berikut : 
a. ‘A<qid 
Kedua orang yang akan akad harus memenuhi kriteria al-
ahliyah. Menurut ulama Sha>fi‘iyyah ahliyah adalah orang yang 
telah sah untuk jual beli, yakni berakal dan mumayyiz, tetapi tidak 
disyaratkan harus baligh. Dengan demikian, anak kecil yang sudah 
mumayyiz, dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya 
dibolehkan melakukan rahn.22 
Sedangkan menurut ulama Hana>fiyyah, ahliyah dalam rahn 
seperti ahliyah dalam jual beli dan derma. Rahn tidak boleh 
dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang 
19 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 
Masalah-Masalah yang Praktis, Cet.1. (Jakarta: Kencana, 2006), 51. 
20 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, 162. 
21 Abdullah bin Muhammad al-Thayyar, et al, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam 
Pandangan 4 Maz|hab, Terj. Miftahul Khairi, Yogyakarta : Maktabah al-Hanif, 2009), 174. 
22 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, 162. 
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belum balig. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan 
barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan darurat 
dan meyakini bahwa pemegangnya yang dapat dipercaya.23 
b. Marhu>n bih (utang) 
Marhu>n bih adalah hak yang diberikan kepada ra>hin. Ulama 
Hana>fiyyah memberikan beberapa syarat, yaitu :24 
1) Marhu>n bih  hendaklah barang yang wajib diserahkan 
Menurut ulama selain Hana>fiyah, marhu>n bih hendaklah 
berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang 
menggadaikan barang, baik berupa uang ataupun berbentuk 
benda. 
2) Marhu>n bih memungkinkan untuk dibayarkan 
Jika marhu>n bih tidak dapat dibayarkan, rahn menjadi 
tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan disyari‘atkannya 
rahn.  
3) Hak atas marhu>n bih harus jelas 
Dengan demikian, tidak boleh memberikan dua marhu>n 
bih tanpa dijelaskan utang mana menjadi rahn. Ulama 
Hana>bilah dan Sya>fi‘iyyah25 memberikan tiga syarat bagi 
marhu>n bih. 
a) Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan. 
b) Utang harus lazim pada waktu akad. 
c) Utang harus jelas dan diketahui oleh ra>hin dan murtahin. 
c. Marhu>n (jaminan) 
Marhu>n adalah barang yang dijadikan jaminan oleh ra>hin. 
Para ulama fiqih sepakat mensyaratkan marhu>n sebagaimana 
persyaratan barang dalam jual beli, sehingga barang tersebut boleh 
dijual untuk memenuhi hak murtahin. Ulama Hana>fiyyah 
mensyaratkan marhu>n, antara lain : 
1) Dapat diperjualbelikan 
2) Bermanfaat 
3) Jelas 
23 Ibid.  
24 Ibid., 163-164 
25 Ibid. 
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4) Milik ra>hin 
5) Bisa diserahkan 
6) Tidak bersatu dengan harta lain 
7) Dipegang (dikuasai) oleh ra>hin 
8) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan. 
d. S{igat 
Ulama Hana>fiyyah berpendapat bahwa s}igat dalam rahn 
tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu atau 
dikaitkan dengan dengan masa yang akan datang. Hal ini karena, 
sebab rahn sama dengan jual beli, jika memakai syarat tertentu, 
syarat tersebut batal dan rahn tetap sah.26 Ulama H}anabilah, 
Ma>likiyah dan Sha>fi’iyah menyatakan bilamana syarat itu adalah 
syarat yang mendukung kelancaran akad maka syarat itu 
diperbolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat 
akad rahn maka syaratnya batal.27 
e. Kesempurnaan rahn (memegang barang) 
Secara umum ulama fiqih sepakat  bahwa memegang atau 
menerima barang adalah syarat dalam rahn, yang didasarkan pada 
firman Allah SWT. QS. Al-Baqarah : 283. 
Namun demikian, diantara para ulama terjadi perbedaan 
pendapat, apakah memegang barang (rahn) termasuk syarat lazim 
atau syarat kesempurnaan. Jumhur ulama selain Ma>likiyyah, 
berpendapat bahwa memegang (al-qabd}u) bukan syarat sah rahn, 
tetapi syarat lazim. Dengan demikian, jika barang belum dipegang 
oleh murtahin, akad bisa dikembalikan lagi. Sebaliknya, jika ra>hin 
sudah menyerahkan barang, maka akad menjadi lazim, dan ra>hin 
tidak boleh membatalkannya secara sepihak. Golongan ini 
mendasarkan pendapat mereka pada ayat di atas. Mereka 
berpendapat, jika rahn sempurna tanpa memegang, maka adanya 
taqyid (penguat) dengan  ٌنﺎَِﻫﺮَﻓ ﺔَﺿْﻮُـﺒْﻘَﻣ  tidak berfaedah. Selain itu, rahn 
adalah akad yang membutuhkan qabul, yang otomatis harus 
memegang marhu>n. 
26 Ibid., 163. 
27 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, 252. 
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Ulama Ma>likiyyah, berpendapat bahwa memegang marhun 
adalah syarat kesempurnaan, tetapi bukan syarat sah atau syarat 
lazim. Menurut ulama Ma>likiyyah, akad dipandang lazim dengan 
adanya ijab dan qabul. Akan tetapi, murtahin harus meminta kepada 
ra>hin barang yang digadaikan, jika tidak memintanya atau 
merelakan borg ditangan ra>hin, rahn menjadi batal. Ulama 
Ma>likiyyah mendasarkan pendapat mereka pada ayat   ِدْﻮًﻘُﻌْﻟِﺑﺎ اْﻮُـﻓْوَأ. 27F28 
 
Macam-macam Rahn 
Terdapat 2 (dua) jenis akad rahn yang umumnya dikenal di dalam 
khazanah Islam yaitu :  
1. Rahn hiya>zi  
Rahn hiya>zi< adalah akad penyerahan atas hak kepemilikan, di 
mana barang sebagai jaminan (marhu>n) dalam penguasaan pemberi 
utang. Artinya posisi marhu>n dalam rahn hiya>zi berada di tangan 
pemberi utang. Contoh, Ahmad mempunyai hutang 10 juta kepada 
Joko, sebagai jaminan, Ahmad menyerahkan motornya kepada Joko dan 
akan diambil ketika sudah lunas. 
2. Rahn takmi<ni< atau rahn rasmi< 
Rahn takmi<ni atau rahn rasmi< adalah akad rahn atas barang 
bergerak di mana pemberi hutang hanya menguasai hak kepemilikan 
sedangkan fisik barang masih berada dalam penguasaan râhin sebagai 
penerima hutang. Untuk rahn jenis ini lebih familiar disebut dengan 
rahn tas}ji<li<.29 Contoh, Ahmad mempunyai hutang 10 juta kepada Joko, 
sebagai jaminan, Ahmad menyerahkan BPKB motornya tanpa 
menyerahkan motornya kepada Joko dan akan diambil ketika sudah 
lunas. Jadi, motor tetap dalam penguasaan Ahmad. 
 
Berakhirnya Akad Gadai (rahn) 
Rahn (gadai) dipandang habis dengan beberapa keadaan sebagai 
berikut:30 
28 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, 165 . 
29 Wah}bah al-Zuhaili<, al-fiqh al-Isla>mi< wa adillatuhu, Juz 6, (Damaskus: Da>r al-Fikr al-
Mu’asir, 2004), 84. 
30 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, 178. 
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1. Borg (marhu>n) diserahkan kepada pemiliknya. 
Jumhur ulama selain Sya>fi‘iyyah memandang habis rahn jika 
murtahin menyerahkan borg (marhu>n) kepada pemiliknya (ra>hin) sebab 
borg merupakan jaminan hutang. Jika borg diserahkan, tidak ada lagi 
jaminan. Selain itu dipandang habis pula rahn jika murtahin 
meminjamkan borg kepada rahi>n atau kepada orang lain atas izin ra>hin. 
2. Dipaksa menjual borg. 
Rahn habis jika hakim memaksa ra>hin untuk menjual borg, atau 
hakim menjualnya jika ra>hin menolak. 
3. Ra>hin melunasi semua utang. 
4. Pembebasan utang 
Pembebasan utang dalam bentuk apa saja menandakan habisnya 
rahn meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain. 
5. Pembatalan rahn dari pihak murtahin 
Rahn dipandang habis jika jika murtahin membatalkan rahn 
meskipun tanpa seizin ra>hin. Sebaliknya, dipandang tidak batal jika 
ra>hin yang membatalkannya. 
6. Ra>hin meninggal 
Menurut ulama Ma>likiyyah, rahn habis jika ra>hin meninggal 
sebelum menyerahkan borg kepada murtahin. Juga dipandang batal jika 
murtahin  meninggal sebelum mengembalikan borg kepada ra>hin. 
7. Borg rusak 
8. Tas}arruf dan Borg 
Rahn dipandang habis apabila borg di-tas}arruf-kan seperti 
dijadikan hadiah, hibah, sedekah, dan lain-lain atas seizin pemiliknya. 
 
Pemanfaatan dan Penjualan Barang Gadai (rahn) 
1. Pemanfaatan Barang Gadai 
a. Pemanfaatan oleh ra>hin  
Pada dasarnya tidak boleh terlalu lama memanfaatkan 
barang gadai, sebab hal itu akan menyebabkan barang gadai hilang 
atau rusak. Hanya saja diwajibkan untuk mengambil faedah ketika 
berlangsung rahn.31 
31 Ibid., 172. 
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Pemilik gadai berhak mengambil manfaat dan 
pengembangannya karena barang itu menjadi miliknya. Orang lain 
tidak boleh mengambil manfaatnya tanpa izinnya. Jika pemegang 
gadai meminta izin kepada penggadai untuk memanfaatkan barang 
gadaian  tanpa konpensasi dan modal dari gadai dianggap sebagai 
hutang. Maka yang demikian ini tidak sah karena telah menjadi 
hutang dengan menarik manfaat. Adapun jika barang gadai berupa 
kendaraan dan hewan, maka pemegang gadai boleh mengendarainya 
dan memerahnya sesuai dengan biaya perawatan yang dikeluarkan 
tanpa izin penggadai.32  
Pendapat diatas sama dengan pendapat ulama’ Sya>fi‘iyyah, 
mereka berpendapat bahwa ra>hin dibolehkan untuk memanfaatkan 
barang gadai jika tidak menyebabkan barang gadai itu berkurang, 
tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatinya, 
dan lain-lain. Akan tetapi jika menyebabkan barang gadai 
berkurang, seperti sawah, kebun, ra>hin harus minta izin kepada 
murtahin. Hal ini berbeda dengan pendapat ulama Hana>fiyah, 
mereka berpendapat bahwa ra>hin tidak boleh memanfaatkan barang 
gadai tanpa seizin murtahin, begitu pula murtahin tidak boleh 
memanfaatkannya tanpa seizin ra>hin. Mereka beralasan bahwa 
barang gadai harus tetap dikuasai oleh murtahin selamanya33.  
Adapun mayoritas fuqaha’ dari kalangan Hana>fiyyah, 
Ma>likiyyah, dan Sya>fi‘iyyah berpendapat bahwa pemegang gadai 
tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian karena manfaatnya 
tetap menjadi hak penggadai.34  
Yang memegang atau menerima gadai boleh mengambil 
manfaat barang yang digadaikan dengan sekedar ganti kerugiannya, 
untuk menjaga barang itu. Adapun yang punya barang tetap berhak 
mengambil manfaatnya dari barang yang digadaikan, malahan 
semua manfaatnya tetap kepunyaan dia, juga kerusakan barang atas 
32 Abdullah bin Muhammad al-Thayyar, et al, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam 
Pandangan 4 Maz|hab, 177. 
33 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, 172. 
34 Abdullah bin Muhammad al-Thayyar, et al, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam 
Pandangan 4 Maz|hab, 177. 
Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam II Page 74 
 
































Rahn dalam Hukum  
Ekonomi Dan Bisnis Islam 
tanggungannya. Ia berhak mengambil barang yang digadaikan itu 
walaunpun tidak seizin orang yang menerima gadai, tetapi usahanya 
untuk menghilangkan miliknya dari barang itu atau mengurangi 
harga barang itu maka tidak dibolehkan kecuali dengan seizin yang 
menerima gadai.35 
b. Pemanfaatan oleh murtahin 
Sebagian ulama H}ana>fiyah membolehkan murtahin untuk 
memanfaatkan barang tersebut selama ada di tangannya jika telah 
memperoleh izin dari ra>hin. Namun, Ulama Ma>likiyah, Sha>fi’iyah 
dan sebagian dari Hana>fiyah berpendapat sekalipun pemilik barang 
itu mengizinkannya, pemegang jaminan tidak boleh memanfaatkan 
barang jaminan itu. Apabila barang jaminan itu dimanfaatkan, maka 
hasil pemanfaatan itu merupakan riba>.36 Sebagian ulama Hana>bilah 
berpendapat bahwa murtahin tidak boleh memanfaatkan barang 
gadai, kecuali jika ra>hin tidak mau membiayai barang gadai. Dalam 
hal ini murtahin dibolehkan mengambil manfaat sekedar untuk 
mengganti ongkos pembiayaan. Ulama’ Hana>bilah berpendapat 
bahwa murtahin boleh memanfaatkan barang gadai jika berupa 
hewan seperti diperbolehkan untuk mengendarai atau mengambil 
susunya sekedar untuk mengganti pembiayaan.37 
2. Penjualan Barang Gadai 
Barang gadai adalah hak penggadai (ra>hin) dan masih menjadi 
miliknya. Jika ia telah mendapatkan hutang dengan jaminan barangnya, 
maka ia wajib membayar hutang itu seperti hutang pada umumnya 
tanpa gadai. Jika ia membayar semua hutangnya, maka ia berhak 
mendapatkan barang yang ia gadaikan. Jika ia tidak dapat membayar 
semua hutang atau sebagiannya, maka ia wajib menjual sendiri barang 
yang ia gadaikan atau mewakilkan orang lain dengan izin pemegamg 
gadai, kemudian ia membayar hutangnya. Jika penggadai tidak 
melunasi hutangnya dan tidak mau menjual barangnya yang digadaikan, 
maka hakim menahannya dan memaksanya untuk menjual barangnya. 
35 Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, 474. 
36 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 257.  
37 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, 173. 
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Jika ia tetap tidak melaksanakannya, maka hakim menjualnya dan 
membayarkan hutangnya.38 
Di sisi lain, ada pendapat yang mennyatakan bahwa penerima 
gadai mempunyai hak untuk menjual barang tanggungan apabila 
penggadai tidak membayar utangnya berdasarkan waktu yang telah 
ditentukan  dan  tidak memberikan penjelasan kapan pembayaran akan 
dilakukan. Apabila waktu pembayaran yang telah ditentukan Ra<hin 
belum membayar utangnya, hak murtahin adalah menjual marhu<n, 
pembelinya boleh murtahin sendiri atau yang lain, tetapi dengan harga 
yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan Marhu<n tersebut. 
Hak murtahin hanya sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga 
penjualan Marhu<n lebih besar dari jumlah utang, sisanya dikembalikan 
kepada Ra<hin. Apabila sebaliknya, harga penjualan Marhu<n kurang dari 
jumlah utang, Ra<hin masih menanggung pembayaran kekurangannya.39 
Uang kelebihan penjualan barang gadai adalah selisih antara harga 
lakunya penjualan barang gadai dikurangi dengan (uang pinjaman + jasa 
simpanan + biaya penjualan barang gadai).40 
 
Aplikasi Rahn dalam Perbankan Syariah 
Kontrak rahn dipakai dalam perbankan dalam dua hal berikut:41 
1. Sebagai Produk Pelengkap 
Rahn dipakai sebagai produk pelengkap,artinya sebagai akad 
tambahan (jaminan/collateral) terhadap produk lain seperti dalam 
pembiayaan ba'i al murabahah. Bank dapat menahan barang nasabah 
sebagai konsekuensi akad tersebut. 
2. Sebagai Produk Tersendiri 
Dibeberapa negara Islam termasuk diantaranya adalah 
Malaysi,akad rahn telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian 
konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam rahn, nasabah 
38 Abdullah bin Muhammad al-Thayyar, et al, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam 
Pandangan 4 Maz|hab, 181. 
39 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 110. 
40 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, 176. 
41 M. Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 
130. 
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tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah adalah biaya 
penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran. 
Perbedaan utama antara biaya rahn dan bunga pegadaian adalah 
dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan 
biaya rahn hanya sekali dan ditetapkan di muka. 
 
Skema Rahn dalam Perbankan Syariah 
 
Rangkuman 
1. Rahn adalah perjanjian (akad) pinjam-meminjam dengan menyerahkan 
barang sebagai tanggungan utang. Atau juga dapat dipahami bahwa 
Rahn adalah menahan sesuatu dengan hak yang memungkinkan 
pengambilan manfaat darinya, atau menjadikan sesuatu yang bernilai 
ekonomis pada pandangan syariah sebagai kepercayaan atas harta yang 
memungkinkan pengambilan hutang secara keseluruhan atau sebagian 
dari barang itu. 
2. Rukun dan syarat rahn, meliputi, ‘a>qid (orang yang berakad), 
disyaratkan berakal dan mumayyiz/baligh, (b) marhu>n bih (utang), 
disayaratkan hendaklah barang yang wajib diserahkan, memungkinkan 
untuk dibayarkan, dan harus jelas, (c) marhu>n (jaminan/borg), 
disyaratkan dapat diperjualbelikan, bermanfaat, jelas milik ra>hin, bisa 
diserahkan, tidak bersatu dengan harta lain, dipegang (dikuasai) oleh 
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ra>hin, dan harta yang tetap atau dapat dipindahkan, (d) S{i<ghat, 
disyaratkan tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu.. 
2. Rahn dapat diklasifikasi menjadi dua macam, yaitu; (a) rahn 
hiya>zi< adalah akad penyerahan atas hak kepemilikan, di mana barang 
sebagai jaminan (marhu>n) dalam penguasaan pemberi utang. Artinya 
posisi marhu>n dalam rahn hiya>zi berada di tangan pemberi utang, (b) 
rahn takmi<ni atau rahn rasmi< adalah akad rahn atas barang bergerak di 
mana pemberi hutang hanya menguasai hak kepemilikan sedangkan 





1. Apa pengertian rahn ? 
2. Sebutkan dasar hukum rahn dan jelaskan ! 
3. Sebutkan rukun dan syarat rahn dan jelaskan masing-masing ! 
4. Sebutkan macam-macam rahn dan jelaskan ! 
5. Bagaimana aplikasi rahn dalam perbankan syariah ? 
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Paket 6 
QARD}  DALAM HUKUM EKONOMI  




Paket ini akan membahas tentang konsep Islam tentang qard}, yaitu 
pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali dengan 
jumlah yang sama atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan 
imbalan atau tambahan. Kajian dalam paket ini meliputi pengertian, dasar 
hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan aplikasinyanya 
dalam perbankan syariah. Paket ini sebagai kelanjutan dari paket-paket 
sebelumnya. Dalam Paket ini, mahasiswa akan mengkaji pengertian qard}, 
dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan 
aplikasinyanya dalam perbankan syariah.  
Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menjelaskan lebih dahulu 
tujuan perkuliahan paket 6 yang akan dilaksanakan. Harapannya, dengan 
mengetahui tujuan tersebut mahasiswa mendapat gambaran tentang capaian 
yang harus diperoleh mahasiswa. Dosen juga memberikan penjelasan 
tentang alur perkuliahan yang akan dilaksanakan. 
Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan 
laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mengefektifkan 
perkuliahan, serta whiteboard, dan spidol sebagai alat menuangkan 
kreatifitas hasil perkuliahan dengan membuat peta konsep. 
   
Rencana Pelaksanaan Perkuliahan 
Kompetensi Dasar  
Mahasiswa dan mahasiswi mampu memahami qard}; pengertian, dasar 
hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan aplikasinyanya 
dalam perbankan syariah. 
 
Indikator 
Pada akhir perkuliahan mahasiswa dapat :   
1. Menguraikan qard}; pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, 
macam-macamnya, dan aplikasinyanya dalam perbankan syariah.  
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2. Menyebutkan qard}, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-
macamnya. 






1. Pengertian qard} 
2. Dasar hukum qard} 
3. Tujuan qard} 
4. Syarat dan Rukun qard} 
5. Macam-macam qard} 
6. Aplikasi qard} dalam perbankan syariah 
 
Kegiatan Perkuliahan 
Kegiatan Awal (15 menit) 
1. Menjelaskan kompetensi dasar. 
2. Menjelaskan indikator. 
3. Menjelaskan langkah kegiatan perkuliahan paket ini. 
4. Melakukan apersepsi tentang qard} yang terjadi di dalam masyarakat 
Kegiatan Inti (70 menit) 
1. Kelompok mahasiswa yang kebagian tugas mempresentasikan 
makalahnya 
2. Kelompok mahasiswa yang lain menyimak makalah yang 
dipresentasikan 
3. Diskusi dan Tanya jawab terhadap makalah yang dipresentasikan 
4. Penguatan hasil diskusi dari dosen 
5. Dosen memberi kesempatan pada mahasiswa untuk menanyanyakan 
sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi 
Kegiatan Penutup (10 menit) 
1. Menyimpulkan hasil perkuliahan 
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat 
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 
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Kegiatan Tindak lanjut (5 menit) 
1. Memberi tugas latihan 
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.. 
 
Lembar Kegiatan 
Membuat Peta Konsep (Mind Map) tentang kafa>lah, meliputi 
pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan 
aplikasinyanya dalam perbankan syariah. 
                                         
Tujuan 
Mahasiswa dapat membuat peta konsep untuk membangun 
pemahaman tentang qard}, meliputi pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-
rukunnya, macam-macamnya, dan aplikasinyanya dalam perbankan syariah 
melalui kreatifitas ungkapan ide dari anggota kelompok yang dituangkan  
dalam bentuk mind maping.  
 
Bahan dan Alat 
LCD dan laptop, kertas plano, spidol berwarna, dan solasi. 
 
Langkah Kegiatan 
1. Kelompok yang mendapatkan tugas presentasi untuk mengambil tempat 
2. Pilihlah seorang moderator dan seorang notulen untuk menulis setiap 
tanggapan dan pertanyaan yang muncul pada saat diskusi! 
3. Kelompok mempresentasikan makalahnya 
4. Diskusikan makalah yang telah dipresentasikan dengan peserta diskusi! 
5. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok makalah! 
6. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep sebagaimana dalam 
contoh gambar di atas! 
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(PENGERTIAN, DASAR HUKUM, TUJUAN, SYARAT-
RUKUNNYA, MACAM-MACAMNYA, DAN APLIKASINYANYA 
DALAM PERBANKAN SYARIAH) 
 
Pengertian Qard} 
Secara etimologi, qard} berarti al-qat}’u (memotong atau 
menggunting).1 Disebut al-qat}’u, karena harta yang disodorkan kepada 
orang yang berhutang merupakan potongan dari harta orang yang 
memberikan hutang.2 
Sedangkan pengertian secara terminologi qard} berarti pemberian harta 
kepada orang lain yang dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama 
atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan atau 
tambahan.3 Atau transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam 
mendapatkan uang tunai dari pemilik dana dan hanya wajib mengembalikan 
pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang.4 Oleh karena 
itu, qard} merupakan akad tat}awwu’i atau akad saling membantu dan bukan 
transaksi komersial.5 
Selain pengertian di atas, para ulama fiqih juga mengemukakan 
pendapatnya tentang makna dari qard}. Pendapat para ulama fiqih tersebut 
antara lain adalah: 
1. Ulama Ma>likiyah berpendapat bahwa qard} adalah menyerahkan sesuatu 
yang bernilai harta kepada orang lain untuk mendapatkan manfaatnya.6 
2. Ulama Hana>fiyah berpendapat bahwa qard} adalah harta yang diserahkan 
kepada orang lain untuk diganti dengna harta yang sama.7 
1 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Hidakarya Agung, t.th.), 337. 
2 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: AMZAH, 2010), hal. 273-274. 
3 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani, 
2001), 131. 
4 Ascaya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 
5 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek, 131. 
6 Abdurrahman Al-Jaziri, Fiqh Empat Mazhab, Jilid IV, (Semarang: Asy-Syifa, 1994), 286. 
7 Ibid.,h. 287 
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3. Ulama Sha>fi’iyah. Mareka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 
qard} adalah menyerahkan sesuatu untuk dikembalikan lagi dengan 
sesuatu yang sama.8 
4. Ulama H}ana>bilah pendapat mereka qard} berarti menyerahkan harta 
kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan 
dengan harta serupa sebagai gantinya.9 
Dari pengertian tersebut diatas dapat dijelaskan, bahwa qard} adalah 
perjanjian antara kedua belah pihak, di mana pihak pertama menyediakan 
harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua 
sebagai peminjam atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau 
diminta kembali harta tersebut tanpa mengharapkan imbalan. 
 
Dasar Hukum Qard} 
1. Al-Qur’an 
a. Surat al-Baqarah ayat 245 
                      
              
Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman 
yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah 
akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat 
ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan 
melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu 
dikembalikan.10 
b. Surat al-H}adid ayat 11 
                   
    
Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman 
yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) 
pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang 
banyak.11 
8 Ibid., h. 288 
9 Ibid 
10 Al-Qur’a>n, 2 (al-Baqarah): 245. 
11 Ibid., 57 (al-H}adi<d): 11. 
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c. Surat al-Ma}idah ayat 2 
                         
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa 
dan pelanggaran.12  
2. Al-Hadi<th 
 َﻗ :َلَﺎﻗ ُﻪْﻨَﻋ ﷲ َﻲِﺿَر َةَﺮْـﻳَﺮُﻫ ِﰉَأ ْﻦَﻋ ْﻦَﻋ َﺲﱠﻔَـﻧ ْﻦَﻣ : م.ص ﷲ ُلْﻮُﺳَر َلﺎ
 َﺮﱠﺴَﻳ ْﻦَﻣ ِﺔَﻣﺎَﻴِﻘْﻟا ِمْﻮَـﻳ ِبَﺮُﻛ ْﻦِﻣ ًَﺔﺑْﺮُﻛ ُﻪْﻨَﻋ ﷲ َﺲﱠﻔَـﻧ ﺎَﻴْـﻧ ﱡﺪﻟا ِبَﺮُﻛ ْﻦِﻣ ًَﺔﺑْﺮُﻛ ٍﻢِﻠْﺴُﻣ
ﷲ َُﻩَﱰَﺳ ﺎًﻤِﻠْﺴُﻣ ََﱰَﺳ ْﻦَﻣَو ِةَﺮِﺧﻵَو ﺎَﻴْـﻧ ﱡﺪﻟا ِﰱ ِﻪْﻴَﻠَﻋ ﷲ َﺮﱠﺴَﻳ ٍﺮِﺴْﻌُﻣ ﻰَﻠَﻋ ِﰱ 
 ِﻪْﻴِﺧَأ ِنْﻮَﻋ ِﰱ ُﺪْﺒَﻌْﻟا َنﺎَﻛﺎَﻣ ِﺪْﺒَﻌْﻟا ِنْﻮَﻋ ِﰱ ﷲَو ِةَﺮِﺧﻵاَو ﺎَﻴْـﻧ ﱡﺪﻟا(ﻢﻠﺴﻣ ﻪﺟﺮﺧأ) 
Abu Hurairah berkata, : “Rasulullah SAW. telah bersabda, Barang 
siapa melepaskan dari seoang muslim satu kesusahan dari 
kesusahan-keseusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari 
kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberi 
kelonggaran kepada seorang yang kesusahan niscaya Allah akan 
memberi kelonggaran baginya di dunia dan akhirat, dan barang 
siapa menutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah menutupi 
(aib)nya di dunia dan akhirat. Dan Allah selamanya menolong 
hamba-Nya, selama hamba-Nya mau menolong saudaranya”. (HR. 
Muslim)13 
 ﺔﻠﻴﻟ ﺖﻳ أر ﻢﻠﺳ و ﻪﺒﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ﷲ لﻮﺳر لﺎﻗ لﺎﻗ ﻚﻟ ﺎﻣ ﻦﺑ ﺲﻧأ ﻦﻋ
 ﺔﻴﻧ ﺎﻤﺜﺑ ضﺮﻘﻟاو ﺎﳍﺎﺜﻣأ ﺮﺸﻌﺑ ﺔﻗ ﺪﺼﻟا ﺑﺎ ﻮﺘﻜﻣ ﺔﻨﳉا بﺑﺎ ﻰﻠﻋ ﰊ يﺮﺳأ
 ﻞﺋ ﺎﺴﻟا نﻷ لﺎﻗ ﺔﻗ ﺪﺼﻟا ﻦﻣ ﻞﻀﻓأ ضﺮﻘﻟا ل ﺑﺎ ﺎﻣ ﻞﻳﱪﺟ � ﺖﻠﻘﻓ ﺮﺸﻋ
ﻻ ضﺮﻘﺘﺴﳌاو ﻩﺪﻨﻋ و ل ﺄﺴﻳ.ﺔﺟ ﺎﺣ ﻦﻣ ﻻإ ضﺮﻘﺘﺴﻳ 
Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah bersabda,” aku melihat 
pada waktu malam di-isra’kan, pada pintu surga tertulis: sedekah 
dibalas sepuluh kali lipat dan qard} delapan belas kali. Aku bertanya, 
Wahai Jibril, mengapa qard} lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, 
karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang 
12 Ibid., 5 (al-Ma>idah): 2. 
13 Abu> H}usai<n ibn al-H}ajja>j ibn Muslim al-Qushai<ri< al-Nai<saburi<, S{ah{i<h{ Muslim, Juz II, 
(Beiru>t: Da>r al-Fikr, t.th., 128 
Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam II Page 86 
 
































Qard} dalam Hukum  
Ekonomi Dan Bisnis Islam 
meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.” (HR. 
Ibnu Majjah)14 
3. Ijma’ 
Para ulama telah menyepakati bahwa qard} boleh dilakukan. 
Kesepakatan ini didasarkan pada sifat manusia yang tidak bisa hidup 
tanpa bantuan dari orang lain. Tidak ada seorang pun yang mempunyai 
segala sesuatu yang dibutuhkan. Sehingga pinjam-meminjam sudah 
menjadi bagian dari kehidupan manusia. Islam adalah agama yang 
memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan umatnya.15 
 
Rukun dan Syarat Qard} 
Seperti halnya jual beli, rukun qard} juga diperselisihkan oleh para 
fuqaha. Menurut H}ana>fiyah, rukun qard} adalah ija>b dan qabu>l. Sedangkan 
menurut jumhur fuqaha, rukun qard} adalah a>qid (muqrid} dan muqtarid}), 
ma’qu>d ‘alaih (uang atau barang), dan s}i<ghat (ija>b dan qabu>l).16 
Adapun syarat-syarat yang terpenuhi dalam qard} adalah : 
1. A<qid  
Orang yang berakad, yaitu muqrid (}pihak pertama adalah orang 
yang menyediakan harta atau pemberi harta) dan muqtarid} (pihak kedua 
adalah orang yang membutuhkan harta atau orang yang menerima 
harta), memiliki sifat ahliyah, yaitu cakap dalam bertindak hukum, 
seperti baligh dan berakal. Tidak sah akad orang yang tidak cakap 
bertindak, seperti orang gila, orang yang dibawah pengampuan (mahjur) 
karena boros atau lainnya.17 
 
2. Ma’qu>d ‘alaih (uang atau barang) 
Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Ma>likiyah, Sha>fi’iyah, 
dan Hana>bilah, yang menjadi objek dalam qard} sama dengan objek akad 
salam, baik berupa barang-barang yang ditakar dan ditimbang 
(mauzu>na>t), maupun qi<miya>t (barang-barang yang tidak ada 
persamaannya di pasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan 
14 Abu> Abdilla>h Muhammad bin Yazi>d al-Qazunaini<, Sunan Ibnu Ma>jah, Juz II, (Beiru>t: Da>r 
al-Fikr, t.th.) 
15 Muhammad Syafi’i Antonio,  Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek, 132. 
16 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, 276. 
17 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010), 
52. 
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barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, setiap barang yang 
dijadikan objek jual beli, boleh juga dijadikan objek akad qard}. 
Sedangkan, H}ana>fiyah mengemukakan bahwa ma’qu>d ‘alaih hukumnya 
sah dalam ma>l mithli<. Namun, barang-barang qi<miyat seperti hewan, 
tidak boleh dijadikan objek qard} karena sulit mengembalikan dengan 
barang yang sama.18 
3. S}i<ghat (ija>b dan qabu>l)  
Ija>b adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang 
yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, 
sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, 
yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab qabul dalam 
pengamalan dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain 
sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak 
berhadapan, seperti dalam akad salam.19  
Ijab qabul disebut juga s}i>ghat al-‘aqdi, yaitu perkataan yang 
menunjukkan kehendak kedua belah pihak. Dan ini harus memenuhi 3 
unsur : 
a. Harus terang pengertiannya 
b. Harus bersesuaian antara ijab dan qabul 
c. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang 
bersangkutan.20 
S}ighat ija>b bisa dengan menggunakan lafal qard} (utang atau 
pinjam) dan salaf (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti 
kepemilikan. Contohnya: “Saya milikkan kepadamu barang ini, dengan 
ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya.” 
Penggunaan kata milik disini bukan berarti diberikan cuma-cuma, 




18 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, 278. 
19 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, 52. 
20 M. Hasby as}-S}iddiqiy, Pengantar Fiqh Muamalah, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 
1997), 24. 
21 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, 278. 
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Akad qard} dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: dilihat dari segi 
subjeknya (pembari hutang), dari segi kuat lemahnya bukti, dan dari segi 
waktu pelunasannya.22 
1. Dilihat dari pihak pemberi hutang menurut ulama fiqh, hutang dapat 
dibedakan atas: 
a. Duyu>n Alla>h (hutang kepada Allah), ialah hak-hak yang wajib 
dibayarkan oleh seseorang karena perintah Allah kepada orang-
orang tertentu yang berhak menerimanya. 
b. Duyu>n al-‘iba>d (hutang kepada sesama manusia), yaitu hutang yang 
dikaitkan dengan jaminan tertentu, dan hak orang yang berpiutang 
itu diambilkan dari jaminan tersebut, jika orang yang berutang tidak 
mampu membayarnya. 
2. Dilihat dari segi kuat atau lemahnya pembuktian keberannya dapat 
dibedakan atas: 
a. Duyu>n al-s}i<hah, adalah hutang piutang yang kebenarannya dapat 
dibuktikan dengan surat keterangan atau pernyataan tertulis, dan 
pengakuan yang jujur dari orang yang berutang, baik ketika dia 
sedang dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit yang 
belum terlalu parah. 
b. Duyu>n al-marad, adalah hutang piutang yang hanya didasarkan atas 
pengakuan dari orang yang berutang ketika dia sedang sakit parah 
yang beberapa saat kemudinan meninggal, atau pengakuan yang 
diucapkan ketika dia akan menjalani hukuman (hukuman mati) 
dalam tindak pidana pembunuhan. 
3. Dilihat dari segi waktu pelunasannya dibedakan atas: 
a. Duyu>n al-h}alah adalah hutang piutang yang sudah tiba waktu 
pelunasannya atau hutang yang sudah jatuh tempo sehingga harus 
dibayar dengan segera. 
b. Duyu>n al-Mujjalah adalah hutang piutang yang belum jatuh tempo 
dan tidak mesti dibayar dengan segera. 
 
 
22 Khoirul Faiq, “al-Qardh”, http://khoirulfaiq.blogspot.com/2012/08/al-qardh.html, diakses 
23 September 2013. 
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Aplikasi Qard} dalam Perbankan Syariah 
Akad qard} biasanya diterapkan sebagai berikut: 
1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas 
dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talang segera untuk masa 
yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikannya 
secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu. 
2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia 
tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk 
deposito. 
3. Sebagai produk untuk menyumbangkan usaha yang sangat kecil atau 
membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah 
dikenal suatu produk khusus yaitu qard}-hasanah.23 
4. Sebagai dana talang untuk janga waktu singkat, maka nasabah akan 
mengembelikannya dengan cepat, seperti compensating balance dan 
factoring (anjak piutang).24 
Pinjaman qardh biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya 
sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami overdraft. 
Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk 
memudahkan nasabah bertransaksi. Aplikasi qard} dalam perbankan ada 
empat hal :25 
1. Sebagai pinjaman talangan haji 
2. Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah 
3. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil 
4. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank 
 
  
23 M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, 133. 
24 Gemala Dewi,  Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Pernada Media 
Group, 2007), 159. 
25 Ibid. 
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1. Qard} adalah perjanjian antara kedua belah pihak, di mana pihak pertama 
menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan 
kepada pihak kedua sebagai peminjam atau orang yang menerima harta 
yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut tanpa 
mengharapkan imbalan. 
2. Rukun dan syarat qard}, meliputi: (a) a>qid (orang yang berakad), yaitu 
muqrid dan muqtarid} disyaratkan memiliki sifat ahliyah, yaitu cakap 
dalam bertindak hukum, seperti baligh dan berakal, (b) ma’qu>d ‘alaih 
(uang atau barang), disyaratkan berupa barang-barang yang ditakar dan 
ditimbang (mauzu>na>t), maupun qi<miya>t (barang-barang yang tidak ada 
persamaannya di pasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan 
barang yang dihitung, (c) s}i<ghat (ija>b dan qabu>l). 
2. Qard} dapat diklasifikasi menjadi tiga macam, yaitu; dilihat dari pihak 
pemberi hutang menurut ulama fiqh, hutang dapat dibedakan atas, 
(a) duyu>n Alla>h (hutang kepada Allah dan (b) duyu>n al-‘iba>d (hutang 
kepada sesama manusia. Dilihat dari segi kuat atau lemahnya 
pembuktian keberannya dapat dibedakan atas, (a) duyu>n al-s}i<hah, 
adalah hutang piutang yang kebenarannya dapat dibuktikan dengan 
surat keterangan atau pernyataan tertulis, dan pengakuan yang jujur 
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piutang yang hanya didasarkan atas pengakuan dari orang yang 
berutang ketika dia sedang sakit parah yang beberapa saat kemudinan 
meninggal, atau pengakuan yang diucapkan ketika dia akan menjalani 
hukuman (hukuman mati) dalam tindak pidana pembunuhan. 
Sedangkan dilihat dari segi waktu pelunasannya dibedakan atas, (a) 
duyu>n al-h}alah adalah hutang piutang yang sudah tiba waktu 
pelunasannya atau hutang yang sudah jatuh tempo sehingga harus 
dibayar dengan segera, dan (b) duyu>n al-mujjalah adalah hutang piutang 
yang belum jatuh tempo dan tidak mesti dibayar dengan segera. 
 
Latihan 
1. Apa pengertian qard} ? 
2. Sebutkan dasar hukum qard}  dan jelaskan ! 
3. Sebutkan rukun dan syarat qard}  dan jelaskan masing-masing ! 
4. Sebutkan macam-macam qard}  dan jelaskan ! 
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Paket 7 
‘A<RIYAH  DALAM HUKUM EKONOMI  




Paket ini akan membahas tentang konsep Islam tentang ‘a>riyah, yaitu 
suatu hak untuk memanfaatkan suatu benda yang diterimanya dari orang lain 
tanpa imbalan dengan ketentuan barang tersebut tetap utuh dan pada suatu 
saat harus dikembalikan kepada pemiliknya. Kajian dalam paket ini meliputi 
pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan 
aplikasinyanya dalam perbankan syariah. Paket ini sebagai kelanjutan dari 
paket-paket sebelumnya. Dalam Paket ini, mahasiswa akan mengkaji 
pengertian qard}, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, 
dan aplikasinyanya dalam perbankan syariah.  
Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menjelaskan lebih dahulu 
tujuan perkuliahan paket 7 yang akan dilaksanakan. Harapannya, dengan 
mengetahui tujuan tersebut mahasiswa mendapat gambaran tentang capaian 
yang harus diperoleh mahasiswa. Dosen juga memberikan penjelasan 
tentang alur perkuliahan yang akan dilaksanakan. 
Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan 
laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mengefektifkan 
perkuliahan, serta whiteboard, dan spidol sebagai alat menuangkan 
kreatifitas hasil perkuliahan dengan membuat peta konsep. 
   
Rencana Pelaksanaan Perkuliahan 
Kompetensi Dasar  
Mahasiswa dan mahasiswi mampu memahami ‘a>riyah; pengertian, 
dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan 
aplikasinyanya dalam perbankan syariah. 
 
Indikator 
Pada akhir perkuliahan mahasiswa dapat :   
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1. Menguraikan ‘a>riyah }; pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-
rukunnya, macam-macamnya, dan aplikasinyanya dalam perbankan 
syariah.  
2. Menyebutkan ‘a>riyah, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-
macamnya. 






1. Pengertian ‘a>riyah 
2. Dasar hukum ‘a>riyah  
3. Syarat dan Rukun ‘a>riyah 
4. Macam-macam ‘a>riyah 
5. Aplikasi ‘a>riyah dalam perbankan syariah 
 
Kegiatan Perkuliahan 
Kegiatan Awal (15 menit) 
1. Menjelaskan kompetensi dasar. 
2. Menjelaskan indikator. 
3. Menjelaskan langkah kegiatan perkuliahan paket ini. 
4. Melakukan apersepsi tentang ‘a>riyah yang terjadi didalam masyarakat. 
Kegiatan Inti (70 menit) 
1. Kelompok mahasiswa yang kebagian tugas mempresentasikan 
makalahnya 
2. Kelompok mahasiswa yang lain menyimak makalah yang 
dipresentasikan 
3. Diskusi dan Tanya jawab terhadap makalah yang dipresentasikan 
4. Penguatan hasil diskusi dari dosen 
5. Dosen memberi kesempatan pada mahasiswa untuk menanyanyakan 
sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi 
Kegiatan Penutup (10 menit) 
1. Menyimpulkan hasil perkuliahan 
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat 
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3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 
Kegiatan Tindak lanjut (5 menit) 
1. Memberi tugas latihan 
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.. 
 
Lembar Kegiatan 
Membuat Peta Konsep (Mind Map) tentang kafa>lah, meliputi 
pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan 
aplikasinyanya dalam perbankan syariah. 
                                         
Tujuan 
Mahasiswa dapat membuat peta konsep untuk membangun 
pemahaman tentang ‘a>riyah, meliputi pengertian, dasar hukum, tujuan, 
syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan aplikasinyanya dalam perbankan 
syariah melalui kreatifitas ungkapan ide dari anggota kelompok yang 
dituangkan  dalam bentuk mind maping.  
 
Bahan dan Alat 
LCD dan laptop, kertas plano, spidol berwarna, dan solasi. 
 
Langkah Kegiatan 
1. Kelompok yang mendapatkan tugas presentasi untuk mengambil tempat 
2. Pilihlah seorang moderator dan seorang notulen untuk menulis setiap 
tanggapan dan pertanyaan yang muncul pada saat diskusi! 
3. Kelompok mempresentasikan makalahnya 
4. Diskusikan makalah yang telah dipresentasikan dengan peserta diskusi! 
5. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok makalah! 
6. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep sebagaimana dalam 
contoh gambar di atas! 
7. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas! 
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(PENGERTIAN, DASAR HUKUM, TUJUAN, SYARAT-RUKUNNYA, 




Menurut bahasa ariyah adalah ( َُﺔﻳ◌ِِرَﻻا) diambil dari kata ( رﺎَﻋ َ◌ ) yang 
berarti ketika sesuatu telah pergi.1 Juga bisa berarti sesuatu yang dipinjam, 
pergi, kembali, dan beredar.2 Menurut  sebagian pendapat  ‘a>riyah 
berasal dari kata at-ta’a>wuru, yang berart i saling menukar dan 
menggant i, yakni dalam t radisi pinjam meminjam.3 Sedangkan secara 
terminologi ‘a>riyah adalah menyerahkan suatu wujud barang untuk 
dimanfaatkan tanpa imbalan.4 Dalam ketentuan pasal 1740 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata diistilahkan dengan “pinjam pakai”, yaitu suatu 
perjanjian dengan nama pihak yang satu memberikan sesuatu barang kepada 
pihak yang lain untuk dipakai dengan cuma-cuma.5 
Sedangkan menurut terminologi fiqih, ‘a>riyah ada dua definisi yang 
berbeda. Ulama Ma>likiyah dan H}ana>fiyah mendefinisikan sebagai pemilikan 
manfaat sesuatu tanpa ganti rugi. Ulama Sha>fi’iyah dan H}ana>bilah 
mendefiniskan dengan kebolehan memanfaatkan barang orang lain tanpa 
ganti rugi.6 Yang dimaksud dengan “kebolehan”, yaitu boleh 
untuk mengambil manfaat dari orang yang berhak memberikan secara 
sukarela dengan cara-cara pemanfaatan yang diperbolehkan sedangkan 
bendanya masih utuh.7 
Di antara kedua definisi di atas terdapat perbedaan kandungan yang 
membawa akibat hukum yang berbeda pula. Pengertian pertama 
1 Muhammad bin Qasim al-Ghazy, Teremah Fathul Qorib, Terj. Achmad Sunarto, Jilid I, 
(Surabaya: al-Hidayah, t.th.), 402. 
2 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), 329. 
3 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 139. 
4 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2010), 219. 
5 Chairuman Pasaribu dkk, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafik, 1994), 
133. 
6 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, 329.  
7 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta : AMZAH, 2010), 467. 
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memberikan makna kepemilikan, sehingga orang yang meminjamkan tidak 
dianggap sah kecuali jika barang yang dipinjamkan itu benar-benar menjadi 
miliknya, baik terhadap pokok barang itu sendiri maupun manfaatnya. 
Adapun pengertian kedua memberikan makna kebolehan, sehingga 
pinjaman itu tidak sah diberikan oleh orang yang meminjamnya, yakni 
bahwa ia tidak boleh meminjamkan barang pinjaman tersebut kepada orang 
lain.8 
Dari beberapa definisi tersebut, dapat dipahami bahwa ‘a>riyah adalah 
memberikan manfaat sesuatu barang dari seseorang kepada orang lain 
secara cuma-cuma (gratis). Dengan kata lain, dapat dikemukakan bahwa, 
pinjam meminjam merupakan perjanjian yang bertimbal balik (dua pihak), 
dimana pihak yang satu memberikan suatu barang yang tidak habis karena 
pemakaian, dengan ketentuan bahwa pihak yang menerima akan 
mengembalikan barang tersebut sebagaimana yang diterimanya. Contohnya 
si A meminjam mobil dari si B setelah mobil tersebut terpakai sesuai 
dengan waktu yang diperjanjikan selanjutnya si A mengembalikan mobil 
tersebut kepada si B. 
Dengan keterangan tentang ‘a>riyah tersebut di atas, maka dapat 
dikatakan bahwa ‘a>riyah berbeda dengan qard}. Perbedaan antara qard} 
dengan ‘a>riyah adalah:  
1. Kalau qard} adalah mengutang barang yang statusnya menjadi hak dan 
milik yang berhutang yang harus dikembalikan atau dibayar dengan 
barang yang serupa, seperti: meminjam uang. 
2. Sedang kalau Ariyah, hanyalah pemberian penggunaan (manfaat) 
barang saja, seperti meminjam sepada motor dan itu untuk 
dikembalikan lagi.9 
 
Dasar Hukum 'A<riyah 
1. Al-Qur’an surat al-Ma>idah ayat 2 
                          
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 
8 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, 329. 
9 Moh. Anwar, Fiqh Islam, Muamalah, Munakahat, Faroid dan Jinayah (Hukum Perdata 
Islam), (Bandung: Al-Maarif, t.th.), 75. 
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 ﻚﺘﺗا اذا :ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ﷲ لﻮﺳر لﺎﻗ :لﺎﻗ ﻪﻴﻣا ﻦﺑ ﻰﻠﻌﻳ ﻦﻋ
ﺛﻼﺛ ﻢﻬﻄﻋﺎﻓ ﻰﻠﺳر ﺔﻳرﺎﻋ وا ﺔﻧﻮﻤﻀﻣ ﺔﻳرﺎﻋا ﷲ لﻮﺳر� ﺖﻠﻗ ﺎﻋرد ﲔ
ةادﺆﻣ ﺔﻳرﺎﻋ ﻞﺑ لﺎﻗ ةادﺆﻣ 
Dari Ya’la bin Umayyah berkata: bersabda Rasulullah SAW. Bila 
datang kepadamu utusanku berikanlah kepada mereka tiga puluh 
baju besi, saya berkata : apakah pinjaman yang dijamin atau 
pinjaman yang dibayar, nabi menjawab, pinjaman yang dibayar. 
(Riwayat Bukhari dan Muslim). 
 َ◌ َو َﺔﱠﻴَُﻣأ ِﻦْﺑ َناَﻮْﻔَﺻ ْﻦَﻋ  َمْﻮَـﻳ ًﺎﻋوُرُد ُﻪْﻨِﻣ َرﺎَﻌَـﺘْﺳِا ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ﱠِﱯﱠﻨَﻟا ﱠنَأ
 �َ ٌﺐْﺼَﻏَأ :َلﺎَﻘَـﻓ .ٍْﲔَﻨُﺣ ُﺪﱠﻤَُﳏ  َِﻳرﺎَﻋ ْﻞَﺑ :َلَﺎﻗ ٌَﺔﻧﻮُﻤْﻀَﻣ ٌﺔ)  َدُواَد ُﻮَﺑأ ُﻩاَوَر( 
Dari S}afwa>n Ibn Umayyah, dinyatakan bahwa Rasulullah SAW. 
pernah meminjam perisai dari S}afwan bin Umayyah pada waktu 
perang hunain. Shafwan  bertanya, “Apakah engkau merampasnya, 
ya Muhammad?” Nabi menjawab, “Cuma meminjam dan aku 
bertanggung-jawab.” (HR. Abu> Dawud).11 
 ﻦﻣ سﺮﻓ م ص ﱯﻨﻟا رﺎﻌﺘﺳﺎﻓ ﺔﻨﻳﺪﳌﺑﺎ عﺰﻓ نﺎﻛ : لﺎﻗ ﻚﻟﺎﻣ ﻦﺑ ﺲﻧأ ﻦﻋو
 نإو ءﻲﺷ ﻦﻣ ﺎﻨﻳأر ﺎﻣ : لﺎﻗ ﻊﺟر ﺎﻤﻠﻓ ﻪﺒﻛﺮﻓ بوﺪﻨﳌا ﻪﻟ لﺎﻘﻳ ﺔﺤﻠﻃ ﰊأ
.اﺮﺤﺒﻟ ﻩ�ﺪﺟو 
Dari Anas bin Ma>lik ia berkata: telah terjadi rasa ketakutan(atas 
serangan musuh) di kota Madinah. Lalu Nabi SAW. meminjam 
seekor kuda dari Abi< T}alh}ah yang diberi nama Mandu>b, kemudian 
beliau mengendarainya.  Setelah beliau kembali beliau bersabda: 
Kami tidak melihat apa-apa, dan yang kami temukan hanyalah 
lautan. (HR. Muttafaq ‘alaih). 
10 Ibid., 5 (al-Ma>idah): 2. 
11 Rachmat Syafei, MA, Fiqih Muamalah,140. 
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 ﺎﻬﻓ ﻼﺗا ﺪﻳﺮﻳ ﺬﺧأ ﻦﻣو ﻪﻨﻋ ﷲ ىدا ﺎﻫ ءادأ ﺪﻳﺮﻳ سﺎﻨﻟا ل اﻮﻣا ﺬﺧأ ﻦﻣ
ﷲ ﻪﻔﻠﺗا 
Barang siapa yang meminjam harta manusia dengan kehendak 
membayarnya maka Allah akan membayarkannya, barang siapa 
yang meminjam hendak melenyapkannya, maka Allah akan 
melenyapkan hartanya”. (HR. Bukha>ri<).12 
. 
3. Ijma’ 
Fuqaha’ telah sepakat disyari’atkannya ‘a>riyah disunnahkan 
berdasarkan ijma’ kaum muslimin. Ibnu Hubairah berkata bahwa ulama’ 
sepakat bahwa ‘ariyah hukumnya boleh sebagai ibadah yang 
disunnahkan sehingga orang yang meminjamkan mendapat pahala. Ibnu 
Taimiyah berpendapat bahwa ‘a>riyah wajib bagi orang kaya yang 
memiliki barang yang dapat dipinjamkan.13 
 
Rukun dan Syarat Qard} 
Menurut ulama H}ana>fiyah rukun ‘ariyah hanya satu, yaitu ijab dari 
pihak yang meminjamkan. Menurut mereka, kabul bukan merupakan rukun. 
Karena akad ‘ariyah termasuk akad yang mengikat salah satu pihak.14 Jadi 
cukup dengan menyerahkan pemilik kepada peminjam barang yang 
dipinjam.15 Sedangkan jumhur ulama fiqih menyat akkan bahwa 
rukun‘Aariyah ada empat, yaitu: 16 
1. Mu’ir (orang yang meminjamkan) 
2. Musta’ir (orang yang meminjam) 
3. Mu’ar  (barang yang dipinjamkan) 
4. S}i<ghat. 
Adapun syarat-syarat yang terpenuhi dalam ‘a>riyah adalah : 
1. Mu’ir (orang yang meminjamkan) 
12 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 94. 
13 Miftahul Khairi, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, (Yogyakarta : 
Maktabah al-Hanif, 2009), 343. 
14 Abdul Aziz Dahlan et al, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 
2003), 122. 
15 Muhammad Rifa’i, Fiqh Islam Lengkap, (Semarang: Toha Putra, t.th.), 94. 
16 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, 141. 
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Mu’ir disyaratkan berakal sehat dan baligh, ‘a>riyah tidak sah 
dilakukan oleh orang gila dan anak kecil.17 Karena mu’ir harus memiliki 
hak tasarruf atau memiliki ahliyatul ada>’. Dengan demikian, 
meminjamkan barang kepada anak dibawah umur, dan gila hukumnya 
tidak sah.18 Kemudian tidak mahjur ‘alaih karena boros atau pailit. 
Maka tidak sah ‘a>riyah yang dilakukan oleh orang yang mahju>r ‘alaih, 
yakni orang yang dihalangi tasarrufnya. Dan orang yang meminjamkan 
harus pemilik atas manfaat barang yang akan dipinjamkan.19 
2. Musta’ir (yang meminjam) 
Bagi musta’ir disyaratkan harus sudah baligh dan berakal.20 
Karena itu tidak sah dari orang gila dan anak yang masih dibawa umur, 
tetapi ulama’ Hanafiah tidak memasukkan baligh sebagai syarat ‘ariyah 
melainkan cukup mumayyiz. 21 
3. Mu’a>r (barang) 
Mu’a>r merupakan barang yang dapat dimanfaatkan tanpa merusak 
zatnya, jika musta’ar tidak dapat dimanfaatkan, akad tidak sah.22 Juga 
harus milik harus milik sendiri.23 Bisa dimanfaatkan tanpa harus 
merusak bentuk fisik yang ada. Bukan barang yang apabila 
dimanfaatkan habis, seperti makanan dan minuman. Dan tidak sah 
‘ariyah  yang pengambilan manfaat materinya dilarang oleh syara’, 
seperti meminjam benda-benda najis.24 
4. S}i<ghat  
S}i<ghat ‘a>riyah disyaratkan harus menggunakan lafal yang berisi 
pemberian izin kepada peminjam untuk memanfaatkan barang yang 
dimiliki oleh orang yang meminjamkan, baik lafal tersebut timbul dari 
peminjam maupun orang yang meminjamkan.25 
 
17 Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), 249. 
18 Muhammad bin Qasim al-Ghazy, Teremah Fathul Qorib, 403. 




23 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, 330. 
24 Muhammad Rifa’i, Fiqh Islam Lengkap, 94. 
25 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Juz 5, Terj. Abdurrahim, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 
2009), 309. 
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Macam-macam ’A<riyah 
Akad’a<riyah dapat dibedakan menjadi dua macam, sebagai berikut : 
1. ‘Ariyah Mutlaqah 
‘Ariyah mut}laqah yaitu pinjam-meminjam barang yang dalam 
akadnya tidak ada persyaratan apapun, seperti apakah pemanfaatannya 
hanya untuk musta’ir saja atau dibolehkan untuk orang lain dan tidak 
dijelaskan cara penggunaannya. Contohnya seorang meminjamkan 
kendaraan, namun dalam akad tidak disebutkan hal-hal yang berkaitan 
dengan penggunaan kendaraan tersebut, misalnya waktu dan tempat 
mengendarainya. Namun demikian harus disesuaikan dengan kebiasaan 
yang berlaku di masyarakat. Tidak boleh menggunakan kendaraan 
tersebut siang malam tanpa henti. Jika penggunaannya tidak sesuai 
dengan kebiasaan dan barang pinjaman rusak maka mu’ir harus 
bertanggung jawab.  
2. ‘A<riyah Muqayyadah 
‘A<riyah muqayyadah adalah akad meminjamkan barang yang 
dibatasi dari segi waktu dan pemanfaatannya, baik disyaratkan pada 
keduanya atau salah satunya. Maka musta’ir harus bisa menjaga batasan 
tersebut. Pembatasan bisa tidak berlaku apabila menyebabkan musta’ir 
tidak dapat mengambil manfaat karena adanya syarat keterbatasan 
tersebut. Dengan demikian dibolehkan untuk melanggar batasan 
tersebut apabila terdapat kesulitan untuk memanfaatkannya. Jika ada 
perbedaan pendapat antara mu’ir dan musta’ir tentang lamanya waktu 
meminjam, berat/nilai barang, tempat dan jenis barang maka pendapat 
yang harus dimenangkan adalah pendapat mu’ir karena dialah pemberi 
izin untuk mengambil manfaat barang pinjaman tersebut sesuai dengan 
keinginannya.26 
 
Meminjamkan dan Menyewakan ‘A<riyah 
Ima>m Abu> H}ani<fah dan Ima>m Ma>lik berpendapat, bahwa peminjaman 
dibolehkan untuk meminjamkan barang  yang dipinjamnya kepada orang 
lain, walaupun pemiliknya belum mengizinkannya selama penggunaannya 
26 Allaudi<n al-Kasani<, Bada’i al-S}ana>’i< fi Tarti<b Shara>’i<, (Mesir: Shirkah al-Mat}bu>’ah, t.th.), 
215. 
Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam II Page 102 
 
































Ariyah dalam Hukum  
Ekonomi Dan Bisnis Islam 
tidak menyalahi tujuan pemakaian barang tersebut.27 Adapun madhhab 
Sha>fi’i< dan madhhab H}anba>li, berpendapat bahwa akad ariyah hanya 
bersifat memanfaatkan benda tersebut. Karena itu, pemanfaatannya terbatas 
bagi pihak peminjam dan tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain.28 
Meskipun mereka berbeda pendapat dalam hal meminjamkan kepada 
orang lain, namun mereka sepakat bahwa peminjam tidak diperbolehkan 
menyewakan barang yang dipinjamnya kepada orang lain.29 Alasan 
kelompok pertama bahwa ‘a>riyah merupakan akad ghair lazim (tidak 
mengikat) karena sifatnya tabarru’ (sukarela). Sedangkan alasan kelompok 
kedua, menyatakan bahwa ‘a>riyah adalah akad iba>hah bukan tamli<k, 
sehingga tidak boleh dipindahtangankan.30 
Dengan demikian, pendapat yang ra>jih (valid) tidak boleh 
meminjamkan barang yang ia pinjam atau menyewakannya kepada orang 
lain kecuali dengan izin pemilik barang, karena pemilik barang 
meminjamkan barang kepadanya, bukan kepada orang lain. Mungkin saja 
pemilik barang tidak menyukai tindakan peminjaman itu.   
 
Tanggungan atau Amanat terhadap Barang ‘A<riyah 
Ulama’ H}ana>fiyah berpendapat bahwa barang pinjaman itu 
merupakan amanat bagi peminjam, baik dipakai maupun tidak. Dengan 
demikian dia tidak menanggung barang tersebut jika terjadi kerusakan, 
kecuali bila kerusakan tersebut disengaja atau disebabkan kelalaian.31 
Hal ini didasarkan pada hadits Nabi SAW yang riwayatkan oleh “amr 
bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi bersabda.  
ﺲﻴﻟ ﻰﻠﻋ ﲑﻌﺘﺴﳌا ﲑﻏ ﻞﻐﳌا نﺎﻤﺿ ﻻو ﻰﻠﻋ عدﻮﺘﺴﳌا ﲑﻏ ﻞﻐﳌا نﺎﻤﺿ                                         
Tidak ada kewajiban ganti rugi bagi peminjam yang tidak menyeleweng 
dan tidak tidak ada ganti rugi bagi orang yang dititipi yang tidak 
menyeleweng. (HR. Ad-Daruquthni dan Baihaqi). 
27 Ahmad Sarwat, Fiqh al-Hayah, Seri Kehidupan (7), Muamalat, (Jakarta: DU Publishing, 
t.th.), 203. 
28 Abdul Aziz Dahlan et al, Ensiklopedi Hukum Islam, 121. 
29 Ahmad Wardi Mushlih, Fiqih Muamalah, 474. 
30 Ibid. 
31 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, 148.  
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Menurut Ma>likiyah, peminjam dibebani ganti rugi di dalam barang-
barang yang mungkin dirahasiakan, seperti pakaian dan perhiasan, apabila 
pada saat hilang atau rusak tidak ada saksi. Sedangkan untuk benda yang 
tidak mungkin dirahasiakan, seperti binatang atau benda tetap, dan ketika 
hilang ada saksi, peminjam tidak dibebani ganti rugi.32 Menurut pendapat 
Sha>fi’iyah peminjam dibebani ganti rugi, apabila kerusakan karena 
penggunaannya tidak disetujui oleh orang yang meminjamkan, meskipun 
tidak ada unsur kelalaian.33 Dan menurut pendapat H}anba>liyah, bahwa 
peminjam dibebani ganti rugi secara mutlak, baik penggunaannya 
melampaui batas atau tidak, baik ia lalai apa tidak.34 Sedangkan Abu> 
Qata>dah mengemukakan bahwa apabila ia mensyaratkan kepada peminjam 
adanya tanggungan bila terjadi kerusakan, maka tanggungan menjadi beban 
peminjam. Jika tidak disyaratkan maka tanggungan tidak menjadi 
bebannya.35    
Dari pendapat beberapa Imam Madzhab kami mengambil pendapat 
yang valid (ra>jih) yakni wajib mengganti barang pinjaman jika rusak, baik 
karena kesengajaan maupun tidak. Selain itu, karena kemaslahatan barang 
itu diperuntukkan bagi peminjam barang bukan pemilik barang. Adanya 
kewajiban mengganti barang membuat peminjam menjaga barang pinjaman 
dengan baik.  
 
Rangkuman 
1. ‘A<riyah adalah memberikan manfaat sesuatu barang dari seseorang 
kepada orang lain secara cuma-cuma (gratis). 
2. Rukun dan syarat 'a>riyah , meliputi: (a) mu’ir disyaratkan berakal sehat 
dan baligh, dan tidak mahjur ‘alaih karena boros atau pailit, (b) musta’ir 
(yang meminjam), disyaratkan harus sudah baligh dan berakal, (c) 
mu’a>r (barang), disyaratkan barang yang dapat dimanfaatkan tanpa 
merusak zatnya, dan harus milik harus milik sendiri, dan (d)s}i<ghat,  
disyaratkan harus menggunakan lafal yang berisi pemberian izin kepada 
32 Ahmad Wardi Mushlih, Fiqih Muamalah, 477. 
33 Miftahul Khairi, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, 439. 
34 Ibid. 
35 Muhammad bin Abdurrahman, Fiqih 4 Madzhab, Terj. Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: 
Hasyimi, 2010), 412. 
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peminjam untuk memanfaatkan barang yang dimiliki oleh orang yang 
meminjamkan, baik lafal tersebut timbul dari peminjam maupun orang 
yang meminjamkan. 
3. ’A<riyah dapat diklasifikasi menjadi tiga macam, yaitu; ‘a<riyah mut}laqah 
yaitu pinjam-meminjam barang yang dalam akadnya tidak ada 
persyaratan apapun, seperti apakah pemanfaatannya hanya untuk 
musta’ir saja atau dibolehkan untuk orang lain dan tidak dijelaskan cara 
penggunaannya, (b) ‘a>riyah muqayyadah adalah akad meminjamkan 
barang yang dibatasi dari segi waktu dan pemanfaatannya, baik 
disyaratkan pada keduanya atau salah satunya. 
 
Latihan 
1. Apa pengertian ‘a>riyah ? 
2. Sebutkan dasar hukum ‘a>riyah dan jelaskan ! 
3. Sebutkan rukun dan syarat ‘a>riyah dan jelaskan masing-masing ! 
4. Sebutkan macam-macam ‘a>riyah  dan jelaskan ! 
5. Bagaimana aplikasi ‘a>riyah dalam perbankan syariah ? 
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Paket 8 
LUQAT{AH DALAM  




Paket ini akan membahas tentang konsep Islam tentang luqat}ah, yaitu 
harta yang hilang dari tangan pemilikinya, yang kemudian ditemukan orang 
lain. Kajian dalam paket ini meliputi pengertian, dasar hukum, tujuan, 
syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan permasalahannya. Paket ini 
sebagai kelanjutan dari paket-paket sebelumnya. Dalam Paket ini, 
mahasiswa akan mengkaji pengertian luqat}ah, dasar hukum, tujuan, syarat-
rukunnya, macam-macamnya, dan dan permasalahannya.  
Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menjelaskan lebih dahulu 
tujuan perkuliahan paket 8 yang akan dilaksanakan. Harapannya, dengan 
mengetahui tujuan tersebut mahasiswa mendapat gambaran tentang capaian 
yang harus diperoleh mahasiswa. Dosen juga memberikan penjelasan 
tentang alur perkuliahan yang akan dilaksanakan. 
Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan 
laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mengefektifkan 
perkuliahan, serta whiteboard, dan spidol sebagai alat menuangkan 
kreatifitas hasil perkuliahan dengan membuat peta konsep. 
   
Rencana Pelaksanaan Perkuliahan 
Kompetensi Dasar  
Mahasiswa dan mahasiswi mampu memahami luqat}ah (Barang 
Temuan), pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-
macamnya, dan permasalahannya. 
 
Indikator 
Pada akhir perkuliahan mahasiswa dapat :   
1. Menguraikan luqat}ah (barang temuan), pengertian, dasar hukum, tujuan, 
syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan permasalahannya.  
2. Menyebutkan luqat}ah, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-
macamnya. 
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3. Memberikan contoh luqat}ah (Barang Temuan) dalam ekonomi dan 






1. Pengertian luqat}ah 
2. Dasar hukum luqat}ah 
3. Syarat dan Rukun luqat}ah 
4. Macam-macam luqat}ah 
5. Luqat}ah dan Permasalahannya 
 
Kegiatan Perkuliahan 
Kegiatan Awal (15 menit) 
1. Menjelaskan kompetensi dasar. 
2. Menjelaskan indikator. 
3. Menjelaskan langkah kegiatan perkuliahan paket ini. 
4. Melakukan apersepsi tentang luqat}ah yang terjadi didalam 
masyarakat. 
Kegiatan Inti (70 menit) 
1. Kelompok mahasiswa yang kebagian tugas mempresentasikan 
makalahnya 
2. Kelompok mahasiswa yang lain menyimak makalah yang 
dipresentasikan 
3. Diskusi dan Tanya jawab terhadap makalah yang dipresentasikan 
4. Penguatan hasil diskusi dari dosen 
5. Dosen memberi kesempatan pada mahasiswa untuk menanyanyakan 
sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi 
Kegiatan Penutup (10 menit) 
1. Menyimpulkan hasil perkuliahan 
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat 
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 
Kegiatan Tindak lanjut (5 menit) 
1. Memberi tugas latihan 
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2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.. 
 
Lembar Kegiatan 
Membuat Peta Konsep (Mind Map) tentang luqat}ah, meliputi 
pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan 
aplikasinyanya dalam perbankan syariah. 
                                         
Tujuan 
Mahasiswa dapat membuat peta konsep untuk membangun pemahaman 
tentang luqat}ah, meliputi pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, 
macam-macamnya, dan permsalahannya melalui kreatifitas ungkapan ide 
dari anggota kelompok yang dituangkan  dalam bentuk mind maping.  
 
Bahan dan Alat 
LCD dan laptop, kertas plano, spidol berwarna, dan solasi. 
 
Langkah Kegiatan 
1. Kelompok yang mendapatkan tugas presentasi untuk mengambil tempat 
2. Pilihlah seorang moderator dan seorang notulen untuk menulis setiap 
tanggapan dan pertanyaan yang muncul pada saat diskusi! 
3. Kelompok mempresentasikan makalahnya 
4. Diskusikan makalah yang telah dipresentasikan dengan peserta diskusi! 
5. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok makalah! 
6. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep sebagaimana dalam 
contoh gambar di atas! 
7. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas! 
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(PENGERTIAN, DASAR HUKUM, TUJUAN, SYARAT-
RUKUNNYA, MACAM-MACAMNYA, DAN APLIKASINYANYA 
DALAM PERBANKAN SYARIAH) 
 
Pengertian Luqat}ah 
Luqat}ah, berasal dari bahasa arab laqata}-yalqut}u-laqt}an, yang 
bermakna memungut, mengutip, dan memetik.1 Bisa juga berarti suatu yang 
ditemukan atau dipungut.2 Pengertian secara bahasa ini dapat ditemukan 
dalam al-Qur’an surat al-Qas}a>s} ayat 8, yaitu : 
                      
            
Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya Dia menja- 
di musuh dan Kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Ha- 
man beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah.3 
Sedangkan menurut istilah, luqat}ah adalah harta yang terjaga yang 
bernilai dan tidak diketahui siapa pemiliknya4 yang hilang dari tuannya dan 
kemudian ditemukan oleh orang lain.5 Atau harta yang hilang dari 
pemiliknya baik karena jatuh, lupa dan sebagainya.6 Juga bisa bermakna 
menemukan sesuatu tanpa harus mencari.7 Ahmad Sarwat menyebut, 
luqat}ah sebagai segala benda yang ditemukan di tempat yang tidak dikuasai 
seseorang, baik berbentuk harta mapun barang, yang hilang dari pemiliknya, 
1 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Hidayah Karya Agung, 1990), 400. Lihat 
juga Achmad Warson  Munawwir, Kamus Arab-Indonesia al-Munawwir, Cet. 25, (Surabaya: 
Pustaka Progressif, 2002), 1281. 
2 Muhammad bin Qasim al-Ghazy, Teremah Fathul Qorib, Terj. Achmad Sunarto, Jilid I, 
(Surabaya: al-Hidayah, t.th.), 453. Lihat juga Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT 
Raja Grafindo Persada, 2010), 197. 
3 al-Qur’an, 28 (al-Qas}a>s}), 8. 
4 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2012), 367. 
5 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), 268. 
6 Muhammad bin Qasim al-Ghazy, Teremah Fathul Qorib, 453. 
7 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Muamalat, Terj. Nadirsyah Hawari, (Jakarta: 
Amzah, 2010), 267. 
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karena lengah atau terjatuh, dimana barang itu bukan milik kafir harbi, 
sedangkan orang yang menemukannya tidak mengenal siapa pemiliknya.8 
Beberapa ulama lain mendefinisakan luqat}ah, sebagaimana yang 
dikutip oleh Hendi Suhendi, yaitu :9 
1. Muh}amad al-Sharbini< mengemukakan, bahwa luqat}ah ialah sesuatu 
yang ditemukan atas dasar hak yang mulia, tidak terjaga dan yang 
menemukan tidak mengetahui pemiliknya. 
2. Shiha>b al-Di<n al-Qalyu>bi< berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan 
luqat}ah ialah sesuatu dari harta ditemukan di daerah harbi<, tidak 
terpelihara dan tidak dilarang karena kekuatannya, yang menemukan 
tidak mengetahui pemilik barang tersebut. 
3. Taqi< al-Din Abi< Bakr Muh}ammad al-H}usaini< mendefiniskan luqat}ah 
sebagai pengambilan harta yang mulia sebab tersia-siakan untuk 
dipeliharanya atau dimilikinya setelah diumumkan. 
Dari beberapa defines tersebut, dapat dipahami bahwa luqat}ah adalah 
barang yang terlepas atau hilang dari pemiliknya, kemudian ditemukan oleh 
seseorang di dalam area yang tidak dimiliki oleh seseorang tanpa 
mengetahui pemiliknya tersebut. 
 
Dasar Hukum Luqat}ah 
Dalam al-Qur’an tidak ditemukan dalil yang secara khusus membahas 
atau menjelaskan tentang luqat}ah. Namun, dalam beberapa riwayat hadith, 
banyak ditemukan pembahasan tentang luqat}ah. Di antara hadith tersebut, 
adalah : 
 ََﻟﺄَﺴَﻓ ،َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِﱠﻟﻠﻪا ِلﻮُﺳَر َﱃِإ ٌﻞُﺟَر َءﺎَﺟ :َلﺎَﻘَـﻓ ،َِﺔﻄَﻘﱡﻠﻟا ْﻦَﻋ ُﻪ ْفِﺮْﻋا
 َﻗ َﺎِﺑﻬ َﻚَﻧْﺄَﺸَﻓ ﱠﻻِإَو ﺎَﻬُـﺒِﺣﺎَﺻ َءﺎَﺟ ْنَِﺈﻓ ،ًﺔَﻨَﺳ ﺎَﻬْـِﻓّﺮَﻋ ﱠُﰒ ،ﺎَﻫَءﺎَِﻛوَو ﺎَﻬَﺻﺎَﻔِﻋ َلﺎ :
 :َلَﺎﻗ ؟ِﻢَﻨَﻐﻟا ُﺔﱠﻟﺎَﻀَﻓ َﻚَﻟ َﻲِﻫ  ِﺐْﺋِّﺬِﻠﻟ ْوَأ َﻚﻴِﺧَِﻷ َْوأ  َلَﺎﻗ ، :َلﺎَﻗ ؟ِﻞِﺑِﻹا ُﺔﱠﻟﺎَﻀَﻓ :
َﺎ ﱡﺑﻬَر ﺎَﻫﺎَﻘْﻠَـﻳ ﱠﱴَﺣ َﺮَﺠﱠﺸﻟا ُﻞُﻛَْﺗﺄَو َءﺎَ
ﳌا ُِدﺮَﺗ ،ﺎَﻫُؤاَﺬِﺣَو ﺎَﻫُؤﺎَﻘِﺳ ﺎَﻬَﻌَﻣ ،َﺎَﳍَو َﻚَﻟ ﺎَﻣ 
Pernah datang seseorang kepada Rasulullah SAW. menanyakan 
tentang luqathah, maka Beliau bersabda, "Kenalilah kantong dan 
8 Ahmad Sarwat, Fiqh al-Hayah, Seri Kehidupan (7), Muamalat, (Jakarta: DU Publishing, 
t.th.), 132. 
9 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah,197-198. 
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talinya, lalu umumkanlah selama setahun. Jika datang pemiliknya 
(maka berikanlah), jika tidak, maka itu terserahmu." Orang itu 
bertanya lagi, "Lalu bagaimana dengan kambing yang hilang?" Beliau 
menjawab, "Itu untukmu, untuk saudaramu atau untuk serigala." Ia 
bertanya lagi, "Lalu bagaimana dengan unta yang hilang?" Ia 
menjawab, "Apa urusanmu dengannya, (sesungguhnya) ia memiliki 
tempat airnya dan sepatu kakinya, ia bisa mendatangi tempat air dan 
memakan pepohonan sehingga ditemui oleh pemiliknya." (HR. 
Bukha>ri<). 
ﻦﻋ ﺪﻳز ﻦﺑ ﺪﻟﺎﺧ ﻲﺿر ﷲ ﻪﻨﻋ نأ ﱯﻨﻟا ﻊﻠﺻ ﻞﺌﺳ ﻦﻋ ﺔﻄﻘﻟ ﺐﻫﺬﻟا قرﻮﻟاوأ 
لﺎﻘﻓ فﺮﻋا ﺎﻬﺼﻔﻋ ﺎﻫءﺎﻛوو ﰒ ﺎﻬﻓﺮﻋ ﺔﻨﺳ نﺈﻓ ءﺎﺟ ﺎﻬﺒﺣﺎﺻ ﺎﻫدﺄﻓ ﻪﻴﻟإ ﻻإو 
ﻚﻧﺄﺸﻓ ﺎﺑﻬ 
Dari Zaid bin Khalid  ra., sesungguhnya Nabi SAW., ditanya tentang 
barang temuan berupa emas atau perak. Beliau menjawab : hendaklah 
engkau ketahui tempat ikatnya, kemudian hendaklah engkau 
beritahukan selama  satu tahun. Jika pemiliknya datang, hendaklah 
engkau berikan kepadanya, jika ia tidak datang setelah satu tahun, 
maka terserah kepadamu.” (HR. Bukhari Muslim). 
 
Hadith lainnya adalah dari Ali ra., bahwa ia pernah datang kepada 
Nabi SAW. membawa uang satu dinar yang ditemukan di pasar, maka Nabi 
SAW. bersabda : 
 َﻋ ُﻪْﻠُﻛ َلﺎَﻘَـﻓ ُُﻪِﻓﺮْﻌَـﻳ اًﺪَﺣَأ ْﺪ َِﳚ ْﻢَﻠَـﻓ َﻞَﻌَﻔَـﻓ ًﺛﺎَﻼَﺛ ُﻪِْﻓّﺮ 
Umumkanlah sebanyak tiga kali," maka Ali melakukannya dan tidak 
menemukan juga pemiliknya, lalu Beliau bersabda: "Makanlah." (HR. 
Abdurrazzaq dari Abu Sa'id) 
Dari ‘Iya>d} bin Hima>r ra., ia berkata, “Rasulullah SAW. bersabda : 
 َءﺎَﺟ ْنَِﺈﻓ ،ْﻢُﺘْﻜَﻳ َﻻَو ُْﻩ ِّﲑَﻐُـﻳ َﻻ ﱠُﰒ ٍلْﺪَﻋ ْيَوَذ ْوَأ ٍلْﺪَﻋ اَذ ْﺪِﻬْﺸُﻴْﻠَـﻓ ًَﺔﻄَُﻘﻟ َﺪَﺟَو ْﻦَﻣ
 ُءﺎَﺸَﻳ ْﻦَﻣ ِﻪِﻴﺗْﺆُـﻳ ِﷲ ُلﺎَﻣ َﻮُﻬَـﻓ ﱠﻻِإَو َﺎِﺑﻬ ﱡﻖَﺣَأ َﻮُﻬَـﻓ َﺎ ﱡﺑﻬَر 
Barangsiapa yang mendapatkan barang temuan, maka hendaklah ia 
minta persaksian seorang yang adil atau orang-orang yang adil, 
kemudian ia tidak menggantinya dan tidak menyembunyikannya. Jika 
pemiliknya datang, maka ia (pemilik) lebih berhak atasnya. Kalau 
tidak, maka ia adalah harta Allah yang diberikan kepada siapa yang 
Dia kehendaki. (HR. Ibn Ma>jah).  
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Rukun dan Syarat Luqat}ah 
Rukun dalam al-luqathah ada dua, yaitu orang yang menemukan 
(multaqit}) dan benda atau barang yang diambil (luqat}ah).10 Sedangkan 
syarat-syarat luqata}h, sebagai berikut : 
1. Orang yang mengambil berstatus merdeka, baligh, sebab barang temuan 
mengandung makna penguasaan dan orang yang tidak merdeka dan 
belum baligh bukan termasuk yang memiliki kuasa. 
2. Hendaklah ia merasa aman dengan dirinya sendiri, jika dia tidak merasa 
aman dengan dirinya sendiri, maka tidak boleh mengambilnya demi 
menghindari pengkhianatan. 
3. Barang yang ditemukan bisa diumumkan, seperti emas, perak, 
perhiasan, pakaian dan yang lainnya. 
4. Hendaklah tempat di mana dia menemukan barang tersebut bukan milik 
seseorang dan bukan negeri orang syirik sebab hasil temuan ditempat 
yang ada pemiliknya menjadi hak milik yang mempunyai tempat pada 
umumnya dan yang ditemukan di negeri orang syirik adalah ghani<mah. 
5. Bukan berada ditempat yang dilarang seperti Mekah sebab luqathah 
Mekah tidak boleh diambil untuk dimiliki, namun diambil untuk dijaga 
sampai pemiliknya datang atau diumumkan. 
6. Merasa aman karena amanahnya orang yang mempunyai tempat di 
mana barang ditemukan.11 
 
Macam-macam Luqat}ah 
Terdapat macam-macam benda yang dapat ditemukan oleh manusia, 
macam-macam benda temuan itu adalah sebagai berikut: 12  
1. Benda-benda tahan lama ( ﺎﻣ ﻰﻘﺒﻳ ﻰﻠﻋ ماوﺪﻟا ), yaitu benda yang dapat 
disimpan dalam waktu yang lama, misal emas, perak dan yang lainnya. 
2. Benda-benda yang tidak tahan lama ( ﺎﻣ ﻻ ﻰﻘﺒﻳ ﻰﻠﻋ ماوﺪﻟا ), yaitu benda yang 
tidak dapat disimpan pada waktu yang lama, misal makanan. Benda 
seperti ini bisa dimakan atau dijual supaya tidak tersia-siakan. Bila 
10 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 277. 
11 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, 270-272. 
12 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 200-201. 
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kemudian si pemilik datang, maka penemu wajib mengembalikan atau 
memberi uang seharga benda tersebut. 
3. Benda yang memerlukan perawatan ( ﺎﻣ جﺎﺘﳛ ﱃا ﺔﻘﻔﻨﻟا ), seperti kulit hewan 
yang perlu disamak. 
4. Benda yang memerlukan perbelanjaan ( ﺎﻣ جﺎﺘﳛ ﱃا ﺔﻧﺆﳌا ), seperti binatang 
ternak. Pada hakikatnya binatang itu tidak dinamakan al-luqathah, 
tetapi disebut al-dhalalah, yakni binatang yang tersesat atau kesasar. 
Dalam hal ini, binatang yang ditemukan ada dua kategori, yaitu: 
a. Binatang yang kuat, yakni binatang yang mampu menjaga dirinya 
sendiri dari binatang buas. Seperti unta, sapi. 
b. Binatang yang tidak dapat menjaga dirinya sendiri dari serangan 
binatang buas, seperti anak kambing.  
 
Hukum Luqat}ah 
Berkaitan dengan luqat}ah (barang temuan) ini, dapat dijelaskan 
sebagai berikut : 
1. Orang yang menemukan barang (multaqit}) 
Seseorang yang menemukan barang  temuan (luqat}ah) menurut 
ulama dibagi menjadi beberapa bagian status hukumnya, yaitu:13 
a. Sunnah, yaitu bagi orang yang terpercaya kepada dirinya bahwa ia 
sanggup mengerjakan segala yang bersangkutan dengan 
pemeliharaan barang itu sebagaimana mestinya. Namun, bila tidak 
diambilpun barang tersebut tidak dikhawatirkan akan hilang sia-sia 
atau tidak akan diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. 
b. Wajib, yaitu apabila orang yang mengambil percaya kepada dirinya 
bahwa ia mampu mengurus benda-benda temuan itu sebagaimana 
mestinya dan berat sangkaannya bahwa barang itu akan hilang sia-
sia kalau tidak diambilnya.  
c. Makruh, yaitu bagi orang masih ragu akan benda itu karena tidak 
mampu memeliharanya dan tidak percaya kepada dirinya kalau ia 
akan berkianat terhadap barang itu dikemudian hari. 
13 Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, Cet. 33, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2000), 331. 
Lihat juga Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 199-200. 
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d. Haram, yaitu orang yang menemukan harta, kemudian dia 
mengetahui bahwa dirinya sering terkena penyakit tamak dan betul 
bahwa dirinya tidak mampu memelihara harta tersebut. 
e. Ja>iz (mubah), yaitu jika barang yang ditemukan dibumi tak bertuan 
atau dijalan yang tidak dimiliki seseorang atau di selain tanah 
haram Mekkah. Didalam kasus semacam ini, seseorang 
diperkenankan memilih antara memungut barang itu untuk dijaga 
dan dimiliknya setelah diumumkan, atau membiarkannya. Namun 
lebih diutamakan memungutnya jika dia percaya mampu menangani 
berbagai persoalan yang berkenaan dengan barang tersebut.14 
2. Barang temuan (luqat}ah)  
a. Berupa barang yang tak bernilai 
Para ulama mengatakan bila barang tersebut adalah barang 
yang tidak bernilai, maka tidak ada kewajiban untuk 
mengembalikannya, apalagi bila untuk mengembalikan atau 
mengumumkannya membutuhkan biaya yang jauh lebih mahal.15 
Misalnya, seseorang menemukan makanan di tengah jalan, maka 
boleh dimakan, dan seseorang menemukan sesuatu yang sepele yang 
tidak berkaitan erat dengan jiwa orang lain, maka boleh dipungut 
dan halal dimilikinya.16 
Disebutkan dalam hadith dari Anas ra., ia berkata, Nabi 
SAW. melewati sebiji kurma di jalan, lalu beliau bersabda: 
ﺎَﻬُـﺘْﻠَﻛَﻷ َِﺔَﻗَﺪﱠﺼﻟا َﻦِﻣ َنْﻮُﻜَﺗ ْنَأ ُفﺎَﺧَأ ِّﱐَأ َﻻ ْﻮَﻟ 
“Seandainya aku tidak takut kalau ia dari (harta) shadaqah, niscaya 
aku akan memakannya”. (HR. Muttafaq ‘alaih). 
b. Barang yang tercecer yang tidak boleh dipungut, karena dapat 
menjaga dirinya, seperti anak binatang buas semacam biawak, atau 
yang kuat seperti unta dan lembu. Barang temuan jenis ini tidak 
boleh dipungut dan dimiliki. 
14 Wah}bah al-Zuhaili<, Fiqih Imam Syafi’I Jilid II, (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2010), 402. 
15 Ahmad Sarwat, Fiqh al-Hayah, Seri Kehidupan (7), Muamalat, 134. 
16 Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, 327-328. 
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c. Selain jenis di atas, yaitu yang disyaratkan dipungut yang tujuannya 
untuk menjaganya untuk kepentingan pemiliknya. Dalam hal ini ada 
beberapa hukum seperti yang disebutkan dalam hadits berikut.17 
Dari ‘Iya>d} bin Hima>r ra., ia berkata, “Rasulullah SAW. bersabda: 
 ٍلْﺪَﻋ ْيَوَذ ْوَأ ٍلْﺪَﻋ اَذ ْﺪِﻬْﺸُﻴْﻠَـﻓ ًﺔَﻄَُﻘﻟ َﺪَﺟَو ْﻦَﻣ  ،ْﻢُﺘْﻜَﻳ َﻻَو ُْﻩ ِّﲑَﻐُـﻳ َﻻ ﱠُﰒ
 ُءﺎَﺸَﻳ ْﻦَﻣ ِﻪِﻴﺗْﺆُـﻳ ِﷲ ُلﺎَﻣ َﻮُﻬَـﻓ ﱠﻻِإَو َﺎِﺑﻬ ﱡﻖَﺣَأ َﻮُﻬَـﻓ َﺎ ﱡﺑﻬَر َءﺎَﺟ ْنَِﺈﻓ 
Barangsiapa yang mendapatkan barang temuan, maka 
hendaklah ia minta persaksian seorang yang adil atau orang-
orang yang adil, kemudian ia tidak menggantinya dan tidak 
menyembunyikannya. Jika pemiliknya datang, maka ia 
(pemilik) lebih berhak atasnya. Kalau tidak, maka ia adalah 
harta Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. 
(HR. Ibn Ma>jah).  
 ْﻦَﻋ ٌﻞُﺟَر ُﻪََﻟﺄَﺳ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﱠﻟﻠﻪا ﻰﱠﻠَﺻ ﱠِﱯﱠﻨﻟا ﱠنَأ ِِّﲏَُﻬْﳉا ٍﺪِﻟﺎَﺧ ِﻦْﺑ ِﺪَْﻳز ْﻦَﻋ
 َﻗ َْوأ ﺎَﻫَءﺎَِﻛو ْفِﺮْﻋا َلﺎَﻘَـﻓ َِﺔﻄَﻘﱡﻠﻟا ﱠُﰒ ًﺔَﻨَﺳ ﺎَﻬْـِﻓّﺮَﻋ ﱠُﰒ ﺎَﻬَﺻﺎَﻔِﻋَو ﺎَﻫَءﺎَﻋِو َلﺎ
 ﱠﱴَﺣ َﺐِﻀَﻐَـﻓ ِﻞِﺑ ِْﻹا ُﺔﱠﻟﺎَﻀَﻓ َلَﺎﻗ ِﻪَْﻴﻟِإ ﺎَﻫِّدََﺄﻓ َﺎ ﱡﺑﻬَر َءﺎَﺟ ْنَِﺈﻓ َﺎِﺑﻬ ْﻊِﺘْﻤَﺘْﺳا
 َﻫُؤﺎَﻘِﺳ ﺎَﻬَﻌَﻣ َﺎَﳍَو َﻚَﻟ ﺎَﻣَو َلﺎَﻘَـﻓ ُﻪُﻬْﺟَو ﱠﺮَْﲪا َلَﺎﻗ ْوَأ ُﻩﺎَﺘَـﻨْﺟَو ْتﱠﺮَْﲪا ﺎ
 ُﺔﱠﻟﺎَﻀَﻓ َلَﺎﻗ َﺎ ﱡﺑﻬَر ﺎَﻫﺎَﻘْﻠَـﻳ ﱠﱴَﺣ ﺎَﻫْرَﺬَﻓ َﺮَﺠﱠﺸﻟا ﻰَﻋْﺮَـﺗَو َءﺎَﻤْﻟا ُِدﺮَﺗ ﺎَﻫُؤاَﺬِﺣَو
 ِﺐْﺋِّﺬِﻠﻟ ْوَأ َﻚﻴِﺧَِﻷ َْوأ َﻚَﻟ َلَﺎﻗ ِﻢَﻨَﻐْﻟا 
Dari Zaid bin Kha>lid al-Juhanni< ra., dia berkata, ‘Rasulullah 
SAW. pernah ditanya tentang menemukan emas atau perak 
yang tercecer. Maka beliau menjawab, ‘Umumkanlah beserta 
wadah dan talinya, kemudian umumkanlah selama setahun. 
Jika tidak ada yang mengambilnya, maka gunakanlah ia dan 
hendaklah dianggap sebagai barang titipan. Jika pada saat 
tertentu orang yang mencarinya datang, maka serahkanlah ia 
kepadanya’. Beliau juga ditanya tentang unta yang tersesat. 
Maka beliau bertanya, ‘Apa urusanmu dengan unta itu? 
Biarkan ia, karena ia mempunyai sepatu dan kantong air, ia 
17 Abdulla>h bin Abdurrah}ma>n bin S}alih} ‘Ali Bassa>m, “Luqathah, Harta Yang Hilang Dari 
Tangan Pemiliknya”, http://almanhaj.or.id/content/2144/slash/0/luqathah-harta-yang-hilang-
dari-tangan-pemiliknya/, diakses 20 September 2013. 
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dapat menghampiri sumber air dan memakan pepohonan, 
hingga pemiliknya menemukannya’. Beliau juga ditanya 
tentang kambing. Maka beliau menjawab, ‘Ambillah ia, karena 
ia menjadi milikmu atau milik saudaramu atau milik srigala”. 
(HR. Bukha>ri< Muslim). 
Berdasarkan hadith ini, Abdulla>h bin Abdurrah}ma>n bin S}a>lih 
Ali Bassa>m menjelaskan :18 
1) Orang yang menemukan harus menjelaskan ciri-ciri, kriteria, 
sifat, jumlah dan jenis barang tersebut, untuk membedakan 
pemilik yang sesungguhnya dengan orang yang mengaku-ngaku. 
Kemudian mempersaksikan kepada orang yang adil. Hal ini juga 
agar barang tersebut tidak bercampur dengan hartanya sendiri.19 
2) Mengumumkannya selama setahun penuh di tempat-tempat 
ramai, di pintu-pintu masjid, di pasar di tempat-tempat 
pertemuan atau di tempat ditemukan. Untuk zaman sekarang, 
dapat diumumkan di surat kabar, radio dan televisi, jika 
merupakan barang temuan yang sangat penting. 
3) Jika tetap tidak dikenali pemiliknya selama setahun, barang 
dapat dipergunakan tapi tetap harus siap diberikan kepada 
pemiliknya, dengan ganti rugi yang serupa atau senilai, kalau 
memang dapat dinilai. Menurut Ma>lik, Sha>fii`< dan Ibn Hanbal, 
bagi penemu dibolehkan untuk memiliki harta itu bila memang 
telah berusaha mengumumkan barang temua itu selama setahun 
lamanya dan tidak ada seorangpun yang mengakuinya. Hal ini 
berlaku umum, baik penemu itu miskin ataupun kaya. 
Sedangkan Abu> H}ani<fah mengatakan hanya boleh dilakukan 
bila penemunya orang miskin dan sangat membutuhkan saja.20 
4) Jika setahun sudah berlalu namun tidak dikenali siapa 
pemiliknya, maka orang yang menemukannya dapat 
memilikinya dengan suatu kepemilikan karena tidak ada pilihan 
lain dan tidak boleh diperlakukan sekehendak hatinya seperti 
diwariskan. Jika pemiliknya datang, maka harus diberikan ganti 
18 Ibid. 
19 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, 278. 
20 Ahmad Sarwat, Fiqh al-Hayah, Seri Kehidupan (7), Muamalat, 134. 
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ruginya, atau diserahkan apa adanya kalau memang barangnya 
masih ada dan masih utuh. 
5) Jika pemiliknya datang meskipun setelah berlalu sekian lama 
dan dia dapat menyebutkan ciri-cirinya secara cermat, maka 
barang yang tercecer itu tetap harus dikembalikan kepadanya. 
6) Unta yang tersesat dan lepas, yang dengan kekuatannya ia dapat 
menjaga kelangsungan hidupnya, atau binatang apapun yang 
dapat berjalan, berlari atau terbang, maka tidak boleh dipungut, 
karena dengan tabiat yang dijadikan Allah pada dirinya, dapat 
menjaga dirinya dan kelangsungan hidupnya. Tapi jika unta 
berada di tempat yang sekiranya membahayakan dirinya, maka 
ia dapat diselamatkan dan tidak dimaksudkan untuk 
memungutnya. 
7) Adapun untuk kambing, yang lebih baik setelah mengambilnya 
ialah memberinya makanan yang dibutuhkannya, atau 
menjualnnya dan menyimpan hasil penjualannya, atau tetap 
menahannya selama masa pengumumannya. Meninggalkannya 
tanpa memungutnya, sama dengan membiarkannya binasa. Jika 
pemiliknya datang, maka kambing itu dapat diserahkan 
kepadanya atau nilai penjualannya kalau memang sudah dijual. 
Jika pemiliknya tidak datang, maka ia mejadi milik orang yang 
menemukannya. 
3. Barang temuan (luqat}ah) di tanah Haram 
Adapun luqat}ah (barang hilang) di tanah Haram, maka tidak boleh 
diambil kecuali untuk diumumkan selamanya, dan tidak boleh 
memilikinya setelah satu tahun seperti yang lainnya.21 
Dari Ibnu ‘Abbas ra., bahwa Rasulullah SAW. bersabda: 
 َِﻷ ﱠﻞَِﲢ ْﻢَﻠَـﻓ َﺔﱠﻜَﻣ َمﱠﺮَﺣ َﷲ ﱠنِإ ْﺖﱠﻠِﺣُأ َﺎ ﱠﳕِإَو ،يِﺪْﻌَـﺑ ٍﺪَﺣَﻷ ِﱡﻞ
َِﲢ َﻻَو ﻲِﻠْﺒَـﻗ ٍﺪَﺣ
 ،ﺎَﻫُﺪْﻴَﺻ ُﺮﱠﻔَـﻨُـﻳ َﻻَو ،ﺎَﻫُﺮَﺠَﺷ ُﺪَﻀْﻌُـﻳ َﻻَو ﺎَﻫَﻼَﺧ ﻰَﻠَـﺘُْﳜ َﻻ ،ٍرَﺎ�َ ْﻦِﻣ ًﺔَﻋﺎَﺳ ِﱄ
 ٍفِّﺮَﻌُﻤِﻟ ﱠﻻِإ ،ﺎَﻬُـَﺘﻄَُﻘﻟ ُﻂَﻘَـﺘْﻠُـﺗ َﻻَو. 
21 Abd al-Az}im bin Badawi< al-Khalafi<, “Luqathah (Barang Temuan)”, http://almanhaj.or.id/ 
content/1229/slash/0/luqathah-barang-temuan/, diakses 20 September 2013. 
Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam II Page 118 
 
































Luqat}ah dalam Hukum  
Ekonomi Dan Bisnis Islam 
“Sesungguhnya Allah mengharamkan Makkah, tidak halal bagi 
seorang pun sebelumku dan tidak halal bagi seorang pun setelahku, 
dan hanyalah di halalkan bagiku sesaat dari waktu siang. Tidak 
boleh dicabut ilalangnya, tidak di tebang pohonnya, tidak diusir 
buruannya dan tidak diambil luqathahnya kecuali bagi orang yang 
mengumumkannya”. (HR. Muttafaq ‘alaih). 
4. Anak temuan (al-laqi<t}) 
Al-laqi<t} adalah anak kecil yang ditemukan dan belum balig 
walaupun ia telah mampu untuk berpikir.22 Atau anak yang dibuang 
oleh orang tuanya di jalan.23 Menurut Abd al-Az}im bin Badawi< al-
Khalafi laqi<t} adalah anak kecil yang belum baligh yang ditemukan di 
jalan atau tersesat di jalan atau tidak diketahui nasabnya.24 Menurut 
Muhammad bin Qasim al-Ghazy, laqi<t} adalah anak kecil yang terlantar, 
tidak mempunyai orang tua atau kakek-nenek atau yang menempati 
keduanya.25  
Adapun hukum memungut laqi<t} adalah fard}u kifayah.26 Dan 
menurut al-Ghazy, berdosa jika tidak ada seorangpun yang memungut 
dan memelihara laqi<t}, padahal laqi<t} butuh untuk disantuni. Jika, hanya 
seorang saja yang tahu laqi<t} , maka hukumnya menjadi wajib ‘ain.27 
Ulama madhhab sepakat, bahwa laqi<t} jika ditemukan di Negara 
Islam, maka laqi<t} tersebut dihukumi sebagai seorang muslim, kecuali 
Hana>fi<, yang mengemukakan jika laqi<t} itu ditemukan di tempat ibadah 
orang selain Islam (z}immi<), maka dihukumi z}immi<.28 Dan dihukumi 
sebagai orang yang merdeka dimana pun ia ditemukan, karena hukum 
asal manusia adalah merdeka. Apabila ia membawa harta atau uang, 
maka ia diberi nafkah dari hartanya, kalau tidak maka nafkahnya 
22 Ibnu Rusyd, Bida>yatul Mujtahi>d, alih bahasa Abu Usamah Fakhtur Rakhman, Cet. 1, 
(Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 613. 
23 Muh}ammad ibn Abdurrah}man al-Dimashqi<, Fiqih Empat Mazhab, Terj. Abdullah Zaki 
Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2012), 298. 
24 Abd al-Az}im bin Badawi< al-Khalafi, “Laqi<t} (Anak Temuan)”, http://almanhaj.or.id/ 
content/1193/slash/0/laqiith-anak-temuan/, diakses 20 September 2013. 
25 Muhammad bin Qasim al-Ghazy, Teremah Fathul Qorib, 465. 
26 Abd al-Az}im bin Badawi< al-Khalafi, “Laqi<t} (Anak Temuan)”, http://almanhaj.or.id/ 
content/1193/slash/0/laqiith-anak-temuan/, diakses 20 September 2013. 
27 Ibid. 
28 Muh}ammad ibn Abdurrah}man al-Dimashqi<, Fiqih Empat Mazhab, 298. 
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diambil dari bait al-ma>l.29 Menurut al-Ghazy, pemanfaatan harta laqi<t} 
tersebut harus siizin hakim (pemerintah).30 Jadi tidak boleh atas inisiatif 
orang yang menemukan. 
 
Rangkuman 
1. Luqat}ah adalah barang yang terlepas atau hilang dari pemiliknya, 
kemudian ditemukan oleh seseorang tanpa mengetahui pemiliknya 
tersebut. 
2. Rukun dalam al-luqathah ada dua, yaitu orang yang menemukan 
(multaqit}) dan benda atau barang yang diambil (luqat}ah).31 Sedangkan 
syarat-syarat luqata}h, sebagai berikut: (a) orang yang mengambil 
berstatus merdeka, baligh, (b) hendaklah ia merasa aman dengan dirinya 
sendiri, (c) barang yang ditemukan bisa diumumkan, (d) hendaklah 
tempat di mana dia menemukan barang tersebut bukan milik seseorang 
dan bukan negeri orang syirik, (e) bukan berada ditempat yang dilarang 
seperti Mekah, (f) merasa aman karena amanahnya orang yang 
mempunyai tempat di mana barang ditemukan. 
3. Macam-macam benda temuan itu ada empat, sebagai berikut: (a) benda-
benda tahan lama ( ﺎﻣ ﻰﻘﺒﻳ ﻰﻠﻋ ماوﺪﻟا ), yaitu benda yang dapat disimpan 
dalam waktu yang lama, misal emas, perak dan yang lainnya, (b) benda-
benda yang tidak tahan lama ( ﺎﻣ ﻻ ﻰﻘﺒﻳ ﻰﻠﻋ ماوﺪﻟا ), yaitu benda yang tidak 
dapat disimpan pada waktu yang lama, misal makanan. (c) benda yang 
memerlukan perawatan ( ﺎﻣ جﺎﺘﳛ ﱃا ﺔﻘﻔﻨﻟا ), seperti kulit hewan yang perlu 




1. Apa pengertian luqat}ah ? 
2. Sebutkan rukun dan syarat luqat}ah dan jelaskan masing-masing ! 
3. Sebutkan macam-macam luqat}ah dan jelaskan ! 
29 Abd al-Az}im bin Badawi< al-Khalafi, “Laqi<t} (Anak Temuan)”, http://almanhaj.or.id/ 
content/1193/slash/0/laqiith-anak-temuan/, diakses 20 September 2013. 
30 Muhammad bin Qasim al-Ghazy, Teremah Fathul Qorib, 466. 
31 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 277. 
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4. Bagaimana hukum luqat}ah ? 
 

































Ih{ya’ al-Mawa>t dalam Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam 
Paket 9 
IHYA<‘ AL-MAWA<T DALAM  




Paket ini akan membahas tentang konsep Islam tentang ih{ya’ al-
mawa>t, yaitu penggarapan lahan kosong yang belum diolah atau belum 
dimiliki oleh seseorang untuk dijadikan lahan produktif, baik sebagai lahan 
pertanian, maupun bangunan. Kajian dalam paket ini meliputi pengertian, 
dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan 
permasalahannya. Paket ini sebagai kelanjutan dari paket-paket 
sebelumnya. Dalam Paket ini, mahasiswa akan mengkaji pengertian ih{ya’ 
al-mawa>t, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan 
dan permasalahannya.  
Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menjelaskan lebih dahulu 
tujuan perkuliahan paket 9 yang akan dilaksanakan. Harapannya, dengan 
mengetahui tujuan tersebut mahasiswa mendapat gambaran tentang capaian 
yang harus diperoleh mahasiswa. Dosen juga memberikan penjelasan 
tentang alur perkuliahan yang akan dilaksanakan. 
Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan 
laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mengefektifkan 
perkuliahan, serta whiteboard, dan spidol sebagai alat menuangkan 
kreatifitas hasil perkuliahan dengan membuat peta konsep. 
   
Rencana Pelaksanaan Perkuliahan 
Kompetensi Dasar  
Mahasiswa dan mahasiswi mampu memahami ih{ya’ al-mawa>t, 




Pada akhir perkuliahan mahasiswa dapat :   
1. Menguraikan ih{ya’ al-mawa>t, pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-
rukunnya, macam-macamnya, dan permasalahannya.  
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2. Menyebutkan ih{ya’ al-mawa>t, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, 
macam-macamnya. 






1. Pengertian ih{ya’ al-mawa>t 
2. Dasar hukum ih{ya’ al-mawa>t 
3. Syarat dan Rukun ih{ya’ al-mawa>t 
4. Macam-macam ih{ya’ al-mawa>t 
5. Ih{ya’ al-mawa>t dan Permasalahannya 
 
Kegiatan Perkuliahan 
Kegiatan Awal (15 menit) 
1. Menjelaskan kompetensi dasar. 
2. Menjelaskan indikator. 
3. Menjelaskan langkah kegiatan perkuliahan paket ini. 
4. Melakukan apersepsi tentang ih{ya’ al-mawa>t yang terjadi di  dalam 
masyarakat. 
Kegiatan Inti (70 menit) 
1. Kelompok mahasiswa yang kebagian tugas mempresentasikan 
makalahnya 
2. Kelompok mahasiswa yang lain menyimak makalah yang 
dipresentasikan 
3. Diskusi dan Tanya jawab terhadap makalah yang dipresentasikan 
4. Penguatan hasil diskusi dari dosen 
5. Dosen memberi kesempatan pada mahasiswa untuk menanyanyakan 
sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi 
Kegiatan Penutup (10 menit) 
1. Menyimpulkan hasil perkuliahan 
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat 
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 
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Kegiatan Tindak lanjut (5 menit) 
1. Memberi tugas latihan 
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.. 
 
Lembar Kegiatan 
Membuat Peta Konsep (Mind Map) tentang ih{ya’ al-mawa>t, meliputi 
pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan 
aplikasinyanya dalam perbankan syariah. 
                                         
Tujuan 
Mahasiswa dapat membuat peta konsep untuk membangun pemahaman 
tentang ih{ya’ al-mawa>t, meliputi pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-
rukunnya, macam-macamnya, dan permsalahannya melalui kreatifitas 
ungkapan ide dari anggota kelompok yang dituangkan  dalam bentuk mind 
maping.  
 
Bahan dan Alat 
LCD dan laptop, kertas plano, spidol berwarna, dan solasi. 
 
Langkah Kegiatan 
1. Kelompok yang mendapatkan tugas presentasi untuk mengambil tempat 
2. Pilihlah seorang moderator dan seorang notulen untuk menulis setiap 
tanggapan dan pertanyaan yang muncul pada saat diskusi! 
3. Kelompok mempresentasikan makalahnya 
4. Diskusikan makalah yang telah dipresentasikan dengan peserta diskusi! 
5. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok makalah! 
6. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep sebagaimana dalam 
contoh gambar di atas! 
7. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas! 
 
  





































(PENGERTIAN, DASAR HUKUM, TUJUAN, SYARAT-
RUKUNNYA, MACAM-MACAMNYA, DAN APLIKASINYANYA 
DALAM PERBANKAN SYARIAH) 
 
Pengertian Ih{ya’ al-Mawa>t 
Ih}ya>‘ al-mawa>t terdiri dari dua suku kata yaitu ih}ya>’ dan al-mawa>t. 
Ih}ya>’ menurut bahasa berarti menghidupkan1 dan al-mawa>t berarti sesuatu 
yang tak bernyawa, tak ada penduduknya, kosong,2  tidak memiliki ruh atau 
tanah yang tidak ada pemiliknya,3 tanah yang belum dimakmurkan sama 
sekali.4 
Jadi secara bahasa ih}ya>‘ al-mawa>t adalah menghidupkan tanah atau 
bumi yang mati.5 Juga bisa berarti menghidupkan tanah-tanah yang 
terlantar dalam arti menyuburkannyadan menanaminya dengan tumbuh-
tumbuhan yang berharga.6 
Sedangkan menurut istilah ih}ya>‘ al-mawa>t adalah membuka tanah 
yang tak bertuan dan belum pernah dikelola untuk dipersiapkan dan 
dijadikan sebagai tanah yang bermanfaat untuk perumahan, lahan pertanian, 
dan lain sebagainya.7 Atau tanah atau bumi yang tidak ada pemiliknya dan 
belum ada seorangpun yang mengambil manfaat bumi tersebut.8 Menurut 
Sulaiman Rasjid ih}ya>‘ al-mawa>t adalah membuka tanah baru yakni tanah 
yang belum dikerjakan oleh siapa pun, berarti tanah itu tidak dimiliki oleh 
seorang atau tidak diketahui pemiliknya.9 Idris Ahmad mendefinisikan ih}ya>‘ 
al-mawa>t dengan memanfaatkan tanah kosong untuk dijadikan kebun sawah 
1 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Hidayah Karya Agung, 1990), 176. 
2 Ibid., 432. 
3 Achmad Warson  Munawwir, Kamus Arab-Indonesia al-Munawwir, Cet. 25, (Surabaya: 
Pustaka Progressif, 2002), 1366 
4 Taqiyuddi<n Abu> Bakr ibn Muh}ammad al-Husaini<,  Kifa>yah al-Akhya>r fi< H}alli Ghaya>h al-
Ikhtis}a>r, (Beiru>t: Da>r al-Kutub al-Ilmiah, t.th.), 315. 
5 Muhammad bin Qasim al-Ghazy, Terjemah Fathul Qorib, Terj. Achmad Sunarto, Jilid I, 
(Surabaya: al-Hidayah, t.th.), 436. 
6 Hasbullah Bakry, Pedoman Islam di Indonesia, Cet. 5, (Jakarta: UI Press, 1990), 306. 
7 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2012), 364. 
8 Muhammad bin Qasim al-Ghazy, Terjemah Fathul Qorib, 436. 
9 Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, (Jakarta: At-Tahairriyah, 1976), 319. 
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dan yang lainnya.10 Defines lebih praktis dikemukakan oleh Wah}bah al-
Zuhaili<, ih}ya>‘ al-mawa>t adalah membuat tanah-tanah pertanian menjadi 
subur atau menjadikannya cocok untuk ditanami dengan menghilangkan 
hal-hal yang menghambat penanaman seperti batu-batu dan rumput-rumput, 
membuat air keluar, menaburkan tanah-tanah yang cocok untuk ditanam, 
dan mendirikan pagar atau mendirikan bangunan di atasnya.11 
Dari pengertian di atas menunjukkan, bahwa ih}ya>‘ al-mawa>t adalah 
penggarapan lahan kosong yang belum diolah dan belum dimiliki seseorang 
untuk dijadikan lahan produktif, baik sebagai lahan pertanian maupun 
mendirikan bangunan. 
 
Dasar Hukum Ih}ya>‘ al-Mawa>t 
Al-Qur’an tidak ditemukan penjelasan atau dalil yang secara s}ari<h 
menerangkan tentang ih}ya>‘ al-mawa>t. namun, beberapa ayat al-Qur’an 
mengisyaratkan agar manusia di muka bumi ini memanfaatkan bumi demi 
kelangsungan hidup manusia. Di antara ayat-ayat al-Qur’an tersebut : 
ﺎَﻬﻴِﻓ ْﻢَُﻛﺮَﻤْﻌَـﺘْﺳاَو ِضْرَْﻷا َﻦِﻣ ْﻢُﻛَﺄَﺸَْﻧأ َﻮُﻫ 
Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadi kan kamu 
pemakmurnya.12 
 ُﻠَُﻛو ﺎَﻬِﺒِﻛﺎَﻨَﻣ ِﰲ اﻮُﺸْﻣَﺎﻓ ًﻻﻮُﻟَذ َضْرَْﻷا ُﻢُﻜَﻟ َﻞَﻌَﺟ يِﺬﱠﻟا َﻮُﻫ ُرﻮُﺸﱡﻨﻟا ِﻪَْﻴﻟِإَو ِﻪِﻗِْزر ْﻦِﻣ اﻮ 
 
Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di 
segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya 
kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.13 
 َﺎ�َﻮُﺴَﺒْﻠَـﺗ ًﺔَﻴْﻠِﺣ ُﻪْﻨِﻣ اﻮُِﺟﺮْﺨَﺘْﺴَﺗَو ًّ�ِﺮَﻃ ﺎًﻤَْﳊ ُﻪْﻨِﻣ اﻮُﻠُﻛْﺄَِﺘﻟ َﺮْﺤَﺒْﻟا َﺮ ﱠﺨَﺳ يِﺬﱠﻟا َﻮُﻫَو
 َنوُﺮُﻜْﺸَﺗ ْﻢُﻜﱠﻠَﻌَﻟَو ِﻪِﻠْﻀَﻓ ْﻦِﻣ اﻮُﻐَـﺘ ْـﺒَـِﺘﻟَو ِﻪﻴِﻓ َﺮِﺧاَﻮَﻣ َﻚْﻠُﻔْﻟا ىَﺮَـﺗَو 
Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu 
dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu 
mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu 
10 Idris Ahmad, Fiqh al-Syafi’iyyah, (Jakarta: Karya Indah, 1986), 144. 
11 Wah}bah al-Zuhaili<, al-Fiqh al-Isla>m wa Adillatuh, Juz V, (Damaskus: Da>r al-Fikr al-
Mu’asir, 2004), 550. 
12 al-Qur’an, 11 (Hu>d): 61. 
13 Ibid., 67 (al-Mulk): 15. 
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melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari 
(keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.14 
 ْﻢُﻜﱠﻠَﻌَﻟَو ِﻪِﻠْﻀَﻓ ْﻦِﻣ اﻮُﻐَـﺘ ْـﺒَـِﺘﻟَو ِِﻩﺮَْﻣِﺑﺄ ِﻪﻴِﻓ ُﻚْﻠُﻔْﻟا َِيﺮْﺠَِﺘﻟ َﺮْﺤَﺒْﻟا ُﻢُﻜَﻟ َﺮﱠﺨَﺳ يِﺬﱠﻟا ُﱠﻟﻠﻪا
نوُﺮُﻜْﺸَﺗ  َ◌ 
 ِﻟَذ ِﰲ ﱠنِإ ُﻪْﻨِﻣ ﺎًﻌﻴ َِﲨ ِضْرَْﻷا ِﰲ ﺎَﻣَو ِتاَﻮَﻤﱠﺴﻟا ِﰲ ﺎَﻣ ْﻢُﻜَﻟ َﺮﱠﺨَﺳَو ٍمْﻮَﻘِﻟ ٍت�ََﻵ َﻚ
 َنوُﺮﱠﻜَﻔَـﺘَـﻳ  
Allahlah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat 
berlayar padanya dengan seizin-Nya, dan supaya kamu dapat mencari 
sebagian karunia-Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan Dia 
menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di 
bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguh nya pada 
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) 
bagi kaum yang berfikir.15 
Sedangkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. banyak sekali riwayat yang 
berkaitan dengan ih}ya>‘ al-mawa>t, meskipun ada sedikit perbedaan 
redaksional hadis, tapi secara substansial sama, yaitu kebolehan membuka 
tanah mati dan yang membuka dari secara otomatis berhak atas tanah 
tersebut. 
 ُﱠﻟﻠﻪا َﻲِﺿَر َﺔَﺸِﺋﺎَﻋ ْﻦَﻋ :َلﺎﻗ ﱠﱯّﻨﻟا ﱠنَأ ﺎﻬْﻨﻋ  ﱡﻖَﺣَأ ﻮُﻬَـﻓ ٍﺪَﺣﻷ ْﺖَﺴَْﻴﻟ ًﺎﺿَْرأ َﺮّﻤَﻋ ْﻦَﻣ
 ،ِﻪَِﺘﻓﻼﺧ ﰲ ُﺮَﻤُﻋ ِﻪﺑ ﻰَﻀَﻗَو :ُةَوْﺮُﻋ َلَﺎﻗ َﺎﺑﻬ) ﱡيرﺎَﺨُﺒﻟا ُﻩاَوَر(. 
Dari Aisyah ra., berkata: “bahwa Nabi saw telah bersabda: “siapapun 
yang membangun sebidang tanah yang tidak ada pemiliknya, maka ia 
berhak memiliki tanah tersebut”. Urwah berkomentar: “Dan Umar r.a 
telah menetapkan kebijaksanaan ini dalam pemerintahannya”. (HR. 
Bukha>ri<). 
 َُﲰ ﻦَﻋَو َﻋ َﱃﺎَﻌَـﺗ ُﱠﻟﻠﻪا َﻲﺿر ٍبَﺪْﻨُﺟ ِﻦﺑ َةَﺮ : ﷲ ُلﻮُﺳَر َلﺎﻗ :َلﺎﻗ ُﻪْﻨ َطﺎﺣَأ ْﻦَﻣ 
 ُﻪَﻟ َﻲﻬﻓ ٍضَْرأ ﻰﻠﻋ ًﺎﻄِﺋﺎَﺣ ) َدُواد ُﻮَﺑأ ُﻩاَوَر(  
Hadis dari samurah bin Jundab r.a. ia berkata:”Rasulullah saw telah 
bersabda: “siapapun yang membuat pagar atas sebidang tanah, maka 
tanah tersebut menjadi miliknya”. (HR. Abu> Dau>d). 
 
14 Ibid., 16 (al-Nah}l): 14. 
15 Ibid., 45 (al-Ja>siyah): 12-13. 
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ا َﻲﺿر ٍﺪَْﻳز ِﻦﺑ ﺪﻴﻌَﺳ ْﻦَﻋَو :َلﺎﻗ ﱯﻨﻟا ِﻦَﻋ ُﻪْﻨَﻋ ُﱠﻟﻠﻪ ْﺣَأ ْﻦَﻣ ُﻪﻟ َﻲِﻬَﻓ ًﺔَﺘِّﻴَﻣ ًﺎﺿَْرأ ﺎﻴ 
)يﺬﻣﱰﻟا ُﻪَﻨّﺴَﺣَو ُﺔﺛﻼّﺜﻟا ُﻩاَوَر( 
Hadis dari Sa’id bin Zaid r.a, ia berasal dari Nabi saw, beliau telah 
bersabda:”siapapun yang menghidupkan (meengolah) sebidang yang 
mati (gersang), maka tanah tersebut menjadi miliknya. (HR. Abu> 
Dau>d, al-Turmu>dhi<, dan al-Nasa>’i<). 
 
Rukun dan Syarat Ih}ya>‘ al-Mawa>t 
Rukun ih}ya>‘ al-mawa>t ada 3 yaitu meliputi, orang yang menggarap 
(muh}yi), lahan yang akan digarap (al-ard}), dan proses penggarapan. 
Sedangkan syarat-syarat ketiganya adalah : 
1. Orang yang menggarap (muh}yi) 
Muh}yi adalah orang yang menghidupkan tanah yang tidak 
berpemilik dan hal ini menjadi sebab adanya pemilikan. Muh}yi 
disyaratkan orang Islam, maka disunnahkan baginya menghidupkan 
bumi mati, meskipun Imam (pemimpin) mengizinkan atau tidak. 
Sedangkan kafir z}immi< tidak boleh meskipun imam mengizinkan. 16 
Demikian juga pendapat al-Syira>zi<, bahwa siapa saja boleh memiliki 
harta benda, maka boleh pula untuk memiliki tanah kosong (mawa>t) 
dengan menghidupkannya. Tetapi orang kafir tidak boleh memiliki 
tanah kosong dengan jalan menghidupkannya di negara Islam, dan boleh 
memilikinya di negara musyrik.17 Berbeda dengan pendapat di atas, 
Abdul Aziz Muhammad Azzam mengemukakan, bahwa kafir z}immi< 
boleh menggarap tanah mati, jika hal itu tidak membahayakan bagi 
kaum muslimin dan kaum muslimin tidak merasa terganggu. Sedangkan 
kafir h}arbi<, tidak boleh mengambil apapun dari negeri Islam kecuali 
hanya sedikit.18 
Ulama Sha>fi’iyah berpendapat bahwa orang kafir tidak boleh 
memiliki lahan yang ada di negara Islam. Akan tetapi ulama H}ana>fiyah, 
Ma>likiyah, dan H}ana>bilah menyatakan bahwa orang yang akan 
16 Muhammad bin Qasim al-Ghazy, Terjemah Fathul Qorib, 436-437. 
17 Abu> Ish}a>q al-Syira>zi<, Kunci Fiqih Syafi’i, Terj. Hafid Abdullah, (Semarang: CV. Asy 
Syifa, 1992), 189-190. 
18 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Muamalat, Terj. Nadirsyah Hawari, (Jakarta: 
Amzah, 2010), 351-352. 
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menggarap lahan itu tidak disyaratkan seorang muslim. Mereka 
menyatakan tidak ada bedanya antara muslim dan non-muslim dalam 
menggarap sebidang lahan kosong. Kemudian mereka (jumhur ulama) 
juga menyatakan bahwa ih}ya>’ al-mawa>t merupakan salah satu cara 
pemilikan lahan. Oleh sebab itu, tidak perlu dibedakan antara muslim 
dengan non-muslim.19 
2. Lahan yang akan digarap 
Bumi yang mati itu disyaratkan harus jelas (bebas) belum ada 
seorang Islam pun yang memilikinya dan menurut keterangan, bahwa 
bumi mati itu dalam status jelas merdeka.20 Oleh karena itu, semua 
tanah kosong yang berada di negeri Islam dan tidak tampak padanya 
bekas-bekas pemilikan dan tidak tergantung dengan kemaslahatan 
umum, maka boleh dimiliki dengan menghidupkannya. Dan tanah 
kosong yang tampak padanya bekas-bekas pemilikan, tetapi tidak 
diketahui siapa pemiliknya, jika ia berada di negeri Islam maka tidak 
boleh dimiliki dengan menghidupkannya. Sedangkan kalau ia berada di 
negeri kafir, ada pendapat yang mengatakan boleh dan ada pula yang 
mengatakan tidak boleh.21 
Menurut Abdul Aziz Muhammad Azzam, bahwa menggarap tanah 
yang tak bertuan di negeri Islam boleh bagi seorang muslim, baik itu 
tanah halal atau haram tanpa perbedaan. Namun ada beberapa hal yang 
dikecualikan, yaitu :22 
a. Tanah tak bertuan di Mina, Muzdalifah, dan Arafah, sebab tanah-
tanah tersebut merupakan hak bagi jamaah haji yang akan mab<it 
dan wukuf di sana. 
b. Tanah di tempat-tempat umum dan fasilitas umum lainnya, seperti 
padang pasir, jalan raya, bantaran sungai, dan lain-lain. 
c. Tanah atau kawasan lindung (konservasi) yang telah ditetapkan 
pemerintah, seperti hutan dan lain-lain. Dalam istilah fiqih, lahan 
demikian disebut hima>’. sebuah tanah dapat disebut hima>’, jika 
memenuhi empat persyaratan, sebagai berikut; (1) harus diputuskan 
19 Ibn ‘Abidi<n, Radd al-Mukhtar ‘ala> ar-Durr al-Mukhtar, Jilid V, (Beiru>t: Da>r al-Fikr), 307. 
20 Muhammad bin Qasim al-Ghazy, Terjemah Fathul Qorib, 436. 
21 Abu> Ish}a>q al-Syira>zi<, Kunci Fiqih Syafi’i, 189-190. 
22 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Muamalat, 353-355. 
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oleh pemerintahan Islam, (2) harus dibangun sesuai ajaran Allah – 
yakni untuk tujuan-tujuan yang berkaintan dengan kesejahteraan 
umum, (3) harus terbebas dari kesulitan pada masyarakat setempat, 
yakni tidak boleh mencabut sumber-sumber penghidupan mereka 
yang tak tergantikan, (4) harus mewujudkan manfaat nyata yang 
lebih besar untuk masyarakat ketimbang kerusakan yang 
ditimbulkannya.23 
d. Kawasan atau tanah terlarang (hari<m), yaitu kawasan atau tanah 
yang perlu dimanfaatkan walaupun pada dasarnya memang sudah 
ada manfaatnya, namun tanpa usaha ini tidak maksimal. Kawasan 
ini tidak boleh dikelola karena ada yang mengelolanya. Namun, 
boleh untuk mengambil rumput, menimba air, dan lain-lain. Tanah 
seperti ini ada  tiga macam, sebagai berikut:24 
1) Hari<m kampung, ialah lapangan atau alun-alun tempat rekreasi, 
pacuan kuda, pasar, tempat pemandian, tempat keramaian, dan 
lain-lain. 
2) Hari<m perigi (telaga) yang digali di tanah yang mati (yang baru 
diusahakan), ialah tempat kubangan ternak, termasuk tanah 
yang di sekitarnya, seperti tempat penambatannya atau tempat 
pancuran air mengalir (comberan), dan lain-lain. 
3) Hari<m rumah, ialah tempat pembuangan sampah, tempat 
pembuangan limbah rumah tangga dan lain-lainnya.        
3. Proses/tata cara penggarapan 
Menurut Abu> Ish}a>q al-Syira>zi, bahwa cara-cara menghidupkan 
tanah mati atau dapat juga disebut dengan memfungsikan tanah yang 
disia-siakan bermacam-macam. Perbedaan cara-cara ini dipengaruhi 
oleh adat dan kebiasaan masyarakat. Adapun cara ih}ya>‘ al-mawa> adalah 
sebagai berikut: 25 
a. Menyuburkan 
23 Othman Llewelyn, “The Basic for a Discipline of Environmental Law”, dalam F.M. Denny 
and A.Baharuddin, Islam and Ecology,  (Cambridge: Harvard Univ Press, 2003), 213. 
24 Hendi  Suhendi Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), 271. Lihat 
juga Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, Fiqih Madzhab Syafi’i, Buku 2, Cet. 2, (Bandung: 
Pustaka Setia, 2007), 144. 
25 Abu> Ish}a>q al-Syira>zi<, Kunci Fiqih Syafi’i, 189-190 
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Cara ini digunakan untuk daerah yang gersang yakni daerah di 
mana tanaman tidak dapat tumbuh, maka tanah tersebut diberi 
pupuk, baik pupuk dari pabrik maupun pupuk kandang sehingga 
tanah itu dapat ditanami dan dapat mendatangkan hasil sesuai 
dengan yang diharapkan. 
b. Menanam 
Cara ini dilakukan untuk didaerah-daerah yang subur, tetapi 
belum dijamah oleh tangan-tangan manusia, maka sebagai tanda 
tanah itu telah ada yang menguasai atau telah ada yang memiliki, 
maka ia ditanami dengan tanaman-tanaman, baik tanaman untuk 
makanan pokok mungkin juga ditanami pohon-pohon tertentu 
secara khusus, seperti pohon jati, karet, kelapa dan pohon-pohon 
lainnya. 
c. Menggarisi atau membuat pagar 
Hal ini dilakukan untuk tanah kosong yang luas, sehingga 
tidak mungkin untuk dikuasai seluruhnya oleh orang yang 
menyuburkannya, maka dia harus membuat pagar atau garis batas 
tanah yang akan dikuasai olehnya. 
d. Menggali parit 
Menggali parit yaitu membuat parit di sekeliling kebun yang 
dikuasainya, dengan maksud supaya orang mengetahui bahwa tanah 
tersebut sudah ada yang mengusai dengan demikian menutup jalan 
bagi orang lain untuk menguasainya. 
Sedangkan menurut Muhammad bin Qasim al-Ghazy, cara yang 
dapat dilakukan terhadap tanah yang mati tergantung tujuannya 
masing-masing, sebagai berikut:26 
a. Mendirikan rumah 
Apabila orang yang menghidupkan bumi itu bertujuan untuk 
mendirikan rumah, maka disyaratkan agar memberikan batasan 
tanahnya dengan mendirikan bangunan di atasnya sesuai dengan 
kebiasaan yang berlaku di tempat itu, seperti dengan memberi batu 
merah, batu, atau bambu. Juga disyaratkan agar memberikan atap 
pada sebagian dari bangunan batasan tersebut dan diberi pintu.  
26 Muhammad bin Qasim al-Ghazy, Terjemah Fathul Qorib, 438-441. 
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b. Kandang binatang 
Jika orang yang menghidupkan bumi mati itu bertujuan untuk 
dibuat kandang binatang, maka cukup dipagari saja, tidak perlu 
pagar yang memungkinkan dapat dijadikan rumah dan tidak pula 
disyaratkan harus diberi atap-atapan.  
c. Persawahan 
Sedangkan bila bertujuan untuk persawahan, maka cukup 
mengumpulkan tanah di sekeliling persawahan itu dan hendaknya 
meratakan bumi yang menjulang di dalamnya. Kemudian menguruk 
tanah yang cekung dan meluruskan aliran air menuju kepersawahan 
tersebut dengan menggali parit yang dialirkan dari sumur atau 
menggali selokan. Apabila ada air hujan yang sudah dapat 
mencukupinya menurut kebiasaan, maka tidak perlu meluruskan air 
menurut pendapat yang s}ahi<h.  
d. Perkebunan 
Jika bertujuan hendak dibuat perkebunan, maka disyaratkan 
supaya mengumpulkan tanah dan memberi pagar di sekeliling bumi 
perkebunan itu bila memang berlaku kebiasaan seperti itu. Dan 
menurut pendapat yang berlaku, dan disyaratkan supaya tanah 
tersebut ditanami terus menerus. 
 
Macam Ih}ya>’ al-Mawa>t 
Dalam fiqih, ih}ya>’ al-mawa>t itu dapat diklasifikasi menjadi dua 
macam, yaitu :27 
1. Lahan/tanah yang belum ada pemiliknya 
Para ulama sepakat menyatakan bahwa lahan yang belum dimiliki 
seseorang, tidak ada tanda-tanda lahan itu digarap, dan di lahan itu 
tidak ada bangunan, boleh digarap oleh siapapun. 
2. Lahan/tanah yang ada pemiliknya 
Tanah yang ada pemiliknya ini ada dua macam, yaitu : 
a. Tanah yang ada pemiliknya secara jelas 
27 Ibn Quda>mah, al-Kaffi fi Fiqh al-Ima>m Ah}mad Ibn Hanba>l, (Beirut: al-Maktab al-Islami<, 
1988), 435. 
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Ulama sepakat bahwa sebidang tanah yang telah menjadi milik 
seseorang, sekalipun belum dimanfaatkan, tidak bisa dijadikan 
obyek ihya>’ al-mawa>t.28 
b. Tanah yang ada pemiliknya dalam Islam baik milik orang Muslim 
atau z{immi< namun tidak jelas 
Ma>likiyah dan Hana>fiyah boleh dihidupkan. Alasan yang 
mereka kemukakan adalah tanah tersebut tanah mati karena tidak 
seorang pun dari masyarakat yang bisa membuktikan 
kepemilikannya. Ma>likiyah menambahkan, tanah yang telah 
berubah menjadi tanah kosong karena ditinggalkan penggarapnya 
sehingga tidak terurus boleh digarap orang lain.29 Hal ini 
berdasarkan hadith Nabi SAW.: 
 َﻲﺿر ٍﺪَْﻳز ِﻦﺑ ﺪﻴﻌَﺳ ْﻦَﻋَوا :َلﺎﻗ ﱯﻨﻟا ِﻦَﻋ ُﻪْﻨَﻋ ُﱠﻟﻠﻪ ْﺣَأ ْﻦَﻣ ًﺔَﺘِّﻴَﻣ ًﺎﺿَْرأ ﺎﻴ
 ُﻪﻟ َﻲِﻬَﻓ )يﺬﻣﱰﻟا ُﻪَﻨّﺴَﺣَو ُﺔﺛﻼّﺜﻟا ُﻩاَوَر( 
Hadis dari Sa’id bin Zaid r.a, ia berasal dari Nabi saw, beliau 
telah bersabda:”siapapun yang menghidupkan (mengolah) 
sebidang yang mati (gersang), maka tanah tersebut menjadi 
miliknya. (HR. Abu> Dau>d, al-Turmu>dhi<, dan al-Nasa>’i<). 
 
Sedangkan menurut Sha>fi’iyah, tanah itu tanah kosong. 
Pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah demikian juga 
penentuan kepemilikannya. Pemerintah juga berhak menjualnya 
dengan menyimpan uangnya atau meng-qirad}-kannya di bait al-ma>l 
dan tidak boleh dihidupkan orang lain. Sedangkan, menurut 
Hana>bilah tidak boleh dihidupkan.30 
Berkaitan dengan izin dari pemerintah ini, Sayyid Sa>biq 
mengungkapkan: 
Para fuqaha sepakat bahwa penyuburan tanah tandus menjadi 
sebab pemilikan. Hanya mereka berbeda pendapat tentang; 
apakah perlu dengan izin pemerintah atau tidak. Sebagian 
ulama berpendapat, bahwa penyuburan tanah tandus menjadi 
sebab pemilikan tanah, tanpa adanya persyaratan izin dari 
28 Ibid. 
29 Abdul Aziz Dahlan, et.al, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van 
Hoeve, 1997), 657-658. 
30 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 47. 
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pemerintah. Manakala orang menyuburkannya, maka tanah itu 
otomatis menjadi miliknya tanpa meminta izin lagi kepada 
pemerintah. dan menjadi kewajiban pemerintah memberikan 
haknya jika ia mengadukan persoalan pada waktu terjadi 
perselisihan. Berdalilkepada hadits yang diriwayatkan oleh 
Abu Daud dari Sai<d bin Zaid, bahwa Nabi SAW. bersabda: 
“Siapa yang menyuburkan tanah tandus, maka tanah itu 
menjadi miliknya.” Abu> H}ani<fah berpendapat: penyuburan 
tanah tandus memang menjadi sebab pemilikan (tanah), hanya 
disyaratkan mendapatkan izin dari pemerintah (Imam) dan 
pengakuannya. Sedang Imam Ma>lik membedakan antara tanah 
yang dekat dengan perkampungan dengan tanah yang jauh dari 
padanya. Jika tanah itu berdekatan, maka harus dengan 
izinpemerintah. Sedangkan jika jauh, maka tidak disyaratkan 
adanya izin, dia otomatis menjadi milik orang yang 
menyuburkannya.31 
Selanjutnya, berkaitan dengan ih}ya>’ al-mawa>t ini ulama juga 
berbeda tentang tanah tak bertuan yang dekat dengan pemukiman. 
Menurut Abu> Hanifah, harus mendapat izin dari pemerintah, apabila 
pemerintah tidak mengizinkannya, maka seseorang tidak boleh 
langsung menggarap lahan itu. Menurut ulama Ma>likiyah, jika lahan 
itu dekat dengan pemukiman, maka menggarapnya harus mandapat 
izin dari pemerintah, dan jika lahan itu jauh dari pemukiman tidak 
perlu izin dari pemerintah. Sedangkan, menurut ulama Sha>fi’iyah, 
Hana>bilah, Abu> Yu>suf, Muh}ammad bin al-H}asan al-Shaiba>ni<, 
keduanya pakar fiqh Hanafi, menyatakan bahwa seluruh lahan yang 
menjadi objek ih}ya>’ al-mawa>t, jika digarap oleh seseorang tidak 
perlu mendapt izin dari pemerintah, karena harta seperti itu adalah 
harta  yang boleh dimilki setiap orang.32 
c. Tanah yang di atasnya dijumpai peninggalan-peninggalan sejarah 
klasik 
31 Sayyid Sa>biq,Fiqh al-Sunnah, Juz 3, (Kairo: Maktabah Da>r al-Tura>th, t.th.), 201-202. 
32 Ibn Qada>mah, al-Mughni<, Jilid V, (Riya>d} : Maktabah al-Riya>d} al-Ha>dithah, t.th.), 51. 
Lihat juga Zaka>riya> al-Kandahlawi<, Auja>z al-Masa>lik ila> Mu’attai Ma>lik, Juz XII, (Beirut: 
Da>r al-Fikr, t.th.), 314. 
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Tanah seperti ini boleh dihidupkan menurut madhhab yang 
empat.33 Hal ini didasarkan pada hadith Rasulullah SAW.: 
 ْﻦَﻋ  َﻃﺎ ٍسُو  َﻰِﺿَر  ُﷲ  ُﻪْﻨَﻋ  َلَﺎﻗ  ِﻦَﻋ  ِِﱮﱠﻨﻟا ص م  َلَﺎﻗ : َﻋىَدﺎ  َضْرَْﻻا ﻟﻠﻪ 
 ِِﻪﻟْﻮُﺳَﺮِﻟَو  ﱠُﰒ  ْﻢُﻜَﻟ  ْﻦِﻣ  ِﺪْﻌَـﺑ )ﻩاور ﻰﻘﻬﻴﺒﻟا( 
Dari T}awu>s berkata: dari Nabi SAW sesungguhnya beliau 
bersabda: “Bumi itu kembali menjadi milik Allah dan Rasul-





1. Ih}ya>’ al-mawa>t adalah penggarapan lahan kosong yang belum diolah 
dan belum dimiliki seseorang untuk dijadikan lahan produktif, baik 
sebagai lahan pertanian maupun mendirikan bangunan. 
2. Rukun ih}ya>‘ al-mawa>t ada 3 yaitu meliputi, orang yang menggarap 
(muh}yi), lahan yang akan digarap (al-ard}), dan proses penggarapan. 
Sedangkan syarat-syarat ketiganya adalah: (a) orang yang menggarap 
(muh}yi) disyaratkan orang Islam, (b) lahan yang akan digarap 
disyaratkan harus jelas (bebas) belum ada seorang Islam pun yang 
memilikinya, (c) proses penggarapan bisa dengan cara-cara, 
menyuburkan, menanami, membuat pagar, dan membuat parit. 
3. Macam-macam ih}ya>’ al-mawa>t itu dapat diklasifikasi menjadi dua, 
yaitu; (a) lahan/tanah yang belum ada pemiliknya, lahan seperti ini jika 
tidak ada tanda-tanda lahan itu digarap, dan di lahan itu tidak ada 
bangunan, boleh digarap oleh siapapun, (b) lahan/tanah yang ada 
pemiliknya, dibagi menjadi dua macam, (1) tanah yang ada pemiliknya 
secara jelas, lahan seperti ini tidak bisa dijadikan obyek ihya>’ al-mawa>t, 
(2) tanah yang ada pemiliknya dalam Islam baik milik orang Muslim 
atau z{immi< namun tidak jelas, menurut Ma>likiyah dan Hana>fiyah boleh 
dihidupkan. Alasan yang mereka kemukakan adalah tanah tersebut 
tanah mati karena tidak seorang pun dari masyarakat yang bisa 
membuktikan kepemilikannya.  Sedangkan menurut Sha>fi’iyah, tanah 
itu tanah kosong. Pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah 
33 Ibid. 
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demikian juga penentuan kepemilikannya. Dan menurut Hana>bilah 
tidak boleh dihidupkan, (3) tanah yang di atasnya dijumpai 
peninggalan-peninggalan sejarah klasik, tanah seperti ini boleh 
dihidupkan menurut madhhab yang empat. 
 
Latihan 
1. Apa pengertian ih}ya>’ al-mawa>t? 
2. Sebutkan rukun dan syarat ih}ya>’ al-mawa>t dan jelaskan masing-masing! 
3. Sebutkan macam-macam ih}ya>’ al-mawa>t dan jelaskan ! 
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Paket 10 
WAKAF DALAM  




Paket ini akan membahas tentang konsep Islam tentang wakaf, yaitu 
menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya 
guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. 
Kajian dalam paket ini meliputi pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-
rukunnya, macam-macamnya, dan permasalahannya. Paket ini sebagai 
kelanjutan dari paket-paket sebelumnya. Dalam Paket ini, mahasiswa akan 
mengkaji pengertian wakaf, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-
macamnya, dan dan permasalahannya.  
Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menjelaskan lebih dahulu 
tujuan perkuliahan paket 10 yang akan dilaksanakan. Harapannya, dengan 
mengetahui tujuan tersebut mahasiswa mendapat gambaran tentang capaian 
yang harus diperoleh mahasiswa. Dosen juga memberikan penjelasan 
tentang alur perkuliahan yang akan dilaksanakan. 
Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan 
laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mengefektifkan 
perkuliahan, serta whiteboard, dan spidol sebagai alat menuangkan 
kreatifitas hasil perkuliahan dengan membuat peta konsep. 
   
Rencana Pelaksanaan Perkuliahan 
Kompetensi Dasar  
Mahasiswa dan mahasiswi mampu memahami wakaf, pengertian, dasar 
hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan permasalahannya. 
 
Indikator 
Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat :   
1. Menguraikan wakaf, pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, 
macam-macamnya, dan permasalahannya.  
2. Menyebutkan wakaf, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-
macamnya. 
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1. Pengertian wakaf 
2. Dasar hukum wakaf 
3. Syarat dan Rukun wakaf 
4. Macam-macam wakaf 
5. Wakaf dan Permasalahannya 
 
Kegiatan Perkuliahan 
Kegiatan Awal (15 menit) 
1. Menjelaskan kompetensi dasar. 
2. Menjelaskan indikator. 
3. Menjelaskan langkah kegiatan perkuliahan paket ini. 
4. Melakukan apersepsi tentang wakaf yang terjadi di dalam 
masyarakat. 
Kegiatan Inti (70 menit) 
1. Kelompok mahasiswa yang kebagian tugas mempresentasikan 
makalahnya 
2. Kelompok mahasiswa yang lain menyimak makalah yang 
dipresentasikan 
3. Diskusi dan Tanya jawab terhadap makalah yang dipresentasikan 
4. Penguatan hasil diskusi dari dosen 
5. Dosen memberi kesempatan pada mahasiswa untuk menanyanyakan 
sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi 
Kegiatan Penutup (10 menit) 
1. Menyimpulkan hasil perkuliahan 
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat 
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 
Kegiatan Tindak lanjut (5 menit) 
1. Memberi tugas latihan 
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.. 
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Lembar Kegiatan 
Membuat Peta Konsep (Mind Map) tentang ih{ya’ al-mawa>t, meliputi 
pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan 
aplikasinyanya dalam perbankan syariah. 
                                         
Tujuan 
Mahasiswa dapat membuat peta konsep untuk membangun pemahaman 
tentang ih{ya’ al-mawa>t, meliputi pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-
rukunnya, macam-macamnya, dan permsalahannya melalui kreatifitas 
ungkapan ide dari anggota kelompok yang dituangkan  dalam bentuk mind 
maping.  
 
Bahan dan Alat 
LCD dan laptop, kertas plano, spidol berwarna, dan solasi. 
 
Langkah Kegiatan 
1. Kelompok yang mendapatkan tugas presentasi untuk mengambil tempat 
2. Pilihlah seorang moderator dan seorang notulen untuk menulis setiap 
tanggapan dan pertanyaan yang muncul pada saat diskusi! 
3. Kelompok mempresentasikan makalahnya 
4. Diskusikan makalah yang telah dipresentasikan dengan peserta diskusi! 
5. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok makalah! 
6. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep sebagaimana dalam 
contoh gambar di atas! 
7. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas! 
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(PENGERTIAN, DASAR HUKUM, TUJUAN, SYARAT-




Wakaf berasal dari bahasa arab waqafa-yaqifu-waqfan, yang bermakna 
berdiri dan berhenti,1 ragu-ragu, dan mencegah.2 Juga bermakna al-h}abs, 
yaitu menahan atau menghentikan,3 al-tasbi>l yang berarti dijadikan halal di 
jalan Allah.4 Contoh kalimat:  ِﷲ  ِﻞْﻴٍﺒَﺳ  ِﰱ  ٌﺲْﺒَﺣ  ِءْﻲﱠﺸﻟا  ُﻒْﻗَو, artinya: "mewakafkan 
sesuatu berarti menahan sesuatu di jalan Allah".4F5 
Adapun menurut istilah wakaf adalah menahan harta yang mungkin 
dimanfaatkan hasilnya pada jalan Allah sedangkan asalnya tetap utuh.6 
Senada dengan pengertian tersebut, Muhammad bin Qasim al-Ghazy 
mendefinisikan wakaf adalah menahan suatu harta tertentu yang dapat 
dipindahkan dan memungkinkan dapat diambil manfaatnya, sedangkan 
keadaan barangnya masih tetap terus, dan dilakukan karena ber-taqarru>b 
(mendekatkan diri) kepada Allah.7 Sedangkan menurut Faishal Haq dan 
Saiful Anam, istilah wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil 
manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah 
(tidak dilarang oleh syara') serta dimaksudkkan untuk mendapatkan 
keridhaan dari Allah SWT.8 Pendapat lain menyatakan, wakaf adalah 
1 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Hidayah Karya Agung, 1990), 505. 
2 Juhaya S. Praya, Pranata Ekonomi Islam Wakaf, (Yogyakarta: Staic Press, 2009), 26.  
3 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2012), 356. 
Lihat juga Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, Fiqih Madhhab Syafi’i, Buku 2, Cet. 2, 
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sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan 
(pemilikan) asal (  ُﺲْﻴِﺒَْﲢ  ِﻞْﺻَﻷْا ), lalu menjadikan manfaatnya belaku umum. 
Yang dimaksud dengan  ُﺲْﻴِﺒَْﲢ  ِﻞْﺻَﻷْا  ialah menahan barang yang diwakafkan 
itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihabiskan, 
digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara 
pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak 
pemberi wakaf tanpa imbalan.9 Kemudian, dalam KHI pasal 215 disebutkan, 
wakaf  adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan 
hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan 
melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau 
kerpeluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. 
Sedangkan pengertian wakaf di kalangan ulama madhhab berbeda-
beda. Menurut pendapat ulama H}ana>fiyah, wakaf adalah menahan suatu 
benda yang menurut hukum, tetap milik si wa>kif dalam rangka 
mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Ulama Ma>likiyah 
berpendapat, bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari 
kepemilikan wa>kif, namun wakaf tersebut mencegah wa>kif melakukan 
tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada 
yang lain dan wa>kif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak 
boleh menarik kembali wakafnya. Ulama Sha>fi’iyah dan H}ana>bilah 
berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari 
kepemilikan wa>kif, setelah sempurna prosedur perwakafan, dan wa>kif tidak 
boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan.10 
Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa yang 
maksud wakaf adalah : 
1. Menahan harta untuk dimanfaatkan. 
2. Harta tersebut dzatnya tetap utuh. 
3. Dilakukan dalam rangka mencari kerid}aan Allah SWT. 
4. Penggunaannya untuk hal-hal yang mubah. 
5. Tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihabiskan, 
digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. 
9 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Madhhab, (Jakarta: Lentera, 2004), 63.  
10 Sumuran Harahap, Fiqh Wakaf, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat 
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2007), 2-4. 
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Pengertian wakaf sebagai tersebut di atas, berbeda dengan yang 
dikenal dalam ilmu tajwid. Dalam ilmu tajwid wakaf dimaknai sebagai 
tanda untuk menguatkan bacaan al-Qur’an, di mana seseorang pembaca 
tidak boleh berhenti di pertengahan suku kata, dan harus pada akhir kata di 
penghujung ayat agar bacaannya sempurna.11 
Secara historis, orang yang pertama kali melaksanakan wakaf dalam 
Islam adalah Rasulullah SAW. saat hijrah ke Madinah. Rasulullah SAW. 
saat itu mewakafkan tanah beliau untuk dibangun masjid. Namun, sebagian 
yang lain menyatakan bahwa yang pertama kali adalah Umar ibn Khat}t}a>b 
ra. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar ibn 
Shabah dari ‘Amr ibn Sa’ad ibn Mu’a>d, ia berkata: “Kami bertanya tentang 
mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf 
Umar, sedangkan orang-orang Ansor mengatakan adalah wakaf Rasulullah 
SAW. juga disebutkan, bahwa Rasulullah SAW. pada tahun ketiga Hijriyah 
pernah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah, di antaranya ialah 
kebon A’ra>f, Shafiyah, D}ala>l, Barqah dan kebon lainnya.12 
 
Dasar Hukum Wakaf 
Dalam al-Qur’an, memang tidak ditemukan secara khusus, tegas, dan 
jelas ayat-ayat yang menjelaskan tentang wakaf. Namun, melalui 
keterangan-keterangan umum ayat-ayat al-Qur'an tersebut, banyak yang 
memerintahkan manusia agar memperbanyak berbuat baik kepada sesama 
manusia. Di antara ayat-ayat al-Qur’an tersebut, adalah : 
                            
                       
Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 
menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir 
benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. 
Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan 
Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."13 
11 Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta: Bina Aksara, 
1981), 80. 
12 Sumuran Harahap, Fiqh Wakaf, 4-5. 
13 al-Qur’an, 2 (al-Baqarah): 261. 
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                          
                      
           
Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian 
dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami 
keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang 
buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu 
sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan 
mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi 
Maha Terpuji.14 
                               
  
Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), 
sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan 
apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah 
mengetahuinya.15 
                                 
      
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya 
Allah amat berat siksa-Nya.16 
                        
      
14 Ibid., 267. 
15 Ibid., 3 (Ali Imra>n), 92. 
16 al-Qur’an, 5 (al-Ma>idah): 2. 
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Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, 
sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat 
kemenangan.17 
Dalam beberapa riwayat hadith, juga disebutkan : 
 ْﻦَﻋ  ِْﰉَا  َةَﺮْـﻳَﺮُﻫ  َﻰِﺿَر ﷲ ُ ُﻪْﻨَﻋ  َلَﺎﻗ  : َلَﺎﻗ  ْﻮُﺳَر  ُل ﷲ ِﻰﱠﻠَﺻ ﷲ ُ ِﻪْﻴَﻠَﻋ  َﻢﱠﻠَﺳَو اَذِا 
 َتﺎَﻣ  ُنﺎَﺴْﻧِﻻْا  َﻊَﻄَﻘْـِﻧا  ُﻪْﻨَﻋ  ُﻪُﻠَﻤَﻋ  ﱠﻻِا  ْﻦِﻣ  ٍَﺔَﺛﻼَﺛ  ٍﺔَﻗَﺪَﺻ  ٍَﺔِﻳرﺎَﺟ  َْوا  ْﻠِﻋ ٍﻢ  ُﻊَﻔَـﺘ ْـﻨُـﻳ  ِﻪِﺑ  َْوا 
 ٍﺪَﻟَو  ٍﺢِﻟﺎَﺻ ﻪَﻟْﻮُﻋْﺪَﻳ 
Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW. 
bersabda: apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah pahala 
perbuatannya kecuali tiga perkara: sadaqah jariyah, ilmu yang diambil 
manfaatnya atau anak saleh yang berdo’a untuknya”. (HR. Muslim). 
 َﻋ ِﻦ  ْﺑا ِﻦ  ُﻋ َﻤ ٍﺮ  َر ِﺿ َﻲ  ُﷲ  َﻋ ـْﻨ ُﻬ َﻤﺎ  َﻗ َلﺎ : َأ َﺎﺻ َب  ُﻋ َﻤ َﺮ  ْﺑﻦ  َْﳋا ﱠﻄ ِبﺎ  َر ِﺿ َﻲ  ُﷲ  َﻋ ْﻨ ُﻪ  َأ ْر ًﺿﺎ 
 َِﲞـــ ْﻴ ََﱪ، ـــ َﻓ َﺄ َﻰﺗ ـــﱠﻨﻟا ﱠِﱯ ـــَﺻ ﱠﻰﻠ  ُﷲ  َﻋ َﻠـــ ْﻴ ِﻪ  َوـــَﺳ ﱠﻠ َﻢ  َﻳـــْﺴ َﺘ ْﺄ ِﻣ ُﺮ ُﻩ  ِﻓ ـْﻴـــ َﻬﺎ  ـَﻓـــ َﻘﺎ َل : َ�  َرـــُﺳ ْﻮ ُل  ِﷲ  ِإ ِّﱐ 
 َأـَﺻ ْﺒ ُﺖ  َأ ْرـًﺿﺎ  َِﲞـْﻴ ََﱪ  َْﱂ  ُأـِﺻ ْﺐ ـَﻣ ًﻻﺎ َـﻗ ْﻂ  َأ ـْﻧـَﻔ َﺲ  ِﻋـْﻨ ِﺪ ْي  ِﻣـْﻨ ُﻪ  َﻓـَﻤﺎ  َْﺗﺄـُﻣ ُﺮ ِـﺑ ِﻪ؟ َـﻗ َلﺎ" : ِإ ْن 
ـــِﺷ ْﺌ َﺖ  َﺣ َﺒـــْﺴ َﺖ  َأـــْﺻ َﻠ َﻬﺎ  َو َﺗـــَﺼ ﱠﺪ ْﻗ َﺖ ــَـِﺑﻬﺎ "ــَـﻗ َلﺎ : ـَﻓ َﺘـــَﺼ ﱠﺪ َق ــَـِﺑﻬﺎ  ُﻋـــَﻤ ُﺮ  ِإـــﱠﻧ ُﻪ  َﻻ  ـُﻳـــَﺒ ُعﺎ  َو َﻻ 
ُــﻳ ْﻮ َر ُث  َو َﻻ  ـُﻳ ْﻮـَﻫ ُﺐ .َـﻗ َلﺎ : ـَﻓ َﺘـَﺼ ﱠﺪ َق َـِﺑﻬﺎ  ُﻋـَﻤ ُﺮ  ِﰱ  ْﻟا ُﻔـَﻘ َﺮ ِءا  َو ِﰱ  ْﻟاـُﻘ ْﺮ َﰉ  َو ِﰱ  ِّﺮﻟاَـﻗ ِبﺎ  َو ِﰱ 
ــــَﺳ ِﺒ ْﻴ ِﻞ  ِﷲ  َوـــْـﺑا ِﻦ ــــ ﱠﺴﻟا ِﺒ ْﻴ ِﻞ  َوــــﱠﻀﻟا ْﻴ ِﻒ،  َﻻ  ُﺟــــَﻨ َحﺎ  َﻋ َﻰــــﻠ ــــَﻣ ْﻦ  َو ِﻟ ـَﻴــــَﻬﺎ  َأ ْن  َْ�ــــُﻛ َﻞ  ِﻣ ـْﻨــــَﻬﺎ 
 ِﺑﺎ ْﻟ َﻤ ْﻌ ُﺮ ْو ِف  َو ُﻳ ْﻄ ِﻌ ُﻢ  َﻏ َْﲑ  ُﻣ َﺘ َﻤ ﱠﻮ ٍل ) ورﻩا ﻢﻠﺴﻣ( 
Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a.: Umar r.a. mendapatkan bagian 
kebun (dari hasil rampasan perang) di Khaibar. Lalu diamenghadap 
Rasulullah untuk memohon fatwa tentang kebun itu.. Dia berkata: 
"wahai Rasulullah, saya mendapatkan bagian kebun di Khaibar, yang 
belum pernah saya  mendapatkan suatu harta semacam ini. Maka apa 
yang harus saya lakukan terhadap kebun itu?"  Beliau bersabda: "Jika 
Engkau mau, wakafkanlah tanah itu dan sedekahkanlah hasilnya."  
Kemudian Umar menyedekahkan hasil kebun itu, sedangkan 
kebunnya tidak dijual, tidak dibeli,tidak diwariskan dan tidak 
dihibahkan. Selanjutnya ia berkata: "Umar menyedekahkan hasil 
tanah itu kepada orang fakir, kerabat, untuk memerdekam budak, 
sabilillah, untuk orang terlantar dan untuk para tamu. Tiada berdosa 
17 Ibid., 22 (al-H}aj): 77. 
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orang yang mengurusinya untuk memakan sebagian dari penghasilan 
wakaf itu dengan cara baik atau memberi makan kawannya tanpa 
menganggapnya sebagai harta milikinya sendiri (tidak sewenang-
wenang mempergunakannya seperti milikinya sendiri). (HR. Muslim). 
ـَﻋ ْﻦ  َأ ِﰊ  ُﻫ َﺮـْـﻳ َﺮ َة َـﻗ َلﺎ :َـﻗ َلﺎ  َرـُﺳ ْﻮ ُل  ِﷲ ـَﺻ ﱠﻰﻠ  ُﷲ  َﻋ َﻠـْﻴ ِﻪ  َوـَﺳ ﱠﻠ َﻢ :ـَﻣ ْﻦ  ِا ْﺣـَـﺘ َﺒ َﺲ  ِﻓ َﺮـًﺳﺎ  ِﰱ 
 َﺳ ِﺒ ْﻴ ِﻞ  ِﷲ  ِإ َْﳝ ً�ﺎ  َو ْﺣا ِﺘ َﺴ ًﺑﺎﺎ  َﻓ ِﺈ ﱠن  ِﺷ ـَﺒ َﻌ ُﻪ  َو َر ْو َﺛ ُﻪ  َو ـَﺑ ْﻮ َﻟ ُﻪ  ِﰱ  ِﻣ ـْﻴ َﺰِـﻧا ِﻪ ـَـﻳ ْﻮ َم  ْﻟا ِﻘ َﻴـَﻣﺎ ِﺔ  َﺣـَﺴ َﻨ ٌتﺎ .
)ﻩاور ﺪﲪأ يرﺎﺨﺒﻟاو( 
Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: 
Barangsiapa menahan kudanya (untuk dipersiapkan) dalam 
perjuangan di jalan Allah dengan penuh perasaan iman dan mengharap 
ridha Allah, maka makanannya, kotorannya, kencingnya di hari 
kiamat nanti dalam timbangannya akan terdapat beberapa kebaikan." 
(HR. Ahmad dan Bukhari). 
 
Rukun dan Syarat Wakaf 
Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat-
syaratnya. Jumhur ulama menyebutkan bahwa rukun wakaf ada empat 18 
dengan syarat-syarat, sebagai berikut: 
1. Wa>qif, yakni pihak yang menyerahkan wakaf 
Orang yang mewakafkan (wa>qif) disyaratkan cakap bertindak 
dalam membelanjakan hartanya, kecakapan bertindak di sini meliputi 
empat kriteria, yakni:  
a. Merdeka, wakaf yang dilakukan oleh seorang budak tidak sah, 
karena wakaf adalah penggunaan hak milik dengan cara 
memberikan hak milik itu kepada orang lain, sedangkan budak tidak 
mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah 
kepunyaan tuannya. 
b. Berakal sehat, wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah 
hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak mumayyiz dan cakap 
melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian pula wakaf orang 
yang lemah mentalnya (idiot), berubah akal karena faktor usia, 
18 Shamsuddin Muh}ammad al-Kha>tib al-Sharbini<, al-Iqna>’ fi< H}a>l al-Faz}i Abi< Shuja’, Ju>z 3, 
(Beiru>t: Da>r al-Kutub al-’Ilmiyah, t.th.), 163. 
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hukumnya tidak sah, karena akalnya tidak sempurna dan tidak 
cakap untuk menggurkan hak meliknya. 
c. Dewasa (balig), wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum 
dewasa hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap 
melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan 
hakmiliknya. 
d. Tidak berada dibawah pengampunan, baik karena boros atau lalai. 
Karena orang yang dibawah pengampunan dipandang tidak cakap 
untuk berbuat kebaikan, maka wakaf yang dilakukan hukumnya 
tidak sah.19 
Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, dijelaskan bahwa 
wa>qif yaitu pihak  yang  mewakafkan harta benda miliknya meliputi  
perorangan, organisasi,  dan  badan hukum. Yang dimaksud wa>qif 
perorangan  adalah  warga Negara  Indonesia  atau  warga  Negara  
asing, wa>qif organisasi  adalah organisasi  Indonesia  atau  asing,  dan 
wa>qif badan  hukum  adalah  badan hukum Indonesia atau badan hukum 
asing. Dengan demikian orang asing, organisasi  asing,  dan  badan  
hukum  asing  dapat  mewakafkan  harta bendanya di Indonesia.20 
2. Mauqu>f ‘alaih, yakni pihak yang diserahi wakaf 
Mauqu>f 'alaih yaitu orang atau badan hukum atau tempat-tempat 
ibadah yang berhak menerima dari harta wakaf.21 Adapun syarat-syarat 
mauqu>f 'alaih ialah: 
a. Harus dinyatakan secara tegas dan jelas dikala mengikrarkan wakaf, 
kepada siapa dan apa tujuan wakaf itu. Apabila wakaf itu wakaf 
ahli, harus disebutkan nama dan sifat mauqu>f 'alaih secara tegas. 
b. Tujuan dari wakaf tersebut harus untuk ibadah dan mengharapkan 
balasan atau pahala dari Allah SWT.22 
c. Hendaknya orang yang di wakafi tersebut ada ketika wakaf terjadi. 
Kalau dia belum ada, misalnya mewakafkan sesuatu kepada anak 
yang akan dilahirkan, maka tidak sah.23 
19 Faishal Haq dan Saiful Anam, Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia, 17-18. 
20 Mubarok, Wakaf Produktif, (Bandung: Simbiosa Rikatama Media, 2008), 
21 Faishal Haq dan Saiful Anam, Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia, 24. 
22 Ibid. 
23 Shamsuddin Muh}ammad al-Kha>tib al-Sharbini<, al-Iqna>’ fi< H}a>l al-Faz}i Abi< Shuja’, 163. 
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d. Hendaknya orang yang menerima wakaf itu mempunyai kelayakan 
untuk memiliki. Dengan demikian tidak sah memberikan wakaf 
kepada binatang. 
e. Hendaknya jelas orangnya dan bukan tidak diketahui. Jadi kalau 
seorang mewakafkan kepada seorang laki-laki atau perempuan 
(tanpa disebutkan secara jelas siapa orangnya) seperti orang 
bodoh.24 
f. Wakaf harus ditujukan untuk perkara yang baik, bukan yang 
dilarang oleh agama. Karena itu haram hukumnya wakaf kepada 
perkara yang berbentuk maksiat atau mengandung unsur-unsur 
kemaksiatan, seperti: membangun tempat ibadah bagi orang kafir, 
bangunan yang menghalangi jalan, alat tajam, karena hal itu 
mengarah pada kemaksiatan.25 
Helmi Karim mengemukakan, bahwa berkaitan dengan mauqu>f 
'alaih ini, maka sasaran wakaf, dapat dijelaskan, sebagai berikut: 
a. Wakaf untuk mencari keridhaan Allah SWT. Wakaf jenis ini 
tujuannya adalah untuk memajukan agama Islam atau karena 
motivasi agama. Contohnya adalah berwakaf untuk kepentingan 
rumah ibadah kaum Muslimin. 
b. Wakaf untuk meringankan atau untuk membantu seseorang atau 
orang-orang tertentu atau masyarakat bukan karena motivasi 
agama. Contohnya adalah berwakaf untuk fakir miskin atau 
berwakaf untuk keluarga. Dalam hal sasaran wakaf ini, yang perlu 
digaris bawahi ialah bahwa wakaf tidak boleh dilakukan untuk hal-
hal yang bertentangan dengan kepentingan agama Islam.26 
3. Mauqu>f bih, yakni benda/harta atau manfaat yang diwakafkan 
Para ulama sepakat bahwa, disyaratkan untuk barang yang 
diwakafkan itu adalah sesuatu yang wujud. Karena itu, tidak sah 
mewakafkan sesuatu yang tidak ada, seperti mewakafkan tanah yang 
belum dibeli, masjid yang baru akan dibangun, mewakafkannya untuk 
anaknya yang miskin sedangkan mereka tidak ada yang miskin, dan 
 24 Abi> Ish}a>q Ibrahi<m bin ‘Ali< bin Yu>suf al-Fairu>s al-Sira>zi<, al-Muhadhdhab fi> Fiqh Madhhab 
Ima>m Sha>fi’i>, Juz 1, (Mesir: Da>r al-Kutub al-Ilmiah, t.th.), 618. 
25 Shamsuddin Muh}ammad al-Kha>tib al-Sharbini<, al-Iqna>’ fi< H}a>l al-Faz}i Abi< Shuja’, 165.  
26 Helmi Karim, Fiqih Muamalah, Cet 2, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 1997), 110. 
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lain-lain.27 Kemudian, disyaratkan harta itu merupakan milik orang 
yang mewakafkan dan bebas dari segala beban. Harta yang diwakafkan 
harus tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan untuk jangka yang lama, 
tidak habis sekali pakai. Pemanfaatan itu harus hal-hal yang berguna, 
halal dan sah menurut hukum.28 
Al-Sharbini< menjelaskan bahwa mauqu>f bih, disyaratkan dapat 
dimanfaatkan bendanya, berwujud, kekal, milik penuh si wakif, tidak 
dalam tanggungan. Bila tidak memenuhi syarat tersebut maka wakaf 
tidak sah. Dikatakan juga tidak boleh mewakafkan  manfaatnya saja, 
dikarenakan sudah keluar dari maksud wakaf itu sendiri seperti, alat-
alat hiburan, dinar untuk hiasan. Dan benda-benda yang tidak bertahan 
lama yaitu makanan, minyak, alat-alat kebun tidak sah diwakafkan 
kelanggengan dari barang tesebut tidak bertahan lama.29 Dan kadar 
benda yang diwakafkan tidak boleh melebihi jumlah sepertiga harta 
yang berwakaf, sebab hal ini bisa merugikan pihak ahli waris dari yang 
berwakaf.30 
Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa syarat mauqu>f 
bih adalah sebagai berikut: 
a. Benda itu diketahui nilai dan kadarnya, yaitu tidak boleh melebihi 
sepertiga harta wa>qif. 
b. Benda itu tidak rusak atau habis ketika diambil manfaatnya. 
c. Harta itu milik sempurna wa>qif dan tidak terkait dengan hak orang 
lain. 
d. Bebas dari segala tanggungan. 
e. Harta itu diwakafkan untuk selamanya. 
f. Pemanfaatan harta itu bisa berlangsung terus menerus tanpa 
terputus atau dibatasi waktu. 
g. Bukan barang yang dilarang oleh syara’. 
4. S}i<gh}at atau ikrar, yakni pernyataan penyerahan wakaf dari pihak wa>kif 
27 Abu> Bakr Ah}mad bin Umar al-Shaiba>ni<, Ah}ka>m al-Auqa>f, (Madi<nah: Maktabah Thaqafah, 
t.th.), 403. 
28 Muh}ammad ibn Abi< ‘Abba>s Ah}mad ibn H}amzah al-Ramli<, Niha>yah al-Muhta>j, Juz 5, 
(Beiru>t: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.), 360. 
29 Shamsuddin Muh}ammad al-Kha>tib al-Sharbini<, al-Iqna>’ fi< H}a>l al-Faz}i Abi< Shuja’, 163. 
30 Hendi  Suhendi Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), 109-110. 
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S}i<gh}at wakaf ialah ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang 
berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang di 
inginkannya. Wakaf adalah tas}arruf al-tabarru’ yang selesai dengan 
adanya ija>b saja tanpa harus diikuti qabul. Karena tindakan mewakafkan 
sesuatu itu dipandang sebagai perbuatan hukum yang sepihak, maka 
dengan pernyataan wa>qif yang merupakan ija>b, perwakafan telah 
terjadi. Pernyataan qabu>l dari mauqu>f ‘alaih yakni orang yang berhak 
menikmati hasil wakaf tidak diperlukan.31 
Adapun lafaz}s}i<gh}at wakaf ada dua macam yakni: 
a. Lafaz} yang jelas (s\ari<h), yaitu  lafaz} yang digunakan dalam ija>b 
wakaf yang tidak mengandung suatu pengertian lain kecuali kepada 
wakaf, seperti: 31F32 
 ُﺖْﻔَـﻗَو  ُﺖْﺴَﺒَﺣَو  ُﺖْﻠﱠـﺒَﺳَو  ُﺖْﻣَﺮَﺣ  ُﺔَﻓْﻮُـﻗْﻮَﻣَْوا  ُعﺎَِﺒﺗَﻻَْوا  ُﺐَﻫْﻮُـﺗَﻻَْوا   
b. Lafaz} kiasan (kina>yah), yaitu lafaz} yang digunakan tidak secara 
langsung menunjukkan wakaf, seperti lafaz}“tas}addaqtu” bisa 
berarti sedekah wajib seperti zakat dan sedekah sunnat. Lafaz} 
“h}aramtu” bisa berarti z}iha>r, tapi bisa berarti wakaf. Kemudian 
lafaz}“abadtu” juga bisa berarti semua pengeluaran harta untuk 
selamanya. Kalau lafaz} ini dipakai, harus dibarengi dengan “niat” 
wakaf. Sehingga semua lafaz} kiasan yang dipakai untuk 
mewakafkan sesuatu harus diniati wakaf secara tegas.33 
Di samping itu, semua ulama bersepakat bahwa syarat sahnya 
s}i<ghat ija>b, baik berupa ucapan maupun tulisan terdapat empat macam 
yaitu: 
a. S}i<ghat harus munjazah (terjadi seketika/selesai), maksudnya ialah 
sig}at tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf 
seketika setelah sigat wakaf diucapkan atau ditulis tanpa 
digantungkan, seperti ucapan: “jika Zaid datang maka akan aku 
wakafkan  ini untuk ini”.34 
31 Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf, (Jakarta: UI Press, 1998), 
87. 
32 Shamsuddin Muh}ammad al-Kha>tib al-Sharbini<, al-Iqna>’ fi< H}a>l al-Faz}i Abi< Shuja’, 165. 
33 Ibid., 165. 
34 Ibid., 166 
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b. S}i<ghat tidak diikuti syarat batil (palsu), maksudnya ialah syarat 
yang menodai/mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya 
yakni kelaziman dan keabadian. 
c. S}i<ghat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain 
wakaf tersebut tidak untuk selamanya. 
d. Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali 
wakaf yang sudah dilakukan.35 
 
Macam-macam Wakaf 
Secara umum, wakaf dapat diklasifikasi menjadi beberapa macam, 
sebagai berikut : 
1. Dilihat dari Tujuan 
1) Wakaf Ahli<  
Wakaf ahli adalah wakaf yang hasilnya diperuntukkan bagi 
orang-orang tertentu yang umumnya terdiri atas keluarga atau 
anggota keluarga dan keturunan si waqif. Oleh karena itu, wakaf 
jenis ini sering kali disebut wakaf dhurri, yang secara harfiah berarti 
wakaf untuk sanak keluarga (dhurri berarti keturunan).36 Juga wakaf 
jenis ini kadang-kadang disebut wakaf ‘alal aula>d, yaitu wakaf yang 
diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam 
lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri.37 
Misalnya, ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah atau 
buku-buku kepada anak-anaknya, lalu kepada cucunya. Wakaf 
seperti ini adalah sah dan yang berhak mengambil manfaatnya 
adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf tersebut. 
2) Wakaf Khairi< 
Wakaf khairi< adalah wakaf yang tujuan peruntukannya sejak 
semula ditujukan untuk kepentingan umum atau orang banyak.38 
Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan 
masjid, membangun pondok pesantren, sekolahan, rumah sakit dan 
35 Faishal Haq dan Saiful Anam, Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia, 27-28. 
36 Juhaya S. Praja, Perwakafan di Indonesia: Sejarah Pemikiran Hukum dan 
Perkembangannya, (Bandung: Yayasan Piara, 1995), 16. 
37 Sumuran Harahap, Fiqh Wakaf, 14. 
38 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang: Wakaf, ijarah dan Syirkah, (Yogyakarta: UII 
Press, 2002), 4. 
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sebagainya yang ditujukan untuk kepentingan umum yang sesuai 
dengan syari’at Islam. 
Dalam wakaf ini, si wa>qif (orang yang mewakafkan harta) 
dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti 
wakaf masjid maka si wakif boleh saja disana, atau mewakafkan 
sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut.39 
3) Wakaf Mushtarak (campuran) 
Wakaf Mushtarak dalah wakaf yang tujuan peruntukannya 
sebagian sebagian untuk kepentingan keluarga dan sebagian yang 
lain untuk  masyarakat  umum.  Contohnya,  wakaf  tanah  
pertanian  di  mana sebagian dari hasilnya ditujukan untuk anak  
cucu sementara sebagian lagi untuk tujuan masyarakat umum.40 
2. Dari segi Bergerak atau Tidaknya  
1) Benda tidak bergerak, seperti tanah, sawah, dan bangunan. Benda 
macam inilah yang sangat dianjurkan agar diwakafkan, karena 
mempunyai nilai jariyah yang lebih lama.  
2) Benda bergerak, seperti mobil, sepeda motor, binatang ternak, atau 
benda-benda lainnya. Yang terakhir ini dapat juga diwakafkan. 
Namun demikian, nilai jariyahnya terbatas sehingga benda tersebut 
dapat dipertahankan. Bagaimanapun juga, apabila benda-benda itu 
tidak dapat lagi dipertahanakan keberadaannya, maka selesailah 
wakaf tersebut. Kecuali apabila masih memungkinkan diupayakan 
untuk ditukar atau diganti dengan benda baru yang lain.41 
3. Dari Segi Waktu 
1) Wakaf muabbad (selamanya) 
Wakaf muabbad adalah wakaf yang berlaku selama-lamanya 
tanpa dibatasi waktu. Menurut Sha>fi’iyah dan H}ana>bilah, bahwa 
harta wakaf itu putus dari hak milik si wa>qif dan menjadi milik 
Allah atau milik umum, setelah ikrar wakaf diucapkan. Ia tidak 
39 Sumuran Harahap, Fiqh Wakaf, 16-17. 
40 Abd. Shakor bin Borham, “Pelaksanaan Pembangunan Wakaf Korporat Johor Corporation 
Berhad (Jcorp): Satu Tinjauan”, International Conference on Humanities 2011, (Fakulti 
Sains, Teknologi dan Pembangunan Insan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia), 4. 
41 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Cet 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
1997), 505. 
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dapat menjual, menggadaikan, menghibahkan dan mewariskan. Jadi 
benda wakaf berlaku selama-lamanya. 
2) Wakaf mu’aqqat (dalam jangka waktu tertentu) 
 Wakaf mu’aqqat adalah wakaf yang dibatasi waktunya, 
seperti satu tahun, dua tahun, dan seterusnya. Menurut H}ana>fiyah 
dan Ma>likiyah, bahwa wakaf boleh untuk selamanya, juga boleh 
dalam waktu tertentu seperti satu tahun, dua tahun. Bila wakaf 
sudah habis, maka harta wakaf kembali menjadi milik si wa>qif kalau 
ia masih hidup dan menjadi milik ahli waris bila ia telah meninggal 
dunia.42 
4. Dari Segi Penggunaan Harta yang Diwakafkan, 
1) Wakaf muba>shir/dha>ti<, yaitu harta wakaf yang menghasilkan 
pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung, seperti 
madrasah dan rumah sakit. 
2) Wakaf istithma>ri<, yaitu harta wakaf yang ditujukan untuk 
penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan 
yang dibolehkan syara’ dalam bentuk apapun kemudian hasilnya 
diwakafkan sesuai keinginan wa>qif.43 
 
Beberapa Permasalahan Wakaf 
1. Pengalihan dan Penjualan Benda Wakaf 
Pada dasarnya, benda wakaf tidak boleh dialihkan dan tidak boleh 
diperjual belikan, karena prinsip wakaf adalah  keabadian (ta’bi<d al-
as}li), dan prinsip kemanfaatan (tasbi<l al-manfa’ah).44 Demikian 
pendapat para fuqaha’ tentang benda wakaf. Namun, mereka berbeda 
pendapat tentang benda wakaf yang akan rusak atau telah rusak. 
Ulama Ma>likiyah berpendapat tidak boleh menukar harta wakaf 
yang terdiri dari benda tidak bergerak, walaupun benda itu akan rusak 
atau tidak menghasilkan sesuatu. Sedangkan untuk benda bergerak 
golongan Ma>likiyah membolehkannya, sebab dengan adanya penukaran 
42 Faishal Haq dan Saiful Anam, Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia, 35-37. 
43 Mundi<r Qahf, al-Waqf al-Isla>mi<, Cet. I, (Beirut: Da>r al-Fikr, t.th.), 158-159. 
44Departemen Agama RI, Pedoman  Pengelolaan  dan  Pengembangan  Wakaf,  (Jakarta: 
Depag RI, 2006), 57. 
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maka benda itu tidak sia-sia.45 Ulama Ma>likiyah juga membedakan jenis 
harta benda wakaf kaitannya dengan menjual harta benda tersebut:  
a. Apabila harta wakaf berwujud masjid, maka tidak boleh dijual.  
b. Apabila harta itu berbentuk harta tidak bergerak, maka tidak boleh 
dijual sekalipun hancur dan tidak boleh diganti dengan jenis yang 
sama, tetapi boleh dijual dengan syarat dibelikan lagi sesuai 
kebutuhan  untuk memperluas masjid atau jalan umum.  
c. Dalam bentuk benda lain dan hewan, apabila manfaatnya tidak ada 
lagi boleh dijual dan hasil penjualannya dibelikan barang atau 
hewan sejenis.46 
Ulama Sha>fi’iyah berpendapat tidak boleh menjual masjid secara 
mutlak, sekalipun itu roboh. Tapi ulama Sha>fi’iyah berbeda  pendapat 
tentang benda wakaf yang tidak bergerak yang tidak memberi manfaat 
sama sekali, sebagian menyatakan boleh ditukar agar wakaf itu ada 
manfaatnya.47 Dasar yang digunakan adalah hadith Nabi  SAW. yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra., dimana dikatakan bahwa benda  
wakaf  tidak  boleh  dijual, dihibahkan, ditukar, dan diwariskan.48 
 ﱯـﻨﻟا ﻰﺗﺄـﻓ ﱪـﻴﲞ ﺎـﺿرأ ﺮـﻤﻋ بﺎـﺻأ : لﺎـﻗ ﺎـﻤﻬﻨﻋ ﷲ ﻲـﺿر ﺮـﻤﻋ ﻦـﺑا ﻦـﻋ
 ﺎــﺿرأ ﺖﺒــﺻأ ﱐإ ﷲ لﻮــﺳر� : لﺎــﻘﻓ ﺎــﻬﻴﻓ ﺮﻣﺄﺘــﺴﻳ ﻢﻠــﺳو ﻪــﻴﻠﻋ ﷲ ﻰﻠــﺻ
 ﻂــﻗ ﻻﺎــﻣ ﺐــﺻأ ﱂ ﱪــﻴﲞﻣ يﺪــﻨﻋ ﺲــﻔﻧأ ﻮــﻫ ﻪــﺑ ﱐﺮــﻣﺗﺄ ﺎــﻤﻓ ﻪــﻨ  ﻪــﻟ لﺎــﻘﻓ
 ﺎـﺑﻬ ﺖﻗﺪـﺼﺗو ﺎﻬﻠـﺻا ﺖـﺴﺒﺣ ﺖﺌـﺷ نإ , ﻢﻠـﺳو ﻪـﻴﻠﻋ ﷲ ﻰﻠـﺻ ﷲ لﻮﺳر
ثرﻮﺗﻻو ﺐﻫﻮﺗﻻو عﺎﺒﺗﻻ ﺎ�أ , ﺮﻤﻋ ﺎﺑﻬ قﺪﺼﺘﻓ 
Dari Ibnu Umar ra., dia berkata, “pada suatu ketikat Umar bin 
Khat}t}a>b memperoleh sebidang tanah  di Khaibar, maka ia pergi 
menghadap Rasulullah SAW. untuk meminta petunjuk tentang 
pengelolaannya. Umar berkata: “Wahai Rasulullah, saya telah 
memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan tidak memperoleh 
45 Departemen Agama RI, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, (Jakarta: Direktorat 
Pengembangan Zakat dan Wakaf Diretorat  Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam  dan 
Penyelenggaraan Haji, 2005), 67. 
46 Abdul Aziz Dahlan, et.al, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 
1998), 1909. 
47 Departemen Agama RI, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, 68. 
48 Farid Wadjdy dan Mursyid, Wakaf dan Kesejahteraan Umat, (Yogyakarta: 2007), 151. 
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harta, tapi tanah tersebut lebih berharga dari harta. Oleh karena 
itu, apa yang engkau perintahkan kepadaku dengan tanah 
tersebut?. Lalu Rasulullah SAW. menjawab, “Wahai Umar, 
apabila kamu mau, maka pertahankanlah tanah itu dan kamu 
dapat menyedekahkan hasilnya.” Abdullah Ibn Umar ra., berkata: 
“Lalu Umar bin Khattab menyedekahkan hasil tanah itu, dengan 
syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwarisi ataupun 
dihibahkan”. (HR. Muslim). 
Sedangkan di kalangan ulama  H}ana>fiyah berbeda pendapat  tidak 
dalam menentukan ketentuan hukumnya. Menurut pendapat Abu> Yu>suf 
tidak boleh menjual harta benda wakaf sekalipun itu rusak, sedangkan 
menurut pendapat Muhammad bin al-H}asan dikembalikan kepeda 
pemiliknya yang pertama.49 Namun ulama  H}ana>fiyah membolehkan 
penukaran benda wakaf tersebut dalam tiga syarat:  
a. Apabila wakif memberi isyarat akan kebolehan menukar tersebut 
ketika ikrar.  
b. Apabila benda wakaf itu tidak dapat lagi dipertahankan. 
c. Jka kegunaan benda pengganti wakaf itu lebih besar dan lebih 
bermanfaat.50 
Adapun ulama Hana>bilah tidak membedakan apakah benda wakaf 
itu berbetuk masjid atau bukan masjid. Menurut Hanbali wakaf yang 
sudah hilang manfaatnya boleh dijual dan uangnya dibelikan yang 
sepertinya.51 Jika ulama H}ana>bilah membolehkan menjual masjid 
apalagi benda wakaf lain selain masjid, dan ditukar dengan benda lain 
sebagai wakaf, apabila didapati sebab-sebab yang membolehkan.  
Umpamanya  tikar  yang diwakafkan di masjid, apabila telah usang atau 
tidak dapat dimanfaatkan lagi, boleh dijual dan hasil penjualannya 
dibelikan lagi untuk kepentingan bersama.52 
Beberapa ulama lain, seperti Ibn Qudamah mengatakan, apabila 
harta wakaf mengalami kerusakan hingga tidak dapat bermanfaat sesuai 
tujuannya, hendaknya dijual saja dibelikan barang lain yang akan 
49 Muhammad bin Abddurrahman al-Dimasyqi, Fiqih EmpatMazhab, Terj. Abdullah Zaki 
alKaf, (Bandung: Hasyimi, 2012), 290. 
50 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Cet. 3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
1998), 519. 
51 Muhammad bin Abddurrahman al-Dimasyqi, Fiqih EmpatMazhab, 290. 
52 Ibid. 
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mendatangkan kemanfaatan sesuai dengan tujuan wakaf, dan barang 
yang dibeli itu berkedudukan sebagaimana harta seperti semula.53 Ibn  
Taimiyah juga mengganti, menjual, mengubah, dan memindahkan 
benda wakaf tersebut bisa berfungsi atau mendatangkan mas}lahah 
sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapat mas}lahah yang lebih 
besar bagi kepentingan umum, khususnya kaum muslimin.54 Namun, Ibn 
Taimiyah mensyaratkan dua hal, yaitu:  pertama,  pengantian  karena  
kebutuhan mendesak, misalnya seseorang mewakafkan kuda untuk  
tentara yang sedang ber-jiha>d fi sabi<lilla>h, setelah perang usai, kuda 
tersebut tidak diperlukan lagi. Dalam kondisi seperti ini, kuda tersebut 
boleh dijual, dan hasilnya dibelikan sesuatu benda lain yang lebih 
bermanfaat untuk diwakafkan, kedua, karena kepentingan mashlahat 
yang lebih besar, seperti masjid dan tanahnya yang dianggap kurang 
bermanfaat, dijual untuk membangun masjid baru yang lebih luas atau 
lebih baik.55 
Adapun dalam KHI pasal 225 dijelaskan, bahwa pengalihan dan 
penjualan tanah wakaf sangat dimungkinkan dengan berdasarkan 
ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ketentuan tentang kemungkinan 
pengalihfungsian harta wakaf ini dapat dilihat dalam pasal 225 
Kompilasi Hukum Islam. Pada ayat (1) ditegaskan bahwa pada dasarnya 
terhadap harta yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan 
atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. 
Sedangkan dalam ayat (2) ditegaskan, penyimpangan dari ketentuan 
tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu 
setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala 
Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis 
Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan : a) Karena tidak 
sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif, b) Karena 
kepentingan umum. 
Dari keterangan tersebut, dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya 
benda wakaf tidak boleh dialihkan atau dijualbelikan. Namun, jika 
53 Depag RI, Fiqh Wakaf, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal 
Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006), 82. 
54 Farid Wadjdy dan Mursyid, Wakaf dan Kesejahteraan Umat, 152. 
55 Ibid., 153. 
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benda wakaf tersebut akan atau sudah rusak, maka boleh untuk 
menjualnya atau menukarnya dengan benda lain agar lebih bermafaat 
dan tidak sia-sia. 
2. Penarikan Harta Wakaf 
Para berbeda pendapat tentang benda wakaf yang ditarik kembali 
oleh wa>qif. Menurut ulama H}ana>fiyah, harta yang diwakafkan boleh 
ditarik kembali, sebab menurut mereka wakaf tidak menyebabkan harta 
yang diwakafkan keluar dari kepemilikannya. Dengan demikian harta 
itu tetap milik orang yang berwakaf, hanya hasil dan manfaatnya saja 
yang digunakan untuk tujuan wakaf.56 Namun,  menurut  H}ana>fiyah,  
harta  yang  diwakafkan  tidak  dapat  ditarik kembali jika ada alasan 
sebagai berikut : 
a. Bila pelaksanaan wakaf dengan jalan wasiyat. 
b. Bila  wakaf  diperuntukkan  untuk  kepentingan  tempat  ibadah,  
seperti  masjid  atau mushalla 
c. Apabila ada kepetusan pengadilan yang memutuskan bahwa harta 
wakaf itu tidak boleh ditarik kembali.57 
56 Wah}bah al-Zuhaili<, al-Fiqh al-Isla>m wa Adillatuh, Juz V, (Damaskus: Da>r al-Fikr al-
Mu’asir, 2004), 1985. 
57 Satria Efendi, Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: Departemen Agama RI, 
2005), 416-419. 
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Senada dengan H}ana>fiyah, menurut Ma>likiyah, harta yang di 
wakafkan itu tetap menjadi milik si wa>qif. Akan tetapi, menurut 
Ma>likiyah, tidak boleh mentransaksikannya atau men-tasarruf-kannya, 
baik dengan menjualnya, mewariskannya atau menghibahkannya selama 
harta itu diwakafkan.58 Sedangkan menurut  Sha>fi’iyah dan  H}anba>liyah  
harta  yang sudah diwakafkan  tidak dapat ditarik  kembali.  Menurut  
mereka  wakaf  menyebabkan  harta  yang  diwakafkan keluar dari 
keepemilikannya, harta yang telah diwakafkan terlepas sama sekali dari 
si pewakaf yang telah mewakafkannya, dan menjadi milik Allah.59 
Dari pendapat-pendapat tersebut, dapat diambil kesimpulan, 
bahwa benda wakaf tidak boleh ditarik atau diminta kembali oleh yang 
mewakafkan, karena sifat wakaf adalah selama-lamanya dan juga akan 
mengurangi nilai ubu>diyah dari tujuan wakaf itu sendiri, karena pada 
dasarnya harta wakaf adalah milik Allah SWT. Jika ditarik kembali, 
maka itu sama saja dengan menjilat air ludah sendiri. 
3. Wakaf dari Orang non-Muslim 
Dalam pandangan ulama H}ana>fiyah, wakaf seorang muslim atau 
non muslim untuk kepentingan dunia, sah hukumnya, sebab hal itu 
merupakan kebajikan yang bersifat universal yang tidak bertentangan 
dengan ajaran agama manapun.60 Adapun wakaf untuk masjid dan 
sejenisnya, menurut ulama H}ana>fiyah, jika berasal dari non-muslim 
tidak sah, karena tindakan seperti itu tidak diniatkan taqarrub kepada 
Allah oleh mereka.61  
Menurut ulama Ma>likiyah, wakaf dari  non  muslim  hukumnya  
sah  jika  untuk kepentingan dunia,  seperti untuk kepentingan sosial,62 
Tetapi, jika mereka mawakafkan untuk untuk masjid tidak sah, sebab 
hal itu bukan merupakan ibadah menurut agama mereka. Sedangkan 
menurut  ulama  Sha>fi’iyah  dan  H}anba>liyah,  wakaf  non  muslim  
58 Ibid. 
59 Ibid. lihat juga Abu> Abd al-Mu’t}i Muh}ammad bin Umar bin Ali< Nawa>wi<, Niha>yah al-Zaini< 
fi Irsha>d al-Mubtadi’i, (Madinah: al-Hara>main, 2005), 272. 
60 Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Hukum Wakaf, Terj. Ahrul Sani Faturrahman, 
(Jakarta: Dompet Dhuafa Republika dan Liman, 2004), 296. 
61 Ibid., 297. 
62 Ibid. 
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hukumnya  sah, baik yang berkaitan dengan urusan agama maupun 
urusan dunia,  misalnya wakaf untuk masjid atau syi’ar Islam lainnya.63 
Dari beberapa pandangan ulama di atas, dapat dipahami bahwa 
menerima wakaf dari orang non-muslim hukumnya boleh selama untuk 
kebaikan atau kemaslahatan umat Islam. 
4. Wakaf Tunai (waqf al-nuqu>d) 
Wakaf tunai adalah wakaf tunai adalah penyerahan hak milik 
berupa uang tunai kepada seseorang dengan ketentuan bahwa hasil atau 
manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat 
islam dengan tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah 
pokoknya.64 Menurut pengertian yang dikemukakan oleh MUI, wakaf 
tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga 
atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk kedalam 
pengertian uang ialah surat-suarat berharga.65 
Mengenai wakaf tunai ini, ulama berbeda pendapat yang dapat 
dikelompokkan menjadi dua, yaitu;66 pertama, tidak membolehkan 
wakaf tunai. Ini pendapat Ibnu Abidi<n dari H}ana>fiyah dan sebagian 
ulama Sha>fi’iyah. Ada dua alasan, wakaf tunai dilarang; (a) uang zatnya 
bisa habis dengan sekali pakai. Uang hanya bisa dimanfaatkan dan 
dibelanjakan sehingga bendanya lenyap. Padahal inti dari wakaf adalah 
harta yang tetap. Oleh karena itu, ada persyaratan agar benda yang 
diwakafkan harus tahan lama dan tidak habis ketika dipakai, (b) uang 
diciptakan sebagai alat tukar, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan 
mempersewakan zatnya;67 kedua, membolehkan wakaf tunai. Ini adalah 
pendapat Imam Zuhri, seorang ahli hadist, Muhammad bin Abdullah Al-
Anshari, juga sebagian ulama muta’akhirin dari kalangan H}ana>fiyah dan 
sebagian ulama dari kalangan Sha>fi’iyah. Cara wakaf tunai adalah 
menjadikannya sebagai modal usaha kemudian keuntungannya 
63 Faishal Haq dan Saiful Anam, Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia, 26. 
64 Biro Perbankan Syari’ah BI, “Peranan Perbankan Syari’ah dalam Wakaf Tunai (Sebuah 
Kajian Konseptual)”, dalam Wakaf Tunai, Inovasi Finansial Islam, (Jakarta: PSTTI-UI, 
2006), 97. 
65 Keputusan fatwa MUI tentang wakaf uang  pada tanggal 11 Mei 2002. 
66 Ahmad Zain An Najah, “Hukum Wakaf Tunai”, kemenagkarimun.blogspot.com/2013/10/ 
endang-sry-wahyu-sag-fiqh-wakaf.html, 21 September 2013. 
67 Biro Perbankan Syari’ah BI, “Peranan Perbankan Syari’ah dalam Wakaf Tunai (Sebuah 
Kajian Konseptual)”, 98. 
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disalurkan pada mauqu>f ‘alaih,68 seperti disalurkan untuk kepentingan 
sosial atau kebaikan masyarakat yang membutuhkan. 
Wakaf tunai ini mempunyai nilai manfaat yang sangat besar. Paling 
tidak ada empat manfaat dalam wakaf tunai, sebagai berikut: 
a. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang 
memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana 
wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih 
dahulu.  
b. Melalui wakaf tunai, aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong 
dapat dimanfaatkan untuk pembangunan gedung atau diolah lahan 
pertanian.  
c. Dana wakaf tunai juga bisa membantu lembaga pendidikan Islam 
yang cash flow-nya terkadang kembang kempis dan menggaji 
civitas akademika ala kadarnya.  
d. Pada gilirannya Insya Allah umat Islam dapat lebih mandiri dalam 
mengembangkan dunai pendidikan tanpa harus selalu tergantung 
pada anggaran pendidikan Negara yang terbatas.69 
 
Rangkuman 
1. Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya 
tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah (tidak 
dilarang oleh syara') serta dimaksudkkan untuk mendapatkan 
keridhaan dari Allah SWT. 
2. Rukun wakaf ada empat dengan syarat-syarat, sebagai berikut: (a) 
Wa>qif, yakni pihak yang menyerahkan wakaf disyaratkan cakap 
bertindak dalam membelanjakan hartanya, yaitu merdeka, berakal sehat, 
dewasa (balig), dan tidak berada dibawah pengampunan, baik karena 
boros atau lalai. (b) Mauqu>f ‘alaih, yakni pihak yang diserahi wakaf 
disyarat-syarat adalah harus dinyatakan secara tegas dan jelas dikala 
mengikrarkan wakaf, kepada siapa dan apa tujuan wakaf itu, tujuan dari 
68 Abu> Su’u>d Muhammad, Risa>lah fi Jawa>z Waqf al-Nuqu>d, (Beiru>t: Da>r Ibn Hazm, 1997), 
20-21. 
69 M. Syafii Antonio, “Cash Waqf dan Anggaran Pendidikan”, dalam Kumpulan Hasil 
Seminar Perwakafan, (Jakarta: Depag RI, 2004), 212. 
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wakaf tersebut harus untuk ibadah, ada ketika wakaf terjadi, 
mempunyai kelayakan untuk memiliki, jelas orangnya dan bukan tidak 
diketahui, harus untuk perkara yang baik, bukan yang dilarang oleh 
agama. (c) Mauqu>f bih, yakni benda/harta atau manfaat yang 
diwakafkan disyaratkan sesuatu yang wujud, harta itu merupakan milik 
orang yang mewakafkan, bebas dari segala beban, tetap zatnya, dapat 
dimanfaatkan untuk jangka yang lama, dan harus hal-hal yang berguna, 
halal dan sah menurut hukum. (d)S}i<gh}at atau ikrar, yakni pernyataan 
penyerahan wakaf dari pihak wa>kif, bisa dengan ucapan, tulisan atau 
isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan 
menjelaskan apa yang di inginkannya.  
3. Secara umum, wakaf dapat diklasifikasi menjadi beberapa macam, 
sebagai berikut : 
a. Dari segi tujuan 
1) Wakaf Ahli<, yaitu wakaf yang hasilnya diperuntukkan bagi 
orang-orang tertentu yang umumnya terdiri atas keluarga atau 
anggota keluarga dan keturunan si waqif.  
2) Wakaf Khairi<, yaitu wakaf yang tujuan peruntukannya sejak 
semula ditujukan untuk kepentingan umum atau orang banyak. 
3) Wakaf Mushtarak (campuran), yaitu wakaf yang tujuan 
peruntukannya sebagian sebagian untuk kepentingan keluarga 
dan sebagian yang lain untuk  masyarakat  umum.   
b. Dari segi bergerak atau tidaknya 
1) Benda tidak bergerak, seperti tanah, sawah, dan bangunan.  
2) Benda bergerak, seperti mobil, sepeda motor, binatang ternak, 
atau benda-benda lainnya.  
c. Dari segi waktu 
1) Wakaf muabbad (selamanya), yaitu wakaf yang berlaku selama-
lamanya tanpa dibatasi waktu.  
2) Wakaf mu’aqqat (dalam jangka waktu tertentu), wakaf yang 
dibatasi waktunya, seperti satu tahun, dua tahun, dan 
seterusnya.  
d. Dari segi penggunaan harta yang diwakafkan 
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1) Wakaf muba>shir/dha>ti<, yaitu harta wakaf yang menghasilkan 
pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung, 
seperti madrasah dan rumah sakit. 
2) Wakaf istithma>ri<, yaitu harta wakaf yang ditujukan untuk 
penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan 
yang dibolehkan syara’ dalam bentuk apapun kemudian hasilnya 
diwakafkan sesuai keinginan wa>qif. 
4. Pada dasarnya, benda wakaf tidak boleh dialihkan dan tidak boleh 
diperjual belikan, karena prinsip wakaf adalah  keabadian (ta’bi<d al-
as}li), dan prinsip kemanfaatan (tasbi<l al-manfa’ah). Namun, jika benda 
wakaf tersebut akan atau sudah rusak, maka boleh untuk menjualnya 
atau menukarnya dengan benda lain agar lebih bermafaat dan tidak sia-
sia. 
5. Benda wakaf tidak boleh ditarik atau diminta kembali oleh yang 
mewakafkan, karena sifat wakaf adalah selama-lamanya dan juga akan 
mengurangi nilai ubu>diyah dari tujuan wakaf itu sendiri, karena pada 
dasarnya harta wakaf adalah milik Allah SWT. Jika ditarik kembali, 
maka itu sama saja dengan menjilat air ludah sendiri. 
6. Menerima wakaf dari orang non-muslim hukumnya boleh selama untuk 
kebaikan atau kemaslahatan umat Islam. 
7. Wakaf tunai dalam hukum Islam boleh, karena mengandung manfaat 
yang besar. Cara wakaf tunai adalah menjadikannya sebagai modal 
usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada mauqu>f ‘alaih. 
 
Latihan 
1. Apa pengertian wakaf ? 
2. Sebutkan rukun dan syarat wakaf dan jelaskan masing-masing ! 
3. Sebutkan macam-macam wakaf dan jelaskan ! 
4. Bagaimana hukum pengalihan dan penjualan benda wakaf ? 
5. Bagaimana hukum penarikan harta wakaf ? 
6. Bagaimana hukum wakaf dari non-muslim ? 
7. Bagaiaman hukum wakaf tunai ? 
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Paket 11 
HIBAH DALAM  




Paket ini akan membahas tentang konsep Islam tentang hibah, yaitu 
Akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang 
dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. 
Kajian dalam paket ini meliputi pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-
rukunnya, macam-macamnya, dan permasalahannya. Paket ini sebagai 
kelanjutan dari paket-paket sebelumnya. Dalam Paket ini, mahasiswa akan 
mengkaji pengertian hibah, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-
macamnya, dan dan permasalahannya.  
Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menjelaskan lebih dahulu 
tujuan perkuliahan paket 11 yang akan dilaksanakan. Harapannya, dengan 
mengetahui tujuan tersebut mahasiswa mendapat gambaran tentang capaian 
yang harus diperoleh mahasiswa. Dosen juga memberikan penjelasan 
tentang alur perkuliahan yang akan dilaksanakan. 
Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan 
laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mengefektifkan 
perkuliahan, serta whiteboard, dan spidol sebagai alat menuangkan 
kreatifitas hasil perkuliahan dengan membuat peta konsep. 
   
Rencana Pelaksanaan Perkuliahan 
Kompetensi Dasar  
Mahasiswa dan mahasiswi mampu memahami hibah, pengertian, dasar 
hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan permasalahannya. 
 
Indikator 
Pada akhir perkuliahan mahasiswa dapat :   
1. Menguraikan wakaf, pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, 
macam-macamnya, dan permasalahannya.  
2. Menyebutkan wakaf, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-
macamnya. 
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1. Pengertian hibah 
2. Dasar hukum hibah 
3. Syarat dan Rukun hibah 
4. Macam-macam hibah 
5. Hibah dan Permasalahannya 
 
Kegiatan Perkuliahan 
Kegiatan Awal (15 menit) 
1. Menjelaskan kompetensi dasar. 
2. Menjelaskan indikator. 
3. Menjelaskan langkah kegiatan perkuliahan paket ini. 
4. Melakukan apersepsi tentang hibah yang terjadi di dalam 
masyarakat. 
Kegiatan Inti (70 menit) 
1. Kelompok mahasiswa yang kebagian tugas mempresentasikan 
makalahnya 
2. Kelompok mahasiswa yang lain menyimak makalah yang 
dipresentasikan 
3. Diskusi dan Tanya jawab terhadap makalah yang dipresentasikan 
4. Penguatan hasil diskusi dari dosen 
5. Dosen memberi kesempatan pada mahasiswa untuk menanyanyakan 
sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi 
Kegiatan Penutup (10 menit) 
1. Menyimpulkan hasil perkuliahan 
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat 
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 
Kegiatan Tindak lanjut (5 menit) 
1. Memberi tugas latihan 
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.. 
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Lembar Kegiatan 
Membuat Peta Konsep (Mind Map) tentang hibah, meliputi pengertian, 
dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan 
permasalahannya. 
                                         
Tujuan 
Mahasiswa dapat membuat peta konsep untuk membangun pemahaman 
tentang hibah, meliputi pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, 
macam-macamnya, dan permsalahannya melalui kreatifitas ungkapan ide 
dari anggota kelompok yang dituangkan  dalam bentuk mind maping.  
 
Bahan dan Alat 
LCD dan laptop, kertas plano, spidol berwarna, dan solasi. 
 
Langkah Kegiatan 
1. Kelompok yang mendapatkan tugas presentasi untuk mengambil tempat 
2. Pilihlah seorang moderator dan seorang notulen untuk menulis setiap 
tanggapan dan pertanyaan yang muncul pada saat diskusi! 
3. Kelompok mempresentasikan makalahnya 
4. Diskusikan makalah yang telah dipresentasikan dengan peserta diskusi! 
5. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok makalah! 
6. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep sebagaimana dalam 
contoh gambar di atas! 
7. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas! 
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(PENGERTIAN, DASAR HUKUM, TUJUAN, SYARAT-




Kata ini merupakan mas}dar dari kata wahaba yang secara bahasa 
adalah at}iyah, berarti pemberian,1 menyalurkan, dan melewatkan.2 Juga bisa 
bermakna hubu>b al-ri>h}, yang berarti berlalunya angin, karena hibah berlalu 
dari  satu tangan ke tangan yang lain. Juga bisa bermakna habba yang 
berarti bangun tidur, karena pelaku hibah telah tergugah untuk melakukan 
kebaikan.2F3  
Pengertian bahasa ini dapat ditemukan dalam al-Qur’an, seperti dalam 
surat Ali Imra>n ayat 38 dan surat S}ad ayat 9, yaitu : 
                         
      
Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya 
Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. 
Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa".4 
                    
Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu 
yang Maha Perkasa lagi Maha pemberi ?.5 
 
Sedangkan secara terminologi, kepemilikan sesuatu benda melalui 
transaksi aqad tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas 
1 Helmi Karim, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993), 73. Lihat juga 
Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 242. 
2 Suhrawardi K. Lubis dan K. Simanjuntak, Hukum Waris Islam, (Jakarta: Sinar Grafindo, 
1995), 40. 
3 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 209. 
4 Al-Qur’an, 3 (Ali Imra>n), 38. 
5 Al-Qur’an, 38 (S}ad): 9. 
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ketika  pemberi masih hidup.6 Sayyid Sa>biq mendefinisikan hibah sebagai 
pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia hidup, tanpa 
adanya imbalan.7 Syamsudin al-Maqdisi<, sebagaimana yang dikutip oleh 
Anwar Sadat, menyatakan, bahwa hibah itu adalah pemberian seseorang 
yang hidup dengan tiada perjanjian untuk mendapatkan balasan yang baik.8 
Atau semacam  akad  atau perjanjian yang menyatakan perpindahan milik 
seorang  kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan 
penggantian sedikitpun.9 Juga bisa didefinisikan sebagai pengeluaran harta 
semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau 
badan sosial, keagamaan, atau untuk kepentingan ilmiah. Juga kepada 
seseorang yang kiranya berhak menjadi ahli waris, si penghibah dapat 
menghibahkannya.10 Dalam KHI dalam pasal 171 huruf g menjelaskan, 
hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari 
seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. 
Definisi yang lebih rinci dan komprehensif dikemukakan ulama 
H}ana>bilah, yaitu:  
 ْ◌َﰎ ِﻟ ْﻴ ُﻚ  َﺟ ِﺋﺎ ِﺰ ﱠﺘﻟا َﺼ ﱡﺮ ِف  َﻣﺎ ًﻻ  َﻣ ْﻌ ُﻠ ْﻮ ًﻣ َاﺎ ْو  َْﳎ ُﻬ ْﻮ ًﻻ  ـَﺗ ْﻌ ُﺬ ُر َﻋ ِﻠ َﻤ ُﻪ َ ْو ُﺟ ْﻮ ًد ُﻣا َﻘ ﱠﺪ ًر َﻋا َﻠﻰ  َﺗ ْﺴ ِﻠ ْﻴ ِﻤ ِﻪ 
 َﻏ َْﲑ  َو ِﺟا ٍﺐ  ِﰱ  ْﻠﻟا َﺤ َﻴ ِةﺎ  ِﺑ َﻼ ِﻋ َﻮ ٍض  
Pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan 
orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, 
baik harta itu tertentu maupun tidak, bendanya ada dan boleh 
diserahkan yang penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup, 
tanpa mengharapkan imbalan”.11 
Dari beberapa definisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa hibah 
adalah akad pemberian yang dilakukan oleh seseorang yang masih hidup 
kepada orang lain, tanpa mengharap imbalan apapun, sebagai wujud rasa 
kasih sayang di antara mereka. 
6 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 466. 
7 Sayyid Sa>biq, Fiqh al-Sunnah, Juz 3, (Kairo: Maktabah Da>r al-Tura>th, t.th.), 315. 
8 Anwar Sadat, Fungsi Hibah Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Kepentingan Anak 
Pada Pembagian Harta Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Kecamatan 
Padang Bolak), (Medan: Tesis, PPs-USU, 2002), 7. 
9 Departemen Agama, Ilmu Fiqih, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana 
Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1986), 19. 
10 Helmi Karim, Fiqh Muamalah, 74. 
11 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 82. 
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Beberapa ulama menyamakan antara hibah dengan hadiah, sebagian 
yang lain membedakannya. Hadiah adalah pemberian dengan tujuan untuk 
menghormati orang yang diberi disamping untuk mendapatkan ganjaran dari 
Allah.12 Menurut Sayyid Sa>biq, hibah itu sama dari segi makna dan 
hukumnya dengan hadiah.13 Adapun Muh}ammad al-Qal’aji membedakan, 
hibah merupakan pemberian murni tanpa imbalan, sedangkan hadiah tidak 
murni pemberian tanpa imbalan, namun ada tujuan tertentu yakni 
adakalanya untuk menyambung tali silaturrah}im, mendekatkan hubungan, 
dan memuliakan.14 
Di samping itu, ulama yang lain memasukkan shadaqah ke dalam 
hibah, seperti Abu> Bakr ibn Muhammad al-Husaini< dalam kitabnya Kifayah 
al-Akhya>r, dengan menyebut, shadaqah adalah menghibahkan sesuatu 
dengan harapan pahala di akhirat.15 Kemudian, Hasbi Ash-Siddieqy 
menyebut wasiyat sebagai hibah. Wasiyat menerutnya adalah suatu akad di 
mana seorang manusia mengharuskan di masa hidupnya mendermakan 
hartanya untuk orang lain yang diberikan sesudah wafatnya.16 
Dari beberapa defines tersebut, maka dapat dibedakan antara hibah, 
hadiah, shadaqah, dan hadiah, sebagai berikut: 
1. Jika pemberian itu dimaksudkan untuk tidak meminta imbalan atau 
penggantian dan dilakukan saat seseorang masih hidup, maka disebut 
hibah. 
2. Jika pemberian itu dimaksudkan untuk menghormati, untuk 
menyambung tali silaturrah}im, mendekatkan hubungan, dan 
memuliakan, maka disebut hadiah. 
3. Jika pemberian itu dimaksudkan hanya untuk mengarap pahala dari 
Allah SWT., maka disebut shadaqah. 
4. Jika pemberian itu dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dan 
diberikan saat setelah orang yang memberi wafat, maka disebut wasiat. 
12 Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 499. 
13 Sayyid Sa>biq, “Fiqhus Sunnah”, dalam al-maktabah asy-sya>milah, al-is}da>r as\-s\a>ni 2.08. 
website: http://www.shamela.ws., juz 2, h. 33. 
14 Muhammad Qal‘aji, “Mu‘jam Lugatil Fuqa>ha>”,  dalam al-maktabah asy-sya>milah, al-is}da>r 
as\-s\a>ni 2.08. website: http://www.shamela.ws., juz 1, h. 493. 
15 Taqiyuddi>n Abu Bakr ibn Muh}ammad al-Husaini<, Kifa>yah al-Akhya>r, (Beiru>t: Da>r al-
Kutub al-‘Ilmiah, t.th.), 323. 
16 Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqih Muamalah, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 
1999), 107. 
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Dasar Hukum Hibah 
Hibah merupakan perbuatan baik sebagai salah satu bentuk tolong 
menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia yang sangat 
bernilai positif. Para ulama Fiqih sepakat mengatakan bahwa hukum hibah 
adalah sunnah.17 Berdasarkan firman Allah dalam al-Qur’an, sebagai 
berikut: 
 ْنَِﺎﻓ ِ َْﱭﻃ  ْﻢُﻜَﻟ  ْﻦَﻋ  ٍﺊْﻴَﺷ  ُﻪْﻨِﻣ ﺎًﺴْﻔَـﻧ  ُﻩْﻮُﻠُﻜَﻓ ﺌْﻴِﻨَﻫ ًﺎ  ًﺎْﺌِﻳﺮَﻣ 
Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari 
maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) 
pemberian itu.18 
ﻰَﺗاَءَو  َلﺎَﻤْﻟا ﻰَﻠَﻋ  ِﻪِّﺒُﺣ يِوَذ  َﰉْﺮُﻘْﻟا ﻰَﻣﺎَﺘَـﻴْﻟاَو  َﲔِﻛﺎَﺴَﻤْﻟاَو  َﻦْﺑاَو  ِﻞﻴِﺒﱠﺴﻟا 
Dan memberilah harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak 
yatim, orang-orang miskin, dan orang musafir (yang memerlukan 
pertolongan).19 
اُﻮﻧَوﺎَﻌَـﺗَو ﻰَﻠَﻋ  ِِّﱪْﻟا ىَﻮْﻘﱠـﺘﻟاَو  َﻻَو اُﻮﻧَوﺎَﻌَـﺗ  َﻠَﻋﻰ  ِْﰒ ِْﻹا  ِناَوْﺪُﻌْﻟاَو 
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjkan) kebajikan dan 
taqwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran.20 
 َﻋ ْﻦ  َا ِﰊ ُﻫ  َﺮ ـْﻳ َﺮ َة  َر ِﺿ َﻲ  ُﷲ  َﻋ ْﻨ ُﻪ  َﻋ ْﻦ  ﱠﻨﻟا ﱠِﱯ  َﺻ َﻠ ُﷲ ﻰ  َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َ َو َﺳ َﻠ َﻢ    َﻗ َلﺎ  َ�) : ِﻧ  َﺴ َءﺎ 
 
ُ
ﳌا ْﺴ ِﻠ َﻤﺎت  َﻻ  َْﲢ ِﻘ َﺮ ﱠن  َﺟ َرﺎ ُة  َِﳉ َﺎ َِﺗﻬر َو ﺎ َﻟ ْﻮ  ِﻓ ْﺮ ِﺳ َﻦ  َﺷ ٍةﺎ ( 
Dari Abu Hurairah ra. : Nabi saw pernah bersabda, “Wahai kaum 
muslimat! Jangan memandang rendah hadiah yang diberikan 
tetanggamu, meskipun sekadar telapak kaki kambing. (HR. Bukha>ri<). 
 َﻋ ْﻦ  َا ِﺑ ُﻫ ﱮ َﺮ ـْﻳ َﺮ َة  َر ِﺿ َﻲ  ُﷲ  َﻋ ْﻨ ُﻪ  َﻋ ْﻦ  َﻨﻟا ِِّﱯ  َﺻ َﻠ ُﷲ ﻰ  َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ  َو َﺳ َﻠ ْﻢ  َﻗ َلﺎ  َﻟ) : ْﻮ  ِﻋد ُﺖﻴ 
 ِا َﱃ ِد  َر ٍعا  َا ْو   ُﻛ َﺮ ٍعا  َﻻ َﺟ ْﺒ ُﺖ  َو َﻟ ْﻮ  ُا ْﻫ ِﺪ  َي  ِا ﱠَﱄ  ِذ َر ُعا  َا ْو    ُﻛ َﺮ ُعا  َﻟ َﻘ ِﺒ ْﻠ ُﺖ (  
Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. : Nabi saw pernah bersabda, “Aku 
akan menerima  undangan bahkan jika seandainya aku diundang untuk 
telapak kaki kambing, dan aku akan menerima hadiah meskipun 
sekadar tangan atau telapak kaki kambing. (HR. Bukha>ri). 
17 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, 83. 
18 Al-Qur’an, 4 (al-Nisa>’): 4. 
19 Ibid., 2 (al-Baqarah): 177. 
20 Ibid., 5 (al-Ma>idah): 2. 
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 َﻋ ْﻦ  َا ِﰉ ُﻫ  َﺮ ـْﻳ َﺮ َة  َر ِﺿ َﻲ  ُﷲ  ـَﺗ َﻌ َﱃﺎ َﻋ  ْﻨ ُﻪ  َﻋ ْﻦ  ﱠﻨﻟا َِﱯ  َﺻ َﻠ ُﷲ ﻰ  َﻋ ْﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠ َﻗ َلﺎ : 
 ََﺗﻬ ُدﺎ ْو َوا ََﲢ ـﱡﺑﺎ ْﻮا  
Dari Abu Hurairah ra., Nabi saw bersabda: Saling memberi hadiahlah 
kamu sekalian, niscaya kamu akan kamu saling mencintai. (HR. 
Bukha>ri<). 
 
Rukun dan Syarat Hibah 
Di kalangan ulama H}ana>fiyah, yang dikenal rukun hibah itu  hanyalah 
ija>b (ungkapan penyerahan/pemberian harta), qabu>l (ungkapan penerimaan), 
dan qabd} (harta itu dapat dikuasai langsung).21 Sedangkan jumhur ulama 
mengemukakan bahwa rukun hibah itu ada empat, yaitu:22 
1. Orang yang menghibahkan (wa>hib) 
a. Penghibah, ialah orang yang memiliki dengan sempurna sesuatu 
atau harta yang akan dihibahkannya. Dalam hibah terjadi 
perpindahan milik, karena itu mustahil seorang yang tidak 
mempunyai milik menghibahkan sesuatu atau barang kepada pihak 
yang lain. 
b. Penghibah itu adalah orang yang telah mempunyai kesanggupan 
melakukan tabarru’. Maksudnya ialah ia telah mursyid, telah dapat 
mempertanggung jawabkan perbuatannya jika terjadi suatu 
persoalan atau perkara di pengadilan yang berhubungan dengan 
hartanya itu. 
c. Penghibah tidak berada di bawah perwalian orang lain, seperti 
karena lemah akalnya ia ditetapkan berada di bawah perwalian.  
d. Penghibah adalah orang yang cakap bertindak hukum, yaitu baligh, 
berakal dan cerdas. Oleh sebab itu, anak kecil dan orang gila tidak 
sah hibahnya, karena mereka termasuk orang-orang yang tidak 
cakap bertindak hukum. 
e. Penghibah melakukan hibah itu dalam keadaan mempunyai ira>dah 
dan ikhtia>r dalam melakukan tindakannya. Seorang mempunyai 
iradah jika orang itu melakukan tindakan atas dasar kehendaknya, 
bukan karena dipaksa, atau suatu keadaan sehingga ia tidak dapat 
21 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, 83. 
22 Ibid., 84. 
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berbuat menurut kehendaknya seperti dalam keadaan mabuk dan 
sebagainya. Seorang dikatakan mempunyai ikhtiar dalam 
tindakannya apabila ia melakukan perbuatan atas pilihannya bukan 
karena dipilih orang lain. Tentu saja pilihan ini terjadi setelah 
memikirkan dengan matang.23 
2. Orang yang menerima hibah (mauhu>b lah) 
Syarat-syarat penerima hibah ialah bahwa ia telah ada dalam arti 
yang sebenarnya, karena itu tidak sah anak yang masih dalam 
kandungan menerima hibah. Hibah itu adalah semacam perpindahan 
milik. Dalam perpindahan milik hendaknya ada dalam arti yang 
sebenarnya, yaitu orang yang akan menerima milik, karena perpindahan 
milik itu langsung terjadi setelah shighat akad diucapkan. Anak yang 
dalam kandungan belum sanggup menerima perpindahan milik itu. Jika 
penerima hibah itu orang yang tidak atau belum mukallaf, maka yang 
bertindak sebagai penerima hibah itu ialah wakil atau walinya atau 
orang yang bertanggung jawab memelihara dan mendidiknya.24 
3. Harta yang dihibahkan (mauhu>b) 
Barang hibah yaitu sesuatu atau harta yang dihibahkan. Syarat-
syaratnya ialah: 
a. Barang hibah itu telah ada dalam arti yang sebenarnya waktu hibah 
itu dilaksanakan. Tidak sah dihibahkan seperti rumah yang belum 
dibangun, atau tanah yang belum selesai di balik atas nama 
penghibah atau sebagainya.25 
b. Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara'. Apabila 
harta itu tidak bernilai dalam pandangan syara', tidak sah 
dihibahkan, seperti darah dan minuman keras. 
c. Harta itu merupakan milik orang yang menghibahkannya. Oleh 
sebab itu, harta yang bersifat mubah, seperti ladang tandus yang 
tidak punya pemilik tidak boleh dihibahkan, karena setiap orang 
mempunyai hak atas tanah itu, kecuali apabila tanah itu telah sah 
menjadi miliknya. Demikian juga halnya dengan harta orang lain 
yang ada di tangannya sebagai amanah tidak boleh dihibahkan. 
23 Asymuni, Ilmu Fiqh 3, (Jakarta: Pertais dan Depag, 1986), 202. 
24 Ibid., 203. 
25 Ibid. 
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d. Menurut ulama H}ana>fiyah apabila harta yang dihibahkan itu 
berbentuk rumah harus bersifat utuh, sekalipun rumah itu boleh 
dibagi.26 Akan tetapi, ulama Ma>likiyah, Sha>fi’iyah, dan Hana>bilah 
mengatakan bahwa menghibahkan sebagian rumah boleh saja dan 
hukumnya sah.27 
e. Harta yang dihibahkan itu terpisah dari yang lainnya dan tidak 
terkait dengan harta atau hak lainnya, karena prinsip barang yang 
dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah 
akad dinyatakan sah. Apabila seseorang menghibahkan sebidang 
tanah, tetapi di tanah itu ada tanaman orang yang menghibahkan, 
maka hibah tidak sah. Begitu juga apabila seseorang menghibahkan 
sebuah rumah, sedangkan rumah itu ada barang orang yang 
menghibahkan, maka hibahnya juga tidak sah. Dalam permasalahan 
ini muncul pula persoalan menghibahkan sapi yang masih hamil. 
Orang yang menghibahkan sapi itu menyatakan bahwa yang 
dihibahkan hanya induknya saja, sedangkan anak yang dalam perut 
induknya tidak. Hibah seperti ini pun hukumnya tidak sah. 
f. Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai (al-qabd}) 
penerima hibah. Menurut sebagian ulama H}ana>fiyah dan sebagian 
ulama H}ana>bilah, syarat ini malah dijadikan rukun hibah, karena 
keberadaannya sangat penting. Ulama H}ana>fiyah, Sha>fi’iyah, dan 
ulama H}ana>bilah lainnya mengatakan al-qabd} (penguasaan terhadap 
harta itu) merupakan syarat terpenting sehingga hibah tidak 
dikatakan sah dan mengikat apabila syarat tidak dipenuhi. Akan 
tetapi, ulama Malikiyah menyatakan bahwa al-qabd} hanyalah syarat 
penyempurnaan saja, karena dengan adanya akad hibah, hibah itu 
telah sah. 28 
Al-qabd} didefinisikan sebagai tindakan penerima hibah untuk 
menerima serahan, memegang, menguasai barang yang diberi oleh 
penghibah dan menjadikan barang itu sebagai harta milikannya.29 
26 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, 84. 
27 Abu> al-Wa>lid Muh}ammad ibn Ah}mad ibn Muh}ammad Ibn Rushd, Bida>yah al-Mujtahid wa 
Niha>yah al-Muqtas}id, Jilid 2, (Beirut: Da>r al-Ji<l, 1409 H/1989), 446. 
28 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, 84. 
29 Abu>  Bakr bin Mas’u>d al-Kasani<, Badai al-Sanai<‘fi Tarti<b al-Shara>’i, Juz VII, (Beiru>t: Da>r 
al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), 104-105. 
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Berkaitan dengan al-qabd} ini para ahli membagi menjadi 
dua, yaitu: pertama, al-qabd} secara langsung, yaitu penerimaan 
hibah langsung menerima hibah yang dihibahkan itu dari pemberi 
hibah. Oleh karena itu, penerima hibah disyaratkan orang yang telah 
cakap bertindak hukum,30 kedua, al-qabd} melalui penguasa 
pengganti. Kuasa hukum dalam menerima harta hibah ini ada dua, 
yaitu: 
1) Apabila yang menerima hibah adalah seseorang yang tidak atau 
belum cakap bertindak hukum, maka yang menerima hibahnya 
adalah walinya. 
2) Apabila harta yang dihibahkan itu berada di tangan penerima 
hibah, seperti harta itu merupakan titipan di tangannya, atau 
barang itu ia ambil tanpa izin (al-gasb), maka tidak perlu lagi 
penyerahan dengan al-qabdh, karena harta yang dihibahkan 
telah berada di tangan penguasaan penerima hibah.31 
4. S}i>ghat hibah 
S}i>ghat hibah, ialah kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang 
melakukan hibah. Karena hibah yang semacam akad, maka s}i>ghat hibah 
terdiri atas ija>b dan qabu>l. Ija>b ialah kata-kata yang diucapkan oleh 
penghibah, sedang qabu>l diucapkan oleh orang yang menerima hibah. 
Contoh s}i>ghat hibah ialah, si A berkata kepada si B: “Aku hibahkan 
kepadamu B sebidang tanahku yang luasnya 400 m2, yang terletak di 
desa X, kecamatan Y”. Si B menjawab : “Aku terima hibah A itu”. 
Sejak waktu itu tanah milik A beralih menjadi milik B.  
Ma>likiyah dan Sha>fi’iyah berpendapat bahwa setiap hibah harus ada 
ija>b dan qabu>l-nya, tidak sah suatu hibah tanpa ada kedua macam s}i>ghat 
hibah itu.32 Sedangkan kalangan ulama H}ana>fiyah berpendapat bahwa 
ija>b saja sudah cukup tanpa diikuti dengan qabu>l, dengan kata lain hibah 
merupakan pernyataan sepihak. Adapun ulama’ Hanabilah berpendapat 
bahwa hibah itu sah dengan pemberian yang menunjukkan keterkaitan 
dengannya, hal ini berdasarkan tindakan Nabi dan para sahabat yang 
30 Ibid., 84. 
31 Ibid., 85. 
32 Ibid., 201. 
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melakukan hibah tanpa mensyaratkan adanya ija>b dan qabu>l.33 
Menyangkut ija>b dan qabu>l, yaitu adanya pernyataan, dalam hal ini dapat 
saja dalam bentuk lisan atau tulisan. Dalam Kompilasi Hukum Islam 
disebutkan keharusan untuk menghadirkan dua orang saksi. KHI pasal 
210, menyebutkan, bahwa orang yang telah berumur sekurang-
kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa paksaan, dapat 
menghibahkan sebanyak-banyaknya-banyaknya 1/3 harta bendanya 
kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk 
dimiliki. 
Macam-macam Hibah 
Secara umum, hibah dapat diklasifkasi menjadi beberapa macam, 
sebagai berikut : 
1. Hibah Ditinjau dari Pemberi Hibah 
a. Pemberi Hibah adalah Allah SWT. 
Hibah dari Allah semacam ini dapat dilihat, sebagaimana 
dalam doa Nabi Ibrahim As. dalam al-Qur’an : 
                
(Ibrahim berdoa): "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku Hikmah dan 
masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh.34 
 
Ayat diatas merupakan salah satu contoh hibah yang mana 
diberikan oleh Allah SWT, hibah semacam ini merupakan sebuah 
anugerah dan karunia-Nya. Kata hikmah diatas dimaksudkan agar 
Nabi Ibrahim dijadikan orang yang bijaksana. Dan pemberian 
anugerah dari Allah SWT merupakan jawaban atas doa yang 
dipanjatkan hamba pada-Nya.35 
b. Pemberi Hibah adalah Manusia 
Dalam pengertian ini dapat dilihat dalam al-Qur’an surat al-
Baqarah ayat 177, sebagai berikut : 
33 Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Juz 3, 390. 
34 Al-Qur’an, 23 (al-Shu’ara>’), 83. 
35 Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, Tafsir Al-Azhar Juz III, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 
1988), 356. 
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                                    
                               
                                
                           
                            
    
Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu 
kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman 
kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-
nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, 
anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan 
pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan 
(memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan 
zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, 
dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan 
dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar 
(imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.36 
Ayat diatas merupakan anjuran untuk berbagi memberi harta baik 
berupa hibah ataupun shadaqah pada orang-orang yang kita cintai dan 
kasihi, juga orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita.37 
2. Hibah Ditinjau dari Barang Hibah 
a. Hibah barang  
Hibah barang yaitu memberikan harta atau barang kepada 
pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau 
barang tersebut, yang pemberiannya tanpa ada tendensi (harapan) 
apapun. Misalnya  menghibahkan rumah, sepeda motor, baju dan 
sebagainya. 
b. Hibah manfaat 
36 Al-Qur’an, 2 (al-Baqarah), 177. 
37 Abdu Shomad, Hukum Islam – Panorama Prinsip Syariah dalam Hukum di Indonesia, 
(Jakarta: Cakrawala Publishing, 2002), 243. 
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Hibah manfaat yaitu memberikan harta kepada pihak lain 
agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu, namun 
materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah. 
Dengan kata lain, dalam hibah manfaat itu si penerima hibah hanya 
memiliki hak guna atau hak pakai saja.  
Hibah manfaat ini terdiri dari, sebagai berikut: 38 
1) Hibah mu’abbad (selama-lamanya) 
Mu’abbad disini dimaksudkan pada kepemilikan penerima 
hibah terhadap barang hibah yang diterimanya. Kata mua`bbad 
sendiri dapat diartikan dengan selamanya atau sepanjang masa. 
Hibah dalam kategori ini tidak bersyarat, barang sepenuhnya 
menjadi milik penerima hibah (mauhu>b lah). Sehingga dia 
mampu melakukan tindakan hukum pada barang tersebut tanpa 
ada batasan waktu. 
2) Hibah mu’aqqat/mu’ajjalah (dibatasi waktu) 
Hibah jenis mua`qqat merupakan hibah yang dibatasi 
karena ada syarat-syarat tertentu dari pemberi hibah berkaitan 
dengan tempo atau waktu. Harta yang dihibahkan biasanya 
hanya berupa manfaat, sehingga penerima hibah tidak 
mempunyai hak milik sepenuhnya untuk melakukan tindakan 
hukum.  
Hibah semacam ini terdiri dari dua bentuk hibah yang 
bersyarat,39 yaitu al-‘umra> dan al-ruqba>. Al-‘umra> adalah hibah 
yang hanya diberikan pada seseorang (penerima hibah) 
sepanjang hidupnya. Jika penerima hibah itu meninggal maka 
harta yang dihibahkan kembali pada penghibah atau ahli 
warisnya, dan jika orang yang menerima hibah itu tidak ada ahli 
warisnya maka barang yangdihibahkan itu diserahkan kepada 
bait al-ma>l dan tidak dikembalikan kepada orang yang memberi 
hibah.40 Al-ruqba> yang pemberian dengan syarat bahwa hak 
kepemilikankembali kepada si pemberi apabila si penerima 
38 Ibid. 
39 Sayyid Sa>biq,  Fiqh al-Sunnah Juz V. (Jakarta. Cakrawala Publishing, 2009), 565. 
40 Abu> al-Wa>lid Muh}ammad ibn Ah}mad ibn Muh}ammad Ibn Rushd, Bida>yah al-Mujtahid wa 
Niha>yah al-Muqtas}id, 248. 
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meninggal terlebih dahulu, jika yang memberi meninggal 
dahulu, maka hak pemilikan tetap menjadihak si penerima.41 
Hibah mu’ajjalah dapat juga dikategorikan hibah pinjaman 
(‘a>riyah), karena setelah lewat jangka waktu tertentu, barang 
yang dihibahkan manfaatnya harus dikembalikan. 
Mengenai hibah ini ulama terbagi menjadi tiga kelompok, 
sebagai berikut: pertama, bahwa hibah tersebut merupakan 
hibah yang terputus sama sekali. Yakni bahwa  hibah tersebut 
adalah hibah terhadap pokok barangnya.  Pendapat  ini 
dikemukakan oleh  Ima>m  Shafi’i,  Abu>  Hani>fah, Ah}mad dan 
segolongan fuqaha, kedua, bahwa orang yang diberi hibah itu 
hanya memperoleh manfaatnya saja. Apabila orang tersebut 
meninggal dunia, maka pokok barang tersebut kembali kepada 
pemberi hibah atau ahli warisnya. Pendapat ini dikemukakan 
oleh Ima>m Ma>lik dan para pengikutnya. Selanjutnya beliau 
berpendapat bahwa apabila dalam akad tersebut disebutkan 
keturunan, sedang keturunan ini sudah habis, maka pokok 
barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli 
warisnya, ketiga, apabila pemberi hibah  berkata, “barang ini, 
demi umurku, adalah untukmu dan keturunanmu, maka barang 
tersebut menjadi milik orang yang diberi hibah, barang tersebut 
kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya. Pendapat ini 
dikemukakn oleh Dau>d dan Abu> Thau>r.42 
 
Hibah dan Permasalahannya 
1. Hibah Orang Tua kepada Anak 
Ulama sepakat bahwa orang tua boleh menghibahkan harta 
kepada ahli warisnya. Hanya saja ulama mensyaratkan harus bersikap 
adil terhadap anak-anaknya tersebut. Orang tua, tidak boleh melebihkan 
antara satu dengan yang lainnya. Imam Malik berpendapat bahwa wajib 
41 Hasbi Ash-Shiddieqy, Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7, Cet. III,  (Semarang: PT. Pustaka 
Rizki Putra, , 2001), 314. 
 
42 Abu> al-Wa>lid Muh}ammad ibn Ah}mad ibn Muh}ammad Ibn Rushd, Bida>yah al-Mujtahid wa 
Niha>yah al-Muqtas}id, 248. 
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hukumnya bagi orang tua untuk tidak menghibahkan seluruh hartanya 
kepada salah seorang dari anaknya, maka dilarang bagi seseorang untuk 
mengutamakan sebagian anaknya dengan pemberian seluruh hartanya.43 
Namun, ulama berbeda dalam memaknai adil tersebut. Ulama terbagi 
menjadi dua kelompok, pertama, harus disamakan, kedua, pembagian 
susuai dengan hukum waris, yaitu perbandingan antara laki-laki dan 
perempuan, 2:1.44 
Terlepas dari perbedaan tersebut, bahwa menghibahkan seluruh 
harta kepada salah satu anak merupakan perbuatan yang tidak 
dibolehkan. Hal ini untuk menjaga agar anak yang ditinggalkan tidak 
menjadi orang-orang yang fakir atau miskin. Dalam konteks ini ada 
kewajiban pada diri masing-masing untuk mensejahterakan keluarga. 
Seandainya perbuatan yang dilakukan itu menyebabkan keluarga jatuh 
dalam keadaan miskin, maka samalah ia menjerumuskan sanak 
keluarganya kegerbang kekafiran.45 
Dalam KHI pasal 211, disebutkan bahwa hibah dan orang tua 
kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pengertian 
“dapat” dalam pasal tersebut bukan berarti imperatif (harus), tetapi 
merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk 
menyelesaikan sengketa warisan. Sepanjang para ahli waris tidak ada 
yang mempersoalkan hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli 
waris, maka harta warisan yang belum dihibahkan  dapat dibagikan 
kepada semua ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing. Tetapi 
apabila ada sebagian ahli waris yang mempersoalkan hibah yang 
diberikan kepada sebagian ahli waris lainnya, maka hibah tersebut dapat 
diperhitungkan sebagai harta warisan, dengan cara mengkalkulasikan 
hibah yang sudah diterima dengan porsi warisan yang seharusnya 
diterima, apabila hibah yang sudah diterima masih kurang dari porsi 
warisan maka tinggal menambah kekurangannya, dan kalau melebihi 
dari porsi warisan maka kelebihan hibah tersebut dapat ditarik kembali 
43 Ibid., 211. 
44 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Materiel Dalam Praktek Peradilan Agama, (Jakarta: 
Pustaka Bangsa Press, 2003), 185-186. 
45 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media 
Group, 2006), 139. 
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untuk diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan dari porsinya.46 
Hal ini bermakna, kalau anak sebagai ahli waris sudah mendapat bagian 
tertentu melalui hibah, maka pemberian itu sudah diperhitungkan 
sebagai pembagian harta warisan sehingga bila ayah atau ibu meninggal 
dunia, maka pembagian harta warisan tidak dilakukan lagi karena 
pengaturan harta benda tersebut sudah sesuai dengan kehendak si 
pewaris ketika ia masih hidup. Selain itu, kalau pada saat meninggalnya 
orang tua masih ada sisa harta yang telah dihibahkan dan masih ada ahli 
waris yang masih kurang bagiannya atau belum mendapatkan hibah, 
maka dalam pembagian harta warisan akan diseimbangkan bagian di 
antara para ahli waris.47 
Namun, jalan yang terbaik adalah musyawarah di antara anggota 
keluarga tentang bagian masing-masing, sehingga tercapai kata sepakat 
di antara mereka agar kerukunan, kebersamaan, dan kasih-sayang dapat 
selalu tumbuh di antara mereka. 
2. Batasan Hibah 
Hibah yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, pada 
dasarnya tidak ada batasnya, semua tergantung pada si pemberi, bahkan 
boleh menghibahkan seluruh harta yang dimiliknya,48 sebab dalam  
kasus ini yang empunya melepaskan sendiri segala hak secara langsung 
hartanya.49 Menurut Sayyid Sa>biq, bahwa jumhur ulama telah 
berpendapat, seseorang boleh menghibahkan semua apa yang 
dimilikinya kepada orang lain.50  
Selain itu, sebagian ulama melarang menghibahkan seluruh 
hartanya. Ulama H}ana>fiyah dan Muhammad  Ibn al- H}asan 
mengemukakan bahwa tidak sah menghibahkan semua harta, meskipun 
46 Dede Ibin, “Hibah, Fungsi Dan Korelasinya dengan Ke Warisan”, 
http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/WACANA%20HUKUM%20ISLAM/Hibah.pdf, 20 
September 2013. 
47 Ali Bungasaw dalam Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2006), 25. 
48 Zakiah Daradjat, dkk., Ilmu Fiqih, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 178.  
49 Abdur Rahman I Doi, Hudud dan Kewarisan, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), 
199. 
50 Sayyid Sa>biq, Fikih Sunnah Jilid 14, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988), 167. 
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untuk keperluan kebaikan. Mereka menganggap orang yang berbuat 
demikian itu sebagai orang dungu yang wajib dibatasi tindakannya.51 
Dalam KHI pasal 210 disebutkan bahwa seseorang hanya dapat 
menghibahkan  sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang 
lain atau lembaga. 
3. Pencabutan Hibah 
Pada dasarnya barang telah dihibahkan tidak boleh dicabut 
kembali, karena mencabut sesuatu yang telah diberikan adalah 
perbuatan yang sangat buruk.52 
 Namun, menurut H}ana>fiyah, bahwa akad hibah itu tidak 
mengikat, oleh sebab itu pemberi hibah boleh saja mencabut kembali 
hibahnya.53 Pendapat mereka berdasarkan hadith Nabi SAW.: 
ﺐﻫاﻮﻟا ﻖﺣأ ﻪﺘﺒﺑﻬ ﱂﺎﻣ ﺖﺒﺜﻳ ﺎﻬﻨﻣ 
Pemberi hibah lebih berhak atas barang yang dihibahkan selama 
tidak ada pengganti. (HR. Ibn Ma>jah dan al-Da>ruqut}ni<). 
 
Sedangkan, jumhur ulama, bahwa pemberi hibah tidak boleh 
menarik kembali/mencabut hibahnya dalam keadaan apa pun, walaupun 
diantara suami istri atau saudara,54 kecuali apabila pemberi hibah itu 
adalah ayah dan penerima hibah adalah anaknya sendiri.55 Hal ini 
berdasarkan hadith Nabi SAW. : 
ﻦﻋ ﻦﺑا سﺎﺒﻋ ﻦﺑاو ،ﺮﻤﻋ نا ﱮﻨﻟا ﻰﻠﺻ ﷲ ﻪﻴﻠﻋ ﻢﻠﺳو لﺎﻗ )ﻞﳛﻻ ﻞﺟﺮﻟ 
نا ﻲﻄﻌﻳ ﺔﻴﻄﻋ وا ﺐﻬﻳ ،ﺔﺒﻫ ﻊﺟﲑﻓ ،ﺎﻬﻴﻓ ﻻا ﺪﻟاﻮﻟا ﺎﻤﻴﻓ ﻲﻄﻌﻳ ،ﻩﺪﻟو 
ﻞﺜﻣو يﺬﻟا اﻮﻄﻌﻳ ﺔﻴﻄﻌﻟا ﰒ ﻊﺟﺮﻳ ﺎﻬﻴﻓ  ﻞﺜﻤﻛ ﺐﻠﻜﻟا ﻞﻛ� ذﺎﻓ ﻊﺒﺷ ءﺎﻗ ﰒ 
دﺎﻋ ﰱ ﻪﺌﻴﻗ .(اورﻩ دوادﻮﺑا ﻰﺋﺎﺴﻨﻟاو ﻦﺑاو ﻪﺟﺎﻣ يﺬﻣﱰﻟاو 
Dari Ibn ‘Abba>s dan Ibn ‘Umar, Nabi SAW., bersabda: Tidak boleh 
(tidak halal) bagi seorang yang telah memberi atau menghibahkan 
51 Chairuman Pasaribu, dan Suhrawarni K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: 
Sinar Grafika, 1994), 118. 
52 Thahir Abdul Muslim Suaiman, Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islami, (Bandung: 
PT. Al-Ma’arif, 1985), 218. 
53 Sayyid Sa>biq, Fiqh Sunnah, (Mesir: al-Fath} al-‘Ilm al-‘Arabi<, 2004), 1071. 
54 Ibid. 
55 Abu> al-Wa>lid Muh}ammad ibn Ah}mad ibn Muh}ammad Ibn Rushd, Bida>yah al-Mujtahid wa 
Niha>yah al-Muqtas}id, 334. 
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hartanya kemudian mengambilnya kembali, kecuali ayah yang 
memberikan kepada anaknya, sebab perumpamaan orang yang 
mengambil kembali pemberiaannya seperti anjing yang makan dan 
ketika kenyang muntah kemudian dia memakan muntahnya 
kembali. (HR. Abu> Dawu>d, al-Nasa>’i, Ibn Ma>jah, dan al-
Turmudhi<). 
Demikan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 212 
menyebutkan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah 
orang tua kepada anaknya. 
 
Rangkuman 
1. Hibah adalah akad pemberian yang dilakukan oleh seseorang yang 
masih hidup kepada orang lain, tanpa mengharap imbalan apapun, 
sebagai wujud rasa kasih sayang di antara mereka. 
2. Rukun hibah itu ada empat, yaitu: (a) orang yang menghibahkan 
(wa>hib), disyaratkan orang yang memiliki dengan sempurna sesuatu 
atau harta yang akan dihibahkannya, orang yang telah mempunyai 
kesanggupan melakukan tabarru’, tidak berada di bawah perwalian 
orang lain, orang yang cakap bertindak hukum, yaitu baligh, berakal dan 
cerdas, mempunyai ira>dah dan ikhtia>r dalam melakukan tindakannya; 
(b) orang yang menerima hibah (mauhu>b lah), disyaratkan ia telah ada 
dalam arti yang sebenarnya, karena itu tidak sah anak yang masih dalam 
kandungan menerima hibah, harus mukallaf. Jika penerima hibah itu 
orang yang tidak atau belum mukallaf, maka yang bertindak sebagai 
penerima hibah itu ialah wakil atau walinya atau orang yang 
bertanggung jawab memelihara dan mendidiknya; (c) harta yang 
dihibahkan (mauhu>b), syarat-syaratnya ialah, barang hibah itu telah ada 
dalam arti yang sebenarnya waktu hibah itu dilaksanakan, bernilai harta 
menurut syara', milik orang yang menghibahkannya, menurut ulama 
H}ana>fiyah apabila harta yang dihibahkan itu berbentuk rumah harus 
bersifat utuh, sekalipun rumah itu boleh dibagi. Akan tetapi, ulama 
Ma>likiyah, Sha>fi’iyah, dan Hana>bilah mengatakan bahwa 
menghibahkan sebagian rumah boleh saja dan hukumnya sah, terpisah 
dari yang lainnya dan tidak terkait dengan harta atau hak lainnya, dan 
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itu dapat langsung dikuasai (al-qabd}) penerima hibah; (d) s}i>ghat hibah, 
ialah kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang melakukan hibah.  
3. Secara umum, hibah ada dua macam, yaitu (a) hibah ditinjau dari 
pemberi hibah ada dua, yaitu pemberi hibah adalah Allah SWT., seperti 
dalam al-Qur’an surat al-Shu’ara>’ ayat 83 yang menjelaskan bahwa 
Allah telah memberikan hikmah kepada Nabi Ibrahim As., dan pemberi 
hibah adalah manusia, yaitu berbagi memberi harta baik berupa hibah 
ataupun shadaqah pada orang-orang yang kita cintai dan kasihi, juga 
orang-orang yang membutuhkan; (b) hibah ditinjau dari barang hibah, 
ada dua macam, yaitu hibah barang, yaitu memberikan harta atau 
barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta 
atau barang tersebut, yang pemberiannya tanpa ada tendensi (harapan) 
apapun, dan hibah manfaat yaitu memberikan harta kepada pihak lain 
agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu, namun materi 
harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah. 
4. Hibah orang tua kepada anak harus dengan cara-cara yang adil. Orang 
tua, tidak boleh melebihkan antara satu dengan yang lainnya. Orang tua 
wajib untuk mensejahterakan keluarga. Seandainya perbuatan yang 
tidak adil itu dilakukan bisa menyebabkan keluarga jatuh dalam 
keadaan miskin, maka samalah ia menjerumuskan sanak keluarganya ke 
gerbang kekafiran. Namun, agar tetap terjalin kebersamaan, rasa kasih-
sayang di antara anggota keluarga, maka jalan musyawarah menjadi 
jalan yang terbaik. 
5. Hibah yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, pada dasarnya 
tidak ada batasnya, semua tergantung pada si pemberi, bahkan boleh 
menghibahkan seluruh harta yang dimiliknya. Namun, dalam KHI pasal 
210 disebutkan bahwa seseorang hanya dapat menghibahkan  sebanyak-
banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. 
6. Hibah merupakan pemberian yang tidak boleh dicabut kembali, kecuali 
hibah orang kepada anak-anaknya. 
 
Latihan 
1. Apa pengertian hibah ? 
2. Sebutkan rukun dan syarat hibah dan jelaskan masing-masing ! 
3. Sebutkan macam-macam hibah dan jelaskan ! 
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4. Bagaimana hukum hibah orang tua kepada anak ? 
5. Bagaimana batasan hibah ? 
6. Bagaimana hukum pencabutan hibah ? 
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Paket 12 
TAFLI<S DALAM  




Paket ini akan membahas tentang konsep Islam tentang tafli<s, yaitu 
seseorang yang menghabiskan seluruh hartanya hingga tidak ada yang 
tersisa sedikitpun baginya karena digunakan untuk membayar hutang-
hutangnya. Kajian dalam paket ini meliputi pengertian tafli<s, dasar hukum, 
tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan permasalahannya. Paket 
ini sebagai kelanjutan dari paket-paket sebelumnya. Dalam Paket ini, 
mahasiswa akan mengkaji pengertian tafli<s, dasar hukum, tujuan, syarat-
rukunnya, macam-macamnya, dan dan permasalahannya.  
Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menjelaskan lebih dahulu 
tujuan perkuliahan paket 12 yang akan dilaksanakan. Harapannya, dengan 
mengetahui tujuan tersebut mahasiswa mendapat gambaran tentang capaian 
yang harus diperoleh mahasiswa. Dosen juga memberikan penjelasan 
tentang alur perkuliahan yang akan dilaksanakan. 
Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan 
laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mengefektifkan 
perkuliahan, serta whiteboard, dan spidol sebagai alat menuangkan 
kreatifitas hasil perkuliahan dengan membuat peta konsep. 
   
Rencana Pelaksanaan Perkuliahan 
Kompetensi Dasar  
Mahasiswa dan mahasiswi mampu memahami tafli<s, pengertian, dasar 
hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan permasalahannya. 
 
Indikator 
Pada akhir perkuliahan mahasiswa dapat :   
1. Menguraikan tafli<s, pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, 
macam-macamnya, dan permasalahannya.  
2. Menyebutkan tafli<s, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-
macamnya. 

































Tafli<s dalam Hukum 
 Ekonomi Dan Bisnis Islam 






1. Pengertian tafli<s 
2. Dasar hukum tafli<s 
3. Syarat dan Rukun tafli<s 
4. Macam-macam tafli<s 
5. Tafli<s dan Permasalahannya 
 
Kegiatan Perkuliahan 
Kegiatan Awal (15 menit) 
1. Menjelaskan kompetensi dasar. 
2. Menjelaskan indikator. 
3. Menjelaskan langkah kegiatan perkuliahan paket ini. 
4. Melakukan apersepsi tentang tafli<s yang terjadi di dalam 
masyarakat. 
Kegiatan Inti (70 menit) 
1. Kelompok mahasiswa yang kebagian tugas mempresentasikan 
makalahnya 
2. Kelompok mahasiswa yang lain menyimak makalah yang 
dipresentasikan 
3. Diskusi dan Tanya jawab terhadap makalah yang dipresentasikan 
4. Penguatan hasil diskusi dari dosen 
5. Dosen memberi kesempatan pada mahasiswa untuk menanyanyakan 
sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi 
Kegiatan Penutup (10 menit) 
1. Menyimpulkan hasil perkuliahan 
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat 
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 
Kegiatan Tindak lanjut (5 menit) 
1. Memberi tugas latihan 
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.. 
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Lembar Kegiatan 
Membuat Peta Konsep (Mind Map) tentang tafli<s, meliputi pengertian, 
dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan 
permasalahannya. 
                                         
Tujuan 
Mahasiswa dapat membuat peta konsep untuk membangun pemahaman 
tentang tafli<s, meliputi pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, 
macam-macamnya, dan permsalahannya melalui kreatifitas ungkapan ide 
dari anggota kelompok yang dituangkan  dalam bentuk mind maping.  
 
Bahan dan Alat 
LCD dan laptop, kertas plano, spidol berwarna, dan solasi. 
 
Langkah Kegiatan 
1. Kelompok yang mendapatkan tugas presentasi untuk mengambil tempat 
2. Pilihlah seorang moderator dan seorang notulen untuk menulis setiap 
tanggapan dan pertanyaan yang muncul pada saat diskusi! 
3. Kelompok mempresentasikan makalahnya 
4. Diskusikan makalah yang telah dipresentasikan dengan peserta diskusi! 
5. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok makalah! 
6. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep sebagaimana dalam 
contoh gambar di atas! 
7. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas! 
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(PENGERTIAN, DASAR HUKUM, TUJUAN, SYARAT-




Tafli>s atau ifla>ss secara etimologi berarti jatuh miskin,1 tidak 
memiliki harta.2 Sedang orang yang pailit disebut muflis.3 Dalam bahasa 
Indonesia, tidak memiliki harta disebut pailit atau bangkrut.  
Dalam istilah Islam, kata muflis menunjukkan kepada dua keadaan, 
yaitu bersifat ukhrawi<  dan bersifat duniawi<. Bersifat ukhrawi<  dapat dilihat 
melalui hadith Nabi SAW. dari Abu> Hurairah ra. : 
 َنوُرْﺪََﺗأ  ِﻦَﻣ  ُﺲِﻠْﻔُﻤْﻟا اﻮُﻟَﺎﻗ  ُﺲِﻠْﻔُﻤْﻟا ﺎَﻨﻴِﻓ  ْﻦَﻣ  َﻻ  َﻢَﻫْرِد  ُﻪَﻟ  َﻻَو  َعﺎَﺘَﻣ  َلﺎَﻘَـﻓ  ﱠنِإ 
 َﺲِﻠْﻔُﻤْﻟا  ْﻦِﻣ  ِﱵﱠُﻣأ  ْﻦَﻣ  ِﰐْ�َ  َمْﻮَـﻳ  ِﺔَﻣﺎَﻴِﻘْﻟا  ٍةَﻼَﺼِﺑ  ٍمﺎَﻴِﺻَو  ٍةﺎََﻛزَو  ِﰐْ�ََو  ْﺪَﻗ  َﻢَﺘَﺷ 
اَﺬَﻫ  َﺬَﻗَو َف اَﺬَﻫ  َﻞَﻛَأَو  َلﺎَﻣ اَﺬَﻫ  َﻚَﻔَﺳَو  َمَد اَﺬَﻫ  َبَﺮَﺿَو اَﺬَﻫ ﻰَﻄْﻌُـﻴَـﻓ اَﺬَﻫ 
 ْﻦِﻣ  ِِﻪﺗﺎَﻨَﺴَﺣ اَﺬَﻫَو  ْﻦِﻣ  ِِﻪﺗﺎَﻨَﺴَﺣ  ْنَِﺈﻓ  ْﺖَﻴَِﻨﻓ  ُُﻪﺗﺎَﻨَﺴَﺣ  َﻞْﺒَـﻗ  ْنَأ ﻰَﻀْﻘُـﻳ ﺎَﻣ  ِﻪْﻴَﻠَﻋ 
 َﺬِﺧُأ  ْﻦِﻣ  ْﻢُﻫ�ََﺎﻄَﺧ  ْﺖَِﺣُﺮﻄَﻓ  ِﻪْﻴَﻠَﻋ  ﱠُﰒ  َِحُﺮﻃ  ِﰲ  ِرﺎﱠﻨﻟا 
“Apakah kalian tahu siapa muflis (orang yang pailit) itu?”. Para 
sahabat menjawab: “Muflis (orang yang pailit) itu adalah yang tidak 
mempunyai dirham maupun harta benda”. Tetapi Nabi SAW. berkata: 
“Muflis (orang yang pailit) dari umatku ialah, orang yang datang pada 
hari kiamat membawa (pahala) shalat, puasa dan zakat, namun (ketika 
di dunia) dia telah mencaci dan (salah) menuduh orang lain, makan 
harta, menumpahkan darah dan memukul orang lain (tanpa hak). 
Maka orang-orang itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikannya. 
Jika telah habis kebaikan-kebaikannya, maka dosa-dosa mereka akan 
ditimpakan kepadanya, kemudian dia akan dilemparkan ke dalam 
neraka”. (HR. Muslim). 
1Abu Bakr Jabr al-Jazairi, Ensiklopedia Muslim, Minhajul Muslim, Edisi Revisi, (Jakarta: 
Islam Kaffah, 2005), 201. 
2 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah), (Jakarta: PT. 
Raja Grafindo Persada, 2003), 195. 
3 Ibid. 
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Sedangkan keadaaan muflis yang bersifat duniawi<, banyak bicarakan 
oleh para ahli fikih, yaitu orang yang jumlah hutangnya melebihi jumlah 
harta yang ada (di tangannya). Dinamakan demikian, karena dia menjadi 
orang yang hanya memiliki fulu>s (uang pecahan atau recehan) setelah 
sebelumnya memiliki dirham dan dinar. Ini mengisyaratkan bahwa ia tidak 
lagi memiliki harta selain yang paling rendah nilainya. Atau karena dia 
terhalang dari membelanjakan hartanya, kecuali uang pecahan (receh) yang 
disebut fulus untuk membelanjakan sesuatu yang tak berharga. Atau orang 
yang kondisinya berubah menjadi tidak memiliki uang sepeser pun.4 
Adapun secara terminologi tafi<s (pailit) itu diucapkan untuk dua 
makna; pertama, apabila hutang itu menghabiskan harta orang yang 
berhutang (debitur), sehingga hartanya itu tidak sanggup lagi melunasi 
hutangnya, kedua, jika seseorang itu sama sekali tidak mempunyai harta 
yang kongkrit.5 M. Ali Hasan memaknai tafli<s sebagai   ketidakmampuan 
pihak penghutang atau debitor (bisa orang, badan hukum, perseroan) yang 
terbukti berdasarkan ketetapan pengadilan, bahwa debitor telah berhenti 
membayar hutangnya (tidak mampu melunasi hutang) yang mengakibatkan 
penyitaan umum atas harta kekayaannya, sehingga debitor tidak berhak lagi 
mengurus harta bendanya.6 
Dengan demikian tafli<s adalah seseorang yang menghabiskan seluruh 
hartanya hingga tidak ada yang tersisa sedikitpun baginya karena digunakan 
untuk membayar hutang-hutangnya.  
Namun, untuk menentukan seseorang itu tafi<s, maka harus 
berdasarkan putusan pengadilan/hakim. Oleh karena itu, tafi<s sering 
dimaknai keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak atas 
hartanya.7 Berdasarkan keputusan hakim tersebut, muflis dilarang untuk 
mengelola hartanya.  
Dengan demikian, apabila seseorang dalam kehidupannya sebagai 
pedagang yang banyak meminjam modal dari orang lain, ternyata 
perdagangan yang ia lakukan tidak lancar, sehingga seluruh barang 
4 Abu Humaid Arif Syarifuddin, “Jika Seseorang Tertimpa Pailit”, Majalah As-Sunnah, Edisi 
09/Tahun IX/1426H/2005M. 
5 Ibnu Rusyd, Tarjamah Bidayah al-Mujtahid, (Semarang: Asy-Syifa’, 1990), 332. 
6 M. Ali Hasan. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat), 196. 
7 Ibid. 
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dagangannya habis, maka atas permintaan orang-orang yang meminjami 
pedagang ini modal dagang, kepada hakim, pedagang ini boleh dinyatakan 
sebagai orang yang jatuh pailit, sehingga segala bentuk tindakan hukumnya 
terhadap sisa harta yang ia miliki boleh dicegah. Maksud dari pencegahan 
tindakan hukum orang pailit ini adalah demi menjamin utangnya yang 
cukup banyak pada orang lain.8 
 
Dasar Hukum Hibah 
Di dalam al-Qur’an tidak ada ayat yang secara khusus menjelaskan 
tentang tentang tafli<s (pailit). Hanya saja, al-Qur’an mengisyaratkan bahwa 
orang yang banyak hutang sangat besar kemungkinan untuk tidak bisa 
mengembalikan hutang-hutangnya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan 
dalam surat al-Baqarah ayat 280 : 
                               
       
Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah 
tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian 
atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.9 
Ayat menjelaskan tentang seseorang yang berhutang, jika tidak 
mampu membayar hutang-hutangnya agar diberikan kelonggaran waktu 
sampai hutang itu dibayarkan. 
Dalam beberapa riwayat hadith, ditemukan penjelasan tentang 
seseorang yang jatuh ke keadaan tafli<s (pailit). Seperti hadith-hadith berikut 
ini : 
 ْﻦَﻋ  ِﰊَأ  َةَﺮْـﻳَﺮُﻫ ﻲﺿر ﷲ ﻪﻨﻋ  َلَﺎﻗ :  ُﺖْﻌَِﲰ  َلﻮُﺳَر  ِﱠﻟﻠﻪَا ﻰﻠﺻ ﷲ ﻪﻴﻠﻋ ﻢﻠﺳو 
 ُلﻮُﻘَـﻳ : ْﻦَﻣ  َكَرَْدأ  ُﻪَﻟﺎَﻣ  ِﻪِﻨْﻴَﻌِﺑ  َﺪْﻨِﻋ  ٍﻞُﺟَر  ْﺪَﻗ  َﺲَﻠْـَﻓأ , َﻮُﻬَـﻓ  ﱡﻖَﺣَأ  ِﻪِﺑ  ْﻦِﻣ  ِِﻩْﲑَﻏ  ) ٌﻖَﻔﱠـﺘُﻣ 
 ِﻪْﻴَﻠَﻋ( 
8 Abu> al-Wa>lid Muh}ammad ibn Ah}mad ibn Muh}ammad Ibn Rushd, Bida>yah al-Mujtahid wa 
Niha>yah al-Muqtas}id, Jilid 3, (Beirut: Da>r al-Ji<l, 1409 H/1989), 331-351. 
9 Al-Qur’an, 2 (al-Baqarah): 280. 
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Abu Hurairah ra., berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW., 
bersabda: “Barangsiapa menemukan barangnya benar-benar berada 
pada orang yang jatuh bangkrut (pailit), maka ia lebih berhak 
terhadap barang tersebut daripada orang lain.” (HR. Muttafaq 
‘Alaihi). 
 َلَﺎﻗ ﻪﻨﻋ ﷲ ﻲﺿر ِِّيرُْﺪْﳋَا ٍﺪﻴِﻌَﺳ ِﰊَأ ْﻦَﻋَو :  َﻋ ٌﻞُﺟَر َﺐﻴِﺻُأ ِﷲ ِلﻮُﺳَر ِﺪْﻬَﻋ ﻰَﻠ
 ،ُﻪُﻨْـﻳَد َﺮُـﺜَﻜَﻓ ﺎَﻬَﻋﺎَﺘْـﺑا ٍرَﺎِﲦ ِﰲ ِﻪْﻴَﻠَﻋ اﻮُﻗ ﱠﺪَﺼَﺗ :َلﺎَﻘَـﻓ ْﻎُﻠ ْـﺒَـﻳ ْﻢَﻠَـﻓ ،ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُسﺎﱠﻨﻟا َقﱠﺪَﺼَﺘَـﻓ ،
 َلﺎَﻘَـﻓ ،ِﻪِْﻨﻳَد َءَﺎﻓَو َﻚِﻟَذ :ِِﻪﺋﺎَﻣَﺮُﻐِﻟ ِﷲ ُلﻮُﺳَر َذ ﱠﻻِإ ْﻢُﻜَﻟ َﺲَْﻴﻟَو ُْﰎْﺪَﺟَو ﺎَﻣ اوُﺬُﺧ َﻚِﻟ 
Dari Sai<d al-Khudri< ra., berkata: “Pada masa Rasulullah SAW ada 
seseorang tertimpa musibah (kerusakan) pada hasil tanaman yang ia 
beli, sehingga ia banyak berhutang. Lalu Rasulullah Shallallahu 'alaihi 
wa sallam berkata,”Bersedekahlah untuknya,” maka orang-orang pun 
bersedekah untuknya, namun belum bisa melunasi semua hutangnya. 
Akhirnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada para 
penagih hutang: “Ambillah apa yang kalian dapati (dari hartanya), 
dan tidak ada lagi selain itu”. (HR. Muslim). 
 ْﻌَﻛ ِﻦِْﺑا ِﻦَﻋَو ِﻪِﻴَﺑأ ْﻦَﻋ ,ٍﻚِﻟﺎَﻣ ِﻦْﺑ ِﺐ :  َﺮَﺠَﺣ ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ِﱠﻟﻠﻪَا َلﻮُﺳَر ﱠنَأ
 َنﺎَﻛ ٍﻦْﻳَد ِﰲ ُﻪَﻋَﺑﺎَو ,ُﻪَﻟﺎَﻣ ٍذﺎَﻌُﻣ ﻰَﻠَﻋ ِﻪْﻴَﻠَﻋ  ) ﱡِﲏْﻄُﻗَرا ﱠﺪَﻟا ُﻩاَوَر( 
Dari Ibn Ka’ab Ibn Ma>lik, dari ayahnya ra., bahwa Rasulullah SAW. 
pernah menahan harta benda milik Muadz dan menjualnya untuk 
melunasi hutangnya. (HR. Da>ruqut}ni<).  
 ِﻦَﻋَو َﺲَﻠْـَﻓأ ْﺪَﻗ ﺎََﻨﻟ ٍﺐِﺣﺎَﺻ ِﰲ َةَﺮْـﻳَﺮُﻫ َﺑﺎَأ ﺎَﻨ ْـﻴَـَﺗأ :َلَﺎﻗ َةَﺪْﻠَﺧ ِﻦْﺑ َﺮَﻤُﻋ, ﺎَﻘَـﻓ :َل
 َتﺎَﻣ ْوَأ َﺲَﻠْـَﻓأ ْﻦَﻣ ) ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ِﱠﻟﻠﻪَا ِلﻮُﺳَر ِءﺎَﻀَﻘِﺑ ْﻢُﻜﻴِﻓ ﱠَﲔِﻀَْﻗَﻷ
( ِﻪِﺑ ﱡﻖَﺣَأ َﻮُﻬَـﻓ ِﻪِﻨْﻴَﻌِﺑ ُﻪَﻋﺎَﺘَﻣ ٌﻞُﺟَر َﺪَﺟَﻮَـﻓ   َدُواَد ُﻮَﺑأ َﻒﱠﻌَﺿَو ,ُﻢِﻛَﺎْﳊَا ُﻪَﺤﱠﺤَﺻَو
 ِتْﻮَﻤَْﻟا ِﺮْﻛِذ ِﰲ َةَد�َِّﺰَﻟا ِﻩِﺬَﻫ 
Dari Umar Ibn Khaldah bahwa ia berkata: Kami datang kepada Abu 
Hurairah ra., menanyakan tentang teman kami yang bangkrut, lalu ia 
berkata: Aku berikan kepadamu suatu ketetapan hukum dari 
Rasulullah SAW., yaitu: “Barangsiapa bangkrut atau meninggal 
dunia, lalu orang itu mendapatkan barangnya masih utuh, maka ia 
lebih berhak atas barang tersebut.” (HR. Abu> Da>wud). 
Syarat Jatuhnya Tafli<s 
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Seseorang yang telah jatuh pada tafli<s, maka ia tidak boleh men-
tas}arruf-kan hartanya berdasarkan keputusan pengadilan/hakim. Demikian 
pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama berpendapat, bahwa seseorang 
dinyatakan jatuh pailit hanya berdasarkan ketetapan hakim, sehingga 
apabila belum ada putusan hakim tentang statusnya sebagai orang pailit, 
maka segala bentuk tindakan hukumnya dinyatakan tetap sah. Sebaliknya, 
apabila yang berhutang itu telah dinyatakan hakim jatuh pailit, maka hakim 
berhak melarangnya untuk tidak bertindak hukum terhadap sisa hartanya, 
apabila perbuatannya itu akan membawa mad}arat pada hak-hak orang yang 
memberinya hutang, dan hakim juga berhak menjadikannya dibawah 
pengampuan, serta hakim berhak menahannya. Dalam masa tahanan itu 
hakim boleh menjual sisa harta orang yang dinyatakan jatuh pailit dan 
membagi-bagikannya kepada para pemberi hutang, sesuai dengan 
prosentase piutang masing-masing.10 Sedangkan ulama Ma>likiyah 
berpendapat , sebagai berikut : 
1. Sebelum seseorang dinyatakan jatuh pailit, para pemberi hutang 
(kreditor) berhak melarang orang yang jatuh pailit itu bertindak hukum 
terhadap sisa hartanya dan membatalkan seluruh tindakan hukum yang 
membawa mudharat kepada hak-hak mereka, seperti mewariskan 
hartanya, menghadiahkan, dan melakukan akad mud}a>rabah dengan 
orang lain. Adapun terhadap tindak hukumnya yang bersifat jual beli 
dapat dibenarkan. 
2. Persoalan hutang piutang ini tidak diajukan kepada hakim, dan antara 
orang yang berhutang dengan orang-orang yang memberi hutang dapat 
melakukan al-s}ulh} (perdamaian). Dalam kaitan ini, orang yang jatuh 
pailit itu tidak dibolehkan bertindak hukum yang sifatnya pemindahan 
hak milik sisa hartanya, seperti wasiat, hibah, dan kawin. Apabila 
tercapai perdamaian, maka pemberi hutang berhak membagi sisa harta 
orang yang jatuh pailit itu sesuai dengan prosentase piutangnya. 
3. Pihak yang memberi hutang mengajukan gugatan (seluruhnya atau 
sebagiannya) kepada hakim agar orang yang berhutang itu dinyatakan 
jatuh pailit, serta mengambil sisa hartanya untuk membayar hutang-
hutangnya. Gugatan yang diajukan itu harus disertai dengan bukti 
10 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 190. 
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bahwa hutang orang itu melebihi sisa hartanya dan hutang itu telah 
jatuh tempo pembayaran. Apabila ketetapan hakim telah ada yang 
menyatakan bahwa orang berhutang itu jatuh pailit, maka orang-orang 
yang memberi hutang berhak untuk mengambil sisa harta yang 




Orang yang pailit, menurut ulama fiqih ada dua macam, yaitu : 
1. Keadaan Sebelum Pailit 
Menurut ulama Ma>likiyah, Sha>fi’iyah, dan Hana>bilah, apabila 
hakim berpendapat, bahwa jika debitur dalam keadaan sakit (bukan 
dibuat-buat) maka kreditur tidak boleh menuntutnya dan mengawasinya 
terus-menerus, dia harus diberi kebebasan untuk mencari rizki sampai 
dia berkelapangan untuk melunasi hutangnya. Dan jika kemudian tidak 
mampu, bolehk melakukan penjualan harta debitur atas permintaan 
krediturnya.12 Sedangkan Ulama H}ana>fiyah berpendapat tidak boleh 
dilakukan pengawasan terhadap orang yang berhutang, dan tidak boleh 
menjual kekayaannya. Si debitur disandera sampai dia melunasi seluruh 
hutangnya.13 Dan jika ternyata tidak ada lagi harta untuk membayar 
hutang kepada kreditur maka debitur dibebaskan.14 
Perbedaan pendapat ini, nampaknya berangkat dari pemahaman 
terhadap ayat al-Qur’an surat al-Baqarah 280, yaitu : 
                    
Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah 
tangguh sampai Dia berkelapangan.15 
 
Berdasarkan ayat ini, ulama Ma>likiyah, Sha>fi’iyah, dan Hana>bilah, 
menyatakan agar debitur tetap diberi kebebasan untuk mengelola 
11 Ibid. 
12 M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Koleksi Hadits-Hadits Hukum 7, Cet. 3, (Semarang: PT. Pustaka 
Rizki Putra, , 2001), 151-152. 
13 Ibid. 
14 M. Ali Hasan. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat), 199-200. 
15 Al-Qur’an, 2 (al-Baqarah): 280. 
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hartanya sampai dapat melunasi hutangnya, dan jika tetap tidak bisa 
melunasi hutangnya, maka boleh menjual harta debitur atas permintaan 
kreditur. Sedangkan menurut H}ana>fiyah, disandera saja sampai bisa 
melunasi hutangnya, tetapi jika tida bisa agar dibebaskan saja 
hutangnya. 
2. Keadaan Sesudah Pailit 
Para ulama sepakat bahwa seorang muflis menggunakan seluruh 
hartanya sebelum adanya larangan Hakim, maka tindakannya itu 
dianggap berlaku atau sah.16 Dan ulama juga sepakat, bahwa muflis 
tidak boleh melakukan apapun terhadap hartanya berdasarkan putusan 
hakim. Menurut Ma>likiyah, bahwa orang tersebut tidak boleh 
mengadakan penjualan, pembelian, pengambilan ataupun pemberian. 
Hana>fiyah berpendapat, tidak boleh menggunakan hartanya, tetapi 
harus berdasarkan keputusan dari dua orang hakim. Menurut 
Sha>fi’iyyah, boleh bertindak terhadap hartanya, tetapi ditangguhkan 
sampai dapat melunasi hutangnya. Sedangkan Hana>bilah berpendapat, 
bahwa penggunaan atas hartanya tidak sah, kecuali memerdekakan 
budak.17 
Hajr tehadap Muflis 
Dalam istilah fiqh disebut al-h}ajr (pengampuan), yang secara harfiah 
berarti penyitaan dan pencegahan.18 Dengan demikian, al-h}ajr adalah 
mencegah muflis dari mentasyarufkan hartanya.19 
H}ajr bisa diberlakukan oleh hakim terhadap orang yang mempumyai 
hutang yang jatuh pailit atas permintaan orang-orang yang memberikan 
hutang atau oleh sebagian dari mereka sehingga hak mereka tidak terancam 
hilang. Syaratnya adalah jika harta orang yang berhutang  tidak mencukupi 
untuk membayar hutangnya. Lebih baik lagi pemberlakuan h}ajr ini 
dipublikasikan agar orang lain tidak melakukan transaksi dengannya. 
Abu> al-Wa>lid Muh}ammad ibn Ah}mad ibn Muh}ammad Ibn Rushd, Bida>yah al-Mujtahid wa 
Niha>yah al-Muqtas}id, 335-336. 
17 Muhammad Abdurrahman al-Dimasyqi<, Fiqih Empat Mazhab, (Bandung: Hasyimi, 2012), 
240. 
18 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2003), 136. 
19 M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqh Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 2000), 427. 
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Ada empat hukum yang terkait dengan hajr terhadap orang yang 
berhutang  yang jatuh pailit sebagai berikut : 
1. Keterkaitan hak orang-orang yang member hutang dengan harta 
bendanya ( penhutang yang pailit ). 
2. Larangan membelanjakan hartanya ketika terkena hajr, namun 
pembelanjaan yang dilakukan sebelum terkena hajr tetap boleh . 
3. Seorang hakim berhak menjual hartanya dan membayarkannya kepada 
orang-orang yang memberikannya hutang. Pembagiannya dimulai 
dariorang yang mempunyai gadai padannya.Hakim membayarkannya 
lebih kecil dari hutangnya atau sesuai dengan harga barang yang 
digadaikan. Kemudian hakim baru membayarkan hutang-hutangnya 
yang lain dengan cara yang adil.  
4. Orang yang mendapati hartanya ditangan pihak penghutang yang jatuh 
pailit lebih berhak atas harta itu dari pada pemberi hutang yang lain. 
Hal ini jika barang dagangan  masih ada dan belum rusak sedikitpun 
serta tidak bertambah. Selain itu, jika penjual belum menerima 
harganya dan jika tidak ada orang mempunyai hak atas harta itu,seperti 
hak hibah,syuf’ah dan lain sebagainya.20 
 
Kadar Harta yang Disita 
Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa seluruh harta orang 
yang pailit harus dijual. Selain itu, disisakan baginya dan bagi keluarga 
yang ditanggungnya nafkah dihari pembagian saja. Kalau orang yang punya 
harta itu meninggal sebelum pembayaran hutang, maka kain kafan dan 
perlengkapan seperti itu harus didahulukan ketimbang hutang. Yang boleh 
ditinggal adalah seperti pakaian, makanan pokok, sehari-hari, buku yang 




1. tafli<s sebagai   ketidakmampuan pihak penghutang atau debitor 
(bisa orang, badan hukum, perseroan) yang terbukti berdasarkan 
20 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalat, 191. 
21 Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad Al-Syaukani, Cet. 1, (Jakarta: Logos, 1999), 191. 
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ketetapan pengadilan, bahwa debitor telah berhenti membayar 
hutangnya (tidak mampu melunasi hutang) yang mengakibatkan 
penyitaan umum atas harta kekayaannya, sehingga debitor tidak 
berhak lagi mengurus harta bendanya. 
2. Seseorang dinyatakan jatuh pailit harus berdasarkan ketetapan hakim, 
sehingga apabila belum ada putusan hakim tentang statusnya sebagai 
orang pailit, maka segala bentuk tindakan hukumnya dinyatakan tetap 
sah. Sebaliknya, apabila yang berhutang itu telah dinyatakan hakim 
jatuh pailit, maka hakim berhak melarangnya untuk tidak bertindak 
hukum terhadap sisa hartanya 
 
Latihan 
1. Apa pengertian hibah ? 
2. Sebutkan rukun dan syarat hibah dan jelaskan masing-masing ! 
3. Sebutkan macam-macam hibah dan jelaskan ! 
4. Bagaimana hukum hibah orang tua kepada anak ? 
5. Bagaimana batasan hibah ? 










































A. Proses Penilaian Perkuliahan 
Pengambilan nilai dalam mata kuliah Hukum Ekonomi dan Bisnis 
Islam II ini menggunakan Sistem Evaluasi Penilaian sebagaimana dalam 
Buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan UIN Sunan Ampel Tahun 2014 
yang terdiri atas 4 macam penilaian: 
1. Ujian Tengah Semester (UTS)  
UTS dapat dilaksanakan setelah mahasiswa menguasai minimal 6 
paket bahan perkuliahan (paket 1–6) . Materi UTS diambil dari 
pencapaian indikator pada tiap-tiap paket. Bentuk soal dapat berupa 
pilihan ganda, essay, atau perpaduan antara keduanya. Waktu ujian 1 
jam perkuliahan (100 menit). Komponen dan jumlah soal diserahkan 
kepada Dosen pengampu matakuliah dengan skor maksimal 100. 
2. Tugas 
Tugas merupakan produk (hasil kreatifitas) mahasiswa dari keunggulan 
potensi utama yang ada dalam dirinya. Hasil kreatifitas dapat disusun 
secara individual atau kelompok yang bersifat futuristik dan memberi 
manfaat bagi orang lain (bangsa dan negara). Petunjuk cara 
mengerjakan tugas secara lebih rinci diserahkan kepada Dosen 
pengampu. Skor tugas mahasiswa maksimal 100. 
3. Ujian Akhir Semester (UAS) 
UAS dapat dilaksanakan setelah mahasiswa menguasai minimal 6 
paket II bahan perkuliahan (paket 7–12). Materi UAS diambil dari 
pencapaian indikator pada tiap-tiap paket. Bentuk soal dapat berupa 
pilihan ganda, essay, atau perpaduan antara keduanya. Waktu ujian 1 
jam perkuliahan (100 menit). Komponen dan jumlah soal diserahkan 
kepada Dosen pengampu matakuliah dengan skor maksimal 100. 
4. Performance 
Performance, merupakan catatan-catatan keaktifan mahasiswa dalam 
mengikuti perkuliahan mulai pertemuan pertama hingga pertemuan 
terakhir antara 14–16 pertemuan. Dosen dapat memberi catatan pada 
setiap proses perkuliahan kepada masing-masing mahasiswa dengan 
PENUTUP 



































mengamati: (1) ketepatan waktu kehadiran dalam perkuliahan, (2) 
penguasaan materi (3) kualitas ide/respon terhadap materi yang dikaji, 
dan lain-lain (Dosen dapat menambah hal-hal lain yang perlu diamati). 
Dosen merekap seluruh catatan selama perkuliahan, dan memberi 
penilaian performance pada masing-masing mahasiswa dengan skor 
maksimal 100. 
Dosen dapat mengcopy absen perkuliahan, untuk memberi catatan-
catatan penilaian performance atau membuat format sendiri. Catatan 
penilaian performance tidak diperkenankan langsung di dalam absen 
perkuliahan mahasiswa. 
 
B. Nilai Matakuliah Akhir Semester  
Nilai matakuliah akhir semester adalah perpaduan antara Ujian Tengah 
Semester (UTS) 20%, Tugas 30 %, Ujian Akhir Semester (UAS) 40 %, dan 
Performance 10 %.  
Nilai matakuliah akhir semester dinyatakan dengan angka yang 
mempunyai status tertentu, sebagaimana dalam tabel berikut. 
 
Angka Interval 
Skor (skala 100) 
Skor (skala 4) Huruf Keterangan 
91 – 100 4,00 A+ Lulus 
86 – 90 3,75 A Lulus 
81 – 85 3,50 A- Lulus 
76 – 80 3,25 B+ Lulus 
71 – 75 3,00 B Lulus 
66 – 70 2,75 B- Lulus 
61 – 65 2,50 C+ Lulus 
56 – 60 2,25 C Lulus 
51 – 55 2,00 C- Tidak Lulus 
40 – 50 1,75 D Tidak Lulus 








































a. Nilai huruf C- dan D pada matakuliah akhir semester harus diulang 
dengan memprogram kembali pada semester berikutnya 
b. Nilai huruf C dan C+ boleh diperbaiki dengan ketentuan harus 
memprogram ulang dan nilai huruf semula dinyatakan hangus/gugur 
c. Rumus menghitung nilai matakuliah (NMK) akhir semester: 
NMK  =     (NUTSx20)+(NTx30)+(NUASx40)+(NPx10) 
    100 
 
NMK = Nilai Matakuliah 
NUTS = Nilai Ujian Tengah Semester 
NT = Nilai Tugas 
NUAS = Nilai Ujian Akhir Semester 
NP = Nilai Performance 
 
d. NMK bisa dihitung apabila terdiri dari empat komponen SKS, 
yaitu: UTS, Tugas, UAS, dan performance. Apabila salah satu 
kosong (tidak diikuti oleh mahasiswa), maka nilai akhir tidak bisa 
diperoleh, kecuali salah satunya mendapat nol (mahasiswa 
mengikuti proses penilaian akan tetapi nilainya nol), maka nilai 
akhir bisa diperoleh. 
e. Nilai akhir matakuliah, ditulis nilai bulat ditambah 2 angka di 
belakang koma. Contoh: 3,21. 2,80, dst. 
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